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 i  Buku Ajar 

KATA PENGANTAR 
 

 

 

Hukum jaminan dan hukum kepailitan merupakan dua pilar 

penting dalam sistem hukum perdata yang berperan dalam menjaga 

keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur. Hukum jaminan 

memberikan landasan hukum bagi kreditur untuk memperoleh 

perlindungan atas piutangnya, sementara hukum kepailitan memberikan 

mekanisme penyelesaian apabila debitur tidak mampu memenuhi 

kewajibannya. 

 

Buku ajar ini mebahas konsep dasar hukum jaminan, termasuk 

jenis-jenis jaminan seperti fidusia, hipotek, dan gadai. Buku ajar ini juga 

membahas bagaimana hukum jaminan diterapkan dalam berbagai 

transaksi keuangan serta peranannya dalam memberikan kepastian 

hukum bagi para pihak yang terlibat. Buku ajar ini membahas hukum 

kepailitan, termasuk prosedur dan implikasi hukum dari proses 

kepailitan. 

 

Semoga buku ajar ini dapat memberikan kontribusi yang positif 

bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia. 

 

 

Salam Hangat, 

 

Penulis 
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ANALISIS 

INSTRUKSIONAL 
 

 

No Kemampuan Akhir yang 

Diharapkan 

Indikator 

1 Mampu memahami terkait 

dengan definisi, tujuan dan fungsi 

hukum jaminan dalam 

perlindungan kreditur, 

memahami definisi, tujuan dan 

fungsi hukum kepailitan dalam 

penyelesaian utang, serta 

memahami hubungan antara 

hukum jaminan dan hukum 

kepailitan, sehingga pembaca 

dapat pemahaman yang 

menyeluruh akan kedua aspek 

hukum ini menjadi kunci dalam 

menavigasi sistem hukum yang 

kompleks untuk melindungi 

kepentingan semua pihak yang 

terlibat. 

• Definisi, Tujuan dan 

Fungsi Hukum Jaminan 

dalam Perlindungan 

Kreditur 

• Definisi, Tujuan dan 

Fungsi Hukum 

Kepailitan dalam 

Penyelesaian Utang 

• Hubungan antara Hukum 

Jaminan dan Hukum 

Kepailitan  

2 Mampu memahami terkait 

dengan sejarah hukum jaminan 

dan hukum kepailitan di 

Indonesia, serta memahami 

perkembangan dan reformasi 

dalam hukum jaminan dan 

kepailitan, sehingga pembaca 

dapat mengembangkan wawasan 

yang mendalam tentang sejarah 

dan perkembangan hukum 

jaminan dan kepailitan di 

Indonesia, serta berkontribusi 

pada diskusi dan analisis yang 

• Definisi, Tujuan dan 

Fungsi Hukum Jaminan 

dalam Perlindungan 

Kreditur 

• Definisi, Tujuan dan 

Fungsi Hukum 

Kepailitan dalam 

Penyelesaian Utang 

• Hubungan antara Hukum 

Jaminan dan Hukum 

Kepailitan 
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berorientasi pada peningkatan 

sistem hukum nasional. 

3 Mampu memahami terkait 

dengan jaminan fidusia dan 

kepailitan, memahami jaminan 

hipotek dan kepailitan, 

memahami jaminan gadai dan 

kepailitan, serta memahami hak 

tanggungan dan kepailitan, 

sehingga pembaca dapat 

memahami berbagai jenis 

jaminan dalam kaitannya dengan 

proses kepailitan, serta 

mengaplikasikan pengetahuan ini 

dalam analisis kasus-kasus 

hukum yang melibatkan jaminan 

dan kepailitan. 

• Jaminan Fidusia dan 

Kepailitan 

• Jaminan Hipotek dan 

Kepailitan 

• Jaminan Gadai dan 

Kepailitan 

• Hak Tanggungan dan 

Kepailitan 

 

4 Mampu memahami terkait 

dengan prinsip kepastian hukum 

dalam jaminan dan kepailitan, 

memahami prinsip perlindungan 

kepentingan kreditur dalam 

jaminan dan kepailitan, 

memahami prinsip perlindungan 

debitor dalam jaminan dan 

kepailitan, serta memahami 

prinsip efisiensi dalam 

penyelesaian utang dan 

pembagian harta pailit, sehingga 

pembaca dapat memahami dan 

menerapkan prinsip-prinsip 

hukum fundamental dalam 

jaminan dan kepailitan, serta 

berkontribusi pada diskusi dan 

pengembangan sistem hukum 

yang adil dan efisien. 

• Prinsip Kepastian 

Hukum dalam Jaminan 

dan Kepailitan 

• Prinsip Perlindungan 

Kepentingan Kreditur 

dalam Jaminan dan 

Kepailitan 

• Prinsip Perlindungan 

Debitor dalam Jaminan 

dan Kepailitan 

• Prinsip Efisiensi dalam 

Penyelesaian Utang dan 

Pembagian Harta Pailit 

 

5 Mampu memahami terkait 

dengan pengikatan jaminan 

fidusia dan prosedurnya, 

memahami pengikatan jaminan 

hipotek dan prosedurnya, 

memahami pengajuan 

permohonan kepailitan ke 

• Pengikatan Jaminan 

Fidusia dan Prosedurnya 

• Pengikatan Jaminan 

Hipotek dan 

Prosedurnya 
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pengadilan niaga, serta 

memahami peran jaminan dalam 

proses kepailitan, sehingga 

pembaca dapat memiliki 

pemahaman yang komprehensif 

tentang pengikatan jaminan dan 

perannya dalam proses 

kepailitan, serta mampu 

menerapkan pengetahuan ini 

dalam praktik hukum atau 

analisis kasus terkait. 

• Pengajuan Permohonan 

Kepailitan ke 

Pengadilan Niaga 

• Peran Jaminan dalam 

Proses Kepailitan 

 

6 Mampu memahami terkait 

dengan pengertian dan tujuan 

PKPU (penundaan kewajiban 

pembayaran utang), memahami 

pengertian dan tujuan kepailitan, 

serta memahami perbedaan 

antara PKPU dan kepailitan 

dalam hukum Indonesia, 

sehingga pembaca dapat 

memahami perbedaan antara 

PKPU dan kepailitan serta 

bagaimana keduanya diterapkan 

dalam praktik hukum Indonesia, 

serta dapat menentukan prosedur 

yang lebih tepat bagi debitur atau 

kreditur yang menghadapi 

kesulitan utang. 

• Pengertian dan Tujuan 

PKPU (Penundaan 

Kewajiban Pembayaran 

Utang) 

• Pengertian dan Tujuan 

Kepailitan 

• Perbedaan antara PKPU 

dan Kepailitan dalam 

Hukum Indonesia 

 

7 Mampu memahami terkait 

dengan pengaturan jaminan 

dalam undang-undang nomor 42 

tahun 1999 (jaminan fidusia), 

memahami pengaturan kepailitan 

dalam undang-undang nomor 37 

tahun 2004 (undang-undang 

kepailitan), serta memahami 

norma hukum yang mengatur 

proses penyelesaian utang dan 

pembagian aset pailit, sehingga 

pembaca dapat memahami secara 

komprehensif pengaturan hukum 

mengenai jaminan fidusia, 

kepailitan, dan proses 

• Pengaturan Jaminan 

dalam Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 1999 

(Jaminan Fidusia)  

• Pengaturan Kepailitan 

dalam Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 

(Undang-Undang 

Kepailitan) 

• Norma Hukum yang 

Mengatur Proses 

Penyelesaian Utang dan 

Pembagian Aset Pailit 
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penyelesaian utang dalam sistem 

hukum Indonesia, serta mampu 

mengaplikasikan pengetahuan ini 

dalam praktik hukum atau 

analisis kasus terkait. 

8 Mampu memahami terkait 

dengan akibat kepailitan terhadap 

kreditor yang memiliki jaminan, 

memahami akibat kepailitan 

terhadap debitor dan aset yang 

dijaminkan, memahami 

pembagian harta pailit dan 

prioritas pembayaran utang, serta 

memahami implikasi hukum 

jaminan pada harta yang masuk 

dalam proses kepailitan, sehingga 

pembaca dapat memahami lebih 

dalam tentang dampak kepailitan 

terhadap kreditor dan debitor 

yang terlibat, serta bagaimana 

hukum mengatur pembagian 

harta pailit dan perlakuan 

jaminan dalam proses kepailitan 

di Indonesia. 

• Akibat Kepailitan 

Terhadap Kreditor yang 

Memiliki Jaminan 

• Akibat Kepailitan 

Terhadap Debitor dan 

Aset yang Dijaminkan 

• Pembagian Harta Pailit 

dan Prioritas 

Pembayaran Utang 

• Implikasi Hukum 

Jaminan pada Harta yang 

Masuk dalam Proses 

Kepailitan 

 

9 Mampu memahami terkait 

dengan pengurusan harta pailit 

oleh kurator dan pengawasan 

oleh hakim pengawas, 

memahami peran jaminan dalam 

pengurusan harta pailit, serta 

memahami pengaruh kepailitan 

terhadap jaminan yang diberikan 

oleh debitor, sehingga pembaca 

dapat memahami secara 

menyeluruh proses pengurusan 

harta pailit oleh kurator, peran 

jaminan dalam pengurusan harta 

pailit, dan bagaimana kepailitan 

mempengaruhi jaminan yang 

diberikan oleh debitor dalam 

konteks hukum Indonesia. 

• Pengurusan Harta Pailit 

oleh Kurator dan 

Pengawasan oleh Hakim 

Pengawas 

• Peran Jaminan dalam 

Pengurusan Harta Pailit 

• Pengaruh Kepailitan 

Terhadap Jaminan yang 

Diberikan oleh Debitor 

 

10 Mampu memahami terkait 

dengan hak jaminan dalam 
• Hak Jaminan dalam 

Pembagian Aset Pailit 
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pembagian aset pailit, memahami 

perlindungan hak jaminan bagi 

kreditor dalam proses kepailitan, 

serta memahami prioritas 

pembayaran utang antara kreditor 

yang memiliki jaminan dan yang 

tidak memiliki jaminan, sehingga 

pembaca dapat memahami secara 

mendalam konsep hak jaminan 

dalam pembagian aset pailit, 

perlindungan hak kreditor dalam 

proses kepailitan, serta dinamika 

prioritas pembayaran utang 

antara kreditor dengan dan tanpa 

jaminan, dalam konteks hukum 

kepailitan di Indonesia. 

• Perlindungan Hak 

Jaminan bagi Kreditor 

dalam Proses Kepailitan 

• Prioritas Pembayaran 

Utang antara Kreditor 

yang Memiliki Jaminan 

dan yang Tidak 

Memiliki Jaminan 

 

11 Mampu memahami terkait 

dengan peraturan internasional 

terkait kepailitan dan jaminan, 

memahami harta pailit yang 

berada di luar negeri dan 

pengaturannya, memahami 

penyelesaian utang dan jaminan 

dalam kasus kepailitan 

internasional, serta memahami 

tantangan dalam pengelolaan 

harta pailit lintas negara, 

sehingga pembaca dapat 

memiliki pemahaman yang 

komprehensif tentang peraturan 

internasional yang mengatur 

kepailitan dan jaminan, 

pengelolaan harta pailit yang 

berada di luar negeri, serta 

tantangan dan solusi dalam 

penyelesaian utang dan jaminan 

dalam kasus kepailitan 

internasional. 

• Peraturan Internasional 

terkait Kepailitan dan 

Jaminan 

• Harta Pailit yang Berada 

di Luar Negeri dan 

Pengaturannya 

• Penyelesaian Utang dan 

Jaminan dalam Kasus 

Kepailitan Internasional 

• Tantangan dalam 

Pengelolaan Harta Pailit 

Lintas Negara 

 

12 Mampu memahami terkait 

dengan tugas dan kewenangan 

hakim pengawas dalam kepailitan 

dan jaminan, memahami peran 

kurator dalam mengelola harta 

• Tugas dan Kewenangan 

Hakim Pengawas dalam 

Kepailitan dan Jaminan 
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pailit dan jaminan, serta 

memahami hubungan antara 

hakim pengawas, kurator, dan 

pengadilan niaga dalam 

kepailitan dan jaminan, sehingga 

pembaca dapat memahami tugas 

dan kewenangan hakim 

pengawas, peran kurator dalam 

mengelola harta pailit dan 

jaminan, serta hubungan yang 

terjalin antara hakim pengawas, 

kurator, dan pengadilan niaga 

dalam rangka menyelesaikan 

masalah kepailitan dengan adil 

dan efisien. 

• Peran Kurator dalam 

Mengelola Harta Pailit 

dan Jaminan 

• Hubungan antara Hakim 

Pengawas, Kurator, dan 

Pengadilan Niaga dalam 

Kepailitan dan Jaminan 

 

13 Mampu memahami terkait 

dengan pengertian dan tujuan 

rapat verifikasi dalam kepailitan, 

memahami proses pencocokan 

piutang antara kreditor dan 

debitor dalam kepailitan, serta 

memahami implikasi keputusan 

rapat verifikasi terhadap jaminan 

yang diberikan oleh debitor, 

sehingga pembaca dapat 

memahami pengertian dan tujuan 

rapat verifikasi dalam kepailitan, 

proses pencocokan piutang antara 

kreditor dan debitor, serta 

implikasi keputusan rapat 

verifikasi terhadap jaminan yang 

diberikan oleh debitor. Pembaca 

juga diharapkan dapat 

menganalisis dampak keputusan 

tersebut terhadap hak-hak 

kreditor dan pengelolaan harta 

pailit secara menyeluruh. 

• Pengertian dan Tujuan 

Rapat Verifikasi dalam 

Kepailitan 

• Proses Pencocokan 

Piutang antara Kreditor 

dan Debitor dalam 

Kepailitan 

• Implikasi Keputusan 

Rapat Verifikasi 

terhadap Jaminan yang 

Diberikan oleh Debitor 

 

14 Mampu memahami terkait 

dengan tujuan dan manfaat SLR 

untuk meneliti hukum jaminan 

dan kepailitan, memahami 

metodologi systematic literature 

review untuk studi jaminan dan 

• Tujuan dan Manfaat SLR 

untuk Meneliti Hukum 

Jaminan dan Kepailitan 

• Metodologi Systematic 

Literature Review untuk 
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kepailitan, serta memahami 

analisis temuan SLR terkait 

hukum jaminan dan kepailitan di 

Indonesia dan Internasional, 

sehingga pembaca dapat 

memahami tujuan, manfaat, dan 

metodologi dari SLR dalam 

konteks penelitian hukum 

jaminan dan kepailitan, serta 

mampu menganalisis temuan 

SLR yang relevan baik secara 

nasional maupun internasional 

untuk memberikan wawasan 

yang lebih mendalam dan 

aplikatif dalam pengembangan 

hukum di bidang ini. 

Studi Jaminan dan 

Kepailitan 

• Analisis Temuan SLR 

terkait Hukum Jaminan 

dan Kepailitan di 

Indonesia dan 

Internasional 

 





 1  Buku Ajar 

BAB I 
PENGENALAN HUKUM JAMINAN 

DAN KEPAILITAN 
 

  

 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait dengan definisi, tujuan dan fungsi hukum 

jaminan dalam perlindungan kreditur, memahami definisi, tujuan dan 

fungsi hukum kepailitan dalam penyelesaian utang, serta memahami 

hubungan antara hukum jaminan dan hukum kepailitan, sehingga 

pembaca dapat pemahaman yang menyeluruh akan kedua aspek 

hukum ini menjadi kunci dalam menavigasi sistem hukum yang 

kompleks untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. 

Materi Pembelajaran 

• Definisi, Tujuan dan Fungsi Hukum Jaminan dalam Perlindungan 

Kreditur 

• Definisi, Tujuan dan Fungsi Hukum Kepailitan dalam 

Penyelesaian Utang 

• Hubungan antara Hukum Jaminan dan Hukum Kepailitan 

• Latihan Soal 

 

A. Definisi, Tujuan dan Fungsi Hukum Jaminan dalam 

Perlindungan Kreditur 

 

Hukum jaminan merupakan salah satu aspek penting dalam 

sistem hukum perdata, khususnya dalam kaitannya dengan hubungan 

kreditur dan debitur. Pengaturan mengenai hukum jaminan bertujuan 

untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur sekaligus melindungi 

hak-haknya atas piutang yang diberikan kepada debitur. 

 

1. Definisi Hukum Jaminan 

Hukum jaminan merupakan salah satu cabang hukum yang 

mengatur aspek hubungan antara kreditur dan debitur, khususnya dalam 
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hal pengamanan pelunasan utang. Menurut Sudikno Mertokusumo 

(2020), hukum jaminan dapat didefinisikan sebagai ketentuan hukum 

yang mengatur hubungan hukum di mana debitur memberikan sesuatu 

sebagai jaminan kepada kreditur untuk memastikan pelunasan utangnya. 

Jaminan tersebut bisa berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, 

dan dapat berwujud atau tidak berwujud. Konsep ini memberikan 

kreditur rasa aman bahwa utang yang diberikan akan dapat dilunasi, baik 

melalui pembayaran langsung oleh debitur maupun melalui eksekusi atas 

barang yang dijadikan jaminan. 

Pada konteks hukum Indonesia, pengaturan mengenai jaminan 

diatur dalam berbagai instrumen hukum. Salah satu yang paling 

signifikan adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan (UUHT). Hak Tanggungan memberikan kedudukan 

istimewa kepada kreditur, memungkinkan untuk mengambil pelunasan 

utang dari hasil eksekusi atas benda yang dijaminkan. Hak ini biasanya 

digunakan pada jaminan yang berupa benda tidak bergerak, seperti tanah 

dan bangunan. Selain itu, terdapat juga pengaturan mengenai Fidusia 

melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Fidusia memungkinkan 

pemberian jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud seperti 

kendaraan maupun tidak berwujud seperti piutang, tanpa harus 

menyerahkan penguasaan fisiknya kepada kreditur. Dalam ranah hukum 

perdata, hipotek menjadi salah satu bentuk jaminan yang diatur dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya untuk 

benda tidak bergerak selain tanah. 

 

2. Tujuan Hukum Jaminan 

Hukum jaminan memiliki tujuan utama untuk memberikan 

perlindungan dan kepastian hukum, terutama kepada kreditur dalam 

hubungan pinjam-meminjam. Dalam hubungan ini, kreditur 

membutuhkan keyakinan bahwa dana yang dipinjamkan akan kembali, 

baik melalui pelunasan langsung oleh debitur maupun melalui eksekusi 

atas barang yang dijaminkan. Salah satu tujuan penting hukum jaminan 

adalah memberikan kepastian hukum. Melalui pengaturan ini, kreditur 

memperoleh hak prioritas dalam pelunasan utang debitur. Dalam hal 

debitur gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi), hukum jaminan 

memastikan bahwa kreditur dapat mengeksekusi benda yang dijaminkan 

dengan prosedur yang jelas dan tegas. 
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Hukum jaminan bertujuan untuk melindungi kepentingan 

kreditur. Dalam situasi normal maupun saat terjadi konflik hukum, 

hukum jaminan memberikan perlindungan agar kreditur tetap dapat 

memperoleh haknya. Sebagai pemberi pinjaman, kreditur sering kali 

menghadapi risiko seperti ketidakmampuan debitur untuk membayar 

utang atau klaim dari pihak ketiga atas barang yang dijaminkan. Dengan 

adanya hukum jaminan, kreditur memiliki posisi yang lebih kuat dan 

terlindungi dalam menghadapi risiko-risiko tersebut. 

Tujuan lainnya adalah mendorong akses terhadap kredit, yang 

pada akhirnya berdampak positif pada perputaran ekonomi. Dengan 

adanya jaminan, kreditur memiliki rasa aman yang lebih tinggi dalam 

memberikan pinjaman. Hal ini mempermudah debitur, terutama pelaku 

usaha, untuk mendapatkan pembiayaan yang dibutuhkan. Dengan 

demikian, hukum jaminan berperan dalam meningkatkan aktivitas 

ekonomi melalui penyediaan dana yang lebih luas untuk keperluan 

konsumsi maupun investasi. 

Efisiensi ekonomi juga menjadi salah satu tujuan penting hukum 

jaminan. Adanya dasar hukum yang kuat untuk eksekusi jaminan 

memungkinkan penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur 

dilakukan dengan cepat dan efisien. Hal ini menghindarkan para pihak 

dari proses hukum yang panjang dan rumit, yang sering kali memakan 

waktu dan biaya yang tidak sedikit. Dengan efisiensi yang lebih tinggi, 

sumber daya yang ada dapat dialokasikan untuk kegiatan ekonomi 

lainnya yang lebih produktif. 

 

3. Fungsi Hukum Jaminan 

Hukum jaminan memiliki fungsi yang signifikan dalam menjaga 

keseimbangan hubungan antara kreditur dan debitur, terutama dalam 

konteks perlindungan hak dan kewajiban serta mendorong stabilitas 

ekonomi. Salah satu fungsi utama hukum jaminan adalah fungsi 

ekonomi. Dengan adanya jaminan, kreditur merasa lebih aman dalam 

memberikan pinjaman karena memiliki kepastian akan adanya barang 

yang dapat dijadikan pelunasan jika debitur gagal memenuhi 

kewajibannya. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi dengan 

meningkatkan perputaran modal. Barang-barang yang dijadikan 

jaminan, baik berupa aset bergerak seperti kendaraan maupun aset tidak 

bergerak seperti tanah dan bangunan, dapat digunakan untuk mendukung 

aktivitas ekonomi secara produktif dan efektif. 
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Hukum jaminan juga berfungsi dalam aspek hukum. Fungsi ini 

memberikan kejelasan tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh 

kreditur dan debitur. Pengaturan hukum ini mencakup prosedur eksekusi 

jaminan yang jelas, serta memastikan kedudukan kreditur jika terjadi 

konflik dengan pihak ketiga yang mungkin mengklaim barang yang 

sama. Dengan adanya fungsi hukum ini, hubungan hukum antara 

kreditur dan debitur dapat berjalan dengan tertib, mengurangi risiko 

kesalahpahaman, dan memberikan kepastian hukum yang sangat 

diperlukan dalam dunia bisnis. 

Fungsi preventif juga menjadi salah satu peran penting hukum 

jaminan. Dengan keberadaan hukum jaminan, kreditur memiliki alat 

untuk melindungi diri dari risiko kerugian akibat ketidakmampuan 

debitur dalam melunasi utang. Fungsi preventif ini tidak hanya 

melibatkan aspek perlindungan bagi kreditur tetapi juga memberikan 

pencegahan terhadap potensi sengketa antara kreditur dan debitur. 

Dengan adanya ketentuan hukum jaminan, kedua belah pihak dapat 

memahami posisi dan kewajiban masing-masing, sehingga mengurangi 

kemungkinan terjadinya konflik. 

Hukum jaminan juga memiliki fungsi sosial. Fungsi ini 

memastikan bahwa proses penjaminan yang dilakukan oleh debitur dan 

kreditur tidak merugikan pihak ketiga atau masyarakat luas. Sebagai 

contoh, dalam kasus jaminan berupa tanah, hukum jaminan memastikan 

bahwa tanah tersebut tetap tunduk pada aturan tata guna lahan atau 

peruntukan sebagaimana yang diatur dalam hukum agraria. Hal ini 

memastikan bahwa kegiatan penjaminan tetap berada dalam kerangka 

hukum yang menjaga kepentingan masyarakat secara lebih luas. 

 

4. Jenis-Jenis Jaminan dalam Hukum Indonesia 

Pada hukum Indonesia, jaminan terbagi menjadi dua kategori 

utama: jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Kedua jenis 

jaminan ini dirancang untuk memberikan perlindungan hukum bagi 

kreditur dan memastikan pelunasan utang oleh debitur, meskipun dengan 

mekanisme dan karakteristik yang berbeda. 

Jaminan kebendaan adalah jenis jaminan yang berbasis pada 

objek atau benda tertentu yang dimiliki oleh debitur. Kreditur yang 

memiliki hak atas jaminan kebendaan ini memperoleh kedudukan 

preferen, yang berarti memiliki prioritas dalam mendapatkan pelunasan 

utang dari hasil penjualan benda yang dijaminkan, dibandingkan kreditur 
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lain yang tidak memiliki hak jaminan. Contoh utama dari jaminan 

kebendaan di Indonesia meliputi hak tanggungan, fidusia, dan hipotek. 

Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan, yang khusus digunakan untuk menjamin utang 

dengan objek berupa tanah dan bangunan. Fidusia, sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, memungkinkan benda 

bergerak seperti kendaraan bermotor atau mesin produksi dijadikan 

jaminan tanpa perlu menyerahkan kepemilikan fisik benda tersebut 

kepada kreditur. Sementara itu, hipotek diatur dalam KUH Perdata dan 

lebih umum digunakan untuk benda tidak bergerak selain tanah, seperti 

kapal dengan bobot tertentu. Jaminan kebendaan ini memberikan 

kepastian hukum yang kuat kepada kreditur, terutama dalam hal eksekusi 

jaminan. 

Jaminan perorangan (borgtocht atau penanggungan) melibatkan 

pihak ketiga sebagai penjamin. Dalam mekanisme ini, pihak ketiga 

bertindak sebagai penanggung utang, yang berarti bertanggung jawab 

melunasi utang debitur jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. 

Jaminan perorangan diatur dalam KUH Perdata Pasal 1820 hingga 1850, 

yang menekankan hubungan kontraktual antara kreditur, debitur, dan 

penjamin. Tidak seperti jaminan kebendaan, jaminan perorangan tidak 

memberikan hak atas objek tertentu kepada kreditur. Namun, kreditur 

tetap memiliki perlindungan hukum karena dapat menuntut penjamin 

untuk melunasi utang yang gagal dibayar oleh debitur. 

Perbedaan utama antara jaminan kebendaan dan jaminan 

perorangan terletak pada dasar hukum dan sifat perlindungannya. 

Jaminan kebendaan memberikan kepastian melalui hak atas benda yang 

dijaminkan, sedangkan jaminan perorangan mengandalkan tanggung 

jawab pribadi dari pihak ketiga. Kedua jenis jaminan ini saling 

melengkapi dalam sistem hukum Indonesia, memberikan fleksibilitas 

bagi kreditur untuk memilih jenis jaminan yang paling sesuai dengan 

kebutuhan. 

 

5. Perlindungan Kreditur melalui Hukum Jaminan 

Perlindungan kreditur merupakan salah satu tujuan utama dari 

keberadaan hukum jaminan. Dalam hubungan pinjam-meminjam, 

hukum jaminan memberikan berbagai hak dan mekanisme yang 

bertujuan untuk menjamin bahwa kreditur dapat memperoleh pelunasan 

utang sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dengan debitur. Tiga 
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bentuk utama perlindungan kreditur melalui hukum jaminan adalah hak 

eksekusi, hak preferen, dan perlindungan dari pihak ketiga. 

Hak eksekusi adalah salah satu bentuk perlindungan paling 

signifikan yang diberikan kepada kreditur. Jika debitur gagal memenuhi 

kewajibannya (wanprestasi), kreditur berhak mengeksekusi benda yang 

dijaminkan. Eksekusi ini dapat dilakukan melalui mekanisme yang 

diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti proses lelang oleh 

badan yang berwenang atau melalui jalur peradilan. Misalnya, pada 

jaminan fidusia, kreditur dapat mengeksekusi benda bergerak tanpa 

memerlukan proses pengadilan, sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999. Hak ini memberikan kepastian hukum 

kepada kreditur, sehingga dapat memperoleh pelunasan utang secara 

efektif tanpa harus melalui prosedur yang berlarut-larut. 

Hak preferen memberikan kedudukan istimewa kepada kreditur 

dengan jaminan dalam hal pelunasan utang. Kreditur preferen memiliki 

prioritas untuk menerima hasil dari penjualan benda yang dijaminkan 

dibandingkan dengan kreditur lain yang tidak memiliki hak jaminan. Hal 

ini diatur dalam berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, di mana kreditur 

pemegang hak tanggungan memiliki hak preferen atas objek tanah dan 

bangunan yang dijaminkan. Perlindungan ini memberikan rasa aman 

kepada kreditur, karena memiliki jaminan hukum bahwa utangnya akan 

didahulukan dalam penyelesaian, meskipun debitur menghadapi 

beberapa kreditur lain. 

Perlindungan dari pihak ketiga memastikan bahwa benda yang 

dijaminkan tidak dapat dialihkan atau dijadikan objek sengketa oleh 

pihak lain tanpa persetujuan kreditur. Dalam kasus ini, hukum jaminan 

berfungsi sebagai pencegah potensi kerugian yang mungkin dialami 

kreditur akibat tindakan debitur yang tidak bertanggung jawab atau pihak 

ketiga yang mencoba mengklaim hak atas benda yang dijaminkan. 

Misalnya, pada jaminan fidusia, benda yang telah didaftarkan dalam 

sertifikat fidusia tidak dapat dijaminkan kembali atau dipindahtangankan 

tanpa sepengetahuan dan persetujuan kreditur. Ketentuan ini tidak hanya 

memberikan perlindungan hukum kepada kreditur tetapi juga 

menciptakan transparansi dalam hubungan hukum antara para pihak. 
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B. Definisi, Tujuan dan Fungsi Hukum Kepailitan dalam 

Penyelesaian Utang 

 

Hukum kepailitan adalah cabang hukum yang mengatur 

mekanisme penyelesaian utang-piutang ketika debitur tidak mampu 

memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Dalam praktiknya, hukum 

kepailitan bertujuan untuk memberikan solusi yang adil bagi kreditur dan 

debitur, sambil mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang 

terlibat. 

 

1. Definisi Hukum Kepailitan 

Hukum kepailitan adalah bagian dari sistem hukum yang 

mengatur kondisi di mana seorang debitur dinyatakan tidak mampu 

memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Menurut Pasal 1 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), kepailitan 

didefinisikan sebagai "sita umum atas semua kekayaan debitur yang 

pengelolaannya dan pemberesan dilakukan oleh kurator di bawah 

pengawasan hakim pengawas, sebagaimana diatur dalam undang-

undang ini." Dengan kata lain, kepailitan adalah suatu proses hukum 

yang melibatkan pengambilalihan dan pemberesan aset debitur untuk 

memastikan bahwa utang kepada kreditur dapat dilunasi sesuai dengan 

mekanisme yang telah diatur. 

Kondisi kepailitan biasanya terjadi setelah kreditur mengajukan 

permohonan ke pengadilan dan berhasil membuktikan bahwa debitur 

memiliki sedikitnya dua kreditur serta tidak mampu melunasi setidaknya 

satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Asas ini dikenal 

dalam hukum internasional dengan doktrin "act of bankruptcy" 

(Fletcher, 2021), yang menyatakan bahwa tindakan tertentu oleh debitur 

yang menunjukkan ketidakmampuan membayar utangnya dapat menjadi 

dasar untuk menyatakan pailit. Proses kepailitan melibatkan sejumlah 

pihak penting, yaitu debitur, kreditur, kurator, dan hakim pengawas. 

Kurator bertugas untuk mengelola dan membereskan harta kekayaan 

debitur guna memastikan pelunasan utang dapat dilakukan secara adil. 

Dalam pengelolaan tersebut, kurator bekerja di bawah pengawasan 

hakim pengawas yang ditunjuk oleh pengadilan. Hal ini bertujuan untuk 

menjaga transparansi dan keadilan dalam pemberesan aset, sehingga 

kepentingan semua pihak yang terlibat dapat terakomodasi. 
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2. Tujuan Hukum Kepailitan 

Hukum kepailitan memiliki tujuan utama sebagai mekanisme 

untuk menyelesaikan sengketa utang-piutang antara debitur dan kreditur 

secara adil, efisien, dan terorganisir. Salah satu tujuan utamanya adalah 

memberikan kepastian hukum. Dengan adanya aturan kepailitan, proses 

penyelesaian utang menjadi lebih terstruktur dan dapat diprediksi. Hal 

ini memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam mengambil 

keputusan bisnis, terutama dalam hubungan keuangan yang melibatkan 

pinjaman. Kepastian hukum ini juga mencegah potensi konflik yang 

berkepanjangan antara debitur dan kreditur. 

Hukum kepailitan dirancang untuk melindungi kreditur. Proses 

kepailitan memberikan kesempatan kepada kreditur untuk memperoleh 

pelunasan utang dari aset yang dimiliki debitur. Pelunasan ini dilakukan 

secara proporsional sesuai dengan jenis dan prioritas hak kreditur, 

sehingga memberikan keadilan dalam pembagian hasil pemberesan aset. 

Dengan mekanisme ini, kreditur yang memiliki hak istimewa, seperti 

yang diatur dalam hukum jaminan, tetap mendapatkan perlakuan sesuai 

dengan haknya. 

Hukum kepailitan juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi 

dalam penyelesaian utang. Dibandingkan dengan penyelesaian melalui 

sengketa perdata biasa yang sering kali membutuhkan waktu lama, 

proses kepailitan menyediakan prosedur yang lebih cepat dan 

terorganisir. Dengan kurator yang bertugas mengelola dan membereskan 

aset debitur di bawah pengawasan hakim pengawas, proses pelunasan 

utang dapat dilakukan dengan lebih sistematis tanpa harus melalui 

perselisihan yang rumit. 

Hukum kepailitan memiliki fungsi penting dalam melindungi 

kepentingan bersama kreditur. Dalam proses kepailitan, seluruh kreditur 

memiliki peluang untuk mengajukan klaim atas aset debitur yang tersisa. 

Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa pelunasan utang 

dilakukan secara adil dengan mempertimbangkan semua pihak yang 

terlibat, baik kreditur preferen maupun kreditur konkuren. Dengan cara 

ini, hukum kepailitan membantu mencegah perebutan aset yang tidak 

terkoordinasi, yang dapat merugikan sebagian kreditur. 

 

3. Fungsi Hukum Kepailitan 

Hukum kepailitan memiliki fungsi penting dalam menjaga 

keseimbangan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur, serta 
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memberikan landasan hukum yang kuat dalam penyelesaian sengketa 

keuangan. Salah satu fungsi utamanya adalah fungsi ekonomi, yang 

bertujuan memaksimalkan pemanfaatan aset debitur untuk melunasi 

utang. Melalui mekanisme kepailitan, aset debitur dapat dikelola secara 

efisien untuk meminimalkan kerugian ekonomi bagi kreditur. Dengan 

demikian, hukum kepailitan tidak hanya melindungi kepentingan 

individu, tetapi juga mendukung stabilitas ekonomi secara keseluruhan. 

Proses yang terstruktur ini memberikan kreditur rasa aman dalam 

mendapatkan pelunasan utangnya, sehingga mendorong kepercayaan 

dalam aktivitas pinjam-meminjam. 

Hukum kepailitan juga memiliki fungsi sosial yang 

memperhatikan hak-hak pihak yang terdampak oleh proses kepailitan, 

seperti karyawan dan pihak ketiga lainnya. Dalam konteks ini, hukum 

memastikan bahwa hak-hak karyawan, termasuk upah yang belum 

dibayarkan, mendapat prioritas tertentu dalam pemberesan aset. Hal ini 

mencerminkan tanggung jawab sosial dalam menjaga keseimbangan 

antara perlindungan kreditur dan kepentingan individu yang bergantung 

pada keberlangsungan usaha debitur. Dengan cara ini, hukum kepailitan 

tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi tetapi juga pada dampaknya 

terhadap masyarakat luas. 

Hukum kepailitan juga berfungsi sebagai instrumen preventif, 

yang bertujuan mendorong debitur untuk mengelola utangnya dengan 

hati-hati. Ancaman kepailitan menjadi pengingat bagi debitur untuk 

menghindari tindakan wanprestasi atau pengelolaan keuangan yang 

buruk. Dengan adanya kemungkinan dinyatakan pailit, debitur 

diharapkan lebih bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan 

keuangan dan memenuhi kewajiban kepada kreditur tepat waktu. 

Fungsi kepastian hukum juga menjadi salah satu aspek utama 

dari hukum kepailitan. Proses kepailitan memberikan kejelasan dan 

transparansi dalam penyelesaian utang, termasuk pengaturan peran 

kurator, hakim pengawas, serta mekanisme pembagian harta debitur 

kepada kreditur. Dengan adanya aturan yang jelas, baik kreditur maupun 

debitur memiliki pedoman yang pasti dalam menghadapi situasi 

kepailitan, sehingga mencegah konflik yang tidak perlu. Proses yang 

terstruktur ini memberikan kepercayaan kepada semua pihak bahwa 

haknya akan dilindungi sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Hukum kepailitan memiliki fungsi sebagai penyelesaian 

sengketa. Proses kepailitan menyediakan mekanisme penyelesaian 
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sengketa yang bersifat kolektif, di mana semua kreditur dapat 

mengajukan klaim terhadap aset debitur dalam satu proses hukum. 

Pendekatan ini mencegah tuntutan individual yang berulang dan 

mengurangi beban debitur serta pengadilan dalam menyelesaikan 

sengketa secara terpisah. Dengan demikian, hukum kepailitan membantu 

menciptakan efisiensi dalam sistem hukum dan mencegah konflik yang 

berkepanjangan. 

 

4. Proses Kepailitan dalam Penyelesaian Utang 

Proses kepailitan dalam hukum Indonesia diatur secara rinci 

dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Prosedur ini 

dirancang untuk memastikan penyelesaian utang debitur kepada kreditur 

dilakukan secara adil dan efisien. Proses dimulai dengan pengajuan 

permohonan pailit, yang dapat diajukan oleh kreditur, debitur, atau 

otoritas lain yang memiliki kewenangan, seperti Bank Indonesia dalam 

kasus lembaga keuangan. Permohonan ini harus didasarkan pada bukti 

bahwa debitur memiliki sedikitnya dua kreditur dan tidak mampu 

membayar salah satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. 

Tahap berikutnya adalah putusan pengadilan, di mana pengadilan 

memeriksa dan memutuskan apakah debitur dinyatakan pailit. 

Keputusan ini bergantung pada bukti yang disampaikan dalam sidang, 

termasuk jumlah kreditur dan status utang debitur. Jika pengadilan 

memutuskan bahwa syarat kepailitan terpenuhi, debitur secara resmi 

dinyatakan pailit, dan seluruh asetnya berada di bawah pengawasan 

hukum. Putusan pengadilan ini bersifat final dan segera berlaku, 

meskipun masih memungkinkan untuk diajukan upaya hukum lebih 

lanjut dalam kasus tertentu. 

Pengadilan akan menunjuk seorang kurator, yang bertugas 

mengelola dan membereskan aset debitur. Kurator berperan sentral 

dalam proses ini, termasuk melakukan inventarisasi aset, mengamankan 

nilai aset, dan mempersiapkan pelelangan atau penjualan aset untuk 

melunasi utang. Kurator juga bekerja di bawah pengawasan hakim 

pengawas, yang memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Langkah berikutnya adalah eksekusi aset dan pembagian 

hasilnya kepada kreditur. Aset yang telah disita oleh kurator akan dijual 

melalui lelang atau metode lain yang sesuai, dan hasilnya dibagikan 
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kepada para kreditur berdasarkan urutan prioritas. Kreditur yang 

memiliki hak jaminan (secured creditors) mendapatkan prioritas lebih 

tinggi dalam pembagian hasil aset dibandingkan kreditur tanpa jaminan. 

Proses ini bertujuan untuk memberikan pelunasan utang secara 

proporsional dan adil sesuai hak masing-masing kreditur. 

Tahap terakhir adalah penutupan proses pailit, yang dilakukan 

setelah seluruh aset debitur selesai dibereskan dan utang telah dilunasi 

sejauh mungkin. Pada tahap ini, kurator akan menyampaikan laporan 

akhir kepada pengadilan, yang kemudian menyatakan proses kepailitan 

selesai. Penutupan ini menandai berakhirnya status pailit bagi debitur, 

meskipun ada kemungkinan debitur masih memiliki kewajiban utang 

jika aset yang tersedia tidak cukup untuk melunasi seluruhnya. 

 

5. Perlindungan Kreditur dalam Kepailitan 

Perlindungan kreditur merupakan salah satu inti dari hukum 

kepailitan di Indonesia, yang bertujuan untuk memastikan hak-hak 

kreditur diakomodasi dengan adil dalam proses penyelesaian utang 

debitur. Perlindungan ini diwujudkan melalui berbagai mekanisme 

hukum yang dirancang untuk memberikan prioritas, partisipasi, dan 

transparansi bagi para kreditur dalam seluruh tahap kepailitan. 

Salah satu bentuk utama perlindungan kreditur adalah hak 

preferen, yang memberikan prioritas kepada kreditur dengan jaminan 

(secured creditors) dalam pelunasan utang. Hak ini memungkinkan 

untuk menerima pembayaran terlebih dahulu dari hasil pemberesan aset 

yang dijaminkan. Misalnya, jika sebuah properti dijadikan jaminan 

utang, hasil penjualannya akan digunakan untuk melunasi kreditur yang 

memiliki hak atas jaminan tersebut sebelum dibagikan kepada kreditur 

lainnya. Prinsip ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan 

khusus bagi kreditur yang telah mengamankan haknya melalui perjanjian 

jaminan. 

Hukum kepailitan juga menjamin hak partisipasi bagi semua 

kreditur. Selama proses kepailitan berlangsung, setiap kreditur memiliki 

hak untuk mengajukan tagihan utang kepada kurator. Proses ini 

dilakukan melalui pencatatan piutang yang diverifikasi oleh kurator 

berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh kreditur. Hak ini 

memberikan peluang kepada seluruh kreditur, baik yang memiliki 

jaminan maupun yang tidak, untuk mendapatkan bagian dari hasil 
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pemberesan aset debitur. Dengan demikian, hukum kepailitan 

menciptakan mekanisme yang inklusif dalam penyelesaian utang. 

Aspek penting lainnya adalah hak transparansi, yang menjamin 

bahwa kreditur memiliki akses informasi yang jelas dan akurat terkait 

proses kepailitan. Kreditur berhak mengetahui langkah-langkah yang 

diambil oleh kurator, termasuk inventarisasi aset, penilaian, hingga 

pembagian hasil aset. Transparansi ini diwujudkan melalui pelaporan 

rutin oleh kurator kepada hakim pengawas dan rapat kreditur. Hak 

transparansi ini tidak hanya mencegah penyalahgunaan wewenang, 

tetapi juga meningkatkan kepercayaan kreditur terhadap proses hukum 

yang berlangsung. 

 

C. Hubungan antara Hukum Jaminan dan Hukum Kepailitan 

 

Hukum jaminan dan hukum kepailitan memiliki keterkaitan erat, 

terutama dalam konteks penyelesaian utang dan perlindungan kreditur. 

Kedua cabang hukum ini saling melengkapi dalam mengatur hubungan 

antara debitur dan kreditur, khususnya ketika debitur mengalami 

kesulitan finansial yang serius. Hubungan tersebut dapat dipahami 

melalui peran masing-masing dalam mengatur jaminan utang dan 

pengelolaan aset saat terjadi kepailitan. 

 

1. Kesamaan dan Keterkaitan 

Hukum jaminan dan hukum kepailitan memiliki tujuan yang 

saling terkait, yakni untuk memberikan perlindungan hukum kepada 

kreditur dan memastikan penyelesaian utang yang adil serta efisien. 

Dalam hukum jaminan, perlindungan terhadap kreditur terwujud melalui 

pemberian hak atas suatu aset yang dijaminkan. Kreditur yang memiliki 

jaminan memiliki posisi yang lebih kuat karena dapat memprioritaskan 

pelunasan utang dari hasil penjualan aset yang dijaminkan. Misalnya, 

dalam hal debitur gagal membayar utangnya, kreditur yang memiliki hak 

tanggungan, hipotek, atau fidusia dapat mengambil tindakan untuk 

menjual aset yang dijaminkan dan menggunakan hasilnya untuk 

melunasi utang. 

Hukum kepailitan berfokus pada penyelesaian utang secara 

kolektif dengan cara pemberesan seluruh aset debitur, baik yang 

dijaminkan maupun tidak, untuk melunasi kewajiban debitur kepada 

kreditur. Hukum kepailitan mengatur mekanisme yang memfasilitasi 
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penyelesaian utang secara terorganisir dan adil, dengan 

mempertimbangkan hak-hak semua kreditur. Dalam konteks ini, hukum 

jaminan berperan penting dalam menentukan prioritas kreditur. Kreditur 

yang memiliki jaminan (secured creditors) memiliki prioritas lebih 

tinggi dibandingkan kreditur tanpa jaminan (unsecured creditors). 

Dengan kata lain, dalam suatu proses kepailitan, kreditur dengan hak 

jaminan berhak didahulukan dalam penerimaan pelunasan utang dari 

hasil pemberesan aset debitur. 

 

2. Peran Hukum Jaminan dalam Kepailitan 

Hukum jaminan memiliki peran yang sangat penting dalam 

situasi kepailitan debitur, memberikan perlindungan tambahan kepada 

kreditur dan memastikan penyelesaian utang yang lebih terstruktur dan 

efisien. Salah satu peran utama hukum jaminan dalam kepailitan adalah 

memberikan hak istimewa kepada kreditur yang memiliki jaminan. 

Kreditur dengan hak jaminan, seperti pemegang hipotek, fidusia, atau 

tanggungan, berhak untuk melunasi utangnya terlebih dahulu dari hasil 

penjualan aset yang dijaminkan. Prinsip ini dikenal dengan sebutan 

"droit de préférence" atau hak preferen, yang memberikan prioritas 

kepada kreditur tersebut dalam memperoleh pembayaran utang. Hal ini 

sangat penting dalam kepailitan, karena dapat mengurangi risiko 

kerugian yang ditanggung oleh kreditur jika debitur dinyatakan pailit dan 

aset debitur terbatas. 

Hukum jaminan juga memberikan kepastian hukum kepada 

kreditur. Dengan adanya jaminan, kreditur memiliki hak yang diakui 

secara hukum atas aset tertentu, yang tidak terhapus meskipun debitur 

dinyatakan pailit. Kepailitan tidak serta-merta menghilangkan hak 

kreditur terhadap aset yang dijaminkan, sehingga memberikan 

perlindungan yang lebih kuat bagi kreditur yang memiliki hak atas benda 

tertentu. Kepastian ini sangat penting dalam menjaga kepercayaan 

kreditur dan memberikan kepastian dalam penyelesaian utang, 

mengingat kreditur dengan hak jaminan dapat tetap menuntut pelunasan 

utang meskipun debitur dalam keadaan pailit. 

Peran lain dari hukum jaminan dalam kepailitan adalah 

mendorong efisiensi penyelesaian utang. Kreditur dengan hak jaminan 

dapat mengeksekusi haknya atas aset yang dijaminkan tanpa harus 

menunggu seluruh proses pemberesan harta debitur yang melibatkan 

banyak kreditur. Hal ini mempercepat proses penyelesaian utang, karena 
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kreditur yang memiliki jaminan dapat langsung mengeksekusi dan 

menjual aset yang dijaminkan untuk mendapatkan pembayaran utang. 

Dengan demikian, hukum jaminan memungkinkan penyelesaian yang 

lebih cepat dan terorganisir, yang tidak hanya menguntungkan kreditur, 

tetapi juga membantu mempercepat seluruh proses kepailitan sehingga 

debitur dapat segera mendapatkan kepastian hukum mengenai 

kewajibannya. 

 

3. Dampak Kepailitan terhadap Hak Jaminan 

Meskipun hukum jaminan memberikan perlindungan yang kuat 

kepada kreditur, ada beberapa dampak yang perlu diperhatikan ketika 

debitur dinyatakan pailit. Salah satu dampaknya adalah penerapan 

moratorium eksekusi yang diatur dalam hukum kepailitan. Setelah 

keputusan pailit dijatuhkan, seluruh eksekusi terhadap harta debitur, 

termasuk oleh kreditur yang memiliki hak jaminan, ditunda. Kreditur 

tidak dapat langsung mengeksekusi haknya atas aset yang dijaminkan. 

Sebagai gantinya, eksekusi hanya dapat dilakukan oleh kurator yang 

bertindak atas nama semua kreditur. Tujuan dari moratorium ini adalah 

untuk memastikan bahwa proses pemberesan aset debitur berlangsung 

secara adil dan terorganisir, tanpa adanya tindakan sepihak yang dapat 

merugikan pihak lain. Pasal 56 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-

PKPU) mengatur hal ini untuk menjamin proses yang lebih transparan 

dan kolektif. 

Pada proses pemberesan, pembagian hasil eksekusi atas aset yang 

dijaminkan juga harus memperhatikan urutan prioritas kreditur. Jika aset 

yang dijaminkan dilelang, hasil penjualannya akan digunakan untuk 

melunasi utang kepada kreditur yang memiliki hak jaminan. Namun, hal 

ini tidak berarti bahwa kreditur dengan jaminan akan menerima seluruh 

hasil penjualan tersebut. Jika ada sisa hasil penjualan setelah utang 

kreditur jaminan dilunasi, sisa tersebut akan menjadi bagian dari harta 

pailit yang kemudian dibagi kepada kreditur lainnya sesuai dengan 

prioritas masing-masing. Pembagian ini bertujuan untuk memastikan 

bahwa meskipun kreditur jaminan mendapatkan prioritas dalam 

eksekusi, hak-hak kreditur lainnya tetap diperhatikan dalam proses 

kepailitan yang adil dan seimbang. 

Dampak lain dari kepailitan terhadap hak jaminan adalah 

kewajiban kreditur jaminan untuk mengajukan tagihan ke kurator. 
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Meskipun kreditur dengan hak jaminan memiliki prioritas, tetap harus 

mengikuti prosedur yang ada dalam kepailitan dengan mengajukan 

klaim utangnya kepada kurator. Hal ini diperlukan agar haknya diakui 

dalam proses pemberesan dan pembagian harta debitur. Kurator akan 

memverifikasi dan mengakui utang-utang tersebut untuk memastikan 

bahwa semua klaim dipertimbangkan secara adil. Tanpa pengajuan ini, 

kreditur jaminan tidak dapat memaksakan haknya dalam pembagian 

harta pailit. 

 

4. Contoh Hubungan Praktis antara Hukum Jaminan dan 

Kepailitan 

Pada praktiknya, hubungan antara hukum jaminan dan kepailitan 

dapat dilihat melalui beberapa kasus yang menggambarkan bagaimana 

kreditur dengan hak jaminan berinteraksi dengan proses kepailitan. 

Sebagai contoh, dalam kasus pertama, seorang debitur memiliki 

pinjaman dengan jaminan berupa tanah dan bangunan yang terikat 

dengan hak tanggungan. Ketika debitur gagal membayar utangnya, 

kreditur yang memegang hak tanggungan berhak untuk mengeksekusi 

aset tersebut dengan cara melelangnya dan menggunakan hasilnya untuk 

melunasi utang. Namun, jika debitur kemudian dinyatakan pailit, proses 

eksekusi tidak dapat dilakukan secara langsung oleh kreditur. 

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-

PKPU), eksekusi harus dilakukan melalui kurator yang ditunjuk dalam 

proses kepailitan. Kurator bertanggung jawab untuk mengelola seluruh 

aset debitur, termasuk yang dijaminkan, dan memastikan pembagian 

yang adil kepada semua kreditur. Dengan demikian, meskipun kreditur 

pemegang hak tanggungan memiliki hak untuk mengeksekusi aset, tetap 

harus mengikuti prosedur hukum yang lebih terstruktur dalam proses 

kepailitan. 

Contoh kedua melibatkan hukum jaminan fidusia, di mana 

debitur menjaminkan kendaraan sebagai jaminan utang. Dalam hal ini, 

kreditur pemegang hak fidusia berhak untuk menjual kendaraan tersebut 

untuk melunasi utang jika debitur tidak memenuhi kewajibannya. 

Namun, jika debitur dinyatakan pailit, situasinya menjadi lebih 

kompleks. Proses eksekusi atas kendaraan yang dijaminkan akan 

mengalami penundaan karena moratorium eksekusi yang diatur dalam 

UUK-PKPU. Kreditur yang memegang hak fidusia tidak dapat langsung 
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mengeksekusi kendaraannya tanpa melalui kurator, yang bertugas 

memverifikasi dan mengelola klaim kreditur secara kolektif. Kurator 

akan memastikan bahwa eksekusi dilakukan dengan mempertimbangkan 

hak-hak semua kreditur, baik yang memiliki hak jaminan maupun yang 

tidak, dan pembagian hasil lelang dilakukan sesuai dengan urutan 

prioritas. Hal ini menggambarkan bagaimana hukum jaminan 

memberikan hak istimewa kepada kreditur, namun tetap ada 

keterbatasan dan prosedur yang harus dipatuhi dalam konteks kepailitan 

untuk menjamin proses yang adil dan efisien. 

 

5. Ketegangan dan Potensi Konflik 

Hubungan antara hukum jaminan dan kepailitan seringkali penuh 

dengan ketegangan dan potensi konflik, terutama ketika hak-hak kreditur 

dan prosedur hukum yang ada saling berbenturan. Salah satu potensi 

konflik utama terjadi ketika kepentingan kreditur jaminan bertentangan 

dengan kreditur lainnya. Kreditur yang memegang jaminan, seperti hak 

tanggungan atau fidusia, memiliki prioritas lebih tinggi dalam pelunasan 

utang. Namun, kreditur tanpa jaminan merasa dirugikan karena harus 

menunggu sampai hak-hak kreditur yang memiliki jaminan dipenuhi. 

Konflik ini bisa semakin intens jika aset yang tersedia untuk dibagikan 

terbatas, sehingga menyebabkan ketidakpuasan di antara kreditur tanpa 

jaminan yang merasa tidak mendapat bagian yang adil dari hasil 

pemberesan utang. 

Terdapat juga potensi konflik ketika debitur berusaha untuk 

menyembunyikan atau mengalihkan aset yang dijaminkan. Dalam 

beberapa kasus, debitur yang tidak jujur dapat melakukan tindakan yang 

merugikan kreditur, seperti menyembunyikan aset yang seharusnya 

dijaminkan atau mengalihkan aset tersebut ke pihak ketiga sebelum 

dinyatakan pailit. Tindakan semacam ini tidak hanya merugikan kreditur 

yang memiliki hak jaminan, tetapi juga mengganggu proses pemberesan 

kepailitan secara keseluruhan. Konflik muncul karena kreditur yang 

dirugikan merasa bahwa debitur tidak transparan dalam pengelolaan 

asetnya, yang dapat memperburuk penyelesaian utang yang seharusnya 

adil dan efisien. 

Ketegangan juga bisa muncul akibat penundaan proses eksekusi 

yang diberlakukan selama kepailitan. Meskipun kreditur dengan hak 

jaminan memiliki hak untuk mengeksekusi aset yang dijaminkan, proses 

eksekusi tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung setelah debitur 
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dinyatakan pailit. Sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan, eksekusi 

aset harus melalui kurator yang bertindak atas nama seluruh kreditur. 

Moratorium eksekusi ini bisa menyebabkan kreditur jaminan mengalami 

kerugian lebih lanjut, terutama jika nilai aset yang dijaminkan menurun 

atau jika ada keraguan terkait dengan proses pemberesan utang. Kreditur 

yang memiliki hak jaminan merasa terhambat karena harus menunggu 

proses yang panjang dan melibatkan pihak ketiga, yang sering kali tidak 

menguntungkan. 

 

D. Latihan Soal 

 

1. Jelaskan definisi hukum jaminan dan bagaimana hukum ini 

memberikan perlindungan kepada kreditur. 

2. Sebutkan dan jelaskan tiga fungsi utama hukum kepailitan dalam 

menyelesaikan utang. 

3. Bagaimana hubungan antara hukum jaminan dan hukum kepailitan 

dalam proses pemberesan aset debitur yang pailit? 

4. Apa yang dimaksud dengan "kreditur separatis" dan bagaimana 

posisinya dalam proses kepailitan? 

5. Jelaskan dampak moratorium eksekusi dalam proses kepailitan 

terhadap kreditur yang memiliki hak jaminan. 
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BAB II 
SEJARAH HUKUM JAMINAN 

DAN KEPAILITAN DI INDONESIA 
 

 

 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait dengan sejarah hukum jaminan dan hukum 

kepailitan di Indonesia, serta memahami perkembangan dan reformasi 

dalam hukum jaminan dan kepailitan, sehingga pembaca dapat 

mengembangkan wawasan yang mendalam tentang sejarah dan 

perkembangan hukum jaminan dan kepailitan di Indonesia, serta 

berkontribusi pada diskusi dan analisis yang berorientasi pada 

peningkatan sistem hukum nasional. 

Materi Pembelajaran 

• Sejarah Hukum Jaminan dan Hukum Kepailitan di Indonesia 

• Perkembangan dan Reformasi dalam Hukum Jaminan dan 

Kepailitan 

• Latihan Soal 

 

A. Sejarah Hukum Jaminan dan Hukum Kepailitan di Indonesia 

 

Hukum jaminan dan hukum kepailitan di Indonesia memiliki 

akar yang panjang dan beragam, mulai dari praktik hukum adat yang 

sederhana, pengaruh kolonial Belanda, hingga pembaruan dalam era 

modern. Sejarah kedua bidang hukum ini mencerminkan perkembangan 

kebutuhan masyarakat dalam pengaturan hubungan utang-piutang dan 

penyelesaian sengketa ekonomi secara adil dan terorganisir. 

 

1. Sejarah Hukum Jaminan di Indonesia 

Sejarah hukum jaminan di Indonesia mencerminkan perjalanan 

panjang dari tradisi hukum adat hingga pembaruan modern yang 

mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Pada era hukum adat, jaminan 

berbasis kepercayaan dan nilai-nilai kekerabatan berperan utama dalam 



20  Hukum jaminan dan kepailitan 

hubungan sosial dan ekonomi. Praktik jaminan seperti gadai 

memungkinkan seseorang mendapatkan pinjaman dengan menyerahkan 

barang sebagai jaminan, tanpa adanya prosedur formal. Hubungan yang 

terjalin didasarkan pada gotong royong dan kepercayaan, tanpa campur 

tangan signifikan dari otoritas hukum. Bentuk jaminan ini 

mencerminkan kesederhanaan masyarakat adat dalam menyelesaikan 

masalah keuangan. 

Masuknya pengaruh kolonial Belanda membawa perubahan 

mendasar pada sistem hukum di Indonesia. Selama masa kolonial, 

pengaturan jaminan mulai diatur secara formal melalui Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang 

Hukum Dagang (KUHD). KUHPerdata memperkenalkan konsep 

jaminan seperti gadai (pand) untuk benda bergerak dan hipotek 

(hypotheek) untuk benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. 

Selain itu, KUHD mengatur mekanisme piutang dagang untuk 

mendukung kegiatan ekonomi yang berkembang pada masa itu. Salah 

satu ciri utama hukum kolonial ini adalah pemberian hak prioritas kepada 

kreditur yang memiliki jaminan, seperti dalam kasus hipotek. Namun, 

implementasi hukum kolonial sering kali dianggap kurang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat lokal karena prosedurnya yang kompleks dan 

tidak mengenali praktik hukum adat yang telah lama berjalan. 

Setelah kemerdekaan, Indonesia melanjutkan penggunaan 

warisan hukum kolonial tetapi mulai menyesuaikannya dengan konteks 

nasional. Upaya pembaruan hukum jaminan mencapai titik penting 

dengan disahkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan. Undang-undang ini menggantikan ketentuan hipotek 

dalam KUHPerdata untuk pengaturan tanah dan bangunan. Hak 

Tanggungan memberikan kepastian hukum melalui mekanisme 

pendaftaran dan prosedur eksekusi yang lebih jelas, memberikan 

manfaat signifikan bagi kreditur dan debitur. Selain itu, Undang-Undang 

No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memperkenalkan 

pengaturan jaminan untuk benda bergerak, seperti kendaraan, tanpa 

memindahkan kepemilikan fisiknya. Peraturan ini dirancang untuk 

mengakomodasi kebutuhan ekonomi modern yang membutuhkan 

fleksibilitas dalam pengaturan jaminan. 

Perjalanan sejarah hukum jaminan di Indonesia menunjukkan 

evolusi yang terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

dan dunia usaha. Dari pendekatan berbasis adat yang sederhana hingga 
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pengaturan formal yang kompleks, hukum jaminan terus beradaptasi 

untuk mendukung perkembangan ekonomi dan melindungi hak-hak 

pihak yang terlibat dalam hubungan kredit. Penerapan undang-undang 

modern seperti Hak Tanggungan dan Fidusia mencerminkan komitmen 

Indonesia dalam menciptakan sistem hukum yang lebih responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer. 

 

2. Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia 

Sejarah hukum kepailitan di Indonesia berawal dari masa 

kolonial Belanda dengan diberlakukannya Faillissementsverordening 

melalui Staatsblad 1905 No. 217 juncto Staatsblad 1906 No. 348. 

Peraturan ini memberikan landasan hukum bagi penyelesaian sengketa 

utang-piutang dalam kasus kepailitan. Pada zamannya, 

Faillissementsverordening dianggap cukup maju karena mengatur 

prosedur yang sistematis untuk menangani kasus kepailitan melalui 

pengadilan. Tujuan utamanya adalah memastikan pembagian aset 

debitur secara adil di antara para kreditur. Namun, dalam praktiknya, 

penerapan peraturan ini sering menghadapi kendala, seperti prosedur 

yang rumit, birokrasi yang lambat, dan kurangnya pemahaman 

masyarakat terhadap mekanisme hukum tersebut. 

Setelah Indonesia merdeka, Faillissementsverordening tetap 

digunakan sebagai dasar hukum kepailitan. Sistem hukum warisan 

kolonial ini masih relevan dalam mengatur hubungan utang-piutang 

antara debitur dan kreditur. Namun, tantangan dalam pelaksanaannya 

terus berlanjut, terutama karena kompleksitas peraturan tersebut tidak 

selalu sesuai dengan dinamika ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia 

yang berkembang. Reformasi hukum kepailitan di Indonesia mulai 

dilakukan pada akhir abad ke-20, terutama dipicu oleh krisis ekonomi 

Asia pada tahun 1997. Krisis tersebut menyebabkan banyak perusahaan 

di Indonesia menghadapi kesulitan keuangan, sehingga kebutuhan akan 

sistem hukum kepailitan yang lebih efektif menjadi mendesak. Sebagai 

respons terhadap situasi ini, Indonesia mengesahkan Undang-Undang 

No. 4 Tahun 1998, yang merevisi Faillissementsverordening untuk 

membuat proses hukum kepailitan lebih relevan dengan kebutuhan 

kontemporer. Undang-undang ini menjadi tonggak awal dalam reformasi 

sistem kepailitan di Indonesia. 

Pembaruan yang lebih komprehensif terjadi dengan disahkannya 

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 
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Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). UU ini memperkenalkan 

dua mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa utang, yaitu proses 

kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). 

Proses kepailitan bertujuan untuk membagi aset debitur secara adil 

kepada para kreditur jika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. 

Sementara itu, PKPU memberikan kesempatan kepada debitur untuk 

merestrukturisasi utangnya dengan tujuan memperbaiki kondisi 

keuangan perusahaan, sehingga debitur dapat melanjutkan operasinya 

tanpa harus dinyatakan pailit. 

UUK-PKPU tidak hanya menyederhanakan proses hukum 

kepailitan, tetapi juga memberikan fleksibilitas kepada para pihak yang 

terlibat untuk mencari solusi yang lebih menguntungkan secara bersama-

sama. Undang-undang ini juga mencerminkan upaya Indonesia dalam 

menyelaraskan sistem hukum kepailitan dengan standar internasional, 

terutama untuk menarik investasi dan mendukung iklim bisnis yang 

sehat. Dengan perjalanan sejarahnya, hukum kepailitan di Indonesia 

menunjukkan evolusi yang signifikan dari sistem kolonial yang kaku 

menjadi mekanisme modern yang adaptif terhadap tantangan ekonomi. 

Keberadaan UUK-PKPU menegaskan komitmen Indonesia untuk 

menyediakan sistem hukum yang dapat melindungi hak-hak kreditur dan 

debitur secara adil, sekaligus mendukung stabilitas ekonomi nasional. 

 

B. Perkembangan dan Reformasi dalam Hukum Jaminan dan 

Kepailitan 

 

Perkembangan dan reformasi hukum jaminan dan kepailitan di 

Indonesia mencerminkan upaya untuk menyesuaikan sistem hukum 

dengan kebutuhan ekonomi yang dinamis, tantangan globalisasi, dan 

tuntutan atas keadilan dalam penyelesaian sengketa. Kedua bidang 

hukum ini terus mengalami transformasi, baik dari segi pengaturan 

normatif maupun implementasi, untuk mendukung stabilitas ekonomi 

dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

 

1. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia 

Perkembangan hukum jaminan di Indonesia menunjukkan 

perjalanan panjang dari warisan kolonial menuju sistem nasional yang 

lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Pada awalnya, 

hukum jaminan diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 



 23  Buku Ajar 

(KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), 

yang diadopsi dari sistem hukum kolonial Belanda. KUHPerdata 

mengatur konsep gadai (pand) dan hipotek (hypotheek), sedangkan 

KUHD mencakup ketentuan terkait piutang dagang. Meskipun sistem ini 

memberikan landasan formal bagi hubungan kreditur dan debitur, ia 

dianggap kurang fleksibel untuk mengakomodasi dinamika kebutuhan 

ekonomi dan sosial yang berkembang, seperti kompleksitas prosedur dan 

kurangnya pengakuan terhadap hukum adat. 

Sebagai respons terhadap kebutuhan reformasi, Indonesia 

melakukan pembaruan signifikan dalam hukum jaminan dengan 

disahkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan. UU ini menggantikan ketentuan hipotek dalam 

KUHPerdata untuk tanah dan bangunan. Hak Tanggungan memberikan 

kepastian hukum melalui sistem pendaftaran yang terpusat dan prosedur 

eksekusi yang lebih jelas. Hal ini memberikan perlindungan lebih baik 

bagi kreditur, sekaligus mendorong kemudahan dalam transaksi berbasis 

jaminan. Selain itu, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia memperkenalkan mekanisme jaminan untuk benda 

bergerak tanpa memindahkan kepemilikan fisik kepada kreditur. 

Peraturan ini menjadi solusi hukum yang efektif bagi kebutuhan 

transaksi modern, seperti pembiayaan kendaraan bermotor dan peralatan 

usaha. Dengan fidusia, debitur tetap dapat menggunakan benda yang 

dijaminkan untuk aktivitas produktif, sementara kreditur memiliki 

perlindungan hukum melalui dokumen sertifikat fidusia. 

Menghadapi tantangan globalisasi, hukum jaminan di Indonesia 

terus menyesuaikan diri dengan standar internasional. Salah satu inovasi 

penting adalah pengembangan sistem pendaftaran jaminan fidusia secara 

elektronik yang diluncurkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia. Sistem ini memungkinkan proses pendaftaran dilakukan 

dengan cepat dan transparan, sekaligus mengurangi potensi 

penyalahgunaan atau manipulasi data. Upaya ini sejalan dengan 

kebutuhan dunia bisnis untuk memiliki sistem hukum yang efisien dan 

dapat diandalkan. Namun, salah satu tantangan terbesar dalam praktik 

hukum jaminan adalah prosedur eksekusi yang sering kali lambat dan 

kompleks. Untuk mengatasi masalah ini, reformasi difokuskan pada 

penyederhanaan mekanisme eksekusi hak tanggungan dan fidusia. 

Mekanisme lelang yang lebih transparan dan efisien telah diperkenalkan 

untuk memastikan proses eksekusi berjalan sesuai hukum dan adil bagi 
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semua pihak. Reformasi ini bertujuan untuk mengurangi hambatan 

birokrasi sekaligus memberikan kepastian bagi kreditur dalam menagih 

haknya. 

 

2. Perkembangan Hukum Kepailitan di Indonesia 

Perkembangan hukum kepailitan di Indonesia mencerminkan 

upaya adaptasi terhadap tantangan ekonomi dan kompleksitas dunia 

bisnis modern. Krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 menjadi momen 

krusial yang memicu reformasi awal dalam sistem hukum kepailitan. 

Pada masa itu, banyak perusahaan besar dan kecil menghadapi kesulitan 

keuangan yang tidak dapat diselesaikan secara efektif oleh sistem hukum 

yang berlaku. Faillissementsverordening (Staatsblad 1905 No. 217), 

warisan kolonial Belanda yang menjadi dasar hukum kepailitan, 

dianggap tidak mampu memberikan solusi yang cepat, efisien, dan adil 

dalam menangani sengketa utang-piutang. Sebagai respons, pemerintah 

Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 yang 

merevisi peraturan lama tersebut. UU ini bertujuan mempercepat 

penyelesaian kasus kepailitan dan memberikan kepastian hukum bagi 

kreditur dan debitur. 

Langkah reformasi ini dilanjutkan dengan disahkannya Undang-

Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). UU ini memberikan 

kerangka hukum yang lebih modern dan komprehensif dengan dua 

mekanisme utama. Pertama, proses kepailitan yang bertujuan untuk 

membagi aset debitur secara adil kepada para kreditur. Mekanisme ini 

membantu menghindari konflik antara pihak-pihak yang berkepentingan 

dan memberikan penyelesaian yang terstruktur. Kedua, Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang memungkinkan debitur 

melakukan restrukturisasi utang guna memperbaiki kondisi keuangan. 

PKPU memberikan peluang bagi perusahaan untuk tetap beroperasi dan 

mempertahankan kelangsungan bisnisnya sambil menyelesaikan 

kewajiban kepada kreditur. 

UU No. 37 Tahun 2004 juga memperkenalkan peran kurator dan 

pengawas dalam proses kepailitan. Kurator bertanggung jawab 

mengelola dan menjual aset debitur untuk membayar utang, sementara 

pengawas memastikan proses berjalan sesuai hukum. Inovasi ini 

meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

kasus kepailitan, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan dan 
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mempercepat penyelesaian kasus. Dalam era digital dan perubahan 

ekonomi global, hukum kepailitan di Indonesia terus beradaptasi. 

Penggunaan teknologi menjadi salah satu fokus utama dalam reformasi 

terkini. Sistem elektronik telah diterapkan untuk proses pengajuan kasus 

kepailitan, yang mempercepat penanganan perkara dan meningkatkan 

transparansi. Selain itu, hukum kepailitan kini mulai mengakomodasi 

entitas digital dan perusahaan rintisan dalam prosedurnya, 

mencerminkan realitas bisnis modern yang semakin kompleks. 

Perubahan ini penting untuk menghadapi dinamika ekonomi global dan 

mendukung ekosistem bisnis yang inklusif. 

 

3. Tantangan dan Solusi dalam Reformasi 

Reformasi hukum jaminan dan kepailitan di Indonesia telah 

membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum, namun 

implementasinya masih dihadapkan pada berbagai tantangan praktis. 

Salah satu kendala utama adalah proses eksekusi yang sering kali lambat 

dan dibebani oleh birokrasi yang kompleks. Hal ini menyebabkan 

banyak kasus kepailitan dan penyelesaian jaminan tertunda, sehingga 

merugikan baik kreditur maupun debitur. Selain itu, penyalahgunaan 

mekanisme kepailitan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab 

juga menjadi isu serius. Beberapa individu atau perusahaan 

memanfaatkan celah hukum untuk mengajukan kepailitan sebagai alat 

tekanan, bukan sebagai langkah penyelesaian yang sah. Tantangan lain 

yang tak kalah penting adalah rendahnya pemahaman masyarakat 

tentang hak dan kewajibannya dalam proses hukum jaminan dan 

kepailitan. Kurangnya pengetahuan ini sering kali mengakibatkan pihak-

pihak yang terlibat tidak dapat memanfaatkan mekanisme hukum secara 

optimal atau malah terjebak dalam proses yang merugikan. 

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, sejumlah solusi telah 

diterapkan. Salah satunya adalah penyederhanaan prosedur eksekusi 

melalui penerapan sistem lelang online. Inovasi ini tidak hanya 

mempercepat proses eksekusi, tetapi juga meningkatkan transparansi 

dan efisiensi, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan atau 

manipulasi dalam pelaksanaan lelang. Langkah ini memberikan 

kepastian hukum yang lebih baik kepada para pihak yang 

berkepentingan, terutama kreditur yang berhak atas hasil lelang. Selain 

itu, peningkatan kompetensi kurator menjadi fokus utama dalam upaya 

memperbaiki pengelolaan kasus kepailitan. Pemerintah dan lembaga 
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terkait telah mengadakan pelatihan dan program sertifikasi profesional 

bagi para kurator. Program ini bertujuan memastikan bahwa kurator 

memiliki pengetahuan, keterampilan, dan integritas yang memadai untuk 

menangani aset debitur secara adil dan sesuai dengan peraturan hukum. 

Dengan demikian, profesionalisme dan akuntabilitas dalam proses 

kepailitan dapat ditingkatkan. 

 

4. Reformasi Masa Depan 

Reformasi hukum jaminan dan kepailitan di masa depan 

memiliki peran strategis dalam memperkuat stabilitas ekonomi dan 

menarik lebih banyak investasi, baik domestik maupun asing. Salah satu 

langkah penting yang perlu dilakukan adalah harmonisasi hukum 

Indonesia dengan standar internasional. Hal ini mencakup pengadopsian 

prinsip-prinsip yang diakui secara global, seperti transparansi, 

akuntabilitas, dan efisiensi dalam prosedur hukum. Harmonisasi ini tidak 

hanya memperkuat kepercayaan investor asing terhadap sistem hukum 

Indonesia, tetapi juga memastikan bahwa aturan hukum di Indonesia 

sejalan dengan dinamika global yang terus berkembang. Standar 

internasional juga memberikan kerangka yang lebih jelas bagi 

penyelesaian sengketa lintas negara, yang menjadi semakin relevan di 

era globalisasi. 

Gambar 1. Blockchain Skills 

 
Sumber: Columbia Engineering Boot Camps 
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Pemanfaatan teknologi modern menjadi elemen kunci dalam 

reformasi masa depan. Pengembangan teknologi seperti blockchain 

dapat diterapkan dalam sistem pendaftaran jaminan untuk meningkatkan 

keamanan dan efisiensi. Teknologi ini memungkinkan pembuatan 

catatan yang tidak dapat diubah (immutable) dan transparan, sehingga 

meminimalkan risiko manipulasi data atau sengketa terkait kepemilikan 

aset. Di sisi lain, kecerdasan buatan (AI) dapat digunakan untuk 

mendukung proses analisis data yang kompleks, membantu dalam 

pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat selama proses 

kepailitan. AI juga berpotensi memberikan prediksi berbasis data 

mengenai kemungkinan penyelesaian sengketa, sehingga membantu 

para pihak yang terlibat untuk membuat strategi yang lebih efektif. 

Reformasi prosedural juga menjadi fokus utama dalam upaya 

memperbaiki sistem hukum jaminan dan kepailitan. Penyederhanaan 

prosedur hukum bertujuan untuk mengurangi waktu dan biaya yang 

diperlukan dalam penyelesaian sengketa. Salah satu langkah yang dapat 

dilakukan adalah penyempurnaan mekanisme mediasi sebagai alternatif 

untuk menyelesaikan sengketa sebelum masuk ke tahap litigasi. Mediasi 

yang efektif dapat mengurangi beban peradilan dan memberikan solusi 

yang lebih cepat bagi para pihak. Selain itu, peningkatan akses terhadap 

peradilan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) menjadi 

prioritas penting. Reformasi ini melibatkan penyediaan layanan hukum 

yang lebih terjangkau dan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai 

dengan kebutuhan UKM. Dengan demikian, UKM dapat beroperasi 

dengan lebih percaya diri dan berkontribusi lebih besar pada 

perekonomian nasional. 

Pada jangka panjang, reformasi hukum jaminan dan kepailitan di 

Indonesia memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan 

masyarakat. Langkah-langkah seperti harmonisasi dengan hukum 

internasional, adopsi teknologi canggih, dan penyederhanaan prosedur 

hukum merupakan pilar utama untuk menciptakan sistem hukum yang 

lebih modern dan responsif. Dengan mengimplementasikan reformasi 

ini, Indonesia tidak hanya memperkuat sistem hukumnya tetapi juga 

meningkatkan daya saing ekonomi secara global, menciptakan 

lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan investasi, dan mendukung 

inklusi ekonomi yang lebih luas. Reformasi yang berkesinambungan ini 

diharapkan menjadi fondasi bagi sistem hukum yang adil, efisien, dan 

adaptif terhadap tantangan masa depan. 
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C. Latihan Soal 

 

1. Jelaskan bagaimana UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

berbeda dengan sistem hipotek yang sebelumnya diatur dalam 

KUHPerdata. 

2. Bagaimana peran UU No. 37 Tahun 2004 dalam memberikan solusi 

atas masalah utang-piutang yang kompleks? 

3. Sebutkan dan jelaskan tiga tantangan utama dalam implementasi 

hukum kepailitan di Indonesia. 

4. Mengapa reformasi hukum kepailitan menjadi penting dalam 

konteks globalisasi ekonomi? 

5. Jelaskan perkembangan mekanisme lelang sebagai solusi eksekusi 

jaminan yang lebih efektif. 
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BAB III 
JENIS-JENIS JAMINAN DAN 

KEPAILITAN 
 

 

 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait dengan jaminan fidusia dan kepailitan, 

memahami jaminan hipotek dan kepailitan, memahami jaminan gadai 

dan kepailitan, serta memahami hak tanggungan dan kepailitan, 

sehingga pembaca dapat memahami berbagai jenis jaminan dalam 

kaitannya dengan proses kepailitan, serta mengaplikasikan 

pengetahuan ini dalam analisis kasus-kasus hukum yang melibatkan 

jaminan dan kepailitan. 

Materi Pembelajaran 

• Jaminan Fidusia dan Kepailitan 

• Jaminan Hipotek dan Kepailitan 

• Jaminan Gadai dan Kepailitan 

• Hak Tanggungan dan Kepailitan 

• Latihan Soal 

 

A. Jaminan Fidusia dan Kepailitan 

 

Jaminan fidusia adalah instrumen hukum yang digunakan untuk 

menjamin pelunasan utang dengan pengalihan hak kepemilikan atas 

suatu benda kepada kreditur, sementara benda tersebut tetap dalam 

penguasaan debitur. Pengaturan hukum fidusia di Indonesia diatur dalam 

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan 

fidusia memiliki sifat fleksibel, karena dapat diterapkan pada benda 

bergerak (baik yang berwujud maupun tidak berwujud) dan benda tidak 

bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Hal ini 

menjadikannya salah satu bentuk jaminan yang populer dalam 

pembiayaan usaha maupun individu, seperti pembiayaan kendaraan 

bermotor dan peralatan usaha. 
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1. Definisi dan Karakteristik Jaminan Fidusia 

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan yang 

diatur secara khusus dalam sistem hukum Indonesia melalui Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1 ayat 1 

undang-undang ini mendefinisikan fidusia sebagai pengalihan hak 

kepemilikan atas suatu benda berdasarkan kepercayaan, di mana benda 

tersebut tetap berada dalam penguasaan pemiliknya. Definisi ini 

mencerminkan prinsip dasar fidusia, yaitu pengalihan hak secara formal 

tanpa harus menyerahkan fisik benda yang dijadikan jaminan, sehingga 

pemilik tetap dapat menggunakannya. Salah satu karakteristik utama 

jaminan fidusia adalah pengalihan hak milik secara kepercayaan. Dalam 

hal ini, kreditur memperoleh hak milik atas benda yang dijadikan 

jaminan, tetapi benda tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur. 

Misalnya, dalam kasus pembiayaan kendaraan bermotor, kendaraan 

yang dijadikan jaminan tetap digunakan oleh debitur, sementara kreditur 

memiliki hak milik atas kendaraan tersebut hingga utang lunas. 

Mekanisme ini memungkinkan debitur untuk tetap produktif 

menggunakan benda yang dijaminkan, sementara kreditur mendapatkan 

jaminan atas haknya. 

Karakteristik kedua adalah kewajiban pendaftaran jaminan 

fidusia. Untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditur, jaminan 

fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang dikelola 

oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Proses pendaftaran 

ini menghasilkan sertifikat jaminan fidusia, yang berisi klausul hak 

eksekutorial. Klausul ini memberikan hak kepada kreditur untuk 

mengeksekusi jaminan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan 

apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, 

pendaftaran tidak hanya menjamin legalitas fidusia tetapi juga 

memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi kreditur. Ciri 

ketiga adalah hak preferensi kreditur. Dalam hal terjadi gagal bayar, 

pemegang jaminan fidusia memiliki hak utama atas hasil penjualan objek 

jaminan dibandingkan kreditur lainnya. Hak ini memberikan posisi yang 

lebih kuat kepada kreditur dalam penyelesaian utang-piutang. Sebagai 

contoh, jika kendaraan yang dijaminkan dijual dalam proses eksekusi, 

hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi utang kepada 

kreditur pemegang fidusia sebelum diberikan kepada pihak lain. 
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2. Jaminan Fidusia dalam Kepailitan 

Jaminan fidusia berperan penting dalam perlindungan hak 

kreditur dalam kasus kepailitan. Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kreditur pemegang 

fidusia memiliki hak preferensi, yaitu hak untuk memperoleh pelunasan 

terlebih dahulu dari hasil eksekusi benda yang dijadikan jaminan. Hak 

ini memberikan posisi yang istimewa kepada kreditur dibandingkan 

kreditur lainnya, sehingga menjadikan jaminan fidusia sebagai salah satu 

mekanisme yang andal dalam situasi kepailitan. Ketika debitur 

dinyatakan pailit, eksekusi atas objek jaminan fidusia tetap dapat 

dilakukan oleh kreditur. Proses ini tidak memerlukan persetujuan dari 

kurator atau hakim pengawas, kecuali terdapat ketentuan hukum lain 

yang membatasi. Biasanya, eksekusi dilakukan melalui mekanisme 

pelelangan umum atau metode lain yang telah disepakati sebelumnya 

antara pihak debitur dan kreditur. Dengan demikian, jaminan fidusia 

memberikan kreditur kemampuan untuk memulihkan sebagian atau 

seluruh utangnya tanpa melalui proses hukum yang panjang. 

Terdapat batasan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia 

dalam konteks kepailitan. Dalam situasi tertentu, pengadilan memiliki 

kewenangan untuk menunda proses eksekusi jika dianggap bahwa 

tindakan tersebut dapat mengganggu pembagian aset pailit kepada 

kreditur lainnya. Menurut Iskandar (2021), pengawasan ketat diperlukan 

untuk memastikan bahwa hak eksekusi ini tidak disalahgunakan oleh 

kreditur, terutama dalam situasi di mana aset pailit perlu dikelola dengan 

hati-hati untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Salah 

satu keunggulan jaminan fidusia dalam kepailitan adalah kekuatan 

eksekutorial yang melekat pada sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat ini 

memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan, 

memungkinkan kreditur untuk langsung mengeksekusi objek jaminan 

jika debitur wanprestasi tanpa harus mengajukan gugatan terlebih 

dahulu. Proses ini tidak hanya mempercepat penyelesaian utang-piutang 

tetapi juga mengurangi biaya litigasi yang dapat membebani kedua belah 

pihak. 

 

3. Permasalahan dalam Implementasi Fidusia dalam Kepailitan 

Meskipun jaminan fidusia menawarkan perlindungan hukum 

yang kuat bagi kreditur, implementasinya dalam kasus kepailitan masih 

menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitasnya. 
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Salah satu permasalahan utama adalah ketidaksesuaian antara nilai benda 

jaminan dengan jumlah utang debitur. Sering kali, nilai objek jaminan 

tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban debitur kepada 

kreditur. Hal ini dapat mempersulit penyelesaian utang-piutang, 

terutama ketika benda jaminan tersebut mengalami penurunan nilai atau 

tidak likuid, sehingga hasil eksekusinya tidak memadai untuk menutup 

seluruh utang. Permasalahan lainnya adalah potensi penyalahgunaan 

benda jaminan oleh debitur. Karena dalam jaminan fidusia, objek 

jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur, risiko penyalahgunaan, 

seperti penjualan benda tanpa izin kreditur atau pengalihan hak kepada 

pihak ketiga, cukup tinggi. Situasi ini tidak hanya merugikan kreditur 

tetapi juga memperumit proses eksekusi dalam kepailitan, terutama 

ketika hak kreditur atas benda jaminan harus bersaing dengan klaim 

pihak ketiga yang mungkin telah membeli benda tersebut secara sah 

tanpa mengetahui statusnya sebagai objek jaminan fidusia. 

Masalah yang sering muncul adalah kurangnya penegakan 

kewajiban pendaftaran jaminan fidusia. Tidak semua jaminan fidusia 

didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, meskipun pendaftaran ini 

diwajibkan oleh hukum untuk memberikan kepastian hukum dan hak 

eksekutorial kepada kreditur. Ketidakpatuhan terhadap prosedur 

pendaftaran ini dapat melemahkan posisi hukum kreditur dalam 

kepailitan, karena tanpa sertifikat fidusia yang sah, kreditur kehilangan 

hak preferensinya atas benda jaminan. Kondisi ini sering kali 

dimanfaatkan oleh debitur yang ingin menghindari tanggung jawab atau 

oleh pihak ketiga yang ingin mengklaim hak atas benda jaminan. Untuk 

mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan peningkatan kesadaran 

dan kepatuhan terhadap kewajiban pendaftaran fidusia, pengawasan 

yang lebih ketat terhadap penggunaan benda jaminan oleh debitur, serta 

penguatan regulasi terkait penilaian dan pengelolaan nilai benda 

jaminan. Selain itu, pengadopsian teknologi seperti blockchain dapat 

membantu menciptakan sistem pendaftaran fidusia yang lebih transparan 

dan aman, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan dan 

meningkatkan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. 

 

4. Upaya Perbaikan dalam Sistem Jaminan Fidusia 

Upaya perbaikan dalam sistem jaminan fidusia menjadi langkah 

penting untuk meningkatkan efektivitasnya, terutama dalam menghadapi 

situasi kepailitan. Menurut Pratama (2023), salah satu langkah utama 
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adalah penguatan sistem pendaftaran fidusia. Dengan memastikan 

bahwa seluruh jaminan fidusia didaftarkan secara resmi, kreditur dapat 

memperoleh kepastian hukum dan hak preferensi dalam proses 

kepailitan. Peningkatan pengawasan dalam pendaftaran ini perlu disertai 

dengan digitalisasi sistem, seperti penggunaan teknologi berbasis daring, 

yang memungkinkan proses pendaftaran menjadi lebih cepat, transparan, 

dan mudah diakses oleh semua pihak. Digitalisasi ini juga dapat 

membantu meminimalkan risiko manipulasi data atau penghilangan 

jejak administrasi. 

Langkah berikutnya adalah harmonisasi regulasi antara Undang-

Undang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Kepailitan. Dalam 

praktiknya, sering kali terjadi konflik antara hak eksekusi kreditur 

pemegang fidusia dengan prosedur kepailitan yang diatur oleh kurator 

dan pengadilan. Harmonisasi ini bertujuan untuk menyelaraskan hak dan 

kewajiban para pihak yang terlibat, sehingga proses eksekusi jaminan 

dapat dilakukan tanpa mengganggu mekanisme pembagian aset kepada 

kreditur lainnya. Sinkronisasi regulasi juga penting untuk menciptakan 

kejelasan hukum yang dapat mendukung iklim investasi dan kepastian 

berusaha. 

Edukasi kepada kreditur dan debitur menjadi upaya penting 

untuk meningkatkan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam 

perjanjian fidusia. Banyak permasalahan muncul karena kurangnya 

pemahaman kedua belah pihak tentang mekanisme jaminan fidusia, 

terutama dalam situasi kepailitan. Edukasi ini dapat dilakukan melalui 

program pelatihan, sosialisasi regulasi, atau penerbitan panduan praktis 

yang mudah diakses oleh masyarakat luas. Dengan pemahaman yang 

lebih baik, kreditur dapat memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang 

diperlukan, sedangkan debitur dapat memahami konsekuensi dari 

wanprestasi serta kewajiban dalam menjaga objek jaminan. 

 

B. Jaminan Hipotek dan Kepailitan 

 

Jaminan hipotek adalah hak kebendaan yang diberikan kepada 

kreditur atas benda tidak bergerak milik debitur, seperti tanah atau 

bangunan, untuk menjamin pelunasan utang. Hipotek memberikan hak 

preferensi kepada kreditur jika debitur wanprestasi atau dinyatakan 

pailit. Di Indonesia, pengaturan hipotek diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang No. 4 
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Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan sebagai penyempurnaan terhadap 

konsep hipotek untuk benda tidak bergerak tertentu. 

 

1. Definisi dan Karakteristik Hipotek 

Hipotek, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH 

Perdata) Pasal 1162, adalah suatu hak kebendaan yang melekat pada 

benda tidak bergerak untuk memberikan prioritas kepada kreditur dalam 

pelunasan utang tertentu. Artinya, hak hipotek memberikan 

perlindungan kepada kreditur dengan memastikan bahwa ia dapat 

memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan benda tidak 

bergerak yang dijadikan jaminan oleh debitur. Benda yang dijadikan 

objek hipotek tetap berada dalam penguasaan debitur, yang berarti 

debitur masih memiliki hak untuk menggunakan atau mengalihkan 

benda tersebut selama tidak terjadi wanprestasi atau gagal bayar. 

Gambar 2. Gagal Bayar 

 
Salah satu ciri utama hipotek adalah hak kebendaan, yang 

melekat langsung pada benda tidak bergerak, seperti tanah atau 

bangunan. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi kreditur karena 

hak tersebut bersifat tetap dan tidak dapat dipindahkan. Hak hipotek juga 

tidak memerlukan perpindahan kepemilikan benda tersebut kepada 

kreditur, yang membedakannya dengan jenis jaminan lainnya. Meskipun 

hak preferensi telah diberikan kepada kreditur, benda yang dijaminkan 

tetap berada di tangan debitur selama kewajiban utang dapat 

diselesaikan. Karakteristik lainnya adalah pemberlakuan pendaftaran 

resmi, yang menjadi syarat sahnya hipotek. Agar hipotek memiliki 

kekuatan hukum yang mengikat, jaminan ini harus didaftarkan di instansi 
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terkait, biasanya di Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk objek tanah 

dan bangunan. Pendaftaran ini memberikan kepastian dan keterbukaan 

informasi kepada pihak ketiga yang mungkin terlibat dalam transaksi 

atau kepentingan hukum terhadap benda yang dijaminkan. 

Hipotek juga memberikan hak preferensi kepada kreditur. Hal ini 

berarti bahwa jika debitur gagal memenuhi kewajiban utangnya, kreditur 

yang memiliki hipotek memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan 

utang terlebih dahulu dari hasil penjualan benda yang dijaminkan, 

sebelum kreditur lainnya yang tidak memiliki jaminan. Hak preferensi 

ini memberikan perlindungan yang lebih tinggi kepada kreditur hipotek 

dibandingkan dengan kreditur biasa. Dengan karakteristik-karakteristik 

tersebut, hipotek menjadi salah satu instrumen yang penting dalam 

sistem jaminan di Indonesia, khususnya dalam memberikan kepastian 

hukum bagi kreditur dan debitur. 

 

2. Jaminan Hipotek dalam Kepailitan 

Pada konteks kepailitan, hipotek berperan yang sangat penting 

dalam memberikan perlindungan hukum kepada kreditur yang 

memegang hak tersebut. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 

mengatur hak-hak kreditur hipotek dalam kepailitan. Salah satu hak 

utama yang dimiliki kreditur hipotek adalah hak eksekusi, yang 

memungkinkan untuk mengeksekusi benda yang dijaminkan tanpa perlu 

mendapatkan persetujuan dari kurator atau pengadilan. Hal ini diatur 

dalam Pasal 55 UU Kepailitan, yang memberikan kebebasan kepada 

kreditur untuk melakukan eksekusi langsung, umumnya melalui 

pelelangan umum atau cara lain yang disepakati dalam perjanjian. Proses 

eksekusi ini memberikan kreditur hak prioritas dalam hal pelunasan 

utang debitur. 

Prioritas pelunasan utang juga menjadi aspek yang sangat 

penting dalam hipotek dalam kepailitan. Setelah eksekusi dilakukan, 

hasil penjualan benda yang dibebani hipotek akan digunakan terlebih 

dahulu untuk melunasi utang kepada kreditur pemegang hipotek. 

Kreditur lain yang tidak memegang hak hipotek hanya dapat menerima 

bagian dari sisa hasil penjualan jika masih ada kelebihan setelah 

kewajiban kreditur hipotek diselesaikan. Hal ini memberikan jaminan 

lebih besar kepada kreditur hipotek bahwa ia akan dilunasi terlebih 

dahulu dalam proses kepailitan. 
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Meskipun kreditur hipotek memiliki hak untuk mengeksekusi 

objek jaminan, terdapat penundaan eksekusi yang dapat diberlakukan. 

Dalam situasi tertentu, hakim pengawas dapat memutuskan untuk 

menunda eksekusi benda yang dibebani hipotek, yang dikenal dengan 

istilah stay period. Penundaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa 

pembagian harta pailit kepada seluruh kreditur dilakukan secara adil dan 

merata, serta memberi kesempatan kepada debitur untuk melakukan 

restrukturisasi utang. 

 

3. Permasalahan dalam Pelaksanaan Hipotek dalam Kepailitan 

Pelaksanaan hipotek dalam kepailitan menghadapi berbagai 

permasalahan hukum dan praktis yang dapat menghambat 

efektivitasnya. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksesuaian antara 

nilai jaminan dan utang. Dalam banyak kasus, nilai benda yang 

dijaminkan tidak cukup untuk melunasi seluruh utang yang dimiliki 

debitur. Hal ini dapat memicu konflik antara kreditur hipotek, yang 

berhak mendapatkan prioritas pelunasan, dan kreditur lainnya. Konflik 

ini seringkali terjadi ketika hasil penjualan benda yang dibebani hipotek 

tidak mencakup seluruh utang debitur, menyebabkan ketidakpuasan di 

pihak kreditur lainnya yang mungkin merasa tidak memperoleh hak yang 

adil dalam pembagian harta pailit. 

Terdapat juga tumpang tindih dengan hak lain dalam beberapa 

kasus. Misalnya, hak hipotek dapat bertabrakan dengan hak tanggungan 

atau hak kebendaan lainnya yang lebih dulu terdaftar. Ketika beberapa 

pihak mengklaim hak atas benda yang sama, hal ini menciptakan 

ketidakpastian hukum dan potensi perselisihan dalam pelaksanaan 

eksekusi. Masalah ini semakin kompleks jika tidak ada mekanisme yang 

jelas untuk menyelesaikan sengketa antara hak-hak tersebut, yang dapat 

menghambat kelancaran proses kepailitan dan penyelesaian utang 

debitur. 

Kurangnya transparansi dalam proses eksekusi juga menjadi isu 

serius. Proses eksekusi hipotek yang tidak dilakukan secara terbuka 

dapat mengurangi kepercayaan kreditur lainnya terhadap sistem hukum 

yang ada. Jika eksekusi dilakukan dengan cara yang tidak jelas atau tidak 

terbuka, kreditur lain mungkin meragukan keadilan dari pembagian hasil 

penjualan benda jaminan. Ketidakjelasan dalam proses ini dapat 

menimbulkan persepsi negatif terhadap sistem peradilan dan 
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menyebabkan ketidakpuasan di kalangan kreditur, yang pada akhirnya 

dapat merusak integritas sistem kepailitan secara keseluruhan. 

 

4. Reformasi dan Inovasi dalam Hukum Hipotek 

Reformasi dan inovasi dalam hukum hipotek sangat diperlukan 

untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya, terutama 

dalam konteks kepailitan. Salah satu langkah penting yang disarankan 

adalah digitalisasi pendaftaran hipotek. Sistem pendaftaran hipotek yang 

berbasis digital akan mempercepat proses administrasi, memudahkan 

akses data, dan meningkatkan kepastian hukum. Dengan digitalisasi, 

proses pendaftaran hipotek menjadi lebih transparan, mengurangi risiko 

kesalahan administrasi, serta memastikan bahwa hak-hak kreditur dapat 

terlindungi secara lebih efisien. Hal ini juga akan mempermudah 

verifikasi dan pemantauan status hipotek secara real-time, yang sangat 

penting dalam proses kepailitan yang melibatkan banyak pihak. 

Harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Kepailitan dan 

peraturan mengenai hipotek juga merupakan langkah reformasi yang 

sangat penting. Dalam praktiknya, sering kali terdapat ketidaksesuaian 

atau konflik antara ketentuan dalam UU Kepailitan dengan peraturan 

yang mengatur hipotek, terutama terkait dengan hak eksekusi dan 

pembagian hasil penjualan benda jaminan. Oleh karena itu, penyesuaian 

antara kedua peraturan ini sangat diperlukan untuk mengurangi potensi 

konflik hukum dan memastikan proses pelaksanaan hipotek berjalan 

lebih lancar. Harmonisasi ini juga dapat memperjelas hak dan kewajiban 

masing-masing pihak dalam proses kepailitan, serta meningkatkan 

efektivitas penyelesaian sengketa yang timbul. 

Edukasi kepada kreditur dan debitur juga menjadi aspek penting 

dalam reformasi hukum hipotek. Pemahaman yang lebih baik mengenai 

hak dan kewajiban dalam perjanjian hipotek dapat mencegah terjadinya 

sengketa di kemudian hari. Kreditur dan debitur harus diberikan 

informasi yang jelas tentang prosedur yang berlaku, termasuk hak-hak 

kreditur dalam eksekusi hipotek dan kewajiban debitur terkait dengan 

pembayaran utang. Program edukasi ini dapat dilakukan melalui 

seminar, pelatihan, atau melalui media informasi lainnya yang dapat 

menjangkau masyarakat luas. Dengan pemahaman yang lebih baik, 

kedua belah pihak dapat menghindari kesalahpahaman yang sering kali 

berujung pada konflik hukum. 
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5. Peran Hipotek dalam Perekonomian 

Hipotek memiliki peran yang sangat penting dalam 

perekonomian, tidak hanya sebagai jaminan utang, tetapi juga sebagai 

alat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama dalam sektor 

properti dan pembangunan infrastruktur. Sistem hipotek yang kuat dan 

transparan dapat meningkatkan akses keuangan bagi individu dan 

perusahaan yang membutuhkan pembiayaan jangka panjang. Hal ini 

sangat relevan dalam konteks pembangunan properti, baik untuk 

perumahan maupun untuk proyek komersial. Kredit yang diberikan 

berdasarkan hipotek memungkinkan pengusaha dan pengembang untuk 

memperoleh dana yang dibutuhkan untuk membangun atau memperluas 

proyeknya, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja dan 

meningkatkan aktivitas ekonomi di sekitar area tersebut. 

Menurut Widiastuti (2023), sistem hipotek yang transparan dapat 

memperluas akses keuangan, terutama bagi sektor-sektor yang 

membutuhkan pembiayaan jangka panjang, seperti pembangunan 

infrastruktur. Infrastruktur yang memadai sangat penting bagi 

perekonomian negara, karena mendukung berbagai kegiatan ekonomi 

seperti perdagangan, industri, dan mobilitas penduduk. Dengan adanya 

hipotek, sektor pembangunan infrastruktur dapat memperoleh dana yang 

cukup untuk melakukan pembangunan jangka panjang, misalnya dalam 

pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, atau fasilitas publik lainnya. 

Selain itu, hipotek juga memberikan kesempatan bagi individu untuk 

memiliki properti yang mungkin sulit dibeli secara tunai. Kredit hipotek 

memungkinkan konsumen untuk membeli rumah atau properti lainnya 

dengan cicilan, yang mengurangi beban pembayaran sekaligus 

meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan demikian, hipotek turut 

berkontribusi pada peningkatan sektor perumahan dan properti, yang 

merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi. 

 

C. Jaminan Gadai dan Kepailitan 

 

Jaminan gadai adalah salah satu jenis jaminan yang digunakan 

dalam perjanjian utang-piutang, di mana debitur menyerahkan barang 

bergerak sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman. Berbeda dengan 

hipotek yang berlaku untuk benda tidak bergerak, gadai berlaku untuk 

barang bergerak seperti kendaraan bermotor, emas, perhiasan, atau 

benda lainnya. Dalam hal ini, barang yang digadaikan tetap berada dalam 
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penguasaan kreditur selama utang belum dilunasi, namun debitur masih 

berhak atas penggunaan barang tersebut. Secara hukum, jaminan gadai 

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 

Pasal 1150, yang menyatakan bahwa gadai adalah "suatu perikatan yang 

menjamin pelaksanaan suatu utang dengan menyerahkan barang 

bergerak sebagai jaminan." Meskipun jaminan gadai memberikan hak 

preferensi kepada kreditur, prosesnya lebih sederhana dibandingkan 

dengan hipotek, mengingat barang yang dijadikan jaminan tidak 

memerlukan prosedur pendaftaran. 

 

1. Karakteristik Jaminan Gadai 

Jaminan gadai memiliki karakteristik yang membedakannya 

dengan bentuk jaminan lainnya, seperti hipotek atau fidusia. Salah satu 

ciri utama gadai adalah barang yang dapat digadaikan harus berupa 

barang bergerak, yang dapat diserahkan kepada kreditur atau pihak 

ketiga yang dipercaya. Barang-barang yang dapat dijadikan jaminan 

dalam gadai biasanya mencakup kendaraan, barang elektronik, 

perhiasan, atau barang berharga lainnya. Berbeda dengan jaminan 

hipotek yang hanya berlaku untuk benda tidak bergerak, seperti tanah 

atau bangunan, gadai hanya melibatkan barang yang bisa dipindahkan 

dan diserahkan langsung kepada kreditur. 

Proses gadai juga sangat sederhana dan cepat, karena cukup 

dengan menyerahkan barang yang dijaminkan kepada kreditur atau 

pihak ketiga yang dipercaya. Setelah itu, perjanjian gadai akan dibuat 

dalam bentuk tertulis yang menyebutkan hak dan kewajiban kedua belah 

pihak. Tidak seperti jaminan hipotek yang memerlukan pendaftaran 

resmi, gadai tidak memerlukan prosedur formal yang rumit, sehingga 

membuatnya lebih mudah diakses bagi debitur yang membutuhkan 

pembiayaan cepat. Proses yang sederhana ini menjadikan gadai sebagai 

pilihan populer bagi yang memerlukan pinjaman dalam waktu singkat 

dan dengan persyaratan yang tidak terlalu kompleks. 

Pada perjanjian gadai, kreditur yang memegang barang gadai 

memiliki hak preferensi, yaitu hak untuk dilunasi terlebih dahulu dari 

hasil penjualan barang yang dijaminkan, apabila debitur gagal memenuhi 

kewajiban utangnya. Hak ini memberikan kepastian bagi kreditur, 

karena meskipun debitur mengalami kesulitan finansial, barang yang 

digadaikan akan menjadi jaminan yang dapat dijual untuk mendapatkan 

kembali jumlah utang yang belum terbayar. Dengan demikian, gadai 
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memberikan perlindungan hukum kepada kreditur, sementara debitur 

tetap dapat menggunakan barang tersebut selama ia memenuhi 

kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 

 

2. Jaminan Gadai dalam Kepailitan 

Pada konteks kepailitan, jaminan gadai berperan penting dalam 

memberikan perlindungan hukum kepada kreditur yang memegang hak 

gadai atas barang bergerak. Ketika seorang debitur dinyatakan pailit, 

kreditur yang memiliki hak gadai berhak untuk mengeksekusi dan 

menjual barang yang digadaikan untuk melunasi utang yang tertunggak. 

Berbeda dengan jaminan lainnya yang mungkin memerlukan prosedur 

lebih rumit atau melibatkan hak-hak lain dalam pembagian harta pailit, 

gadai memberikan kemudahan dan kepastian bagi kreditur. Barang yang 

digadaikan, seperti kendaraan, perhiasan, atau barang bergerak lainnya, 

bisa langsung dieksekusi dan dijual untuk mendapatkan kembali utang 

yang belum terbayar. Hal ini mengurangi risiko kerugian yang mungkin 

timbul akibat kebangkrutan debitur. 

Jaminan gadai memiliki fungsi penting dalam memastikan 

adanya pembagian harta pailit yang adil. Dalam proses kepailitan, ada 

pembagian harta kepada para kreditur sesuai dengan prioritas hak yang 

dimiliki. Kreditur yang memegang jaminan gadai memiliki hak prioritas 

untuk dilunasi terlebih dahulu dari hasil penjualan barang yang 

digadaikan, sebelum kreditur lainnya yang tidak memiliki jaminan. Ini 

memberinya perlindungan lebih besar, karena berhak untuk 

mendapatkan pelunasan utang lebih dulu, berdasarkan kedudukan 

hukum yang lebih kuat. Oleh karena itu, jaminan gadai memberikan 

jaminan yang lebih besar bagi kreditur yang memberikan pinjaman 

dengan jaminan barang bergerak, karena tidak terpengaruh oleh adanya 

kebangkrutan debitur. 

Meskipun jaminan gadai memberikan hak prioritas kepada 

kreditur, penting bagi kreditur untuk memastikan bahwa semua prosedur 

yang berkaitan dengan gadai, seperti pendaftaran dan pencatatan 

perjanjian gadai, dilakukan dengan benar. Hal ini untuk menghindari 

potensi masalah hukum yang dapat muncul selama proses kepailitan, 

seperti adanya perselisihan terkait siapa yang berhak atas barang jaminan 

atau apakah jaminan tersebut sah. Oleh karena itu, peran jaminan gadai 

dalam kepailitan sangat bergantung pada pengelolaan yang tepat dan 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 
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3. Hak-Hak Kreditur Gadai dalam Kepailitan 

Pada konteks kepailitan, kreditur yang memegang jaminan gadai 

memiliki hak-hak istimewa yang memberikan perlindungan lebih besar 

dalam mendapatkan pelunasan utang. Salah satu hak utama yang dimiliki 

oleh kreditur gadai adalah hak eksekusi. Hal ini berarti bahwa kreditur 

gadai tidak perlu melibatkan kurator atau pengadilan untuk 

mengeksekusi barang jaminan. Kreditur dapat langsung menjual barang 

yang digadaikan, baik melalui pelelangan umum atau metode lain yang 

disepakati dalam perjanjian, guna memperoleh pelunasan utang. 

Meskipun demikian, hak eksekusi ini tetap tunduk pada ketentuan 

hukum yang berlaku, dan proses pelaksanaannya harus dilakukan dengan 

benar agar tidak melanggar prosedur hukum yang ada. 

Kreditur gadai juga memiliki hak prioritas pembayaran. Dalam 

situasi kepailitan, ketika ada banyak kreditur yang mengajukan klaim 

atas harta pailit, kreditur yang memiliki jaminan gadai berhak untuk 

mendapatkan pembayaran terlebih dahulu dari hasil penjualan barang 

yang digadaikan. Artinya, hasil pelelangan barang gadai akan digunakan 

untuk melunasi utang kepada kreditur gadai sebelum digunakan untuk 

membayar utang kepada kreditur lainnya yang tidak memiliki jaminan. 

Hal ini memberikan posisi yang lebih menguntungkan bagi kreditur 

gadai, karena memiliki hak lebih dulu untuk menerima pembayaran dari 

harta pailit. 

Kreditur gadai tidak dikenakan "stay period" yang biasanya 

berlaku pada kreditur lain dalam proses kepailitan. Stay period adalah 

periode di mana pengadilan menunda kewajiban pembayaran utang oleh 

debitur kepada kreditur. Namun, untuk kreditur gadai, hak eksekusi atas 

barang gadai tetap berlaku, meskipun dalam masa penundaan 

pembayaran utang. Hal ini memungkinkan kreditur gadai untuk segera 

mengeksekusi dan menjual barang jaminan tanpa harus menunggu 

keputusan lebih lanjut dari pengadilan atau kurator, sehingga 

memberikannya keuntungan dalam memperoleh kembali utang yang 

belum dilunasi. Dengan demikian, hak-hak tersebut memberikan posisi 

yang lebih aman bagi kreditur gadai dalam proses kepailitan. 

 

4. Prosedur Eksekusi Jaminan Gadai dalam Kepailitan 

Meskipun kreditur gadai memiliki hak untuk mengeksekusi 

barang jaminan secara langsung, dalam konteks kepailitan, prosedur 

yang harus diikuti tetap diatur dengan ketat untuk memastikan 
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pelaksanaan eksekusi dan pelelangan dilakukan secara adil dan 

transparan. Di Indonesia, prosedur eksekusi jaminan gadai dalam 

kepailitan diatur oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). 

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh kreditur gadai adalah 

mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan izin 

eksekusi terhadap barang gadai. Hal ini bertujuan untuk memastikan 

bahwa eksekusi dilakukan dalam kerangka hukum yang sah dan sesuai 

dengan prosedur yang berlaku dalam proses kepailitan. Pengajuan 

permohonan ini penting agar tindakan eksekusi dapat dijalankan tanpa 

menyalahi aturan atau prosedur hukum. 

Barang yang digadaikan kemudian dijual melalui pelelangan. 

Proses pelelangan ini biasanya dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh 

pengadilan atau kurator yang mengelola harta pailit. Pelelangan ini 

dilakukan secara terbuka dan transparan untuk memastikan bahwa 

semua pihak terkait dapat memantau proses penjualan barang jaminan. 

Tujuan dari pelelangan adalah untuk mendapatkan harga yang wajar dan 

sesuai dengan nilai pasar dari barang yang digadaikan, sehingga kreditur 

gadai dapat memperoleh dana untuk melunasi utang debitur. 

Hasil dari penjualan barang gadai akan digunakan untuk 

melunasi utang kepada kreditur gadai terlebih dahulu. Jika ada sisa hasil 

pelelangan setelah melunasi utang kreditur gadai, sisa tersebut akan 

dibagikan kepada kreditur lainnya sesuai dengan prioritas haknya. Hal 

ini memastikan bahwa kreditur gadai mendapatkan pembayaran lebih 

dulu sesuai dengan haknya atas barang gadai, sementara kreditur lain 

dapat menerima sisa pembayaran sesuai dengan posisinya dalam urutan 

prioritas pembayaran dalam kepailitan. Prosedur ini memberikan 

kejelasan dan keadilan dalam pembagian harta pailit dan memastikan 

bahwa semua pihak yang terlibat dalam kepailitan diperlakukan secara 

adil. 

 

5. Masalah dan Tantangan dalam Implementasi Jaminan Gadai 

dalam Kepailitan 

Jaminan gadai memberikan perlindungan yang jelas bagi 

kreditur, pelaksanaannya dalam kepailitan sering menghadapi berbagai 

masalah dan tantangan. Salah satu masalah utama yang sering muncul 

adalah ketidaksesuaian antara nilai barang gadai dan jumlah utang 

debitur. Ketika barang gadai yang dijaminkan tidak memiliki nilai yang 
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cukup untuk melunasi seluruh utang, kreditur gadai harus bersaing 

dengan kreditur lainnya untuk mendapatkan bagian dari hasil penjualan 

harta pailit yang terbatas. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan 

dalam pembagian hasil, di mana kreditur lain mungkin mendapatkan 

pembayaran lebih banyak daripada yang semestinya, sementara kreditur 

gadai yang berhak atas barang tersebut tidak memperoleh jumlah yang 

sesuai dengan nilai yang telah dijaminkan. 

Masalah lain yang sering dihadapi adalah prosedur pelelangan 

yang lambat. Meskipun prosedur pelelangan barang gadai umumnya 

relatif sederhana, dalam praktiknya sering kali pelelangan tidak 

dilakukan segera setelah izin diberikan oleh pengadilan. Keterlambatan 

dalam pelelangan ini dapat menghambat penyelesaian utang debitur dan 

memperpanjang proses kepailitan. Selain itu, penundaan ini dapat 

menurunkan nilai barang gadai karena faktor pasar yang berubah, 

menyebabkan barang tersebut dijual dengan harga lebih rendah dari nilai 

pasar yang seharusnya. 

Ada potensi penyalahgunaan dalam proses eksekusi barang gadai 

jika tidak dilakukan secara transparan. Jika pihak yang mengelola 

pelelangan, seperti kurator atau pihak ketiga yang ditunjuk, tidak 

menjalankan tugasnya dengan jujur, ada risiko harga barang gadai dijual 

dengan harga yang lebih rendah dari nilai pasar. Praktik seperti ini dapat 

merugikan kreditur gadai, karena tidak menerima hasil maksimal dari 

pelelangan yang dilakukan. Ketiadaan pengawasan yang ketat dan 

prosedur yang kurang transparan dapat menyebabkan ketidakadilan bagi 

pihak yang berhak atas barang gadai. Oleh karena itu, penting untuk 

menjaga proses pelelangan tetap transparan dan diawasi dengan ketat 

agar tidak terjadi penyalahgunaan yang merugikan semua pihak yang 

terlibat. 

 

D. Hak Tanggungan dan Kepailitan 

 

Hak Tanggungan adalah salah satu bentuk jaminan atas utang 

yang digunakan untuk benda tidak bergerak (tanah atau bangunan). Hak 

ini memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pembayaran 

utang dari hasil penjualan objek yang dijaminkan, jika debitur gagal 

memenuhi kewajibannya. Hak Tanggungan diatur dalam Undang-

Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan 

Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Berbeda dengan jaminan lainnya 
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seperti gadai atau hipotek, hak tanggungan mengikat benda tidak 

bergerak dan memberikan prioritas pembayaran utang kepada kreditur 

yang memegang hak atas objek tersebut. 

Hak tanggungan merupakan bentuk jaminan yang lebih kuat 

dibandingkan dengan jaminan fidusia atau gadai, karena kreditur 

memiliki hak untuk melakukan eksekusi atas objek yang dijaminkan 

melalui proses lelang setelah debitur gagal membayar utangnya. 

Ketentuan mengenai hak tanggungan juga mencakup pengaturan 

mengenai prosedur pemberian hak tanggungan, pendaftaran hak 

tanggungan, serta eksekusi yang dilakukan melalui pengadilan. 

 

1. Karakteristik Hak Tanggungan 

Hak tanggungan adalah bentuk jaminan yang hanya dapat 

diberikan atas objek berupa benda tidak bergerak, seperti tanah, 

bangunan, atau hak atas tanah yang terkait langsung dengan tanah, 

seperti hak milik, hak sewa, atau hak pakai. Karakteristik utama dari hak 

tanggungan terletak pada jenis objek yang dijaminkan, yang harus 

bersifat tetap dan tidak dapat dipindahkan. Dengan demikian, hak 

tanggungan memberikan jaminan yang kuat terhadap kreditur, karena 

objek yang dijaminkan merupakan properti yang memiliki nilai stabil 

dan bisa diperjualbelikan untuk melunasi utang. Prosedur pendaftaran 

merupakan aspek penting dalam hak tanggungan. Untuk memastikan 

bahwa hak tanggungan sah dan dapat diakui oleh pihak ketiga, objek 

yang dijaminkan harus didaftarkan di kantor pertanahan. Pendaftaran ini 

tidak hanya memberikan kepastian hukum mengenai kepemilikan dan 

hak atas objek jaminan, tetapi juga menjamin perlindungan hak kreditur 

jika terjadi sengketa atau masalah hukum. Tanpa pendaftaran yang sah, 

hak tanggungan tidak akan memiliki kekuatan hukum yang diakui di 

hadapan publik dan pihak ketiga. 

Salah satu keistimewaan dari hak tanggungan adalah pemberian 

prioritas dalam hal pelunasan utang, terutama jika debitur mengalami 

wanprestasi atau kepailitan. Kreditur yang memiliki hak tanggungan 

akan memperoleh pembayaran terlebih dahulu dari hasil pelelangan 

objek yang dijaminkan, sebelum kreditur lainnya yang tidak memiliki 

hak jaminan. Hal ini menjadikan hak tanggungan sebagai alat yang 

efektif bagi kreditur untuk mendapatkan kepastian pembayaran utang. 

Hak tanggungan memiliki kekuatan eksekusi yang dapat digunakan oleh 

kreditur. Jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, kreditur dapat 
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mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk melakukan eksekusi 

terhadap objek yang dijaminkan. Eksekusi ini dapat dilakukan dengan 

menjual objek tersebut melalui pelelangan umum yang diselenggarakan 

oleh Lelang Negara atau melalui pejabat berwenang yang ditunjuk oleh 

pengadilan. Dengan adanya eksekusi yang jelas dan terstruktur, kreditur 

dapat memastikan bahwa hak-haknya terlindungi dan pembayaran utang 

dapat dipenuhi melalui hasil penjualan objek yang dijaminkan. 

 

2. Hak Tanggungan dalam Kepailitan 

Pada konteks kepailitan, hak tanggungan berperan yang sangat 

penting sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kreditur yang memiliki 

jaminan atas benda tidak bergerak. Kepailitan terjadi ketika debitur tidak 

mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur yang sah, dan 

proses hukum ini menandakan kesulitan finansial yang dihadapi debitur. 

Dalam situasi ini, hak tanggungan memberikan keistimewaan kepada 

kreditur yang memiliki hak atas benda tidak bergerak, seperti tanah atau 

bangunan, untuk mengeksekusi dan menjual objek yang dijaminkan 

guna melunasi utangnya. Hal ini menjadi sebuah keunggulan besar bagi 

kreditur karena mendapatkan prioritas dalam pelunasan utang. Salah satu 

ciri utama dari hak tanggungan adalah pemberian hak eksekusi yang 

lebih dahulu kepada kreditur yang memiliki hak tersebut. Ketika debitur 

dinyatakan pailit, kreditur dengan hak tanggungan berhak untuk 

meminta eksekusi terhadap objek yang dijaminkan, dan hasil dari 

penjualan objek tersebut akan digunakan untuk membayar utang kepada 

kreditur tanggungan terlebih dahulu. Dalam hal ini, hak tanggungan 

memberikan perlindungan yang lebih kuat dan kepastian bagi kreditur 

karena tidak harus bersaing dengan kreditur lainnya yang tidak memiliki 

hak jaminan terhadap aset debitur. 

 

3. Hak Kreditur yang Memegang Hak Tanggungan dalam 

Kepailitan 

Kreditur yang memegang hak tanggungan atas benda tidak 

bergerak, seperti tanah atau bangunan, memiliki beberapa hak istimewa 

dalam konteks kepailitan, yang memberikan prioritas dan perlindungan 

hukum dalam proses pelunasan utang. Salah satu hak utama yang 

dimiliki kreditur ini adalah hak untuk meminta eksekusi terhadap objek 

jaminan. Ketika debitur dinyatakan pailit, kreditur yang memegang hak 

tanggungan berhak untuk mengajukan permohonan eksekusi kepada 
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pengadilan. Proses eksekusi ini dilakukan melalui pelelangan yang sah, 

dan hasil dari penjualan objek yang dijaminkan akan digunakan untuk 

melunasi utang kreditur tersebut. Hal ini memastikan bahwa kreditur 

yang memegang hak tanggungan tidak perlu bersaing dengan kreditur 

lainnya yang tidak memiliki jaminan. Selain itu, hak tanggungan 

memberikan kreditur dengan hak preferensi untuk memperoleh 

pembayaran utang lebih dulu dibandingkan dengan kreditur lainnya yang 

tidak memiliki hak jaminan, atau yang dikenal sebagai kreditur separatis. 

Dalam pembagian hasil lelang objek yang dijaminkan, prioritas 

diberikan kepada kreditur yang memiliki hak tanggungan, sesuai dengan 

urutan yang ditentukan oleh hukum kepailitan. Ini memberikan kepastian 

dan perlindungan hukum bagi kreditur dalam memperoleh hak-haknya 

lebih dahulu. 

Posisi kreditur yang memiliki hak tanggungan juga 

memberikannya kedudukan yang lebih kuat dalam proses kepailitan. Jika 

ada lebih dari satu kreditur yang mengajukan klaim atas harta pailit, 

kreditur dengan hak tanggungan dapat mengajukan permohonan untuk 

mendapatkan hak atas objek yang dijaminkan. Proses ini memastikan 

bahwa kreditur yang memegang hak tanggungan memiliki kesempatan 

untuk melunasi utangnya lebih cepat daripada kreditur lainnya yang 

tidak memiliki jaminan atas aset debitur. Jika objek yang dijaminkan 

dijual lebih dari jumlah utang yang dimiliki oleh kreditur tersebut, maka 

sisa hasil penjualan akan dibagikan kepada kreditur lainnya berdasarkan 

proporsi utangnya. Keuntungan ini menjadi tambahan bagi kreditur yang 

memiliki hak tanggungan, karena dapat memastikan bahwa utang yang 

tertunggak dapat dilunasi secara penuh, dan jika ada kelebihan, itu akan 

dibagi kepada kreditur lain sesuai ketentuan. Dengan demikian, hak 

tanggungan memberikan posisi yang lebih menguntungkan dan 

melindungi hak-hak kreditur dalam kepailitan. 

 

4. Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan dalam Kepailitan 

Prosedur eksekusi terhadap objek yang dijaminkan dengan hak 

tanggungan dalam konteks kepailitan mengikuti serangkaian langkah 

yang diatur oleh hukum untuk memastikan pelaksanaan yang adil dan 

transparan. Langkah pertama dalam prosedur ini adalah pengajuan 

permohonan eksekusi. Kreditur yang memegang hak tanggungan dapat 

mengajukan permohonan kepada pengadilan jika debitur gagal 

memenuhi kewajiban utangnya. Pengadilan akan memeriksa 
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permohonan tersebut untuk memastikan bahwa semua persyaratan 

hukum terpenuhi, dan jika dianggap sah, pengadilan akan memberikan 

izin untuk mengeksekusi objek yang dijaminkan. Proses ini memberikan 

kepastian hukum bahwa eksekusi dilakukan sesuai dengan prosedur 

yang berlaku. 

Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan lelang. Objek yang 

dijaminkan dengan hak tanggungan, seperti tanah atau bangunan, akan 

dilelang untuk mendapatkan hasil yang nantinya digunakan untuk 

melunasi utang debitur. Pelelangan dilakukan oleh pihak yang 

berwenang, seperti pejabat lelang atau lembaga yang ditunjuk oleh 

pengadilan. Dalam proses ini, kreditur yang memiliki hak tanggungan 

memperoleh prioritas dalam mendapatkan hasil lelang yang setara 

dengan jumlah utang yang belum dibayar oleh debitur. Pelelangan yang 

dilakukan harus transparan, dengan tujuan untuk mendapatkan harga 

yang wajar dan sesuai dengan nilai pasar objek yang dijaminkan. 

Hasil dari pelelangan akan digunakan untuk melunasi utang 

kreditur yang memegang hak tanggungan terlebih dahulu. Apabila ada 

sisa hasil pelelangan setelah pembayaran utang kreditur tersebut, sisa 

dana akan dibagikan kepada kreditur lainnya sesuai dengan urutan 

prioritas yang telah ditentukan oleh hukum kepailitan. Pembagian ini 

dilakukan berdasarkan hak-hak yang diatur dalam prosedur kepailitan, 

sehingga setiap kreditur mendapatkan bagian sesuai dengan besaran 

utang yang dimiliki. Prosedur eksekusi hak tanggungan ini memberikan 

perlindungan kepada kreditur yang memiliki hak jaminan, serta 

memastikan bahwa proses pelunasan utang dilakukan dengan cara yang 

adil dan terstruktur. 

 

5. Masalah dalam Implementasi Hak Tanggungan dalam 

Kepailitan 

Hak tanggungan memberikan perlindungan dan prioritas kepada 

kreditur dalam kepailitan, implementasinya sering kali menghadapi 

berbagai masalah yang dapat menghambat penyelesaian utang secara 

efektif. Salah satu masalah utama yang sering muncul adalah 

ketidaksesuaian antara nilai objek yang dijaminkan dengan jumlah utang 

yang harus dilunasi. Terkadang, nilai pasar objek yang dijaminkan tidak 

mencukupi untuk melunasi seluruh utang debitur. Akibatnya, meskipun 

kreditur dengan hak tanggungan memiliki prioritas dalam pembagian 

hasil lelang, tetap harus berbagi hasil pelelangan dengan kreditur lainnya 
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yang memiliki klaim atas harta pailit, sehingga proses pelunasan utang 

menjadi lebih rumit dan tidak memadai. 

Prosedur pelelangan yang lama juga menjadi salah satu kendala 

utama dalam implementasi hak tanggungan dalam kepailitan. Meskipun 

pelelangan diharapkan dapat mengoptimalkan pembayaran utang 

melalui penjualan objek yang dijaminkan, seringkali proses ini memakan 

waktu cukup lama. Hal ini bisa menghambat kreditur untuk segera 

mendapatkan pembayaran utang, yang tentu saja tidak ideal dalam situasi 

kepailitan, di mana kecepatan penyelesaian utang sangat diperlukan. 

Terlambatnya pelelangan juga berisiko mengurangi likuiditas dan 

memperpanjang ketidakpastian bagi para kreditur yang terlibat. 

Potensi penurunan harga hasil pelelangan juga menjadi hambatan 

signifikan. Dalam beberapa kasus, objek yang dijaminkan dapat dijual 

dengan harga yang jauh lebih rendah dari nilai pasar, terutama jika 

pelelangan dilakukan dalam kondisi terburu-buru atau dengan kurangnya 

minat dari pembeli. Penurunan harga ini menyebabkan kreditur tidak 

mendapatkan pelunasan utang secara penuh, bahkan mungkin tidak 

dapat melunasi seluruh utang meskipun memiliki hak prioritas atas hasil 

pelelangan. Hal ini tentu menjadi tantangan serius, karena tidak hanya 

merugikan kreditur, tetapi juga memperlambat proses penyelesaian 

masalah keuangan dalam kepailitan.  

 

E. Latihan Soal 

 

1. Apa yang dimaksud dengan jaminan fidusia dalam hukum 

Indonesia? Jelaskan bagaimana jaminan fidusia berhubungan 

dengan proses kepailitan. 

2. Bandingkan antara jaminan hipotek dan jaminan gadai dari segi 

objek jaminan dan prosedur pelaksanaan hak eksekusi dalam 

kepailitan. 

3. Bagaimana hak tanggungan berbeda dengan jenis jaminan lainnya, 

dan apa pengaruhnya terhadap proses penyelesaian utang dalam 

kepailitan? 

4. Sebutkan dan jelaskan minimal tiga perbedaan utama antara jaminan 

fidusia dan jaminan hipotek dalam kaitannya dengan kedudukan 

kreditur dalam proses kepailitan. 

5. Dalam konteks kepailitan, apa yang terjadi jika debitur yang 

memiliki jaminan gadai tidak dapat membayar utangnya? Jelaskan 
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bagaimana hak gadai dapat dipertahankan oleh kreditur dalam 

proses kepailitan. 
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6.   
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BAB IV 
PRINSIP-PRINSIP HUKUM 

JAMINAN DAN KEPAILITAN 
 

 

 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait dengan prinsip kepastian hukum dalam 

jaminan dan kepailitan, memahami prinsip perlindungan kepentingan 

kreditur dalam jaminan dan kepailitan, memahami prinsip 

perlindungan debitor dalam jaminan dan kepailitan, serta memahami 

prinsip efisiensi dalam penyelesaian utang dan pembagian harta pailit, 

sehingga pembaca dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip 

hukum fundamental dalam jaminan dan kepailitan, serta berkontribusi 

pada diskusi dan pengembangan sistem hukum yang adil dan efisien. 

Materi Pembelajaran 

• Prinsip Kepastian Hukum dalam Jaminan dan Kepailitan 

• Prinsip Perlindungan Kepentingan Kreditur dalam Jaminan dan 

Kepailitan 

• Prinsip Perlindungan Debitor dalam Jaminan dan Kepailitan 

• Prinsip Efisiensi dalam Penyelesaian Utang dan Pembagian Harta 

Pailit 

• Latihan Soal 

 

A. Prinsip Kepastian Hukum dalam Jaminan dan Kepailitan 

 

Prinsip kepastian hukum adalah salah satu prinsip dasar yang 

sangat penting dalam sistem hukum, termasuk dalam hukum jaminan dan 

kepailitan. Kepastian hukum mengacu pada adanya aturan yang jelas, 

tegas, dan dapat diprediksi sehingga setiap tindakan atau keputusan yang 

diambil oleh pihak terkait dapat dipertanggungjawabkan dan tidak 

menimbulkan keraguan atau ketidakpastian. Dalam konteks hukum 

jaminan dan kepailitan, prinsip ini berperanan yang sangat vital untuk 
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menciptakan hubungan yang harmonis antara kreditur dan debitor, serta 

untuk menjaga integritas dan kelancaran proses penyelesaian utang. 

 

1. Kepastian Hukum dalam Hukum Jaminan 

Pada hukum jaminan, prinsip kepastian hukum terwujud melalui 

pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari 

adanya jaminan antara kreditur dan debitor. Sebagai contoh, dalam 

jaminan fidusia, di mana debitor menyerahkan hak atas barang tertentu 

kepada kreditur sebagai jaminan utang, prinsip kepastian hukum 

memastikan bahwa hak kreditur untuk mengeksekusi barang tersebut 

saat terjadi wanprestasi (gagal bayar) dapat dilaksanakan secara sah dan 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Prinsip ini juga terlihat pada jenis jaminan lainnya, seperti 

hipotek dan gadai. Pada hipotek, kreditur memiliki hak atas properti 

debitor sebagai jaminan utang yang jelas dan diatur dengan dokumen 

yang sah. Sementara itu, pada gadai, adanya kepastian hukum yang 

mengatur bahwa barang yang dijaminkan dapat dieksekusi jika debitor 

gagal memenuhi kewajibannya memberikan rasa aman bagi kreditur 

untuk memberikan pinjaman. Prinsip kepastian hukum dalam hukum 

jaminan juga memberikan perlindungan kepada debitor. Sebagai contoh, 

debitor yang memberikan jaminan fidusia tetap memiliki hak untuk 

menggunakan barang tersebut dalam aktivitas sehari-hari selama tidak 

terjadi wanprestasi. Hal ini memberikan kepastian bagi debitor untuk 

mengelola aset yang masih dimiliki tanpa harus khawatir kehilangan 

kendali sepenuhnya atas barang tersebut. 

 

2. Kepastian Hukum dalam Kepailitan 

Prinsip kepastian hukum dalam kepailitan mengatur tentang hak-

hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul antara debitor dan kreditur 

ketika debitor tidak dapat membayar utangnya. Undang-Undang Nomor 

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU) mengatur secara rinci mengenai proses 

kepailitan, mulai dari permohonan kepailitan, penunjukan kurator, 

hingga pembagian harta pailit kepada kreditur. Kepastian hukum dalam 

kepailitan dapat dilihat pada pengaturan yang mengatur siapa yang 

berhak mengajukan permohonan kepailitan, siapa yang berhak menjadi 

kurator, serta mekanisme pembagian harta pailit. Dalam hal ini, jika 

debitor dianggap pailit, prinsip kepastian hukum menjamin bahwa 
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prosedur kepailitan yang dijalankan adalah berdasarkan hukum yang 

berlaku dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 

Begitu juga dalam hal hak kreditur yang memiliki prioritas tertentu 

dalam mendapatkan pembayaran, prinsip kepastian hukum mengatur 

bahwa pembagian harta pailit akan dilakukan sesuai dengan urutan yang 

sudah diatur, memberikan kejelasan mengenai hak-haknya. 

 

3. Implikasi Kepastian Hukum 

Kepastian hukum dalam hukum jaminan dan kepailitan tidak 

hanya menciptakan hubungan yang adil antara kreditur dan debitor, 

tetapi juga menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Dalam dunia 

usaha, terutama dalam pemberian pinjaman, prinsip kepastian hukum 

memberikan rasa aman bagi kreditur, karena tahu bahwa haknya akan 

dilindungi dan dapat ditegakkan jika debitor gagal memenuhi kewajiban. 

Di sisi lain, bagi debitor, adanya kepastian hukum memberikan kejelasan 

mengenai hak dan kewajibannya dalam suatu perjanjian jaminan, serta 

prosedur yang akan ditempuh jika tidak dapat memenuhi kewajibannya. 

Kepastian hukum juga memberikan jaminan bahwa segala 

tindakan yang diambil dalam proses jaminan dan kepailitan tidak akan 

melanggar hak-hak dasar setiap pihak. Sebagai contoh, dalam hukum 

kepailitan, meskipun debitor dinyatakan pailit, tetap dilindungi dengan 

mekanisme yang memungkinkan untuk memperjuangkan hak-haknya, 

seperti dengan mengajukan PKPU atau bernegosiasi dalam 

restrukturisasi utang. Selain itu, kepastian hukum membantu untuk 

meminimalisir potensi konflik antara kreditur dan debitor yang dapat 

merugikan kedua belah pihak. Dalam banyak kasus, ketidakpastian 

hukum bisa menjadi sumber ketegangan yang memperburuk keadaan, 

baik bagi debitor yang terbelit utang maupun bagi kreditur yang ingin 

mendapatkan pembayaran. Oleh karena itu, dengan adanya kepastian 

hukum, proses hukum dapat berjalan dengan lebih lancar, efisien, dan 

menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. 

 

B. Prinsip Perlindungan Kepentingan Kreditur dalam Jaminan 

dan Kepailitan 

 

Pada sistem hukum jaminan dan kepailitan, prinsip perlindungan 

kepentingan kreditur menjadi salah satu hal yang sangat fundamental. 

Kreditur, yang memberikan pinjaman atau kredit kepada debitor, 
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berisiko tidak mendapatkan kembali uang atau barang yang telah 

dipinjamkan jika debitor gagal memenuhi kewajiban utangnya. Oleh 

karena itu, hukum jaminan dan kepailitan dirancang untuk melindungi 

kepentingan kreditur, memberikan kejelasan hak, dan memastikan 

bahwa kreditur dapat memperoleh kembali hak-haknya, baik melalui 

eksekusi jaminan maupun melalui penyelesaian utang dalam kepailitan. 

 

1. Perlindungan Kreditur dalam Hukum Jaminan 

Hukum jaminan memberikan perlindungan yang jelas dan tegas 

bagi kreditur, dengan menetapkan hak-hak tertentu yang dapat 

dilaksanakan jika debitor gagal memenuhi kewajibannya. Ada berbagai 

jenis jaminan yang diatur dalam hukum Indonesia, seperti jaminan 

fidusia, hipotek, gadai, dan hak tanggungan, yang memberikan hak 

khusus kepada kreditur untuk mengeksekusi jaminan tersebut apabila 

debitor tidak dapat melunasi utangnya. Salah satu jenis jaminan yang 

penting adalah jaminan fidusia, di mana debitor menyerahkan hak 

kepemilikan atas barang tertentu kepada kreditur sebagai jaminan, tetapi 

debitor tetap dapat menggunakan barang tersebut selama tidak terjadi 

wanprestasi. Jika debitor gagal memenuhi kewajibannya, kreditur dapat 

mengeksekusi barang yang dijaminkan tanpa melalui prosedur 

pengadilan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi kreditur untuk 

mengambil alih barang tersebut. 

Jaminan hipotek juga memberikan perlindungan yang signifikan 

bagi kreditur, terutama dalam hal properti seperti tanah dan bangunan 

yang digunakan sebagai jaminan utang. Jika debitor tidak dapat 

memenuhi kewajibannya, kreditur berhak mengeksekusi properti 

tersebut melalui prosedur lelang untuk memperoleh pembayaran utang. 

Proses ini dilindungi oleh hukum yang mengatur hak-hak eksekusi 

dengan jelas, sehingga kreditur dapat memperoleh kembali utang yang 

belum dibayar. Sementara itu, dalam jaminan gadai, kreditur menerima 

barang bergerak sebagai jaminan utang. Jika debitor gagal membayar, 

kreditur dapat segera menjual barang gadai untuk menutupi utang yang 

belum dilunasi, memberikan perlindungan langsung kepada kreditur 

dengan prosedur yang relatif cepat. 

Hak tanggungan juga memberikan perlindungan yang jelas 

kepada kreditur dalam hal benda tidak bergerak, seperti tanah dan 

bangunan. Dalam situasi wanprestasi, kreditur yang memegang hak 

tanggungan memiliki hak untuk mengeksekusi benda tersebut dan 
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memperoleh pembayaran utang. Perlindungan terhadap kreditur 

diwujudkan dalam bentuk prosedur eksekusi yang transparan dan sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku, memberikan kepastian dan 

perlindungan yang lebih kuat. Secara keseluruhan, hukum jaminan 

berfungsi untuk memberikan perlindungan yang kokoh bagi kreditur 

dengan menetapkan prosedur eksekusi yang jelas, memastikan bahwa 

kreditur dapat menuntut pembayaran utang yang belum dilunasi melalui 

barang jaminan yang telah disepakati. 

 

2. Perlindungan Kreditur dalam Kepailitan 

Perlindungan kreditur dalam kepailitan merupakan aspek penting 

yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak kreditur ditegakkan 

dan dapat memperoleh pembayaran utang sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku. Ketika debitor tidak mampu membayar utangnya, 

proses kepailitan akan dijalankan untuk membagi harta pailit yang 

dimiliki debitor kepada kreditur yang berhak. Salah satu bentuk 

perlindungan ini terwujud dalam pembagian harta pailit yang adil, 

berdasarkan urutan prioritas hak yang dimiliki oleh masing-masing 

kreditur. Kreditur yang memiliki jaminan, seperti kreditur pemegang 

hipotek atau fidusia, diberi hak untuk dieksekusi terlebih dahulu atas 

barang jaminan yang dimiliki. Hal ini memberikan perlindungan bagi 

kreditur tersebut, karena memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran 

lebih dahulu atau lebih besar dibandingkan dengan kreditur lainnya yang 

tidak memiliki jaminan. 

Hak prioritas menjadi elemen penting dalam proses kepailitan. 

Dalam hukum kepailitan, kreditur yang memiliki hak atas jaminan 

tertentu, seperti hipotek atau fidusia, mendapatkan prioritas dalam 

memperoleh pembayaran. Dengan adanya aturan prioritas ini, kreditur 

yang telah memberikan jaminan kepada debitor memperoleh 

perlindungan lebih, karena berhak menerima pembayaran terlebih 

dahulu dari hasil penjualan harta pailit. Prioritas ini memastikan bahwa 

kreditur yang memiliki klaim yang lebih kuat, berkat jaminan yang 

diberikan, tidak dirugikan oleh kreditur lain yang mungkin memiliki 

klaim lebih rendah atau tanpa jaminan. 

Perlindungan terhadap kreditur juga diwujudkan melalui 

penunjukan kurator dalam proses kepailitan. Kurator adalah pihak yang 

bertanggung jawab untuk mengelola harta pailit dan memastikan bahwa 

pembagian hasilnya kepada kreditur dilakukan secara adil dan 
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transparan. Kurator juga memiliki peran dalam memverifikasi klaim 

yang diajukan oleh kreditur untuk memastikan bahwa setiap klaim yang 

sah diakui dan dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku. Penunjukan 

kurator ini memberikan perlindungan tambahan bagi kreditur, karena 

memiliki pihak yang independen untuk mengelola proses kepailitan 

dengan cara yang adil dan sesuai dengan hukum. Secara keseluruhan, 

perlindungan terhadap kreditur dalam kepailitan berfokus pada keadilan 

dan transparansi dalam pembagian harta pailit, sehingga hak-hak 

kreditur dapat dipenuhi dengan cara yang terstruktur dan terorganisir. 

 

3. Perlindungan Kreditur dalam Kasus Kegagalan Debitor 

Perlindungan kreditur dalam kasus kegagalan debitor untuk 

membayar utangnya sangat bergantung pada mekanisme hukum yang 

diterapkan dalam sistem hukum jaminan maupun kepailitan. Dalam hal 

jaminan, kreditur yang memiliki hak atas jaminan diberikan 

perlindungan langsung dengan hak untuk mengeksekusi barang yang 

dijaminkan. Mekanisme ini memungkinkan kreditur untuk segera 

mengambil tindakan terhadap barang jaminan yang telah diserahkan oleh 

debitor sebagai jaminan utang. Keuntungan bagi kreditur adalah tidak 

perlu menunggu proses panjang di pengadilan, karena eksekusi terhadap 

jaminan dapat dilakukan secara langsung, mengurangi waktu yang 

dibutuhkan untuk memperoleh kembali hak-haknya. Hal ini memberikan 

jaminan kepastian bagi kreditur bahwa ia akan mendapatkan kembali 

utangnya dalam waktu yang relatif singkat. 

Pada kasus kepailitan, prosesnya cenderung lebih panjang karena 

melibatkan pembagian harta pailit debitor kepada semua kreditur yang 

berhak. Meskipun demikian, dalam kepailitan pun terdapat perlindungan 

bagi kreditur yang memiliki hak atas jaminan. Kreditur dengan hak 

jaminan akan mendapatkan prioritas dalam pembagian harta pailit, 

berhak untuk mengeksekusi barang jaminan terlebih dahulu dan 

memperoleh pembayaran dari hasil penjualan harta tersebut, sebelum 

kreditur lainnya yang tidak memiliki jaminan. Hal ini memastikan bahwa 

kreditur yang telah memberikan jaminan pada utangnya tidak dirugikan 

dan memperoleh bagian yang lebih besar dari harta pailit. Sebaliknya, 

kreditur tanpa jaminan hanya akan menerima bagian yang lebih kecil 

sesuai dengan urutan prioritas yang diatur dalam hukum kepailitan. 
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C. Prinsip Perlindungan Debitor dalam Jaminan dan Kepailitan 

 

Perlindungan terhadap debitor dalam sistem hukum jaminan dan 

kepailitan juga memiliki peranan yang sangat penting untuk 

menciptakan keseimbangan yang adil antara hak kreditur dan hak 

debitor. Debitor, sebagai pihak yang meminjam dana atau memperoleh 

fasilitas kredit, berhak mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-

tindakan yang mungkin merugikan dirinya, baik dalam hal eksekusi 

jaminan maupun proses kepailitan. Oleh karena itu, prinsip perlindungan 

debitor berfokus pada memastikan bahwa debitor tidak diperlakukan 

secara tidak adil atau mengalami kerugian yang berlebihan dalam 

penyelesaian utang atau pembagian harta pailit. 

 

1. Perlindungan Debitor dalam Hukum Jaminan 

Perlindungan debitor dalam hukum jaminan bertujuan untuk 

menjaga agar hak-haknya tetap terjaga meskipun terdapat hak-hak 

kreditur terhadap barang yang dijaminkan. Salah satu bentuk 

perlindungan utama yang diberikan adalah pembatasan terhadap 

tindakan eksekusi yang berlebihan oleh kreditur. Misalnya, dalam 

jaminan fidusia, meskipun kreditur berhak untuk mengambil alih barang 

yang dijaminkan apabila debitor gagal memenuhi kewajibannya, 

eksekusi tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang 

berlaku. Kreditur tidak boleh mengambil barang jaminan secara 

sewenang-wenang. Debitor juga harus diberi informasi yang jelas 

mengenai eksekusi yang akan dilakukan, serta kesempatan untuk 

memperbaiki situasi utangnya. Hal ini memberikan perlindungan agar 

debitor tidak diperlakukan secara tidak adil atau terburu-buru tanpa 

kesempatan untuk memenuhi kewajibannya. 

Pada beberapa jenis jaminan, seperti jaminan fidusia, debitor 

masih diberikan ruang untuk menggunakan barang yang dijaminkan 

selama tidak terjadi wanprestasi. Dengan demikian, debitor dapat terus 

menjalankan kegiatan usaha atau bisnis tanpa terganggu oleh proses 

eksekusi barang jaminan, asalkan tetap memenuhi kewajiban 

pembayaran sesuai dengan perjanjian. Ini memberikan kelangsungan 

bagi debitor untuk memperbaiki keadaan keuangannya tanpa harus 

kehilangan aset yang penting bagi bisnis. 

Hukum jaminan juga memberikan perlindungan dengan 

memberikan kesempatan kepada debitor untuk melakukan negosiasi atau 
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restrukturisasi utang dengan kreditur. Jika debitor menghadapi kesulitan 

keuangan dan tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai jadwal, berhak 

untuk mengajukan permintaan perpanjangan waktu pembayaran atau 

perubahan ketentuan pinjaman. Hal ini memberi kesempatan bagi 

debitor untuk mencari solusi yang lebih menguntungkan kedua belah 

pihak, sehingga tidak langsung kehilangan barang yang dijaminkan atau 

menghadapi tindakan eksekusi yang merugikan. Dengan adanya 

perlindungan ini, debitor dapat merasa lebih aman dan memiliki 

kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban utangnya tanpa merugikan 

bisnis atau aset yang dimilikinya. 

 

2. Perlindungan Debitor dalam Kepailitan 

Perlindungan debitor dalam hukum kepailitan sangat penting 

untuk memastikan bahwa meskipun menghadapi kesulitan keuangan, 

hak-haknya tetap dihormati dan proses kepailitan berlangsung secara 

adil. Salah satu perlindungan utama yang diberikan adalah penundaan 

sementara terhadap eksekusi utang yang diajukan oleh kreditur setelah 

debitor mengajukan permohonan pailit. Penundaan ini memberikan 

debitor waktu untuk merencanakan reorganisasi atau penyelesaian utang 

tanpa adanya tekanan dari kreditur yang dapat memperburuk situasi 

keuangan. Dengan adanya waktu tambahan ini, debitor bisa mencari 

solusi terbaik bagi utangnya tanpa harus menghadapi tindakan sepihak 

yang dapat merugikannya. 

Proses kepailitan itu sendiri juga diatur secara struktural untuk 

menjaga kepentingan debitor. Salah satu aspek pentingnya adalah 

penunjukan kurator independen yang bertugas untuk mengelola proses 

kepailitan secara transparan dan adil. Kurator ini bertanggung jawab 

untuk memastikan bahwa pembagian harta pailit dilakukan dengan 

mengikuti ketentuan yang berlaku, sehingga tidak merugikan debitor 

secara berlebihan. Dalam hal ini, debitor tetap diperlakukan dengan 

hormat dan memiliki kesempatan untuk memanfaatkan proses kepailitan 

secara adil. 

Debitor diberikan kesempatan untuk mencari penyelesaian 

alternatif melalui mediasi atau perundingan dengan kreditur. Hal ini 

memberikan ruang bagi debitor untuk mencapai kesepakatan dengan 

kreditur tanpa harus melalui proses panjang yang merugikan kedua belah 

pihak. Penyelesaian alternatif ini memungkinkan tercapainya solusi yang 

lebih fleksibel dan menguntungkan bagi debitor dan kreditur, 
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menciptakan win-win solution yang lebih dapat diterima oleh kedua 

belah pihak. 

 

3. Perlindungan Debitor dalam Kasus Kepailitan yang Kompleks 

Pada kasus kepailitan yang melibatkan banyak kreditur dan harta 

pailit yang terbatas, debitor sering kali menghadapi ancaman kehilangan 

sebagian besar atau bahkan seluruh aset. Meskipun demikian, hukum 

kepailitan memberikan perlindungan bagi debitor untuk memastikan 

bahwa proses kepailitan dijalankan dengan prinsip keadilan dan tidak 

merugikan debitor secara berlebihan. Salah satu bentuk perlindungan ini 

adalah perlakuan yang adil dalam pembagian harta pailit. Dalam hal ini, 

debitor yang memiliki hak-hak tertentu atau prioritas dalam pemenuhan 

utangnya harus diperlakukan secara adil, tanpa adanya diskriminasi atau 

ketidakadilan yang merugikan pihak debitor. 

Hukum kepailitan juga memberikan kesempatan kepada debitor 

untuk memperoleh pembebasan sebagian dari utang yang masih 

tertunggak setelah proses kepailitan selesai. Jika debitor memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, dapat 

memperoleh pembebasan dari kewajiban utang yang tidak dapat 

diselesaikan selama proses kepailitan. Hal ini memberi debitor peluang 

untuk "memulai kembali" tanpa terus dibebani oleh utang yang sulit atau 

bahkan tidak mungkin untuk diselesaikan. Perlindungan ini sangat 

penting karena memberikan kesempatan bagi debitor untuk memulihkan 

kondisi keuangan setelah menghadapi kepailitan yang kompleks, serta 

memungkinkan untuk kembali berusaha atau memulai usaha baru tanpa 

terhambat oleh beban utang masa lalu. 

Pada situasi yang lebih kompleks, di mana harta pailit terbatas 

dan kreditur memiliki klaim yang bersaing, perlindungan terhadap 

debitor semakin relevan. Proses kepailitan yang transparan dan 

terstruktur, dengan kurator yang bertanggung jawab untuk memastikan 

keadilan, menjadi sangat penting. Kurator memastikan bahwa 

pembagian harta dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan 

memperhatikan prioritas kreditur dan kepentingan debitor. Dalam hal 

ini, debitor memiliki hak untuk dilindungi dari perlakuan yang tidak 

proporsional dan diberikan kesempatan yang adil untuk menyelesaikan 

utangnya, sambil memastikan bahwa ia dapat melanjutkan hidup dan 

usahanya setelah proses kepailitan selesai. 

 



60  Hukum jaminan dan kepailitan 

D. Prinsip Efisiensi dalam Penyelesaian Utang dan Pembagian 

Harta Pailit 

 

Prinsip efisiensi dalam penyelesaian utang dan pembagian harta 

pailit adalah salah satu aspek fundamental dalam hukum kepailitan yang 

bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyelesaian utang dilakukan 

secara cepat, tepat, dan dengan biaya yang seefisien mungkin, sambil 

tetap menjaga keadilan bagi semua pihak yang terlibat, baik debitor 

maupun kreditur. Efisiensi dalam proses kepailitan mengarah pada 

penggunaan waktu, sumber daya, dan prosedur yang tepat agar masalah 

keuangan debitor dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya tanpa 

menambah beban yang tidak perlu. 

 

1. Efisiensi dalam Proses Penyelesaian Utang 

Efisiensi dalam proses penyelesaian utang merupakan salah satu 

elemen krusial yang memastikan kelancaran sistem hukum kepailitan. 

Penyelesaian utang yang efisien dapat menghindari penundaan yang 

tidak perlu dan mempercepat pemenuhan kewajiban debitor kepada 

kreditur. Salah satu cara untuk mencapai efisiensi ini adalah melalui 

mediasi dan perundingan antara debitor dan kreditur. Dalam tahap awal, 

proses mediasi memungkinkan kedua belah pihak untuk berdiskusi 

secara terbuka dengan bantuan mediator independen, yang bertugas 

untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak tanpa harus melalui 

proses litigasi yang panjang. Dengan cara ini, utang dapat diselesaikan 

dengan cepat, mengurangi pemborosan waktu dan biaya, serta 

memungkinkan debitor dan kreditur mencapai kesepakatan 

restrukturisasi utang, seperti perpanjangan waktu pembayaran atau 

pengurangan jumlah utang. 

Efisiensi juga dapat tercapai dengan penyusunan rencana 

pembayaran bertahap atau penjadwalan ulang utang. Bagi debitor yang 

mengalami kesulitan keuangan, hal ini memberikan fleksibilitas untuk 

memenuhi kewajibannya tanpa memberikan beban yang berlebihan. 

Kreditur yang bersedia bernegosiasi mengenai restrukturisasi utang akan 

membantu menghindari proses kepailitan yang lebih rumit dan mahal. 

Penyelesaian utang dengan cara ini tidak hanya menguntungkan debitor 

tetapi juga memastikan bahwa kreditur tetap mendapatkan pembayaran 

yang layak dalam jangka waktu yang disepakati. Dengan demikian, 

solusi yang efisien dapat tercapai tanpa merugikan salah satu pihak. 
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2. Efisiensi dalam Pembagian Harta Pailit 

Pembagian harta pailit menjadi aspek yang sangat krusial untuk 

memastikan bahwa aset debitor yang telah disita dapat dibagikan secara 

efisien kepada kreditur. Efisiensi dalam proses ini bertujuan untuk 

memastikan pembagian yang proporsional dan menghindari pemborosan 

waktu dan biaya. Salah satu langkah awal yang penting adalah 

penyusunan daftar kreditur yang terperinci, yang melibatkan 

pengklasifikasian utang berdasarkan prioritasnya. Kreditur dengan hak 

prioritas, seperti kreditur dengan jaminan atau kreditur separatis, harus 

dibayar lebih dahulu. Dengan mengklasifikasikan utang, pembagian 

harta pailit dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan terhindar dari 

kebingungan yang bisa memperpanjang waktu penyelesaian. 

Pengelolaan aset yang efisien juga sangat penting dalam proses 

ini. Kurator yang ditunjuk memiliki peran utama dalam memastikan 

bahwa nilai aset yang dimiliki debitor tidak hilang atau menurun selama 

proses likuidasi. Kurator harus berusaha untuk menjual atau melepaskan 

aset debitor dengan cara yang paling menguntungkan bagi kreditur, 

sambil menghindari proses yang memakan waktu dan biaya yang tidak 

perlu. Misalnya, apabila ada aset dengan nilai pasar yang tinggi, kurator 

akan berusaha untuk menjualnya dengan harga terbaik dan tidak 

membiarkannya menurun nilainya karena keterlambatan dalam 

penjualan atau pengelolaan yang buruk. Efisiensi dalam pembagian harta 

pailit juga tercermin dalam kecepatan dan ketepatan pembagian aset. 

Proses ini harus dilakukan dengan transparan, berdasarkan hak-hak yang 

telah ditetapkan dalam hukum kepailitan, dan harus mengikuti prosedur 

yang diatur secara jelas.  

 

3. Efisiensi dalam Pembiayaan Proses Kepailitan 

Efisiensi dalam pembiayaan proses kepailitan menjadi aspek 

yang sangat penting untuk menjaga agar biaya yang timbul selama proses 

tersebut tidak mengurangi nilai aset yang dapat diterima oleh kreditur 

atau memperburuk kondisi keuangan debitor. Proses kepailitan 

seringkali melibatkan biaya yang cukup tinggi, seperti biaya 

administrasi, biaya hukum, dan biaya eksekusi, yang dapat 

memperpanjang dan mempersulit proses penyelesaian. Oleh karena itu, 

salah satu tujuan utama dalam prinsip efisiensi adalah untuk memastikan 

bahwa biaya-biaya tersebut tetap berada dalam batas yang wajar dan 

tidak membebani semua pihak yang terlibat. 
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Salah satu cara untuk mencapai efisiensi pembiayaan adalah 

dengan meminimalkan biaya yang tidak perlu. Misalnya, biaya 

administrasi yang berlebihan atau biaya hukum yang tinggi bisa 

dihindari dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan waktu 

dalam proses kepailitan. Penggunaan teknologi untuk mengelola data 

dan proses administrasi bisa menjadi solusi yang efektif untuk 

mengurangi biaya yang tidak perlu. Selain itu, pemilihan kurator yang 

kompeten dan memiliki pengalaman dalam menangani proses kepailitan 

juga dapat mengurangi biaya eksekusi yang timbul dari pengelolaan 

harta pailit. 

 

E. Latihan Soal 

 

1. Jelaskan mengapa prinsip kepastian hukum sangat penting dalam 

hukum jaminan dan kepailitan. Apa akibatnya jika prinsip ini tidak 

diterapkan dengan baik dalam penyelesaian utang? 

2. Pada sistem hukum kepailitan Indonesia, kreditur memiliki hak 

untuk memperoleh pembayaran utang yang dimiliki. Jelaskan 

bagaimana hukum jaminan dan kepailitan memberikan 

perlindungan kepada kreditur. Sebutkan beberapa cara yang 

dilakukan untuk memastikan kepentingan kreditur terlindungi 

dengan baik. 

3. Dalam hukum kepailitan, debitor juga dilindungi meskipun dalam 

kondisi pailit. Jelaskan bagaimana prinsip perlindungan debitor 

diterapkan dalam hukum kepailitan Indonesia. Apa saja bentuk 

perlindungan yang diberikan kepada debitor dalam proses 

kepailitan? 

4. Efisiensi dalam penyelesaian utang adalah salah satu prinsip penting 

dalam hukum kepailitan. Bagaimana prinsip efisiensi dapat 

mengurangi beban yang ditanggung oleh debitor dan kreditur 

selama proses kepailitan? Jelaskan juga bagaimana efisiensi ini 

dapat diterapkan dalam penyelesaian utang melalui mediasi dan 

perundingan. 

5. Proses pembagian harta pailit memerlukan pengelolaan yang efisien 

untuk memastikan bahwa semua pihak yang berhak menerima 

bagian sesuai dengan hukum. Jelaskan bagaimana prinsip efisiensi 

diterapkan dalam pembagian harta pailit, baik dalam hal 

pengelolaan aset maupun dalam pembagian yang tepat dan cepat.  
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BAB V 
PROSES PENGIKATAN JAMINAN 

DAN PENGAJUAN KEPAILITAN 
 

 

 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait dengan pengikatan jaminan fidusia dan 

prosedurnya, memahami pengikatan jaminan hipotek dan 

prosedurnya, memahami pengajuan permohonan kepailitan ke 

pengadilan niaga, serta memahami peran jaminan dalam proses 

kepailitan, sehingga pembaca dapat memiliki pemahaman yang 

komprehensif tentang pengikatan jaminan dan perannya dalam proses 

kepailitan, serta mampu menerapkan pengetahuan ini dalam praktik 

hukum atau analisis kasus terkait. 

Materi Pembelajaran 

• Pengikatan Jaminan Fidusia dan Prosedurnya 

• Pengikatan Jaminan Hipotek dan Prosedurnya 

• Pengajuan Permohonan Kepailitan ke Pengadilan Niaga 

• Peran Jaminan dalam Proses Kepailitan 

• Latihan Soal 

 

A. Pengikatan Jaminan Fidusia dan Prosedurnya 

 

Jaminan Fidusia adalah bentuk jaminan yang memungkinkan 

debitor tetap menguasai dan menggunakan barang yang dijaminkan, 

meskipun hak kepemilikan atas barang tersebut beralih kepada kreditur. 

Di Indonesia, Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang memberikan dasar hukum 

untuk pelaksanaan jaminan fidusia di dalam transaksi kredit. Jaminan ini 

memberikan perlindungan kepada kreditur dengan memberikan hak 

untuk mengeksekusi barang jaminan jika debitor gagal memenuhi 

kewajiban utangnya, sementara debitor tetap memiliki kontrol atas 

barang tersebut selama masa perjanjian. Proses pengikatan jaminan 
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fidusia terdiri dari beberapa tahapan yang diatur dalam undang-undang 

untuk memastikan bahwa transaksi ini sah dan diakui oleh hukum. 

Berikut adalah prosedur pengikatan jaminan fidusia di Indonesia: 

 

1. Pembuatan Perjanjian Fidusia 

Pembuatan perjanjian fidusia merupakan langkah awal yang 

penting dalam pengikatan jaminan fidusia antara debitor dan kreditur. 

Perjanjian ini berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur hubungan 

kedua pihak, terutama terkait dengan jaminan yang diberikan oleh 

debitor untuk melunasi utangnya. Dalam perjanjian fidusia, terdapat 

sejumlah ketentuan yang harus disepakati secara jelas dan rinci, 

termasuk kewajiban debitor untuk memenuhi pembayaran utang sesuai 

dengan kesepakatan serta barang yang dijadikan sebagai objek jaminan. 

Barang yang dijaminkan dalam perjanjian fidusia biasanya berupa 

barang bergerak, seperti kendaraan, mesin, atau inventaris, yang 

merupakan aset penting milik debitor. 

Salah satu karakteristik utama dari perjanjian fidusia adalah 

perpindahan hak kepemilikan atas barang yang dijaminkan. Hak 

kepemilikan tersebut secara hukum berpindah sementara kepada 

kreditur, yang memberikan jaminan atas hak kreditur terhadap pelunasan 

utang. Namun, meskipun hak kepemilikan berpindah, debitor tetap 

memiliki hak untuk menguasai dan memanfaatkan barang tersebut 

selama memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Misalnya, 

dalam kasus jaminan kendaraan bermotor, debitor tetap dapat 

menggunakan kendaraan tersebut dalam aktivitas sehari-hari, meskipun 

hak kepemilikannya berada di bawah pengawasan kreditur. 

Untuk memastikan keabsahan dan kekuatan hukum dari 

perjanjian fidusia, dokumen perjanjian harus dibuat secara tertulis dan 

memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. 

Perjanjian ini juga harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia 

untuk mendapatkan sertifikat fidusia. Proses pendaftaran ini penting 

untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur, sehingga apabila 

debitor gagal memenuhi kewajibannya, kreditur memiliki hak yang 

diakui secara hukum untuk mengeksekusi barang jaminan tersebut. 

 

2. Pendaftaran Jaminan Fidusia 

Pendaftaran jaminan fidusia adalah tahap penting yang harus 

dilakukan setelah perjanjian fidusia disepakati antara debitor dan 
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kreditur. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa perjanjian 

fidusia memiliki kekuatan hukum yang sah terhadap pihak ketiga, 

sehingga memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal 

pelaksanaan jaminan tersebut. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan 

melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) di 

bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Proses pendaftaran 

dimulai dengan pengajuan surat permohonan yang berisi informasi 

lengkap mengenai perjanjian fidusia. Surat ini mencantumkan identitas 

debitor dan kreditur, deskripsi barang yang dijaminkan, serta nilai barang 

tersebut. Informasi ini penting untuk mendokumentasikan hak dan 

kewajiban kedua pihak serta memberikan kejelasan mengenai barang 

yang dijadikan jaminan. Setelah menerima surat permohonan, Direktorat 

Jenderal AHU akan memverifikasi informasi yang diberikan sebelum 

mencatatkan jaminan fidusia ke dalam sistem administrasi resmi. 

Direktorat Jenderal AHU akan mengeluarkan sertifikat fidusia 

sebagai bukti resmi pendaftaran. Sertifikat ini menjadi dokumen penting 

yang menyatakan bahwa barang yang dijaminkan telah terdaftar secara 

hukum. Dengan adanya pendaftaran, kreditur memperoleh prioritas 

dalam hal eksekusi barang jaminan, misalnya jika debitor gagal 

memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Pendaftaran juga 

memastikan bahwa hak kreditur diakui oleh pihak ketiga, seperti pihak 

lain yang mungkin mengklaim hak atas barang yang sama. Selain 

memberikan perlindungan hukum bagi kreditur, pendaftaran jaminan 

fidusia juga berfungsi sebagai pemberitahuan kepada publik bahwa 

barang tersebut telah dijaminkan. Hal ini penting untuk menghindari 

potensi sengketa, misalnya ketika barang yang sama dijadikan jaminan 

untuk lebih dari satu kreditur. Dengan sistem pendaftaran yang terpusat 

dan transparan, pihak-pihak yang berkepentingan dapat dengan mudah 

memeriksa status hukum barang tersebut. 

 

3. Penerbitan Sertifikat Fidusia 

Penerbitan Sertifikat Fidusia adalah langkah penting dalam 

proses jaminan fidusia yang dilakukan setelah pendaftaran selesai. 

Sertifikat fidusia diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi 

Hukum Umum (AHU) sebagai bukti sah bahwa barang yang dijadikan 

jaminan telah terdaftar secara resmi dalam sistem administrasi hukum. 

Dokumen ini menjadi landasan hukum yang memberikan kepastian bagi 

kreditur dan debitor mengenai status jaminan tersebut. Sertifikat fidusia 
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berisi informasi penting, seperti identitas debitor dan kreditur, deskripsi 

barang yang dijaminkan, nilai barang tersebut, dan tanggal pendaftaran. 

Informasi ini memberikan kejelasan tentang hak dan kewajiban yang 

telah disepakati dalam perjanjian fidusia. Dengan adanya sertifikat 

fidusia, kreditur memiliki dasar hukum yang kuat untuk melindungi 

haknya terhadap barang jaminan, terutama jika debitor gagal memenuhi 

kewajibannya atau wanprestasi. 

Sertifikat fidusia juga berfungsi sebagai alat bukti otentik yang 

dapat digunakan dalam proses eksekusi barang jaminan. Jika debitor 

tidak dapat memenuhi kewajibannya, kreditur dapat mengambil langkah 

hukum untuk melaksanakan haknya atas barang tersebut. Sertifikat 

fidusia memastikan bahwa eksekusi dilakukan sesuai dengan ketentuan 

hukum, sehingga mengurangi risiko sengketa antara pihak-pihak yang 

terlibat. Lebih lanjut, penerbitan sertifikat fidusia juga memberikan 

transparansi dan kepastian hukum kepada pihak ketiga. Dengan sistem 

pendaftaran yang terintegrasi dan terpusat, status barang jaminan dapat 

diakses oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini mencegah potensi 

konflik atau klaim ganda atas barang yang sama, sehingga menciptakan 

lingkungan keuangan yang lebih aman dan teratur. 

 

4. Eksekusi Jaminan Fidusia 

Eksekusi Jaminan Fidusia merupakan tahap yang dilakukan 

ketika debitor gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian 

fidusia. Pada tahap ini, kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi 

barang yang dijaminkan sebagai upaya untuk melunasi utang yang belum 

dibayarkan. Eksekusi ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang 

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia dan perjanjian fidusia yang telah dibuat sebelumnya. 

Proses eksekusi dapat dilakukan secara damai atau melalui prosedur 

hukum. Dalam eksekusi secara damai, debitor dan kreditur bersepakat 

untuk menjual barang yang dijaminkan, baik melalui pelelangan maupun 

penjualan langsung kepada pihak ketiga. Penjualan tersebut bertujuan 

untuk memperoleh dana guna melunasi utang debitor kepada kreditur. 

Cara ini biasanya lebih cepat dan efisien karena menghindari proses 

hukum yang memakan waktu dan biaya. 

Jika eksekusi secara damai tidak memungkinkan, misalnya 

karena terjadi sengketa atau penolakan dari debitor, maka kreditur dapat 

menempuh jalur hukum. Dalam hal ini, kreditur dapat meminta bantuan 
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pengadilan untuk melaksanakan eksekusi sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Pengadilan akan memastikan bahwa eksekusi dilakukan dengan 

cara yang adil dan sesuai hukum, melindungi hak-hak semua pihak yang 

terlibat. Salah satu keunggulan jaminan fidusia adalah bahwa barang 

yang dijaminkan tetap berada di tangan debitor selama perjanjian 

berlangsung. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi debitor untuk terus 

menggunakan barang tersebut dalam operasional bisnisnya, sehingga 

membantu menjaga produktivitas dan kelangsungan usaha. Namun, 

ketika debitor wanprestasi, kreditur memiliki hak penuh untuk 

mengambil alih barang tersebut dan menjualnya guna menutupi utang. 

 

5. Perlindungan Hukum dan Hak Pihak Ketiga 

Perlindungan Hukum dan Hak Pihak Ketiga dalam jaminan 

fidusia merupakan aspek penting untuk memastikan transparansi dan 

kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Jaminan fidusia tidak 

hanya memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi barang 

yang dijaminkan jika debitor wanprestasi, tetapi juga memberikan 

perlindungan terhadap pihak ketiga yang mungkin melakukan transaksi 

dengan debitor terkait barang yang dijaminkan. Pendaftaran jaminan 

fidusia pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) 

memiliki fungsi utama untuk memberikan pemberitahuan kepada publik 

bahwa barang tertentu telah dijaminkan kepada kreditur tertentu. Dengan 

demikian, pihak ketiga yang akan bertransaksi dengan debitor dapat 

mengetahui status barang tersebut melalui sertifikat fidusia. Jika pihak 

ketiga tetap melakukan transaksi yang melibatkan barang yang telah 

dijaminkan tanpa persetujuan kreditur, transaksi tersebut dianggap batal 

atau tidak sah secara hukum. Ini memberikan perlindungan kepada 

kreditur terhadap potensi penyalahgunaan atau pengalihan barang yang 

dijaminkan. 

Kreditur yang memiliki jaminan fidusia dengan sertifikat yang 

sah memiliki posisi hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan 

kreditur lain yang tidak memiliki jaminan atau hak atas barang yang 

sama. Dalam hal terjadi perselisihan atau pelaksanaan eksekusi, kreditur 

dengan jaminan fidusia memiliki prioritas untuk menuntut pembayaran 

utang dari hasil eksekusi barang yang dijaminkan. Hal ini memberikan 

kepastian hukum dan keamanan bagi kreditur dalam mengelola risiko 

terkait pemberian pinjaman. Jaminan fidusia juga melindungi hak pihak 

ketiga yang bertindak dengan itikad baik. Dalam situasi di mana pihak 
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ketiga telah melakukan transaksi dengan debitor yang melibatkan barang 

yang dijaminkan tanpa mengetahui status barang tersebut, pihak ketiga 

dapat mencari perlindungan hukum untuk mengatasi dampak dari 

ketidaktahuan ini. Oleh karena itu, transparansi melalui pendaftaran 

jaminan fidusia sangat penting untuk mencegah konflik dan melindungi 

semua pihak yang berkepentingan. 

 

B. Pengikatan Jaminan Hipotek dan Prosedurnya 

 

Jaminan hipotek adalah jenis jaminan yang diberikan oleh 

debitor untuk menjamin utang dengan cara mengikatkan hak atas benda 

tetap yang terdaftar, seperti tanah dan bangunan, sebagai jaminan utang. 

Jaminan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang 

Hak Tanggungan, yang memberikan hak bagi kreditur untuk 

mengeksekusi barang yang dijaminkan jika debitor gagal memenuhi 

kewajibannya. Dalam hukum Indonesia, jaminan hipotek atau hak 

tanggungan berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberi kepastian 

dan perlindungan kepada kreditur dalam hal pembayaran utang, serta 

memberikan fleksibilitas kepada debitor yang tetap bisa menguasai dan 

menggunakan barang yang dijaminkan selama masa perjanjian 

berlangsung. Prosedur pengikatan jaminan hipotek di Indonesia 

melibatkan beberapa langkah formal yang bertujuan untuk menciptakan 

kepastian hukum bagi kreditur dan debitor. Berikut adalah tahapan-

tahapan yang harus diikuti dalam pengikatan jaminan hipotek: 

 

1. Pembuatan Perjanjian Jaminan Hipotek 

Pembuatan Perjanjian Jaminan Hipotek adalah langkah awal 

yang krusial dalam proses pengikatan jaminan hipotek antara debitor dan 

kreditur. Perjanjian ini berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur 

hak dan kewajiban kedua belah pihak serta menjamin kepastian dalam 

hubungan hukum. Dalam perjanjian ini, sejumlah ketentuan utama harus 

dicantumkan secara jelas untuk menghindari potensi sengketa di 

kemudian hari. Ketentuan pertama yang dicantumkan adalah besaran 

utang yang dijamin oleh jaminan hipotek. Hal ini meliputi nilai nominal 

utang yang harus dilunasi oleh debitor kepada kreditur, termasuk potensi 

biaya tambahan seperti bunga dan denda jika terjadi keterlambatan 

pembayaran. Ketentuan ini penting untuk memberikan kejelasan bagi 

kedua pihak mengenai jumlah kewajiban yang terikat dalam perjanjian. 
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Perjanjian tersebut juga mencantumkan barang yang dijaminkan, 

yaitu tanah dan/atau bangunan yang telah terdaftar secara hukum. Barang 

yang dijadikan objek hipotek harus memiliki dokumen kepemilikan yang 

sah, seperti sertifikat tanah, untuk memastikan legalitas dan validitas 

jaminan. Dengan mencantumkan barang yang dijaminkan secara rinci, 

kreditur memiliki kepastian hukum atas haknya terhadap barang tersebut 

jika terjadi wanprestasi oleh debitor. Selain itu, perjanjian jaminan 

hipotek harus mencantumkan persyaratan pembayaran dan jatuh tempo 

utang. Ketentuan ini mengatur waktu dan cara pembayaran yang harus 

dilakukan oleh debitor, termasuk tahapan atau cicilan jika disepakati. 

Penjelasan yang terperinci mengenai syarat pembayaran membantu 

debitor untuk memahami kewajibannya dan menghindari ketidakpastian. 

Perjanjian ini juga mencakup kondisi-kondisi eksekusi yang 

memungkinkan kreditur untuk mengambil alih barang yang dijaminkan 

apabila debitor gagal memenuhi kewajibannya. Ketentuan ini biasanya 

mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

memberikan pedoman prosedural bagi kreditur untuk melaksanakan 

haknya secara sah. Untuk memiliki kekuatan hukum yang mengikat, 

perjanjian jaminan hipotek harus dibuat dalam bentuk tertulis dan 

ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dengan adanya dokumen resmi, 

baik debitor maupun kreditur memiliki bukti hukum yang dapat 

digunakan jika terjadi sengketa. Perjanjian ini memberikan kepastian 

hukum dan perlindungan bagi kedua pihak dalam menjalankan hak dan 

kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 

2. Pendaftaran dan Pembebanan Hak Tanggungan 

Pendaftaran dan Pembebanan Hak Tanggungan adalah langkah 

penting setelah pembuatan perjanjian hipotek untuk menjamin legalitas 

dan perlindungan hukum bagi kreditur. Proses ini dilakukan dengan 

mendaftarkan hak tanggungan di Kantor Pertanahan setempat sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan. Proses pendaftaran dimulai dengan 

menyerahkan dokumen-dokumen yang membuktikan kepemilikan tanah 

dan/atau bangunan yang dijaminkan. Salah satu dokumen utama yang 

diperlukan adalah sertifikat tanah yang sah, yang menunjukkan bahwa 

tanah tersebut secara hukum dimiliki oleh debitor dan dapat dijadikan 

objek jaminan. Sertifikat ini harus atas nama debitor, sehingga status 

kepemilikan jelas dan tidak diragukan. 
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Dokumen lainnya yang harus disertakan adalah surat perjanjian 

yang memuat kesepakatan pengikatan jaminan antara debitor dan 

kreditur. Surat ini menjadi bukti bahwa kedua belah pihak telah 

menyepakati hak dan kewajiban masing-masing terkait dengan jaminan 

tersebut. Informasi yang tercantum dalam surat ini biasanya mencakup 

besaran utang, barang yang dijaminkan, dan syarat-syarat pembayaran. 

Proses pendaftaran juga memerlukan identitas resmi debitor dan kreditur 

untuk memastikan keabsahan para pihak yang terlibat. Data ini menjadi 

bagian dari berkas administrasi yang disimpan oleh Kantor Pertanahan 

sebagai dasar pencatatan hak tanggungan. 

Tujuan utama dari pendaftaran ini adalah untuk menjadikan hak 

tanggungan tersebut sah secara hukum dan diakui oleh pihak ketiga. 

Dengan demikian, jika tanah atau bangunan yang dijaminkan menjadi 

objek sengketa atau eksekusi, kreditur memiliki hak prioritas atas barang 

tersebut. Pendaftaran hak tanggungan juga memberikan perlindungan 

hukum kepada kreditur jika debitor gagal memenuhi kewajibannya, 

karena hak kreditur atas barang tersebut telah dicatatkan secara resmi. 

Setelah dokumen lengkap diserahkan, Kantor Pertanahan akan 

memproses pendaftaran dan mencatatkan hak tanggungan dalam buku 

tanah. Sebagai bukti, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak 

Tanggungan, yang menjadi dokumen legal bagi kreditur. Sertifikat ini 

memberikan kepastian hukum kepada kreditur bahwa barang yang 

dijaminkan tidak dapat digunakan untuk jaminan lain tanpa 

sepengetahuan dan persetujuannya. Dengan pendaftaran ini, proses 

pengikatan hak tanggungan menjadi efektif, memberikan kejelasan dan 

keamanan bagi semua pihak yang terlibat. 

 

3. Penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan 

Penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan adalah langkah akhir 

dalam proses pembebanan hak tanggungan yang memberikan kepastian 

hukum bagi kreditur atas barang yang dijadikan jaminan. Setelah hak 

tanggungan resmi didaftarkan di Kantor Pertanahan, sertifikat hak 

tanggungan akan diterbitkan sebagai bukti sah bahwa tanah atau 

bangunan terkait telah terikat dengan jaminan tersebut. Sertifikat hak 

tanggungan berfungsi sebagai dokumen hukum yang mengukuhkan hak 

kreditur untuk mengeksekusi barang yang dijaminkan jika debitor gagal 

memenuhi kewajibannya, seperti melunasi utang. Dokumen ini 

memberikan keunggulan bagi kreditur dengan memastikan hak prioritas 
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atas barang yang dijaminkan dibandingkan pihak lain, termasuk kreditur 

lainnya yang tidak memiliki jaminan. 

Sertifikat ini mencantumkan sejumlah informasi penting untuk 

memberikan kejelasan dan kepastian hukum. Informasi yang tertera 

meliputi identitas debitor sebagai pihak yang memiliki kewajiban atas 

utang, serta identitas kreditur sebagai pihak yang berhak atas jaminan. 

Selain itu, sertifikat juga mencakup deskripsi rinci tanah atau bangunan 

yang dijadikan jaminan, seperti luas tanah, lokasi, nomor sertifikat tanah, 

dan batas-batasnya. Salah satu elemen penting yang dicantumkan dalam 

sertifikat adalah hak kreditur untuk melaksanakan eksekusi terhadap 

barang yang dijaminkan jika debitor melakukan wanprestasi atau gagal 

memenuhi kewajiban. Eksekusi ini dapat dilakukan sesuai dengan 

prosedur yang telah diatur dalam undang-undang, termasuk melalui 

pelelangan atau cara lain yang disepakati dalam perjanjian. 

Penerbitan sertifikat hak tanggungan juga memberikan 

perlindungan hukum kepada kreditur terhadap klaim dari pihak ketiga. 

Dalam hal terjadi sengketa, sertifikat ini menjadi bukti kuat bahwa 

barang yang dijaminkan telah secara sah terdaftar sebagai hak 

tanggungan kreditur. Dengan diterbitkannya sertifikat ini, proses 

pengikatan hak tanggungan menjadi sempurna. Sertifikat hak 

tanggungan tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada 

kreditur, tetapi juga membantu menciptakan transparansi dan kepastian 

dalam hubungan hukum antara debitor, kreditur, dan pihak ketiga. Hal 

ini penting untuk menjaga integritas sistem pembiayaan yang 

menggunakan jaminan hak tanggungan sebagai salah satu instrumennya. 

 

4. Eksekusi Jaminan Hipotek 

Eksekusi Jaminan Hipotek merupakan langkah yang dilakukan 

kreditur ketika debitor gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana 

diatur dalam perjanjian hipotek. Proses ini bertujuan untuk memastikan 

bahwa kreditur dapat memperoleh kembali nilai pinjaman yang 

diberikan dengan memanfaatkan barang yang telah dijaminkan, yakni 

tanah atau bangunan. Eksekusi biasanya dimulai dengan pemberitahuan 

resmi kepada debitor bahwa utangnya telah jatuh tempo dan harus segera 

dilunasi. Pemberitahuan ini memberi kesempatan terakhir bagi debitor 

untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu sebelum 

langkah eksekusi dilakukan. Jika debitor tetap tidak mampu atau tidak 
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mau melunasi utangnya, kreditur berhak melanjutkan proses eksekusi 

dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri setempat. 

Permohonan ini memungkinkan pengadilan untuk memverifikasi 

validitas klaim kreditur dan memastikan bahwa proses eksekusi sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setelah klaim kreditur disetujui, 

pengadilan akan mengeluarkan putusan eksekusi sebagai dasar hukum 

untuk melaksanakan proses tersebut. Putusan ini memberikan izin 

kepada kreditur untuk menjual barang yang dijaminkan melalui 

pelelangan umum. Pelelangan umum yang diatur oleh pengadilan 

memastikan bahwa proses penjualan berlangsung secara terbuka, adil, 

dan transparan, sehingga hasil penjualan dapat mencapai nilai maksimal. 

Dana yang diperoleh dari pelelangan kemudian digunakan untuk 

melunasi utang debitor kepada kreditur. Jika terdapat kelebihan dari hasil 

penjualan, sisa dana tersebut akan dikembalikan kepada debitor. 

Sebaliknya, jika hasil pelelangan tidak mencukupi untuk melunasi utang, 

kreditur dapat mengambil langkah hukum tambahan untuk menutupi 

kekurangannya. 

 

5. Pengalihan dan Peralihan Hak Tanah 

Pengalihan dan Peralihan Hak Tanah dalam konteks jaminan 

hipotek terjadi sebagai bagian dari proses penyelesaian utang-piutang 

antara debitor dan kreditur. Setelah eksekusi hipotek dilakukan dan tanah 

atau bangunan yang dijaminkan berhasil dijual, hak atas properti tersebut 

secara otomatis beralih kepada pembeli baru. Proses ini bertujuan untuk 

memenuhi kewajiban debitor kepada kreditur, sekaligus memberikan 

kepastian hukum kepada pembeli terkait kepemilikan properti. Hasil dari 

penjualan properti yang dijaminkan digunakan untuk melunasi utang 

debitor. Jika hasil penjualan melebihi jumlah utang, kelebihan tersebut 

akan dikembalikan kepada debitor. Sebaliknya, jika hasil penjualan tidak 

mencukupi untuk melunasi seluruh utang, kreditur memiliki hak untuk 

menuntut debitor atas sisa utang yang belum terbayarkan. Dalam hal ini, 

kewajiban debitor terhadap kreditur tetap ada, meskipun barang yang 

dijaminkan telah dieksekusi dan berpindah kepemilikan. 

Pengalihan hak atas tanah atau bangunan ini harus dilakukan 

sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk pencatatan 

perubahan hak kepemilikan di Kantor Pertanahan. Pencatatan ini 

memastikan bahwa proses pengalihan hak telah diakui secara resmi dan 

memberikan perlindungan hukum bagi pemilik baru. Dalam praktiknya, 
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pengalihan hak sering kali disertai dengan penerbitan sertifikat baru yang 

mencantumkan nama pemilik baru sebagai pihak yang sah atas tanah 

atau bangunan tersebut. Bagi kreditur, proses pengalihan hak ini 

merupakan langkah terakhir untuk mendapatkan kembali nilai pinjaman 

yang diberikan. Sementara itu, bagi debitor, meskipun properti telah 

dijual, kewajiban utang tetap harus diselesaikan jika hasil penjualan tidak 

mencukupi. Hal ini menunjukkan bahwa jaminan hipotek tidak 

sepenuhnya membebaskan debitor dari tanggung jawab utang. 

 

C. Pengajuan Permohonan Kepailitan ke Pengadilan Niaga 

 

Kepailitan adalah kondisi hukum di mana seorang debitor 

(perusahaan atau individu) tidak dapat membayar utang-utangnya yang 

sudah jatuh tempo dan dapat diidentifikasi. Dalam sistem hukum 

Indonesia, permohonan kepailitan dilakukan oleh kreditur atau debitor 

itu sendiri kepada Pengadilan Niaga, yang memiliki kewenangan khusus 

untuk menangani masalah kepailitan dan perkara ekonomi yang 

melibatkan perusahaan. Proses pengajuan permohonan kepailitan ini 

sangat penting karena merupakan langkah pertama dalam penyelesaian 

utang debitor yang tidak dapat dibayar. 

 

1. Dasar Hukum Pengajuan Permohonan Kepailitan 

Dasar Hukum Pengajuan Permohonan Kepailitan di Indonesia 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Undang-undang 

ini menjadi landasan hukum utama bagi prosedur kepailitan di Indonesia, 

memberikan pedoman mengenai siapa yang berhak mengajukan 

permohonan kepailitan dan bagaimana prosesnya harus dijalankan. 

Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang ini adalah 

memberikan hak kepada debitor maupun kreditur untuk mengajukan 

permohonan kepailitan. Debitor dapat mengajukan permohonan 

kepailitan jika merasa tidak mampu lagi membayar utang-utang yang 

telah jatuh tempo dan tidak dapat melakukan pembayaran sesuai 

kesepakatan yang telah dibuat dengan kreditur. Dalam hal ini, debitor 

mengajukan permohonan kepailitan sebagai upaya untuk mendapatkan 

perlindungan hukum dan kesempatan untuk merestrukturisasi utangnya. 

Sebaliknya, kreditur yang merasa dirugikan oleh ketidakmampuan 

debitor dalam membayar utang juga berhak mengajukan permohonan 
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kepailitan. Pengajuan permohonan oleh kreditur umumnya dilakukan 

setelah beberapa kali usaha untuk menagih utang gagal dan debitor tidak 

memenuhi kewajibannya. 

Permohonan kepailitan harus diajukan ke Pengadilan Niaga, 

yang merupakan lembaga peradilan khusus yang berwenang menangani 

perkara-perkara terkait kepailitan dan PKPU. Pengadilan Niaga ini 

berada di bawah Mahkamah Agung dan memiliki yurisdiksi di wilayah 

hukum tempat debitor berkedudukan. Pengadilan Niaga akan memeriksa 

dan memutuskan apakah debitor dapat dinyatakan pailit atau tidak, 

berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan oleh pihak yang 

mengajukan permohonan. Dalam hal permohonan kepailitan ini 

diajukan, pengadilan akan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti 

ketidakmampuan debitor untuk membayar utang yang telah jatuh tempo, 

jumlah utang yang belum dibayar, serta apakah debitor memiliki aset 

yang cukup untuk membayar kewajiban utangnya. Proses ini menjadi 

penting karena kepailitan memberikan mekanisme hukum yang jelas 

bagi debitor dan kreditur untuk menyelesaikan sengketa utang secara 

terstruktur dan transparan. 

 

2. Syarat Pengajuan Permohonan Kepailitan 

Syarat Pengajuan Permohonan Kepailitan di Indonesia diatur 

oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang mengatur 

beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum permohonan 

kepailitan diajukan kepada Pengadilan Niaga. Syarat pertama yang harus 

dipenuhi adalah tunggakan utang. Debitor harus berada dalam kondisi 

tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo dan belum 

dibayar. Tunggakan ini dapat berasal dari satu atau lebih kreditur, dan 

menjadi dasar bagi pengajuan permohonan kepailitan. Hal ini 

menunjukkan bahwa debitor telah gagal memenuhi kewajibannya sesuai 

perjanjian yang telah disepakati. Syarat kedua yang diatur dalam undang-

undang adalah mengenai jumlah utang minimal. Berdasarkan Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, jumlah utang debitor kepada 

kreditur harus mencapai minimal Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), 

baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Ketentuan ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa permohonan kepailitan hanya 

diajukan untuk kasus-kasus yang melibatkan utang dalam jumlah besar, 



 75  Buku Ajar 

yang mana penyelesaiannya melalui kepailitan dapat memberikan 

dampak yang signifikan pada pihak yang terlibat. 

Permohonan yang sah menjadi syarat penting dalam pengajuan 

kepailitan. Permohonan kepailitan harus disertai dengan dokumen dan 

bukti yang sah yang membuktikan bahwa debitor benar-benar tidak 

mampu membayar utangnya. Dokumen yang diajukan biasanya berupa 

laporan keuangan debitor yang menunjukkan ketidakmampuannya untuk 

melunasi utang dan kewajiban finansial lainnya. Bukti ini diperlukan 

untuk meyakinkan pengadilan bahwa debitor dalam posisi yang tidak 

dapat membayar utangnya. Permohonan kepailitan bisa diajukan oleh 

kreditur maupun debitor. Kreditur yang merasa dirugikan karena utang 

yang tidak dibayar dapat mengajukan permohonan kepailitan terhadap 

debitor. Namun, debitor juga dapat mengajukan permohonan kepailitan 

jika merasa sudah tidak mampu lagi memenuhi kewajiban utangnya. 

Debitor dapat mengajukan permohonan untuk penundaan kewajiban 

pembayaran utang (PKPU) sebagai langkah awal untuk 

merestrukturisasi utangnya, sebelum akhirnya menuju kepailitan jika 

upaya restrukturisasi gagal. 

 

3. Prosedur Pengajuan Permohonan Kepailitan 

Prosedur Pengajuan Permohonan Kepailitan di Indonesia dimulai 

dengan pengajuan permohonan secara tertulis oleh kreditur atau debitor 

kepada Pengadilan Niaga yang berwenang. Permohonan tersebut harus 

memuat informasi yang jelas mengenai keadaan utang debitor dan 

ketidakmampuannya untuk membayar kewajiban utangnya. Selain itu, 

dokumen pendukung seperti laporan keuangan, daftar utang, dan bukti-

bukti lainnya yang mendukung klaim tersebut juga harus disertakan. 

Pengajuan ini menjadi langkah awal dalam proses hukum untuk 

menentukan apakah debitor layak dinyatakan pailit atau tidak. Setelah 

permohonan diterima, Pengadilan Niaga akan melakukan pemeriksaan 

terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan. Proses ini 

biasanya dilakukan dalam waktu singkat, yakni dalam jangka waktu 3 

(tiga) hari kerja setelah permohonan diterima. Jika permohonan 

dianggap memenuhi syarat dan dokumen dianggap lengkap, Pengadilan 

Niaga kemudian akan menjadwalkan sidang untuk memutuskan apakah 

debitor memang layak dinyatakan pailit. Sidang ini penting untuk 

menilai apakah debitor telah gagal memenuhi kewajibannya dan benar-
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benar berada dalam kondisi pailit sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku. 

Pada waktu 30 hari setelah permohonan diajukan, Pengadilan 

Niaga akan mengeluarkan putusan mengenai status kepailitan debitor. 

Jika pengadilan memutuskan bahwa debitor tidak dapat membayar 

utangnya, maka debitor akan dinyatakan pailit. Keputusan ini merupakan 

langkah penting yang menandai dimulainya prosedur selanjutnya dalam 

proses kepailitan. Selanjutnya, Pengadilan Niaga akan menunjuk kurator 

untuk mengelola dan memproses harta kekayaan debitor yang ada guna 

membayar utang-utangnya. Kurator bertanggung jawab atas identifikasi 

dan inventarisasi harta debitor, melakukan pelelangan atas harta pailit, 

serta membagikan hasil lelang kepada kreditur sesuai dengan porsi utang 

yang ada. Selain kurator, pengadilan juga akan menunjuk pengawas 

untuk memantau jalannya proses kepailitan dan memastikan bahwa 

pengelolaan harta debitor dilakukan dengan baik dan sesuai dengan 

ketentuan hukum. Setelah pelelangan harta dilakukan, hasil penjualan 

akan dibagikan kepada kreditur sesuai dengan urutan prioritas yang 

diatur dalam Undang-Undang Kepailitan. Kreditur dengan jaminan atau 

hak tanggungan akan mendapatkan pembayaran terlebih dahulu, 

sementara kreditur tanpa jaminan akan menerima pembayaran sesuai 

dengan sisa dana yang tersedia, yang mungkin mengarah pada 

pengurangan jumlah yang diterima. 

 

D. Peran Jaminan dalam Proses Kepailitan 

 

Jaminan berperan yang sangat penting dalam proses kepailitan 

karena dapat memberikan perlindungan kepada kreditur dan membantu 

penyelesaian utang debitor yang pailit. Dalam konteks kepailitan, 

jaminan berfungsi sebagai instrumen yang memungkinkan kreditur 

untuk menuntut pembayaran utang dari debitor dengan cara 

memanfaatkan harta yang telah dijaminkan. Meskipun debitor tidak 

mampu membayar utangnya, keberadaan jaminan memberikan prioritas 

bagi kreditur tertentu untuk mendapatkan pembayaran atau kompensasi 

melalui penjualan atau pelelangan harta yang dijaminkan. 

 

1. Jenis-Jenis Jaminan dalam Proses Kepailitan 

Pada sistem hukum Indonesia, terdapat beberapa jenis jaminan 

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan 
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dalam proses kepailitan. Masing-masing jenis jaminan ini memiliki 

karakteristik dan peran yang berbeda dalam penyelesaian utang debitor. 

Di antaranya adalah jaminan fidusia, jaminan hipotek, jaminan gadai, 

dan hak tanggungan. 

a. Jaminan fidusia adalah jenis jaminan yang memberikan hak 

kepada kreditur untuk memperoleh kembali pembayaran utang 

melalui harta yang dijaminkan. Meskipun harta yang dijaminkan 

tetap berada dalam penguasaan debitor, kreditur memiliki hak 

untuk menjual atau melelang harta tersebut jika debitor gagal 

memenuhi kewajibannya. Dalam proses kepailitan, jaminan 

fidusia memberikan prioritas kepada kreditur untuk mendapatkan 

pembayaran utang dengan cara mengalihkan hak milik atas 

barang yang dijaminkan, memberikan kepastian bagi kreditur 

dalam memperoleh kompensasi. 

b. Jaminan hipotek sering digunakan untuk menjamin utang yang 

berhubungan dengan properti atau tanah. Kreditur yang memiliki 

hak hipotek atas properti debitor berhak untuk mengajukan klaim 

terhadap hasil penjualan atau pelelangan properti tersebut. 

Jaminan hipotek memberikan prioritas hukum bagi kreditur 

dalam memperoleh pembayaran utang dari hasil penjualan 

properti yang dijaminkan, memberikan kepastian bahwa hak 

kreditur akan terlindungi dalam proses kepailitan. 

c. Jaminan gadai juga memberikan hak kepada kreditur untuk 

memperoleh pembayaran utang dengan menjual barang yang 

digadaikan. Dalam konteks kepailitan, kreditur yang memegang 

gadai dapat memanfaatkan barang yang digadaikan untuk 

memperoleh pembayaran sesuai dengan nilai barang tersebut. 

Meskipun gadai lebih sederhana dibandingkan dengan hipotek, 

jaminan ini tetap memberikan perlindungan kepada kreditur yang 

memiliki klaim atas barang yang dijaminkan. 

d. Hak tanggungan merupakan jaminan atas benda yang berupa 

tanah atau benda yang berkaitan dengan tanah. Dalam hal ini, 

kreditur yang memiliki hak tanggungan atas tanah debitor berhak 

untuk melelang tanah tersebut guna memperoleh pembayaran 

utang. Hak tanggungan memberikan kepastian hukum yang lebih 

kuat karena hak ini terdaftar dalam daftar pertanahan, sehingga 

memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi kreditur dalam 

proses kepailitan.  
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2. Peran Jaminan dalam Menjamin Kepastian Pembayaran Utang 

Peran jaminan dalam menjamin kepastian pembayaran utang 

sangat penting, terutama dalam konteks kepailitan. Jaminan berfungsi 

sebagai perlindungan bagi kreditur untuk memastikan bahwa ia akan 

mendapatkan kompensasi atas utang yang belum terbayar, meskipun 

debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, jaminan 

memberikan hak prioritas kepada kreditur atas harta debitor yang telah 

dijaminkan. Meskipun debitor mengajukan permohonan kepailitan, 

kreditur yang memegang jaminan memiliki keutamaan untuk 

memperoleh pembayaran melalui proses pelelangan atau penjualan harta 

yang dijaminkan. 

Keberadaan jaminan memungkinkan kreditur untuk mengajukan 

klaim terhadap harta debitor yang dijaminkan. Harta tersebut dapat 

dilelang atau dijual, dan hasil dari penjualan akan digunakan untuk 

melunasi utang debitor. Dengan demikian, jaminan memberikan kreditor 

hak khusus atas hasil penjualan harta debitor sesuai dengan urutan 

prioritas yang telah diatur dalam hukum kepailitan. Kreditur yang 

memiliki jaminan biasanya akan mendapatkan bagian dari hasil 

penjualan lebih dahulu dibandingkan dengan kreditur lainnya yang tidak 

memiliki jaminan. 

Jaminan juga memberikan kepastian hukum bagi kreditur dalam 

memperoleh pembayaran, meskipun debitor telah memasuki proses 

kepailitan. Jaminan ini menjadi instrumen vital yang melindungi hak-hak 

kreditur dan mengurangi risiko kerugian. Tanpa adanya jaminan, 

kreditur harus bersaing dengan kreditor lainnya untuk mendapatkan 

pembayaran utang yang belum terbayar, yang sering kali 

menyebabkannya menerima pembayaran yang lebih kecil atau bahkan 

tidak menerima apa pun. Oleh karena itu, jaminan memberikan rasa 

aman bagi kreditur, memastikan akan mendapatkan haknya sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam proses kepailitan debitor. 

 

3. Jaminan sebagai Penyeimbang Kepentingan Kreditur dan 

Debitor 

Jaminan dalam proses kepailitan berperan penting sebagai 

penyeimbang kepentingan antara kreditur dan debitor. Meskipun 

jaminan memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi kreditur, prinsip 

keadilan tetap harus ditegakkan untuk memastikan proses kepailitan 

berjalan dengan adil bagi kedua belah pihak. Jaminan tidak hanya 
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melindungi hak-hak kreditur, tetapi juga memastikan bahwa hak debitor 

diperhatikan, dengan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan 

utangnya secara terstruktur dan efisien. 

Pada kepailitan, harta yang dijaminkan akan dijual atau dilelang, 

dan hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk membayar utang 

debitor. Namun, hasil tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi kreditur 

yang memegang jaminan, tetapi juga bagi kreditur lainnya yang tidak 

memiliki jaminan. Harta pailit dibagi sesuai dengan urutan prioritas yang 

telah diatur dalam perundang-undangan. Kreditur yang memiliki hak 

atas jaminan akan mendapatkan pembayaran terlebih dahulu, sesuai 

dengan nilai barang yang dijaminkan. Sementara itu, kreditur yang tidak 

memiliki jaminan akan menerima bagian sesuai dengan sisa harta pailit 

yang ada setelah pembayaran kepada kreditur yang memiliki jaminan. 

Proses ini memastikan bahwa meskipun debitor tidak dapat 

membayar seluruh utangnya, kreditur yang memiliki jaminan tetap 

mendapatkan pembayaran terlebih dahulu, sementara kreditur lainnya 

tidak diabaikan. Hal ini menciptakan keseimbangan antara kedua pihak, 

memberikan kreditur kepastian dalam mendapatkan kompensasi, namun 

tetap memberikan kesempatan bagi debitor untuk menyelesaikan 

kewajibannya dalam batas kemampuan yang ada. Dengan demikian, 

jaminan berfungsi tidak hanya sebagai perlindungan untuk kreditur, 

tetapi juga sebagai alat yang memungkinkan penyelesaian utang yang 

lebih adil dan terstruktur. Keberadaan jaminan dalam proses kepailitan 

membantu menciptakan penyelesaian yang lebih efisien dan adil bagi 

semua pihak yang terlibat. 

 

4. Keberadaan Jaminan dalam Proses Pengawasan oleh Kurator 

Keberadaan jaminan dalam proses kepailitan sangat penting, 

terutama dalam pengawasan yang dilakukan oleh kurator. Setelah 

Pengadilan Niaga memutuskan kepailitan dan menunjuk kurator, kurator 

memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan membagikan harta pailit 

debitor secara adil kepada kreditur. Salah satu tugas utama kurator 

adalah memastikan bahwa pembagian hasil penjualan harta pailit 

dilakukan dengan memperhatikan prioritas klaim yang ada, yang mana 

jaminan berperanan penting dalam proses ini. 

Jaminan memberikan hak prioritas kepada kreditur yang 

memilikinya. Dengan adanya jaminan, kurator dapat memetakan klaim 

yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Kreditur yang memiliki hak atas 



80  Hukum jaminan dan kepailitan 

jaminan, seperti jaminan fidusia, hipotek, atau gadai, akan diprioritaskan 

dalam pembagian hasil penjualan atau pelelangan harta pailit. Kurator 

bertugas memastikan bahwa pembayaran kepada kreditur dengan hak 

jaminan dilakukan terlebih dahulu, sesuai dengan nilai yang dijamin oleh 

harta tersebut. Ini memastikan bahwa hak-hak kreditur yang terjamin 

terlindungi dengan baik, sehingga tidak kehilangan haknya atas 

pembayaran utang. 

Kurator akan membagikan sisa hasil pelelangan kepada kreditur 

lainnya yang tidak memiliki hak jaminan. Pembagian ini dilakukan 

sesuai dengan proporsi yang diatur dalam perundang-undangan, yang 

bertujuan untuk memberikan keadilan dalam proses kepailitan. Dengan 

demikian, keberadaan jaminan tidak hanya memberikan kepastian bagi 

kreditur yang memilikinya, tetapi juga membantu kurator dalam 

menyusun proses pembagian yang efisien dan sesuai dengan aturan yang 

berlaku. 

 

5. Pentingnya Penilaian yang Tepat terhadap Jaminan dalam 

Proses Kepailitan 

Penilaian yang tepat terhadap jaminan dalam proses kepailitan 

sangat penting untuk memastikan bahwa hasil dari penjualan atau 

pelelangan harta pailit dapat digunakan seefisien mungkin untuk 

membayar utang kepada kreditur yang berhak. Jika penilaian terhadap 

jaminan dilakukan secara tidak akurat atau tidak sesuai dengan nilai 

pasar yang sebenarnya, maka hasil dari pelelangan atau penjualan barang 

jaminan bisa jauh lebih rendah dari yang seharusnya, yang dapat 

mengganggu proses pembayaran utang. Hal ini bisa berakibat pada 

ketidakadilan bagi kreditur yang memiliki hak atas jaminan, karena tidak 

akan mendapatkan jumlah pembayaran yang sesuai dengan klaimnya. 

Untuk menghindari hal tersebut, kurator, yang bertanggung 

jawab untuk mengelola harta pailit, harus memastikan bahwa penilaian 

terhadap barang jaminan dilakukan dengan cermat dan menggunakan 

metode yang tepat. Proses penilaian ini biasanya melibatkan ahli penilai 

independen yang dapat memberikan estimasi yang objektif mengenai 

nilai pasar dari barang yang dijaminkan. Penilai ini harus 

mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi fisik barang, 

permintaan pasar, dan kondisi ekonomi saat ini yang dapat 

mempengaruhi nilai barang tersebut. 
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Penilaian yang akurat juga akan mempengaruhi keputusan 

tentang bagaimana barang tersebut harus diperlakukan dalam proses 

kepailitan, apakah harus dijual melalui pelelangan umum atau melalui 

cara lain yang lebih menguntungkan. Kurator juga harus memastikan 

bahwa nilai yang dinilai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, 

untuk menghindari kemungkinan klaim dari kreditur lain yang merasa 

dirugikan karena hasil penjualan yang tidak optimal. 

 

E. Latihan Soal 

 

1. Apa yang dimaksud dengan jaminan fidusia dalam konteks hukum 

jaminan di Indonesia? Jelaskan dengan singkat prosedur pengikatan 

jaminan fidusia. 

2. Dalam proses pengikatan jaminan hipotek, sebutkan langkah-

langkah yang harus dilakukan oleh pihak kreditur dan debitor, serta 

apa saja yang menjadi prioritas hukum dalam kasus kepailitan. 

3. Jelaskan prosedur yang harus dilakukan oleh seorang kreditur untuk 

mengajukan permohonan kepailitan terhadap debitor yang tidak 

dapat memenuhi kewajibannya. 

4. Bagaimana peran jaminan dalam proses kepailitan dapat 

memengaruhi penyelesaian utang debitor dan pembagian harta pailit 

kepada kreditur? 

5. Apa yang dimaksud dengan hak tanggungan dan bagaimana hak 

tanggungan dapat berperan dalam penyelesaian utang debitor yang 

pailit? 
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6.  
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BAB VI 
PERBEDAAN PKPU DAN 

KEPAILITAN DALAM KONTEKS 

JAMINAN 
 

 

 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait dengan pengertian dan tujuan PKPU 

(penundaan kewajiban pembayaran utang), memahami pengertian dan 

tujuan kepailitan, serta memahami perbedaan antara PKPU dan 

kepailitan dalam hukum Indonesia, sehingga pembaca dapat 

memahami perbedaan antara PKPU dan kepailitan serta bagaimana 

keduanya diterapkan dalam praktik hukum Indonesia, serta dapat 

menentukan prosedur yang lebih tepat bagi debitur atau kreditur yang 

menghadapi kesulitan utang. 

Materi Pembelajaran 

• Pengertian dan Tujuan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang) 

• Pengertian dan Tujuan Kepailitan 

• Perbedaan antara PKPU dan Kepailitan dalam Hukum Indonesia 

• Latihan Soal 

 

A. Pengertian dan Tujuan PKPU (Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang) 

 

PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) adalah salah 

satu mekanisme hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. PKPU merupakan proses 

hukum yang memungkinkan seorang debitor untuk mengajukan 

penundaan pembayaran utang kepada pengadilan niaga. Proses ini 

memberikan kesempatan kepada debitor untuk merumuskan dan 

menawarkan rencana penyelesaian utang kepada para kreditur, baik 



84  Hukum jaminan dan kepailitan 

melalui restrukturisasi utang maupun dengan mekanisme pembayaran 

tertentu. Tujuan utama PKPU adalah memberikan solusi damai yang 

dapat diterima oleh semua pihak, tanpa harus membawa debitor ke dalam 

proses kepailitan yang lebih destruktif (Harahap, 2021). PKPU dapat 

diajukan oleh debitor atau kreditur dengan syarat debitor memiliki utang 

yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Setelah pengajuan PKPU disetujui, 

pengadilan akan menunjuk pengurus yang bertugas mengawasi dan 

memfasilitasi proses negosiasi antara debitor dan kreditur. 

 

1. Tujuan PKPU 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memiliki 

beberapa tujuan utama yang dirancang untuk memberikan solusi bagi 

debitor yang menghadapi kesulitan keuangan. Salah satu tujuan utama 

PKPU adalah memberikan kesempatan kepada debitor untuk menyusun 

rencana restrukturisasi utang yang layak. PKPU ditujukan untuk debitor 

yang mengalami kesulitan keuangan sementara namun masih memiliki 

prospek usaha yang baik. Dalam proses ini, debitor diberikan 

perlindungan hukum untuk mengajukan rencana restrukturisasi yang 

harus disetujui oleh kreditur. Hal ini memungkinkan debitor untuk 

merestrukturisasi kewajiban tanpa tekanan dari kreditur yang mungkin 

mengambil langkah hukum individual (Muchtar, 2022). 

PKPU bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur dengan 

memastikan proses penyelesaian utang dilakukan secara transparan dan 

adil. Dalam kerangka PKPU, kreditur memiliki hak untuk menilai dan 

memutuskan apakah rencana restrukturisasi yang diajukan oleh debitor 

dapat diterima atau tidak. Jika mayoritas kreditur menyetujui rencana 

tersebut, maka rencana tersebut menjadi mengikat bagi semua pihak, 

termasuk kreditur yang tidak setuju. Proses ini memberikan kreditur 

kepastian hukum dan jaminan bahwa penyelesaian utang dilakukan 

dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak (Yunus, 2023). 

PKPU juga berfungsi sebagai alternatif untuk menghindari 

kepailitan, yang sering kali berdampak negatif pada keberlangsungan 

usaha debitor. Melalui PKPU, debitor masih memiliki peluang untuk 

mempertahankan aset dan kegiatan usahanya, asalkan dapat 

menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban utangnya. 

Dengan menghindari kepailitan, debitor memiliki kesempatan untuk 

memulihkan kondisi keuangan tanpa harus melalui proses likuidasi yang 

merugikan (Harahap, 2021). 
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2. Tahapan dalam PKPU 

Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terdiri 

dari dua tahapan utama, yaitu PKPU Sementara dan PKPU Tetap. 

Tahapan ini dirancang untuk memberikan waktu dan perlindungan 

hukum bagi debitor serta kesempatan bagi kreditur untuk mencapai 

kesepakatan penyelesaian utang. 

a. Tahap pertama adalah PKPU Sementara, yang dimulai setelah 

permohonan PKPU diajukan oleh debitor atau kreditur dan 

disetujui oleh pengadilan. Pada tahap ini, debitor diberikan status 

PKPU sementara selama maksimal 45 hari. Selama periode ini, 

debitor mendapat perlindungan dari tindakan hukum seperti 

gugatan atau penyitaan yang diajukan oleh kreditur. 

Perlindungan ini memberikan ruang bagi debitor untuk 

menyusun rencana perdamaian yang komprehensif dan realistis, 

dengan tujuan untuk menyelesaikan kewajiban utangnya. 

Rencana perdamaian yang disusun oleh debitor harus 

disampaikan kepada para kreditur untuk mendapatkan 

persetujuan. Agar rencana ini dapat disahkan, mayoritas kreditur, 

baik dari segi jumlah maupun nilai piutang, harus memberikan 

persetujuan (Yunus, 2023). 

b. Jika dalam periode PKPU sementara kesepakatan belum tercapai, 

pengadilan dapat memperpanjang status PKPU menjadi PKPU 

Tetap. Tahap PKPU tetap berlangsung selama maksimal 270 hari 

sejak putusan PKPU sementara dikeluarkan. Pada tahap ini, 

proses negosiasi antara debitor dan kreditur dilanjutkan dengan 

harapan dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan 

kedua belah pihak. Selama PKPU tetap, debitor tetap berada di 

bawah perlindungan hukum, sehingga memiliki kesempatan 

untuk menyempurnakan rencana perdamaian atau menawarkan 

alternatif penyelesaian utang yang lebih sesuai dengan kondisi 

keuangan. Tahap ini memberikan fleksibilitas waktu yang lebih 

lama bagi debitor untuk menegosiasikan solusi yang dapat 

diterima oleh mayoritas kreditur, sekaligus memastikan bahwa 

penyelesaian utang dilakukan secara transparan dan adil 

(Harahap, 2021). 

Dengan dua tahapan ini, PKPU memberikan kerangka kerja yang 

memungkinkan penyelesaian utang dilakukan secara terstruktur, dengan 

perlindungan hukum bagi debitor dan kepastian bagi kreditur. Proses ini 
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juga menciptakan peluang bagi debitor untuk memulihkan kondisi 

keuangan tanpa harus menghadapi kepailitan, asalkan itikad baik dan 

upaya maksimal ditunjukkan selama proses berlangsung. 

 

3. Syarat Pengajuan PKPU 

Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 

memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang 

mengajukan, baik itu debitor maupun kreditur. Syarat-syarat ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa PKPU hanya digunakan oleh pihak-

pihak yang benar-benar memerlukan solusi hukum dalam menyelesaikan 

kewajiban utang, serta mencegah penyalahgunaan mekanisme ini. 

Syarat pertama adalah bahwa debitor harus memiliki utang yang 

telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Artinya, utang yang dimiliki debitor 

harus bersifat pasti, dalam arti sudah melewati batas waktu pembayaran 

yang disepakati dan dapat ditagih secara hukum. Utang ini menjadi dasar 

bagi kreditur untuk mengajukan permohonan PKPU jika debitor tidak 

mampu membayar sesuai dengan perjanjian. Syarat ini memastikan 

bahwa permohonan PKPU tidak diajukan secara sembarangan tanpa 

adanya dasar hukum yang kuat (Muchtar, 2022). 

Syarat kedua adalah bahwa permohonan PKPU dapat diajukan 

oleh debitor sendiri atau oleh kreditur. Jika debitor yang mengajukan, hal 

ini menunjukkan bahwa ia menyadari kesulitan keuangan yang dihadapi 

dan berupaya mencari solusi melalui mekanisme PKPU. Sebaliknya, jika 

kreditur yang mengajukan, permohonan tersebut biasanya 

dilatarbelakangi oleh kekhawatiran bahwa debitor tidak mampu 

menyelesaikan kewajiban utangnya, sehingga perlu dilakukan upaya 

untuk melindungi kepentingan kreditur melalui restrukturisasi utang. 

Dengan demikian, baik debitor maupun kreditur memiliki hak untuk 

mengakses mekanisme PKPU, asalkan memenuhi kriteria yang telah 

ditentukan. 

Syarat ketiga adalah bahwa debitor harus menunjukkan niat baik 

untuk menyelesaikan kewajiban utangnya. Niat baik ini merupakan 

elemen penting dalam proses PKPU, karena menunjukkan bahwa debitor 

berkomitmen untuk mencari solusi dan tidak semata-mata menggunakan 

PKPU sebagai upaya untuk menghindari kewajiban. Indikasi niat baik 

dapat berupa penyusunan rencana perdamaian yang realistis dan 

transparan, komunikasi yang konstruktif dengan kreditur, serta 

kesediaan untuk bekerja sama dalam proses negosiasi. Hal ini 
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memastikan bahwa PKPU benar-benar menjadi sarana untuk mencapai 

kesepakatan yang adil antara debitor dan kreditur. 

 

4. Manfaat PKPU 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memberikan 

berbagai manfaat signifikan bagi kedua belah pihak yang terlibat, yaitu 

debitor dan kreditur. Mekanisme ini dirancang untuk menciptakan 

keseimbangan antara perlindungan hak debitor serta kepastian dan 

keadilan bagi kreditur dalam menyelesaikan kewajiban utang. 

Bagi debitor, salah satu manfaat utama PKPU adalah 

perlindungan hukum dari tuntutan kreditur selama periode PKPU 

berlangsung. Dalam masa ini, debitor dilindungi dari upaya hukum 

seperti penyitaan atau eksekusi aset oleh kreditur. Perlindungan ini 

memberikan ruang bagi debitor untuk menyusun rencana restrukturisasi 

utang yang layak tanpa tekanan eksternal. Selain itu, PKPU juga 

memberikan kesempatan bagi debitor untuk mempertahankan 

operasional bisnis. Dengan tidak adanya tindakan hukum yang 

mengganggu, debitor dapat fokus pada upaya pemulihan usaha, menjaga 

hubungan dengan mitra bisnis, dan merencanakan strategi keuangan 

yang lebih baik. Manfaat lain yang sangat penting adalah bahwa PKPU 

memungkinkan debitor untuk menghindari kepailitan dan likuidasi aset, 

yang sering kali merugikan tidak hanya debitor, tetapi juga kreditur. 

Dengan berhasil mencapai kesepakatan dalam PKPU, debitor dapat 

mempertahankan asetnya dan melanjutkan aktivitas bisnis, yang pada 

akhirnya juga memberikan dampak positif pada keberlanjutan usahanya. 

Bagi kreditur, PKPU menawarkan manfaat berupa jaminan 

transparansi dalam proses penyelesaian utang. Proses PKPU dilakukan 

di bawah pengawasan pengadilan, sehingga setiap langkah yang diambil 

harus dilaksanakan secara terbuka dan sesuai dengan aturan hukum yang 

berlaku. Kreditur juga diberikan kesempatan untuk menilai dan 

memberikan persetujuan terhadap rencana penyelesaian utang yang 

diajukan oleh debitor. Hal ini memastikan bahwa proses negosiasi 

berlangsung adil dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak 

kreditur. Selain itu, PKPU memberikan peluang bagi kreditur untuk 

mendapatkan pembayaran utang yang lebih optimal dibandingkan 

dengan proses kepailitan. Dalam kepailitan, likuidasi aset sering kali 

menghasilkan nilai yang jauh lebih rendah dibandingkan nilai utang 

sebenarnya, sehingga merugikan kreditur. Sebaliknya, melalui PKPU, 
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kreditur memiliki peluang untuk menerima pembayaran yang lebih 

proporsional sesuai dengan rencana perdamaian yang disepakati. 

 

B. Pengertian dan Tujuan Kepailitan 

 

Kepailitan adalah proses hukum yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUK-

PKPU), yang terjadi ketika seorang debitor tidak mampu memenuhi 

kewajiban pembayaran utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat 

ditagih. Kepailitan ditetapkan melalui putusan pengadilan niaga 

berdasarkan permohonan yang diajukan oleh debitor, kreditur, atau 

pihak lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam 

proses ini, semua aset debitor dinyatakan dalam keadaan insolvensi dan 

dikelola oleh kurator untuk kepentingan penyelesaian kewajiban kepada 

para kreditur (Harahap, 2021). 

 

1. Unsur-unsur Kepailitan 

Kepailitan adalah suatu kondisi hukum di mana seorang debitor 

dinyatakan tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya kepada 

kreditur. Terdapat beberapa unsur utama yang harus terpenuhi agar suatu 

keadaan dapat dikategorikan sebagai kepailitan. Unsur-unsur ini menjadi 

dasar untuk menentukan kelayakan suatu permohonan kepailitan di 

pengadilan. 

a. Unsur pertama adalah adanya utang. Dalam konteks ini, utang 

yang dimaksud adalah kewajiban pembayaran yang dapat 

dihitung dalam bentuk uang. Kewajiban tersebut harus timbul 

berdasarkan suatu perjanjian yang sah atau ketentuan undang-

undang. Sebagai contoh, utang dapat berasal dari kontrak 

pinjaman, perjanjian kerja sama, atau kewajiban membayar 

pajak. Unsur ini menegaskan bahwa dasar hukum dari kewajiban 

pembayaran adalah hal yang sangat penting untuk memastikan 

validitas klaim kreditur terhadap debitor. 

b. Unsur kedua adalah utang yang telah jatuh tempo dan dapat 

ditagih. Hal ini berarti bahwa utang yang dimiliki debitor harus 

sudah melewati batas waktu pembayaran sebagaimana 

ditetapkan dalam perjanjian atau peraturan hukum yang berlaku. 

Selain itu, utang tersebut harus dapat ditagih secara hukum, yang 

mengindikasikan bahwa kreditur memiliki hak untuk menuntut 
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pembayaran kepada debitor melalui jalur hukum jika diperlukan. 

Unsur ini memastikan bahwa klaim kreditur terhadap debitor 

memiliki dasar waktu dan keabsahan yang jelas. 

c. Unsur ketiga adalah adanya kreditur lain. Dalam proses 

kepailitan, keberadaan minimal dua kreditur yang memiliki 

klaim terhadap debitor menjadi syarat mutlak. Hal ini 

menunjukkan bahwa kepailitan tidak hanya menyangkut 

hubungan bilateral antara satu debitor dan satu kreditur, tetapi 

juga melibatkan lebih dari satu pihak yang memiliki kepentingan. 

Dengan demikian, kepailitan dirancang untuk mengatur 

penyelesaian utang secara kolektif dan adil bagi semua kreditur 

yang berkepentingan. 

 

2. Proses Kepailitan 

Proses kepailitan adalah mekanisme hukum yang dirancang 

untuk menyelesaikan masalah utang debitor yang tidak mampu 

memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Proses ini dimulai dengan 

pengajuan permohonan ke pengadilan niaga. Permohonan tersebut dapat 

diajukan oleh debitor sendiri atau oleh kreditur yang merasa dirugikan. 

Dalam beberapa kasus, instansi lain seperti kejaksaan atau otoritas 

keuangan juga dapat mengajukan permohonan kepailitan jika dianggap 

relevan. Setelah menerima permohonan, pengadilan niaga akan 

memeriksa dokumen dan bukti yang diajukan untuk memastikan bahwa 

syarat-syarat kepailitan telah terpenuhi. Syarat utama meliputi adanya 

utang yang jatuh tempo, dapat ditagih, dan keberadaan minimal dua 

kreditur. Jika pengadilan menyatakan permohonan tersebut layak, maka 

akan dikeluarkan putusan pailit yang secara resmi menyatakan debitor 

berada dalam keadaan insolvensi. Putusan ini menandai dimulainya 

proses kepailitan secara formal. 

Pengadilan akan menunjuk seorang kurator yang bertugas 

mengelola seluruh aset debitor yang telah dinyatakan pailit. Kurator 

bertindak sebagai pihak yang independen dan bertanggung jawab atas 

pengelolaan, inventarisasi, serta penjualan aset debitor. Dalam 

pelaksanaannya, kurator bekerja di bawah pengawasan hakim pengawas 

yang ditunjuk oleh pengadilan. Tujuan utama dari tugas ini adalah 

mengumpulkan dana dari hasil penjualan aset untuk membayar 

kewajiban utang kepada para kreditur. Pada tahap selanjutnya, kurator 

akan menyusun daftar aset dan utang debitor untuk memastikan bahwa 
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proses pembayaran utang dilakukan secara adil dan transparan. Kreditur 

dengan hak jaminan memiliki prioritas dalam pembagian hasil penjualan 

aset, sementara kreditur lainnya akan mendapatkan bagian berdasarkan 

ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Jika terdapat 

sengketa antara kreditur atau debitor, kurator bertugas memediasi dan 

menyelesaikan permasalahan tersebut. Proses kepailitan diakhiri dengan 

pembagian hasil penjualan aset kepada para kreditur. Setelah seluruh aset 

debitor terjual dan kewajiban utang telah diselesaikan sejauh mungkin, 

pengadilan akan mengeluarkan putusan penutupan kepailitan. Dengan 

demikian, proses kepailitan bertujuan untuk menyelesaikan utang secara 

efisien dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang 

terlibat, baik kreditur maupun debitor. 

 

3. Tujuan Kepailitan 

Kepailitan memiliki tujuan utama untuk menyelesaikan 

kewajiban utang debitor secara kolektif, melindungi hak-hak kreditur, 

serta memberikan kepastian hukum dalam proses penyelesaian utang 

piutang. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh kreditur 

mendapatkan haknya secara adil berdasarkan aturan yang berlaku. 

Melalui mekanisme kepailitan, aset debitor yang dinyatakan pailit 

dikelola oleh kurator dan hasil penjualannya dibagikan secara 

proporsional kepada para kreditur. Pendekatan kolektif ini mencegah 

terjadinya perlakuan tidak adil di antara kreditur, sehingga tidak ada 

pihak yang diuntungkan secara berlebihan (Harahap, 2021). 

Kepailitan bertujuan untuk melindungi kreditur dari potensi 

kerugian akibat tindakan debitor yang tidak bertanggung jawab. Dalam 

beberapa kasus, debitor yang menghadapi kesulitan keuangan mungkin 

mencoba menjual atau menyembunyikan asetnya untuk menghindari 

kewajiban kepada kreditur. Melalui proses kepailitan, pengelolaan aset 

debitor berada di bawah pengawasan kurator dan hakim pengawas, 

sehingga transparansi dan keadilan dalam pembagian hasil penjualan 

aset dapat terjamin (Muchtar, 2022). Kepailitan juga memberikan 

kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Putusan pailit yang 

dikeluarkan oleh pengadilan niaga menjadi landasan hukum yang jelas 

dalam mengatur hak dan kewajiban antara debitor dan kreditur. Dengan 

adanya kerangka hukum ini, proses penyelesaian utang dapat dilakukan 

secara terstruktur dan sesuai dengan aturan yang berlaku, mengurangi 

potensi konflik antara pihak-pihak terkait (Yunus, 2023). 
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Kepailitan juga bertujuan mencegah kerugian yang lebih besar 

bagi semua pihak. Ketika debitor tidak mampu lagi menjalankan 

kewajibannya, penundaan penyelesaian utang hanya akan memperburuk 

kondisi keuangan dan mempersulit upaya penyelesaian. Dengan 

menyerahkan pengelolaan aset kepada kurator, proses penyelesaian 

utang dapat dilakukan dengan efisien, sehingga mengurangi risiko 

kerugian lebih lanjut. Kepailitan mengatur hubungan antara kreditur dan 

debitor melalui mekanisme hukum yang jelas dan terukur. Hal ini 

penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memahami hak dan 

kewajiban, serta mendorong penyelesaian utang secara damai dan adil. 

Dengan demikian, tujuan utama kepailitan adalah menciptakan 

keseimbangan antara kepentingan debitor dan kreditur dalam 

penyelesaian utang piutang. 

 

4. Keuntungan Kepailitan 

Kepailitan memberikan sejumlah keuntungan bagi kreditur dan 

debitor melalui mekanisme hukum yang terstruktur dan adil. Bagi 

kreditur, kepailitan memastikan bahwa aset debitor yang berada dalam 

keadaan insolvensi akan digunakan untuk menyelesaikan utang secara 

proporsional. Hal ini memberikan kepastian bahwa hak kreditur akan 

terpenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku. Proses kepailitan juga 

melindungi kreditur dari tindakan debitor yang dapat merugikan, seperti 

upaya menyembunyikan atau menjual aset secara ilegal. Dengan adanya 

pengawasan dari kurator dan hakim pengawas, proses penyelesaian 

utang menjadi lebih transparan, sehingga kreditur tidak dirugikan oleh 

tindakan yang tidak bertanggung jawab (Harahap, 2021). 

Bagi debitor, kepailitan memberikan perlindungan hukum dari 

tekanan atau tindakan sepihak oleh kreditur individu. Dalam kondisi 

insolvensi, debitor sering kali menghadapi tekanan besar dari berbagai 

kreditur yang menuntut pembayaran secara bersamaan. Proses kepailitan 

membantu mengelola situasi ini dengan menyediakan mekanisme 

hukum yang mengatur hubungan antara debitor dan kreditur secara 

kolektif. Dengan demikian, debitor tidak perlu menghadapi berbagai 

tuntutan hukum yang berlarut-larut, melainkan dapat fokus pada 

penyelesaian kewajiban utang secara keseluruhan. 

Kepailitan juga memberikan debitor kesempatan untuk 

menyelesaikan utangnya secara terorganisir. Proses ini memungkinkan 

debitor untuk mengelola asetnya di bawah pengawasan kurator, sehingga 
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utang dapat diselesaikan dengan cara yang paling efisien dan sesuai 

dengan aturan yang berlaku. Meskipun aset debitor akan dijual untuk 

melunasi utang, mekanisme ini membantu mengurangi konflik yang 

mungkin muncul dalam hubungan debitor dan kreditur, sekaligus 

menciptakan peluang bagi debitor untuk memulai kembali aktivitas 

ekonominya di masa depan. 

 

5. Tantangan dalam Proses Kepailitan 

Proses kepailitan sering kali dihadapkan pada sejumlah tantangan 

yang dapat memengaruhi efisiensi dan keberhasilannya dalam 

menyelesaikan utang debitor. Salah satu tantangan utama adalah 

kompleksitas prosedur. Proses ini melibatkan berbagai pihak, seperti 

kurator, kreditur, debitor, dan pengadilan niaga, yang harus bekerja sama 

secara terkoordinasi. Setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab 

masing-masing, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat 

menyebabkan keterlambatan atau bahkan hambatan dalam penyelesaian 

kasus kepailitan. Selain itu, prosedur hukum yang kompleks 

memerlukan pemahaman mendalam tentang regulasi dan langkah-

langkah teknis, sehingga menambah beban administrasi bagi semua 

pihak yang terlibat. 

Biaya yang tinggi juga menjadi tantangan signifikan dalam 

proses kepailitan. Proses ini memerlukan pengeluaran yang cukup besar, 

termasuk biaya pengadilan, honorarium kurator, dan biaya administrasi 

lainnya. Dalam banyak kasus, aset debitor yang sedang dalam kondisi 

insolvensi sering kali tidak mencukupi untuk menutupi semua biaya 

tersebut. Akibatnya, biaya ini menjadi beban tambahan yang harus 

dipertimbangkan, baik oleh debitor maupun kreditur. Biaya yang tinggi 

juga dapat memengaruhi kesediaan pihak-pihak tertentu untuk 

melanjutkan proses kepailitan, terutama jika nilai aset yang akan 

dihasilkan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan (Yunus, 

2023). 

Konflik antara kreditur sering kali menjadi penghalang dalam 

proses kepailitan. Dalam situasi di mana terdapat banyak kreditur yang 

memiliki kepentingan berbeda, sering muncul perselisihan mengenai 

prioritas pembayaran atau alokasi aset debitor. Konflik semacam ini 

tidak hanya memperlambat proses penyelesaian, tetapi juga dapat 

menimbulkan ketidakpastian yang merugikan semua pihak. Ketegangan 
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antara kreditur dapat memengaruhi pengambilan keputusan kolektif dan 

menghambat tercapainya solusi yang efisien. 

 

C. Perbedaan antara PKPU dan Kepailitan dalam Hukum 

Indonesia 

 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan 

kepailitan adalah dua mekanisme hukum dalam sistem hukum Indonesia 

yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). 

Meskipun keduanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah utang 

piutang, terdapat perbedaan mendasar dalam konsep, tujuan, proses, dan 

dampaknya terhadap para pihak yang terlibat. 

 

1. Pengertian 

PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dan 

kepailitan adalah dua mekanisme hukum yang dirancang untuk 

menyelesaikan masalah utang debitor, tetapi memiliki tujuan dan proses 

yang berbeda. PKPU adalah suatu prosedur hukum yang memberikan 

kesempatan kepada debitor untuk merancang dan mengajukan rencana 

perdamaian kepada para krediturnya. Tujuan utama dari PKPU adalah 

menghindari kepailitan dengan menyusun restrukturisasi utang yang 

dapat diterima oleh mayoritas kreditur. Dalam proses ini, debitor tetap 

memiliki kendali atas asetnya, selama rencana perdamaian yang diajukan 

disetujui oleh kreditur. Dengan kata lain, PKPU memungkinkan debitor 

dan kreditur untuk bekerja sama mencapai solusi yang menguntungkan 

kedua belah pihak tanpa melibatkan proses likuidasi aset. Hal ini 

memberikan peluang bagi debitor untuk mempertahankan 

keberlangsungan bisnisnya dan mencegah dampak negatif yang lebih 

besar (Harahap, 2021). 

Kepailitan adalah mekanisme hukum yang berlaku ketika 

seorang debitor dinyatakan oleh pengadilan tidak mampu memenuhi 

kewajibannya untuk membayar utang-utang yang telah jatuh tempo dan 

dapat ditagih. Dalam keadaan pailit, pengelolaan aset debitor 

sepenuhnya beralih kepada kurator, seorang pihak ketiga yang ditunjuk 

oleh pengadilan. Tugas kurator adalah menginventarisasi, mengelola, 

dan menjual aset debitor untuk mendistribusikannya kepada kreditur 

berdasarkan ketentuan hukum. Kepailitan biasanya dianggap sebagai 
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langkah terakhir ketika tidak ada solusi lain yang dapat menyelesaikan 

utang secara damai. Proses ini bertujuan untuk memberikan kepastian 

hukum dan menjamin keadilan dalam pembagian aset debitor kepada 

semua kreditur, tetapi sering kali berakibat pada berakhirnya kegiatan 

usaha debitor (Yunus, 2023). 

 

2. Tujuan 

PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dan 

kepailitan memiliki tujuan yang berbeda, meskipun keduanya berfokus 

pada penyelesaian utang debitor. PKPU bertujuan untuk memberikan 

kesempatan kepada debitor yang mengalami kesulitan keuangan untuk 

menyelesaikan kewajiban utangnya tanpa harus menjalani proses 

kepailitan yang lebih drastis. Melalui mekanisme ini, debitor diberi 

waktu untuk merestrukturisasi utangnya atau menyusun rencana 

perdamaian dengan kreditur. Tujuan utama dari PKPU adalah untuk 

melindungi kepentingan debitor dan kreditur dengan cara menghindari 

penjualan aset secara langsung, sehingga debitor dapat mempertahankan 

kelangsungan usahanya. Dalam hal ini, debitor masih memiliki kontrol 

atas asetnya selama rencana perdamaian disetujui oleh mayoritas 

kreditur. Dengan kata lain, PKPU memberi kesempatan bagi debitor 

untuk memperbaiki kondisi keuangan tanpa menghentikan operasional 

usahanya, yang dapat memberikan manfaat jangka panjang baik bagi 

debitor maupun kreditur (Muchtar, 2022). 

Kepailitan memiliki tujuan yang lebih kolektif dan final. Tujuan 

utama dari kepailitan adalah untuk menyelesaikan kewajiban utang 

debitor dengan cara likuidasi aset. Dalam proses ini, semua aset debitor 

dijual dan hasil penjualannya dibagikan kepada kreditur sesuai dengan 

proporsi yang telah ditentukan oleh hukum. Kepailitan memberikan 

kepastian hukum bagi kreditur karena dapat memperoleh pembayaran 

utang berdasarkan prioritas klaim yang sah. Selain itu, kepailitan juga 

mengakhiri kegiatan usaha debitor, kecuali dalam beberapa kondisi 

tertentu di mana debitor dapat melanjutkan usahanya jika ditemukan 

kesepakatan antara kreditur atau melalui mekanisme lain yang disetujui. 

Proses ini sering kali mengarah pada penghentian operasional usaha 

debitor, yang berbeda dengan tujuan PKPU yang berfokus pada 

pemulihan dan restrukturisasi utang untuk menjaga kelangsungan usaha. 

Dalam konteks ini, kepailitan lebih bersifat sebagai langkah terakhir 

yang ditempuh setelah semua upaya penyelesaian lainnya gagal, dan 
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bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang adil dan proporsional 

kepada semua pihak yang terlibat (Harahap, 2021). 

 

3. Dasar Hukum dan Prosedur 

Proses hukum yang mengatur PKPU (Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang) dan kepailitan memiliki prosedur yang berbeda 

meskipun keduanya diajukan ke pengadilan niaga. Dalam hal PKPU, 

proses dimulai dengan permohonan yang diajukan oleh debitor atau 

kreditur ke pengadilan niaga. Setelah menerima permohonan, pengadilan 

akan memutuskan apakah akan menyetujui atau menolak permohonan 

tersebut. Jika disetujui, debitor akan diberikan status PKPU sementara, 

yang memberinya kesempatan untuk menyusun rencana perdamaian 

dengan kreditur. Rencana perdamaian ini berisi upaya restrukturisasi 

utang, yang dapat melibatkan penjadwalan ulang pembayaran utang, 

pengurangan jumlah utang, atau cara penyelesaian lainnya yang 

disepakati bersama. Rencana ini harus disetujui oleh mayoritas kreditur 

agar dapat diterima dan dilaksanakan, memberikan kesempatan bagi 

debitor untuk menghindari kepailitan dan menjaga kelangsungan 

usahanya. Selama periode PKPU, debitor tetap mengelola usahanya, 

tetapi harus tetap bernegosiasi dengan kreditur untuk mencapai 

kesepakatan (Yunus, 2023). 

Kepailitan dimulai dengan permohonan yang dapat diajukan oleh 

debitor, kreditur, atau pihak terkait lainnya ke pengadilan niaga. 

Permohonan ini biasanya diajukan apabila debitor tidak mampu 

membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengadilan 

akan menilai bukti-bukti yang ada untuk menentukan apakah debitor 

layak dinyatakan pailit. Jika pengadilan memutuskan bahwa debitor 

memang dalam keadaan pailit, maka keputusan tersebut akan 

mengalihkan pengelolaan aset debitor kepada seorang kurator yang 

ditunjuk oleh pengadilan. Tugas kurator adalah mengelola dan menjual 

aset debitor untuk digunakan dalam membayar utang kepada kreditur 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepailitan tidak hanya mengarah 

pada penyelesaian utang, tetapi juga pada penghentian kegiatan usaha 

debitor, kecuali jika ada kesepakatan lain yang memungkinkan usaha 

tersebut dilanjutkan. Prosedur kepailitan bertujuan untuk memberikan 

kepastian hukum bagi semua pihak, memastikan penyelesaian utang 

secara adil dan proporsional (Harahap, 2021). 
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4. Status Debitor dan Pengelolaan Aset 

Pada proses PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), 

status debitor sangat berbeda dibandingkan dengan proses kepailitan. 

Selama periode PKPU, debitor tetap memiliki hak untuk mengelola dan 

mengoperasikan usahanya. Meskipun demikian, pengelolaan usaha 

debitor diawasi oleh pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan. 

Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa debitor tidak 

mengambil tindakan yang dapat merugikan kreditur atau 

menyembunyikan aset yang seharusnya digunakan untuk melunasi 

utang. Selama periode PKPU, aset debitor tidak boleh dijual atau 

dipindahtangankan kecuali jika hal tersebut disetujui dalam rencana 

perdamaian yang disusun oleh debitor. Rencana perdamaian ini harus 

disetujui oleh mayoritas kreditur dan mencakup langkah-langkah untuk 

restrukturisasi utang. Oleh karena itu, meskipun debitor masih memiliki 

kontrol atas usahanya, proses PKPU memberikan perlindungan kepada 

kreditur dan memastikan bahwa usaha debitor dapat berjalan dengan 

lebih terstruktur untuk mencapai kesepakatan yang saling 

menguntungkan (Muchtar, 2022). 

Pada proses kepailitan, hak pengelolaan dan penguasaan atas aset 

debitor beralih kepada kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. Kurator 

bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi semua aset debitor 

dengan tujuan untuk menjualnya dan menggunakan hasil penjualan 

tersebut untuk membayar utang kepada kreditur sesuai dengan ketentuan 

yang ada. Seluruh proses ini bertujuan untuk menyelesaikan kewajiban 

utang debitor secara kolektif. Aset debitor biasanya dijual melalui proses 

lelang yang dilakukan oleh kurator untuk memastikan bahwa penjualan 

dilakukan secara transparan dan adil, serta untuk mendapatkan nilai 

terbaik dari aset yang dijual. Dengan demikian, dalam kepailitan, debitor 

kehilangan kontrol atas usahanya, dan pengelolaan serta penjualan aset 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab kurator. Proses ini bertujuan untuk 

melunasi utang kreditur dengan cara yang terstruktur dan terorganisir, 

meskipun dapat mengarah pada penghentian kegiatan usaha debitor 

(Yunus, 2023). 

 

5. Dampak terhadap Kreditur 

Pada proses PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), 

kreditur memiliki peran aktif dalam menentukan arah penyelesaian utang 

debitor, diberikan hak untuk menilai dan memberikan suara terhadap 
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rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor. Rencana perdamaian ini 

biasanya mencakup langkah-langkah restrukturisasi utang yang 

diharapkan dapat memulihkan kondisi keuangan debitor. Jika mayoritas 

kreditur menyetujui rencana tersebut, maka kreditur harus mengikuti 

kesepakatan yang telah disepakati dalam rencana perdamaian tersebut. 

Hal ini memberikan keuntungan bagi kreditur karena memiliki peluang 

untuk mendapatkan pembayaran yang lebih baik daripada jika debitor 

langsung dinyatakan pailit. Proses PKPU juga memberikan kesempatan 

kepada debitor untuk menghindari likuidasi aset yang dapat merugikan 

kreditur dalam hal nilai pengembalian, serta memungkinkan untuk 

menjaga kelangsungan usaha debitor yang dapat kembali memenuhi 

kewajiban utangnya di masa depan (Harahap, 2021). 

Pada proses kepailitan, dampaknya terhadap kreditur lebih 

terstruktur secara hukum. Kreditur memiliki hak untuk menerima 

pembayaran utang sesuai dengan proporsi yang ditetapkan berdasarkan 

hierarki dalam hukum kepailitan. Dalam proses ini, terdapat perbedaan 

antara jenis kreditur, yang terbagi menjadi kreditur preferen, separatis, 

dan konkuren. Kreditur preferen, yang memiliki hak lebih tinggi, akan 

dibayar terlebih dahulu, diikuti oleh kreditur separatis yang memiliki hak 

atas aset tertentu. Kreditur konkuren, yang merupakan kreditur umum, 

hanya akan menerima pembayaran setelah semua klaim kreditur preferen 

dan separatis dilunasi. Proses ini mungkin menyebabkan kreditur 

konkuren menerima pembayaran yang lebih rendah atau bahkan tidak 

menerima pembayaran sama sekali, tergantung pada nilai aset yang 

tersedia untuk dibagikan. Oleh karena itu, meskipun kepailitan 

memberikan kepastian hukum dalam pembagian pembayaran utang, hal 

ini bisa berisiko bagi kreditur konkuren karena hanya mendapat 

pembayaran setelah pihak lain dilunasi terlebih dahulu (Yunus, 2023). 

 

6. Keterlibatan Kurator dan Pengurus 

Pada proses PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), 

pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan memiliki peran penting dalam 

mengawasi kegiatan debitor selama periode PKPU. Pengurus ini 

bertugas untuk memastikan bahwa debitor tetap menjalankan usaha 

dengan baik dan bahwa rencana perdamaian yang diajukan dapat 

diterima oleh mayoritas kreditur. Meskipun pengurus memiliki 

kewenangan untuk mengawasi jalannya usaha debitor, tidak memiliki 

kendali penuh atas aset debitor. Aset debitor tetap berada di bawah 
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pengelolaan debitor selama periode PKPU, dan debitor tetap berhak 

untuk menjalankan operasional usahanya asalkan sesuai dengan 

peraturan yang ditetapkan dalam rencana perdamaian yang disetujui oleh 

kreditur. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada debitor untuk berusaha 

menghindari kepailitan sambil menjaga kelangsungan usahanya, namun 

tetap dalam pengawasan yang ketat oleh pengurus yang ditunjuk oleh 

pengadilan (Muchtar, 2022). 

Pada proses kepailitan, peran kurator jauh lebih besar dan lebih 

otoritatif. Kurator bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan 

likuidasi aset debitor. Setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, 

kurator akan mengambil alih hak pengelolaan dan penguasaan atas 

seluruh aset debitor. Kurator bertugas untuk menjual aset-aset debitor 

melalui proses lelang atau mekanisme lain yang sesuai, dengan tujuan 

utama untuk mengumpulkan dana yang akan dibagikan kepada kreditur 

sesuai dengan prioritas klaim. Kurator memiliki kewenangan untuk 

menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan 

bahwa proses likuidasi berjalan dengan efisien dan adil, juga 

bertanggung jawab untuk mengawasi pembagian hasil lelang kepada 

kreditur, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, 

termasuk memastikan bahwa pembagian dilakukan dengan proporsi 

yang adil antara kreditur preferen, separatis, dan konkuren. Dengan 

demikian, dalam proses kepailitan, kurator memiliki kendali penuh atas 

aset debitor dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses 

penyelesaian utang dilaksanakan dengan sesuai aturan yang berlaku. 

 

7. Akhir Proses 

Akhir dari proses PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang) terjadi jika rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor 

disetujui oleh mayoritas kreditur dan dilaksanakan dengan baik. Dalam 

hal ini, debitor dapat terbebas dari ancaman kepailitan karena telah 

berhasil mencapai kesepakatan dengan kreditur untuk merestrukturisasi 

utangnya. Dengan demikian, debitor dapat melanjutkan operasional 

usahanya dan menghindari proses kepailitan yang lebih rumit dan 

merugikan. Namun, jika rencana perdamaian ditolak oleh kreditur atau 

tidak dapat dilaksanakan dengan baik, debitor akan menghadapi 

konsekuensi yang lebih berat, yaitu langsung dinyatakan pailit oleh 

pengadilan. Proses PKPU akan berakhir dengan peralihan ke status 

kepailitan, di mana pengelolaan dan likuidasi aset debitor akan dilakukan 
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oleh kurator. Oleh karena itu, kesuksesan rencana perdamaian sangat 

krusial dalam menentukan apakah debitor dapat melanjutkan usahanya 

atau harus menghadapi konsekuensi kepailitan (Harahap, 2021). 

Pada proses kepailitan, akhir dari prosedur terjadi setelah seluruh 

aset debitor berhasil dijual dan dana yang terkumpul digunakan untuk 

melunasi utang kepada kreditur. Setelah proses likuidasi selesai, kurator 

akan menyusun laporan final yang berisi hasil dari penjualan aset dan 

pembagian pembayaran kepada kreditur sesuai dengan prioritas klaim. 

Laporan tersebut kemudian diajukan ke pengadilan niaga untuk 

mendapatkan pengesahan. Dengan demikian, proses kepailitan berakhir 

setelah semua kewajiban utang dibayar, dan pengadilan memberikan 

keputusan final yang menandakan bahwa debitor tidak lagi memiliki 

kewajiban terkait dengan utang tersebut. Pada titik ini, debitor biasanya 

akan kehilangan kendali atas usahanya, dan kegiatan usaha yang telah 

gagal akan dihentikan. Kepailitan membawa dampak signifikan bagi 

debitor, baik dalam hal pengelolaan aset maupun keberlanjutan 

operasional usaha. Namun, proses ini memberikan kepastian hukum bagi 

semua pihak yang terlibat, termasuk kreditur, yang dapat memperoleh 

pembayaran sesuai dengan haknya. 

 

D. Latihan Soal 

 

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan berdasarkan tujuan, 

proses, dan dampaknya terhadap debitor dan kreditur! 

2. Sebutkan langkah-langkah utama dalam pengajuan PKPU oleh 

debitor dan bagaimana proses ini berbeda dengan pengajuan 

kepailitan! 

3. Mengapa PKPU sering dianggap sebagai solusi yang lebih 

menguntungkan bagi debitor dibandingkan dengan kepailitan? 

Jelaskan dengan alasan hukum dan praktis. 

4. Dalam konteks hukum Indonesia, bagaimana peran kurator berbeda 

dengan peran pengurus dalam proses penyelesaian utang? 

5. Diskusikan pentingnya prinsip keadilan dalam proses PKPU dan 

kepailitan, terutama dalam konteks perlindungan terhadap kreditur 

separatis dan konkuren. 
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6.  
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BAB VII 
PENGATURAN DAN NORMA 

HUKUM JAMINAN DAN 

KEPAILITAN DALAM UUK 
 

 

 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait dengan pengaturan jaminan dalam undang-

undang nomor 42 tahun 1999 (jaminan fidusia), memahami 

pengaturan kepailitan dalam undang-undang nomor 37 tahun 2004 

(undang-undang kepailitan), serta memahami norma hukum yang 

mengatur proses penyelesaian utang dan pembagian aset pailit, 

sehingga pembaca dapat memahami secara komprehensif pengaturan 

hukum mengenai jaminan fidusia, kepailitan, dan proses penyelesaian 

utang dalam sistem hukum Indonesia, serta mampu mengaplikasikan 

pengetahuan ini dalam praktik hukum atau analisis kasus terkait. 

Materi Pembelajaran 

• Pengaturan Jaminan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999 (Jaminan Fidusia)  

• Pengaturan Kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004 (Undang-Undang Kepailitan) 

• Norma Hukum yang Mengatur Proses Penyelesaian Utang dan 

Pembagian Aset Pailit 

• Latihan Soal  

 

A. Pengaturan Jaminan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999 (Jaminan Fidusia) 

 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

mengatur mekanisme pembebanan jaminan fidusia, yang menjadi salah 

satu instrumen hukum untuk menjamin pelunasan utang dengan 

memberikan hak kepada kreditur tanpa harus memindahkan penguasaan 
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fisik atas benda yang dijadikan jaminan. UU ini memberikan kepastian 

hukum bagi para pihak dalam hubungan utang-piutang, khususnya dalam 

hal pelaksanaan eksekusi jika terjadi wanprestasi. 

 

1. Definisi dan Karakteristik Jaminan Fidusia 

Jaminan fidusia adalah suatu bentuk jaminan yang diatur dalam 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, yang 

memungkinkan pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda 

berdasarkan kepercayaan, namun tetap memberi kuasa penguasaan fisik 

kepada pemberi fidusia (debitor). Dalam perjanjian jaminan fidusia, 

debitor tetap dapat menggunakan benda yang dijaminkan, meskipun hak 

kepemilikannya secara hukum dialihkan kepada kreditur. Karakteristik 

utama dari jaminan fidusia adalah pengalihan hak secara yuridis, di mana 

kreditur memiliki hak kepemilikan atas benda yang dijaminkan, tetapi 

benda tersebut tetap berada di bawah penguasaan debitor. Hal ini 

memberikan fleksibilitas kepada debitor untuk tetap menggunakan atau 

mengoperasikan benda yang dijaminkan selama masa perjanjian 

berlangsung. 

Salah satu ciri khas dari jaminan fidusia adalah kemudahan 

dalam proses eksekusi. Kreditur yang telah menerima sertifikat jaminan 

fidusia memiliki hak untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang 

dijaminkan tanpa perlu melalui proses pengadilan, karena sertifikat 

tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan 

pengadilan. Ini berarti bahwa kreditur dapat segera mengambil alih 

benda yang dijaminkan apabila debitor gagal memenuhi kewajibannya, 

tanpa prosedur hukum yang panjang. 

Fleksibilitas benda yang dapat dijaminkan juga merupakan 

keunggulan lain dari jaminan fidusia. Benda yang dapat dijaminkan 

melalui fidusia tidak terbatas hanya pada benda bergerak yang berwujud, 

tetapi juga bisa mencakup benda tidak berwujud seperti hak atas piutang, 

saham, atau hak kekayaan intelektual. Selain itu, benda tetap tertentu 

yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, seperti kendaraan bermotor 

atau mesin, juga dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Dengan 

demikian, jaminan fidusia menawarkan fleksibilitas dan kemudahan 

dalam melaksanakan perjanjian jaminan, serta memberikan 

perlindungan bagi kreditur tanpa mengganggu kelangsungan operasional 

debitor. 
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2. Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia 

Prosedur pendaftaran jaminan fidusia merupakan langkah 

penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap perjanjian jaminan 

ini. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, 

jaminan fidusia harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk 

memastikan hak kreditur terlindungi secara sah. Proses pendaftaran 

dimulai dengan pembuatan akta jaminan fidusia. Akta ini disusun oleh 

notaris dalam bentuk akta autentik yang mencantumkan perjanjian 

pokok antara debitor dan kreditur, nilai utang yang dijamin, serta 

deskripsi lengkap tentang benda yang dijaminkan. Akta ini penting 

sebagai bukti sah perjanjian dan syarat untuk melanjutkan ke langkah 

berikutnya. 

Kreditur mengajukan permohonan pendaftaran ke Kantor 

Pendaftaran Fidusia. Dalam permohonan ini, kreditur wajib 

melampirkan dokumen akta jaminan fidusia yang telah disusun 

sebelumnya. Dokumen tersebut berfungsi sebagai bukti hukum yang 

menyatakan bahwa benda tersebut dijaminkan untuk utang yang dimiliki 

debitor. Permohonan pendaftaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa 

hak kepemilikan benda yang dijaminkan telah dialihkan kepada kreditur 

secara sah, meskipun penguasaan fisiknya tetap pada debitor. 

Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan sertifikat fidusia. 

Sertifikat ini memiliki kekuatan eksekutorial, yang artinya sertifikat 

tersebut memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan eksekusi 

langsung terhadap benda yang dijaminkan apabila debitor gagal 

memenuhi kewajibannya, tanpa melalui prosedur pengadilan. Dengan 

demikian, pendaftaran jaminan fidusia memastikan bahwa kreditur 

memiliki hak yang diakui secara hukum atas benda yang dijaminkan dan 

memberikan perlindungan hukum terhadap hak kreditur dalam 

perjanjian tersebut. Proses pendaftaran ini sangat penting untuk 

memastikan kepastian hukum dalam hubungan kreditur dan debitor, 

serta meminimalisir risiko penyalahgunaan atau sengketa di kemudian 

hari. 

 

3. Hak dan Kewajiban Pihak yang Terlibat 

Pada perjanjian jaminan fidusia, terdapat hak dan kewajiban yang 

harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang terlibat, yakni pemberi 

fidusia (debitor) dan penerima fidusia (kreditur). Pemberi fidusia 

memiliki hak untuk tetap menguasai benda yang dijaminkan selama 
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masa perjanjian berlangsung. Meskipun hak kepemilikan atas benda 

tersebut secara yuridis beralih ke penerima fidusia, penguasaan fisik 

benda tetap berada pada pemberi fidusia. Hak ini memberi fleksibilitas 

kepada pemberi fidusia untuk menggunakan benda yang dijaminkan 

selama ia memenuhi kewajibannya. Selain itu, pemberi fidusia juga 

memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar mengenai 

kondisi dan status benda yang dijaminkan, serta melaporkan apabila 

terjadi perubahan status hukum terhadap benda tersebut, seperti 

pemindahan kepemilikan atau sengketa yang dapat mempengaruhi 

jaminan. 

Penerima fidusia juga memiliki hak dan kewajiban dalam 

perjanjian ini. Penerima fidusia berhak untuk mengeksekusi benda yang 

dijaminkan jika pemberi fidusia gagal memenuhi kewajiban atau terjadi 

wanprestasi, yaitu tidak membayar utang yang jatuh tempo. Eksekusi ini 

dapat dilakukan dengan menjual benda yang dijaminkan untuk menutupi 

utang yang belum dilunasi. Sertifikat fidusia yang diterbitkan oleh 

Kantor Pendaftaran Fidusia memberikan penerima fidusia kekuatan 

eksekutorial, yang memungkinkan eksekusi dilakukan tanpa perlu 

melalui proses pengadilan. Namun, penerima fidusia juga memiliki 

kewajiban untuk memberikan laporan secara transparan kepada pemberi 

fidusia mengenai status utang yang telah dilunasi, sehingga pemberi 

fidusia mengetahui apakah kewajibannya telah dipenuhi atau tidak. 

 

4. Eksekusi Jaminan Fidusia 

Eksekusi jaminan fidusia dilakukan ketika debitor gagal 

memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 

Berdasarkan Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999, kreditur berhak 

melakukan eksekusi atas benda yang dijaminkan dengan menggunakan 

sertifikat fidusia sebagai dasar eksekusi. Sertifikat fidusia ini memiliki 

kekuatan eksekutorial yang memungkinkan kreditur untuk 

mengeksekusi benda jaminan tanpa harus melalui proses pengadilan, 

yang membuat eksekusi lebih cepat dan efisien. Terdapat dua bentuk 

eksekusi yang diatur dalam hukum, yakni penjualan di muka umum dan 

penguasaan serta penjualan sendiri. 

Penjualan di muka umum adalah bentuk eksekusi di mana benda 

jaminan dijual melalui proses lelang terbuka. Hasil dari penjualan 

tersebut akan digunakan untuk melunasi utang yang belum dibayar oleh 

debitor. Lelang ini dilakukan secara transparan untuk memastikan bahwa 
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nilai jual benda jaminan dapat mengimbangi jumlah utang yang terutang, 

sehingga kreditur dapat menerima pembayaran yang sesuai dengan 

haknya. Penjualan di muka umum memberikan peluang untuk 

mendapatkan harga pasar yang lebih baik, karena lelang sering kali 

melibatkan banyak pihak yang tertarik. 

Pada kondisi tertentu, kreditur juga dapat melakukan penguasaan 

dan penjualan benda jaminan secara langsung tanpa melalui proses 

lelang. Hal ini bisa terjadi apabila terdapat kesepakatan dalam perjanjian 

fidusia atau jika kondisi benda jaminan memungkinkan untuk dijual 

langsung tanpa melibatkan pihak ketiga dalam proses lelang. Penguasaan 

langsung ini memudahkan kreditur untuk segera mengambil tindakan 

terhadap benda jaminan, mengurangi risiko kerugian lebih lanjut, dan 

mempercepat proses pelunasan utang. 

 

5. Perlindungan Hukum bagi Kreditur dan Debitor 

Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan perlindungan 

hukum yang seimbang bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam 

perjanjian jaminan fidusia, yaitu kreditur dan debitor. Bagi kreditur, 

perlindungan hukum yang diberikan antara lain adalah hak prioritas 

untuk melunasi utang dari hasil eksekusi benda jaminan. Hal ini 

memastikan bahwa kreditur memiliki hak yang lebih tinggi untuk 

memperoleh pembayaran utang setelah eksekusi dilakukan, 

menjadikannya lebih aman dalam menghadapi risiko gagal bayar. Selain 

itu, sertifikat fidusia yang diterbitkan juga memberikan kepastian hukum 

bagi kreditur, karena sertifikat tersebut memiliki kekuatan eksekutorial 

yang memungkinkan kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan tanpa 

harus melalui proses pengadilan. Kepastian hukum ini mengurangi risiko 

bagi kreditur jika debitor melakukan wanprestasi atau gagal memenuhi 

kewajibannya. 

Debitor juga memperoleh perlindungan hukum yang signifikan 

dalam perjanjian jaminan fidusia. Salah satunya adalah hak untuk tetap 

menguasai dan menggunakan benda yang dijaminkan selama debitor 

memenuhi kewajiban pembayaran utang. Hal ini memungkinkan debitor 

untuk tetap menjalankan kegiatan usahanya atau memanfaatkan benda 

yang dijaminkan tanpa kehilangan kontrol fisik atasnya, sepanjang ia 

mematuhi perjanjian yang telah disepakati. Selain itu, debitor dilindungi 

dari eksekusi yang tidak sesuai prosedur hukum. Eksekusi atas benda 

jaminan hanya dapat dilakukan jika debitor gagal memenuhi kewajiban 
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pembayaran, dan proses eksekusi harus sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku, termasuk melalui sertifikat fidusia yang sah dan prosedur 

yang benar. 

 

B. Pengaturan Kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 (Undang-Undang Kepailitan) 

 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK) mengatur mekanisme 

penyelesaian masalah utang-piutang melalui proses hukum yang efektif, 

adil, dan transparan. UUK memberikan dasar hukum bagi debitor yang 

tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur melalui proses 

kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). 

Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi 

kreditur sekaligus memberikan kesempatan kepada debitor untuk 

restrukturisasi utang. 

 

1. Definisi Kepailitan 

Kepailitan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (UUK), adalah kondisi di mana seorang 

debitor yang memiliki dua atau lebih kreditur tidak dapat memenuhi 

kewajiban pembayaran utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat 

ditagih. Dengan kata lain, debitor dianggap pailit ketika ia tidak mampu 

membayar utang-utangnya kepada kreditur-kreditur yang berhak 

menagih. Kepailitan ini bukan merupakan keputusan sepihak dari 

debitor, melainkan harus melalui putusan pengadilan niaga yang menilai 

kelayakan permohonan kepailitan yang diajukan oleh debitor atau 

kreditur. 

Kepailitan adalah mekanisme hukum yang digunakan untuk 

menyelesaikan sengketa utang piutang yang melibatkan beberapa 

kreditur dengan cara yang adil dan terstruktur. Dalam proses ini, 

pengadilan niaga akan menilai apakah debitor benar-benar tidak mampu 

memenuhi kewajibannya, dan jika terbukti demikian, pengadilan akan 

mengeluarkan putusan yang menyatakan debitor pailit. Setelah putusan 

pailit, semua aset milik debitor akan dikelola oleh seorang kurator yang 

ditunjuk oleh pengadilan. Aset debitor tersebut kemudian akan dijual dan 
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hasilnya dibagikan kepada kreditur sesuai dengan proporsi yang 

ditentukan oleh hukum. 

Tujuan dari kepailitan adalah untuk memberikan kepastian 

hukum bagi kreditur dalam menerima pembayaran utang, serta untuk 

memastikan bahwa proses penyelesaian utang dilakukan secara adil dan 

transparan. Namun, status kepailitan juga memiliki dampak besar bagi 

debitor, karena selain kehilangan kontrol atas asetnya, debitor juga tidak 

dapat lagi menjalankan usahanya sebagaimana sebelumnya, kecuali jika 

ada keputusan berbeda dari pengadilan. Dengan demikian, kepailitan 

berfungsi sebagai alat untuk mengatur distribusi aset dalam rangka 

memenuhi kewajiban utang, dan memberikan ruang bagi penyelesaian 

masalah utang secara kolektif. 

 

2. Syarat Pengajuan Permohonan Kepailitan 

Pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK), terdapat beberapa 

syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan kepailitan. 

Salah satu syarat utama adalah adanya utang yang telah jatuh tempo dan 

dapat ditagih. Utang yang dimaksud adalah utang yang sudah mencapai 

tanggal pembayaran yang disepakati, namun belum dibayar oleh debitor. 

Tanpa adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, permohonan 

kepailitan tidak dapat diajukan, karena kepailitan berfungsi untuk 

menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar. 

Syarat kedua adalah bahwa debitor harus memiliki minimal dua 

kreditur. Hal ini sesuai dengan asas pluralitas kreditur yang terdapat 

dalam hukum kepailitan. Artinya, jika debitor hanya memiliki satu 

kreditur, maka permohonan kepailitan tidak dapat diajukan. Asas ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa kepailitan merupakan penyelesaian 

utang yang melibatkan lebih dari satu pihak yang berkepentingan. Jika 

debitor hanya memiliki satu kreditur, maka proses penyelesaian utang 

akan dilakukan melalui mekanisme lain yang lebih sesuai. 

Syarat ketiga adalah mengenai pihak yang berwenang untuk 

mengajukan permohonan kepailitan. Permohonan ini dapat diajukan 

oleh debitor itu sendiri, kreditur, atau beberapa pihak lain yang diatur 

dalam UUK. Kreditur yang memiliki piutang yang belum dibayar dapat 

mengajukan permohonan kepailitan. Selain itu, kejaksaan dapat 

mengajukan permohonan kepailitan dalam kepentingan umum, dan 

lembaga-lembaga tertentu seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa 
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Keuangan (OJK), atau menteri keuangan untuk perusahaan BUMN juga 

memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan kepailitan apabila 

kondisi tertentu terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa kepailitan dapat 

diakses oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap debitor, 

baik itu kreditur, lembaga pengawas, maupun pihak pemerintah. Dengan 

demikian, syarat-syarat pengajuan kepailitan dirancang untuk 

memastikan proses yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. 

 

3. Prosedur Pengajuan Kepailitan 

Prosedur pengajuan kepailitan diatur secara rinci dalam Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (UUK), yang mencakup beberapa 

tahapan penting. Tahapan pertama dimulai dengan pengajuan 

permohonan kepailitan ke pengadilan niaga. Permohonan ini diajukan 

oleh pihak yang berwenang, seperti kreditur atau debitor, dengan 

melampirkan bukti adanya utang yang telah jatuh tempo dan belum 

dibayar oleh debitor. Bukti ini bisa berupa dokumen yang menunjukkan 

adanya hubungan utang piutang yang jelas dan mendasar, yang 

memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan. 

Langkah berikutnya adalah pemeriksaan di pengadilan niaga. 

Pengadilan niaga memiliki kewajiban untuk memeriksa dan 

memutuskan perkara kepailitan dalam waktu 20 hari sejak permohonan 

diterima. Proses pemeriksaan ini melibatkan pengkajian terhadap bukti-

bukti yang diajukan, termasuk apakah utang debitor sudah jatuh tempo 

dan dapat ditagih, serta apakah debitor memiliki lebih dari satu kreditur, 

yang merupakan syarat penting dalam pengajuan permohonan 

kepailitan. Selama pemeriksaan, pengadilan akan mendengarkan 

argumen dari pihak penggugat dan tergugat, termasuk kemungkinan 

perlawanan dari debitor yang tidak setuju dengan permohonan 

kepailitan. 

Jika pengadilan memutuskan untuk mengabulkan permohonan 

kepailitan, pengadilan akan menetapkan putusan pailit. Putusan ini 

bersifat serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad), yang berarti langsung 

berlaku meskipun masih dapat diajukan banding. Dengan penetapan ini, 

debitor secara hukum dianggap tidak mampu membayar utangnya, dan 

proses kepailitan dimulai. Tahapan terakhir dalam proses ini adalah 

pengangkatan kurator oleh pengadilan. Kurator yang ditunjuk akan 

bertanggung jawab untuk mengelola dan melikuidasi harta pailit debitor. 



 109  Buku Ajar 

Tugas kurator adalah menyelesaikan utang debitor dengan cara menjual 

aset-aset yang dimiliki debitor dan mendistribusikan hasil penjualan 

kepada kreditur sesuai dengan prioritas pembayaran yang berlaku dalam 

hukum kepailitan. Proses ini bertujuan untuk memberikan penyelesaian 

yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam utang piutang debitor. 

 

4. Aspek Hukum dalam Kepailitan 

Pada proses kepailitan, terdapat beberapa aspek hukum yang 

perlu dipahami, salah satunya adalah pengelolaan harta pailit. Harta 

pailit terdiri dari semua aset debitor yang digunakan untuk melunasi 

utang kepada kreditur. Harta ini mencakup segala bentuk kekayaan yang 

dimiliki debitor sebelum putusan pailit dikeluarkan. Namun, ada 

beberapa pengecualian terhadap harta yang dapat dimasukkan ke dalam 

harta pailit. Misalnya, harta yang diperoleh setelah putusan pailit 

dijatuhkan tidak termasuk dalam harta pailit, begitu pula dengan harta 

yang secara eksplisit dikecualikan oleh undang-undang, seperti 

kebutuhan pokok debitor yang digunakan untuk kehidupannya sehari-

hari. Dengan demikian, hanya aset yang dimiliki debitor pada saat 

putusan pailit dikeluarkan yang dapat dipergunakan untuk melunasi 

utang. 

Hak kreditur dalam kepailitan diatur dalam urutan prioritas. 

Kreditur preferen, seperti pajak yang belum dibayar dan gaji karyawan, 

memiliki hak utama untuk dibayar terlebih dahulu. Setelah itu, kreditur 

separatis, yang memiliki jaminan kebendaan seperti hipotek atau 

jaminan fidusia, akan mendapatkan hak untuk dilunasi utangnya sesuai 

dengan nilai jaminan yang diberikan. Kreditur konkuren, yang tidak 

memiliki jaminan khusus, baru akan menerima pembayaran setelah 

kreditur preferen dan separatis dilunasi. Prioritas pembayaran ini penting 

untuk menentukan bagaimana hasil dari likuidasi aset debitor akan 

didistribusikan secara adil kepada semua pihak yang terlibat. 

Peran kurator dalam kepailitan sangat vital, karena kurator 

bertugas untuk mengelola dan melikuidasi harta pailit debitor. Tugas ini 

mencakup penjualan aset debitor, yang hasilnya akan digunakan untuk 

membayar kreditur. Kurator bertanggung jawab untuk memastikan 

bahwa proses ini dilakukan dengan adil dan sesuai dengan hukum yang 

berlaku. Selain itu, hakim pengawas juga berperan penting dalam 

mengawasi jalannya proses kepailitan. Hakim pengawas bertugas untuk 

memastikan bahwa tugas yang dilakukan oleh kurator telah sesuai 
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dengan ketentuan hukum, menjaga kepatuhan terhadap prosedur yang 

ada, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan 

proses kepailitan. 

 

5. Pengakhiran Kepailitan 

Proses kepailitan dapat berakhir melalui beberapa cara, 

tergantung pada keadaan yang terjadi selama proses tersebut. Salah satu 

kondisi yang mengakhiri kepailitan adalah ketika seluruh harta pailit 

debitor habis dan telah dibagikan kepada kreditur. Setelah aset debitor 

dijual dan hasilnya digunakan untuk membayar utang-utang sesuai 

dengan prioritas yang telah ditetapkan, jika seluruh kewajiban utang 

telah dilunasi, kepailitan dianggap selesai. Hal ini menandakan bahwa 

tujuan utama dari kepailitan, yaitu pembayaran utang, telah tercapai, dan 

proses likuidasi harta debitor berakhir. 

Kepailitan juga dapat berakhir jika debitor dan kreditur mencapai 

kesepakatan perdamaian atau homologasi. Dalam hal ini, debitor dan 

kreditur dapat duduk bersama dan menyusun rencana perdamaian untuk 

menyelesaikan utang-utang debitor tanpa harus melalui proses likuidasi 

lebih lanjut. Rencana perdamaian ini harus disahkan oleh pengadilan 

untuk menjadi sah dan mengakhiri status kepailitan. Pengadilan 

kemudian akan mengesahkan kesepakatan tersebut melalui putusan 

homologasi, yang berarti debitor dan kreditur telah sepakat untuk 

menyelesaikan utang dengan cara yang lebih terstruktur dan tidak 

melalui proses penjualan aset. 

Kepailitan juga dapat berakhir jika putusan pailit dibatalkan oleh 

pengadilan. Ini dapat terjadi jika pengadilan menemukan bahwa syarat-

syarat kepailitan tidak terpenuhi, seperti jika bukti yang diajukan tidak 

cukup untuk membuktikan bahwa debitor tidak mampu membayar utang 

yang jatuh tempo atau jika ada kekeliruan dalam proses pengajuan 

permohonan kepailitan. Jika hal ini terjadi, maka putusan pailit yang 

telah dikeluarkan dapat dibatalkan, dan debitor akan kembali dalam 

status semula, yaitu tidak berada dalam keadaan pailit. Dengan demikian, 

meskipun proses kepailitan dapat berlangsung cukup lama, terdapat 

beberapa cara yang memungkinkan pengakhiran kepailitan, baik melalui 

pelunasan utang, perdamaian, atau pembatalan putusan pailit. 
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C. Norma Hukum yang Mengatur Proses Penyelesaian Utang dan 

Pembagian Aset Pailit 

 

Norma hukum yang mengatur proses penyelesaian utang dan 

pembagian aset pailit di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (UUK). Undang-undang ini memberikan panduan 

hukum mengenai prosedur penyelesaian utang-piutang, pembagian harta 

pailit, hak dan kewajiban pihak terkait, serta prinsip keadilan dan 

transparansi dalam proses penyelesaian kepailitan. 

 

1. Prinsip-Prinsip Dasar dalam Proses Penyelesaian Utang 

Proses penyelesaian utang dalam Undang-Undang Kepailitan 

(UUK) mengedepankan beberapa prinsip dasar yang bertujuan untuk 

menciptakan penyelesaian yang adil dan efisien bagi semua pihak yang 

terlibat. Salah satu prinsip utama adalah prinsip keadilan, yang 

menekankan bahwa semua kreditur berhak mendapatkan pelunasan 

utang sesuai dengan prioritas dan klasifikasi. Kreditur yang memiliki hak 

preferen, separatis, dan konkuren akan diperlakukan sesuai dengan 

urutan yang ditentukan oleh hukum, sehingga memastikan bahwa setiap 

kreditur mendapatkan bagian yang adil berdasarkan tingkat kepentingan 

dan jaminan yang ada. 

Prinsip transparansi juga sangat penting dalam proses kepailitan. 

Seluruh tahapan dari pengajuan permohonan kepailitan hingga 

pembagian harta pailit dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan 

bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau dikecualikan dalam proses 

ini, dan setiap langkah yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. 

Transparansi juga memungkinkan kreditur untuk memantau 

perkembangan proses kepailitan dan memastikan bahwa semua 

keputusan yang diambil oleh pengadilan atau kurator sesuai dengan 

hukum yang berlaku. 

Prinsip efisiensi juga menjadi dasar penting dalam penyelesaian 

utang. Dalam konteks kepailitan, penyelesaian utang dilakukan secara 

kolektif, yaitu dengan melibatkan semua kreditur dalam satu proses yang 

terkoordinasi, dibandingkan dengan upaya penyelesaian individual yang 

dapat memakan waktu dan biaya lebih besar. Dengan pendekatan 

kolektif ini, waktu dan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan utang 
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dapat lebih efisien, memungkinkan proses likuidasi harta debitor dan 

pembagian hasilnya dilakukan secara cepat dan tanpa prosedur yang 

berlarut-larut. Oleh karena itu, ketiga prinsip ini keadilan, transparansi, 

dan efisiensi saling mendukung untuk menciptakan proses penyelesaian 

utang yang adil dan tepat waktu bagi semua pihak yang terlibat. 

 

2. Tahapan Proses Penyelesaian Utang 

Proses penyelesaian utang dalam kepailitan melibatkan beberapa 

tahapan yang dimulai dengan putusan pailit yang dikeluarkan oleh 

pengadilan niaga. Putusan ini menetapkan bahwa debitor dalam keadaan 

pailit dan seluruh hartanya, kecuali yang dikecualikan oleh undang-

undang, akan menjadi harta pailit. Harta tersebut akan dikelola oleh 

kurator untuk pelunasan utang kepada kreditur. Setelah putusan pailit, 

langkah selanjutnya adalah pengangkatan kurator. Kurator ditunjuk oleh 

pengadilan untuk mengelola dan membereskan harta pailit. Tugas 

kurator meliputi beberapa hal penting, antara lain melakukan 

inventarisasi atas seluruh harta debitor untuk mengetahui nilai dan jenis 

aset yang dimiliki. Kurator juga bertanggung jawab untuk memverifikasi 

klaim kreditur, memastikan keabsahan piutang yang diajukan, serta 

menjual atau melelang aset pailit guna memperoleh dana yang akan 

digunakan untuk melunasi utang. 

Tahapan berikutnya adalah verifikasi piutang, di mana kreditur 

wajib mendaftarkan piutangnya kepada kurator. Pendaftaran ini 

diperlukan agar klaim dapat diverifikasi. Selanjutnya, akan dilakukan 

sidang verifikasi oleh pengadilan untuk memeriksa dan menetapkan 

apakah klaim piutang yang diajukan valid atau tidak. Proses ini 

memastikan bahwa hanya piutang yang sah yang akan diprioritaskan 

dalam pembagian aset pailit. Setelah seluruh harta debitor terjual, 

langkah terakhir adalah pembagian aset pailit kepada kreditur sesuai 

dengan urutan prioritas yang telah diatur dalam hukum. Pertama, 

kreditur preferen, yang memiliki hak istimewa, seperti gaji karyawan 

atau pajak, akan menerima pembayaran. Selanjutnya, kreditur separatis, 

yang memiliki jaminan kebendaan, seperti hipotek dan fidusia, akan 

mendapatkan pelunasan sesuai dengan nilai jaminan yang ada. Terakhir, 

kreditur konkuren, yang tidak memiliki jaminan khusus, akan menerima 

sisa pelunasan jika ada dana yang tersedia setelah prioritas lainnya 

dipenuhi. 
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3. Pembagian Aset Pailit 

Pembagian aset pailit merupakan tahap penting dalam proses 

kepailitan yang dilakukan untuk melunasi utang debitor kepada kreditur. 

Proses ini mengacu pada urutan prioritas yang ditetapkan dalam undang-

undang, dengan tujuan memastikan bahwa hak-hak kreditur dipenuhi 

sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Kreditur preferen adalah 

pihak pertama yang berhak menerima pembayaran dari hasil penjualan 

aset pailit, memiliki hak istimewa berdasarkan ketentuan hukum 

tertentu. Salah satu contoh adalah pajak yang terutang, yang memiliki 

prioritas tinggi untuk dibayar, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 

(1) Undang-Undang Kepailitan (UUK). Selain itu, gaji karyawan juga 

merupakan hak preferen yang harus dibayar, dengan jumlah tertentu 

yang diatur dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan. 

Kedua kategori ini mendapatkan pembayaran terlebih dahulu karena 

dianggap sebagai kewajiban yang lebih mendesak dan memiliki dampak 

langsung terhadap kepentingan umum dan karyawan. 

Kreditur separatis adalah pihak yang memiliki hak atas benda 

jaminan tertentu yang telah diberikan oleh debitor, mencakup pemegang 

jaminan fidusia dan hipotek yang memiliki klaim atas aset tertentu yang 

dijaminkan untuk utang debitor. Kreditur separatis berhak menerima 

hasil dari penjualan objek jaminan tersebut, sesuai dengan nilai yang 

tercatat dalam perjanjian jaminan. Dalam hal ini, mendapatkan hak yang 

lebih tinggi dibandingkan kreditur konkuren, karena memiliki klaim 

khusus atas aset tertentu. 

Kreditur konkuren adalah pihak yang tidak memiliki jaminan 

khusus atas aset debitor, akan menerima sisa hasil penjualan harta pailit 

setelah kreditur preferen dan separatis dibayar. Pembagian kepada 

kreditur konkuren dilakukan secara proporsional, sesuai dengan 

besarnya piutang yang dimiliki. Dengan kata lain, jika ada sisa dana 

setelah pemenuhan kewajiban terhadap kreditur preferen dan separatis, 

maka kreditur konkuren akan mendapatkan bagian yang sesuai dengan 

proporsi utang yang belum dibayar. 

 

4. Hak dan Kewajiban Pihak Terkait 

Padaproses kepailitan, setiap pihak yang terlibat memiliki hak 

dan kewajiban yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang 

Kepailitan (UUK), untuk memastikan bahwa prosedur berjalan dengan 

adil dan sesuai hukum. Hak kreditur, debitor, dan tugas kurator 
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merupakan elemen utama dalam proses ini. Hak kreditur diatur 

sedemikian rupa untuk melindungi kepentingannya dalam proses 

pelunasan utang. Kreditur berhak untuk mengajukan klaim piutang 

kepada kurator setelah debitor dinyatakan pailit. Klaim ini penting agar 

hak kreditur tercatat dan diakui dalam pembagian harta pailit. Kreditur 

juga memiliki hak untuk menghadiri sidang verifikasi, yang merupakan 

kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap klaim piutang yang 

mungkin salah atau tidak valid. Selain itu, kreditur separatis yang 

memiliki jaminan kebendaan tertentu (seperti hipotek atau fidusia) 

berhak atas pelunasan utangnya dari hasil penjualan objek jaminan 

sesuai dengan nilai utang yang terutang. 

Hak debitor juga diatur dalam UUK untuk memberikan 

kesempatan bagi debitor untuk berpartisipasi dalam proses kepailitan. 

Debitor memiliki hak untuk mengajukan permohonan perdamaian 

dengan kreditur, yang dikenal sebagai prosedur homologasi. Ini 

memungkinkan debitor dan kreditur untuk mencapai kesepakatan damai 

yang dapat menghentikan proses kepailitan dan memberikan solusi yang 

lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak. Selain itu, debitor juga 

berhak untuk menghadiri proses verifikasi, di mana dapat memberikan 

klarifikasi terkait klaim piutang yang diajukan oleh kreditur, memastikan 

bahwa semua klaim yang diajukan valid dan tepat. 

Kurator memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat penting 

dalam proses kepailitan. Kurator bertanggung jawab untuk mengelola 

dan membereskan harta pailit debitor, dengan tujuan utama melunasi 

utang-utang yang terutang kepada kreditur. Tugas ini mencakup 

penginventarisasian harta debitor, menjual atau melelang aset, serta 

memastikan bahwa hasil penjualan dibagikan kepada kreditur sesuai 

dengan urutan prioritas yang berlaku. Kurator juga wajib menyusun 

laporan pemberesan yang diajukan kepada hakim pengawas dan kreditur, 

untuk memberikan transparansi dan memastikan bahwa proses kepailitan 

dilakukan dengan adil dan sesuai aturan yang berlaku. 

 

5. Norma Hukum dalam Proses Penyelesaian Utang 
Norma hukum yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan 

(UUK) bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyelesaian utang 

berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku. Beberapa norma hukum penting dalam UUK terkait 
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dengan kewajiban pengadilan niaga, peran hakim pengawas, serta 

prinsip keadilan dalam pembagian aset pailit. 

Kewajiban Pengadilan Niaga merupakan elemen penting dalam 

memastikan bahwa proses kepailitan dilaksanakan secara sah dan sesuai 

hukum. Pengadilan niaga memiliki kewajiban untuk memeriksa bukti 

yang diajukan oleh pihak yang mengajukan permohonan kepailitan dan 

memberikan putusan dalam waktu yang telah ditentukan, yaitu maksimal 

20 hari sejak permohonan diajukan. Proses ini harus dilakukan dengan 

cermat dan hati-hati, mengingat keputusan kepailitan akan 

mempengaruhi banyak pihak, baik debitor maupun kreditur. Pengadilan 

niaga juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap langkah 

dalam proses kepailitan berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang 

berlaku. 

Peran Hakim Pengawas juga sangat krusial dalam proses 

kepailitan. Hakim pengawas berfungsi untuk memantau jalannya proses 

kepailitan, terutama pelaksanaan tugas kurator yang mengelola dan 

membereskan harta pailit debitor. Tugas hakim pengawas adalah 

memastikan bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh kurator tetap 

dalam koridor hukum dan prinsip keadilan. Hakim pengawas juga 

berperan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau 

ketidakadilan yang dapat merugikan salah satu pihak, baik debitor 

maupun kreditur. Dalam hal ini, hakim pengawas berperan sebagai 

pengontrol independen yang menjaga agar proses kepailitan tetap 

berjalan dengan transparan. 

Keadilan dalam Pembagian Aset menjadi prinsip utama dalam 

penyelesaian utang melalui kepailitan. UUK mengatur bahwa setiap 

kreditur harus menerima pelunasan utangnya sesuai dengan urutan 

prioritas yang telah ditetapkan. Kreditur preferen, yang memiliki hak 

istimewa seperti pajak atau gaji karyawan, akan didahulukan dalam 

penerimaan pembayaran. Selanjutnya, kreditur separatis yang memiliki 

jaminan kebendaan akan dilunasi sesuai dengan nilai jaminannya, dan 

terakhir, kreditur konkuren yang tidak memiliki jaminan akan menerima 

bagian dari sisa hasil penjualan aset debitor. Pembagian yang adil ini 

bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak yang 

terlibat dan memastikan bahwa hak kreditur dihormati. 
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D. Latihan Soal 

 

1. Jelaskan tujuan utama dari pengaturan jaminan fidusia dalam 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999! 

2. Sebutkan dan jelaskan urutan prioritas kreditur dalam proses 

pembagian aset pailit menurut UUK! 

3. Apa perbedaan mendasar antara kreditur preferen, kreditur separatis, 

dan kreditur konkuren? 

4. Apa peran hakim pengawas dalam proses penyelesaian kepailitan? 

5. Mengapa prinsip keadilan menjadi penting dalam pembagian aset 

pailit?  
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BAB VIII 
AKIBAT HUKUM JAMINAN DAN 

KEPAILITAN 
 

 

 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait dengan akibat kepailitan terhadap kreditor 

yang memiliki jaminan, memahami akibat kepailitan terhadap debitor 

dan aset yang dijaminkan, memahami pembagian harta pailit dan 

prioritas pembayaran utang, serta memahami implikasi hukum 

jaminan pada harta yang masuk dalam proses kepailitan, sehingga 

pembaca dapat memahami lebih dalam tentang dampak kepailitan 

terhadap kreditor dan debitor yang terlibat, serta bagaimana hukum 

mengatur pembagian harta pailit dan perlakuan jaminan dalam proses 

kepailitan di Indonesia. 

Materi Pembelajaran 

• Akibat Kepailitan Terhadap Kreditor yang Memiliki Jaminan 

• Akibat Kepailitan Terhadap Debitor dan Aset yang Dijaminkan 

• Pembagian Harta Pailit dan Prioritas Pembayaran Utang 

• Implikasi Hukum Jaminan pada Harta yang Masuk dalam Proses 

Kepailitan 

• Latihan Soal 

 

A. Akibat Kepailitan Terhadap Kreditor yang Memiliki Jaminan 

 

Kreditor yang memiliki jaminan atau dikenal sebagai kreditor 

separatis memiliki kedudukan khusus dalam proses kepailitan di 

Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (UUK-PKPU), yang memberikan hak kepada 

kreditor separatis untuk mengeksekusi jaminan meskipun debitor dalam 

keadaan pailit. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana 
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kedudukan kreditor dengan jaminan diperlakukan dalam proses 

kepailitan, termasuk hak-hak dan kewajiban. 

 

1. Hak Kreditor Separatis dalam Kepailitan 

Kreditur separatis memiliki hak istimewa dalam proses 

kepailitan, yang dikenal sebagai hak "droit de preference" atau hak untuk 

didahulukan. Hak ini memberikan kreditur separatis kewenangan untuk 

mengeksekusi barang atau aset yang telah dijaminkan tanpa harus 

menunggu penyelesaian seluruh proses kepailitan. Hak ini diatur dalam 

Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata), yang menyatakan bahwa kreditur separatis, seperti 

pemegang jaminan fidusia, hipotek, gadai, atau hak tanggungan, berhak 

untuk memperoleh pelunasan utang dengan cara mengeksekusi objek 

jaminan yang telah disepakati, sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku. 

Meskipun kreditur separatis memiliki hak untuk mengeksekusi 

objek jaminan, hak tersebut tidak bersifat mutlak. Undang-Undang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) 

memberikan perlindungan terhadap debitor dengan memungkinkan 

kurator untuk meminta penangguhan eksekusi selama 90 hari setelah 

putusan pailit dijatuhkan. Penangguhan eksekusi ini bertujuan untuk 

menjaga agar proses penyelesaian utang yang adil dan terkoordinasi 

dapat berjalan dengan baik. Dalam periode penangguhan tersebut, 

kurator memiliki kewenangan untuk mengelola harta pailit dan 

memastikan bahwa semua kreditur, termasuk kreditur separatis, 

menerima haknya sesuai dengan urutan prioritas yang telah ditentukan. 

 

2. Pengaruh Kepailitan terhadap Kreditor Separatis 

Kepailitan memberikan dampak signifikan terhadap kreditor 

separatis, yang memiliki hak istimewa atas aset yang dijaminkan. 

Pertama, kreditor separatis tetap memiliki hak untuk melanjutkan 

eksekusi atas aset yang dijaminkan, tetapi eksekusi tersebut harus 

memperhatikan ketentuan penangguhan yang dapat diminta oleh kurator. 

Berdasarkan Pasal 56 UUK-PKPU, kurator memiliki wewenang untuk 

meminta penangguhan eksekusi hingga 90 hari setelah putusan pailit 

dijatuhkan. Selama masa penangguhan ini, kreditor separatis tidak dapat 

melanjutkan eksekusi terhadap objek jaminan, kecuali jika diberikan izin 

oleh pengadilan atau dalam situasi yang diatur oleh undang-undang. 
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Setelah periode penangguhan berakhir, eksekusi jaminan dapat 

dilaksanakan melalui pelelangan yang diatur oleh kurator, dan hasil 

penjualannya akan digunakan untuk melunasi utang debitor sesuai 

dengan hak-hak kreditur. 

Pada beberapa kasus, hasil dari eksekusi jaminan yang dilakukan 

oleh kreditor separatis mungkin tidak cukup untuk melunasi seluruh 

utangnya. Dalam hal ini, kreditor separatis berhak untuk mengajukan 

klaim atas sisa utang yang belum terbayar sebagai kreditor konkuren. Hal 

ini berarti bahwa kreditor separatis harus bersaing dengan kreditur lain 

yang tidak memiliki hak jaminan khusus. Oleh karena itu, meskipun 

memiliki prioritas dalam hal eksekusi aset yang dijaminkan, tetap harus 

mengikuti urutan prioritas yang ditetapkan dalam proses kepailitan, yang 

dapat mengurangi jumlah yang diterima. 

 

3. Implikasi terhadap Kepentingan Kreditor 

Kreditor separatis memiliki hak istimewa atas aset yang 

dijaminkan, seperti yang tercantum dalam hukum perdata, yang 

memberikannya perlindungan hukum untuk memastikan pembayaran 

utang melalui eksekusi jaminan. Namun, meskipun memiliki hak 

eksekusi atas benda yang dijaminkan, proses kepailitan memberikan 

pembatasan tertentu yang dapat mempengaruhi kepentingan. Salah satu 

pembatasan utama adalah bahwa kurator dapat meminta penangguhan 

eksekusi selama maksimal 90 hari setelah putusan pailit dijatuhkan. 

Selama masa ini, kreditor separatis tidak dapat melanjutkan eksekusi 

terhadap aset yang dijaminkan tanpa izin pengadilan, yang dapat 

menghambatnya dalam segera mendapatkan pembayaran utang. 

Penangguhan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada 

kurator untuk mengelola dan memproses harta pailit secara 

terkoordinasi, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam 

kepailitan diperlakukan secara adil. 

Kreditor separatis juga menghadapi potensi kerugian jika hasil 

dari eksekusi jaminan tidak mencukupi untuk melunasi seluruh 

utangnya. Dalam hal ini, kekurangan hasil dari eksekusi jaminan akan 

memaksa kreditor separatis untuk mengajukan klaim atas sisa utangnya 

sebagai kreditor konkuren. Hal ini berarti kreditor separatis harus 

bersaing dengan kreditur lain yang tidak memiliki jaminan kebendaan 

khusus, yang sering kali menempatkannya pada posisi yang kurang 

menguntungkan dalam antrian pembagian aset. Sebagai kreditur 
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konkuren, hanya dapat menerima pelunasan sesuai dengan urutan 

prioritas yang berlaku, yang kemungkinan besar akan lebih rendah 

dibandingkan dengan prioritasnya sebagai kreditor separatis yang 

memiliki hak atas jaminan kebendaan. 

 

4. Studi Kasus dan Perkembangan Terbaru 

Kasus kepailitan PT Asuransi Jiwa Kresna pada tahun 2022 

menjadi salah satu contoh penting yang mengilustrasikan tantangan yang 

dihadapi kreditor separatis dalam mengeksekusi haknya. Dalam kasus 

ini, kreditor separatis mengalami kesulitan dalam melanjutkan proses 

eksekusi jaminan karena adanya sengketa nilai aset yang dijaminkan. 

Ketidakpastian mengenai nilai aset ini memperpanjang proses 

penyelesaian utang, sekaligus menunda pelunasan yang menjadi hak 

kreditor separatis. Selain itu, kreditor separatis harus mendapatkan izin 

dari kurator untuk melanjutkan eksekusi aset yang dijaminkan. Hal ini 

menegaskan bahwa proses kepailitan tidak hanya sekadar tentang 

pelunasan utang, tetapi juga melibatkan koordinasi yang kompleks 

antara berbagai pihak, termasuk kreditor, kurator, dan pengadilan. 

Kasus ini juga menunjukkan pentingnya transparansi dalam 

proses penghitungan nilai aset pailit. Kreditor separatis bergantung pada 

keakuratan informasi mengenai nilai aset untuk memastikan bahwa 

haknya dilindungi secara adil. Namun, jika terjadi ketidaksesuaian antara 

nilai yang diajukan oleh kreditor dan penilaian kurator, sengketa dapat 

muncul, memperpanjang proses kepailitan dan mengakibatkan 

ketidakpastian bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penilaian 

aset yang transparan dan akurat menjadi elemen kunci untuk mencegah 

konflik dan mempercepat penyelesaian utang dalam kepailitan. 

Dari perspektif regulasi, kasus ini memperkuat urgensi perlunya 

pengawasan yang lebih ketat terhadap proses kepailitan, khususnya 

dalam hal hubungan antara kreditor separatis dan kurator. Koordinasi 

yang baik antara kedua pihak dapat mengurangi potensi perselisihan dan 

memastikan bahwa pelaksanaan hak eksekusi berjalan lancar. Selain itu, 

perkembangan terbaru menunjukkan bahwa teknologi seperti sistem 

digitalisasi data aset mulai diterapkan untuk meningkatkan transparansi 

dan efisiensi dalam proses kepailitan. Dengan sistem ini, kreditor dan 

kurator dapat mengakses informasi secara real-time, sehingga 

mempercepat pengambilan keputusan dan mengurangi potensi sengketa. 
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Kasus PT Asuransi Jiwa Kresna memberikan pelajaran berharga 

tentang pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi dalam 

proses kepailitan. Kreditor separatis, meskipun memiliki hak istimewa, 

tetap membutuhkan kerangka hukum dan manajemen aset yang solid 

untuk melindungi kepentingan secara optimal. Hal ini membahas 

perlunya reformasi berkelanjutan dalam sistem kepailitan untuk 

mendukung penyelesaian utang yang lebih adil dan efisien. 

 

B. Akibat Kepailitan Terhadap Debitor dan Aset yang Dijaminkan 

 

Kepailitan merupakan keadaan hukum di mana debitor 

kehilangan hak untuk menguasai dan mengelola harta kekayaannya, 

yang kemudian beralih ke kurator untuk dilakukan pemberesan guna 

melunasi utang kepada para kreditor. Akibat hukum ini berdampak 

signifikan pada debitor dan aset yang telah dijaminkan kepada kreditor. 

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), ketentuan-

ketentuan mengenai akibat kepailitan terhadap debitor dan asetnya diatur 

secara terperinci. 

 

1. Kehilangan Kendali atas Aset 

Ketika seorang debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, 

seluruh harta kekayaannya, baik yang dijaminkan maupun tidak, secara 

otomatis menjadi bagian dari boedel pailit. Boedel pailit merupakan 

kumpulan aset yang akan digunakan untuk membayar utang debitor 

kepada para kreditornya. Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) secara tegas 

menyatakan bahwa debitor kehilangan hak untuk menguasai atau 

mengelola aset miliknya setelah putusan pailit dijatuhkan. Hak untuk 

mengelola dan membereskan aset tersebut dialihkan sepenuhnya kepada 

kurator, yang bertindak sebagai pihak independen yang ditunjuk oleh 

pengadilan. 

Kehilangan kendali atas aset ini bertujuan untuk mencegah 

adanya potensi penyalahgunaan aset oleh debitor, misalnya menjual, 

menyembunyikan, atau memindahkan aset secara tidak sah. Kurator 

memiliki kewenangan penuh untuk melakukan inventarisasi harta 

debitor, termasuk memverifikasi klaim dari para kreditor. Tugas kurator 

meliputi penjualan atau pelelangan aset pailit, mengelola dana yang 
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diperoleh, serta membagikan hasilnya kepada kreditor sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini dilakukan untuk memastikan 

bahwa pelunasan utang dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai 

dengan urutan prioritas yang telah diatur dalam undang-undang. 

Bagi debitor, kehilangan kendali atas aset dapat menjadi situasi 

yang sangat sulit karena tidak lagi memiliki otoritas untuk menentukan 

penggunaan atau pengelolaan hartanya sendiri. Bahkan, dalam beberapa 

kasus, aset yang dianggap penting untuk kelangsungan hidup debitor 

juga bisa masuk dalam boedel pailit, kecuali terdapat pengecualian 

tertentu yang diatur dalam undang-undang. Namun, debitor masih 

memiliki hak untuk mengajukan usulan perdamaian kepada para 

kreditor, yang dapat menjadi solusi alternatif untuk menghentikan proses 

kepailitan jika disetujui. 

 

2. Pengaruh Kepailitan pada Aset yang Dijaminkan 

Kepailitan memberikan pengaruh signifikan terhadap aset yang 

dijaminkan, terutama dalam konteks kreditor separatis, yaitu kreditor 

yang memiliki hak atas jaminan tertentu seperti fidusia, hipotek, atau hak 

tanggungan. Aset yang dijaminkan memiliki kedudukan khusus dalam 

proses kepailitan, dengan sejumlah implikasi yang diatur oleh Undang-

Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(UUK-PKPU). 

Hak eksekusi jaminan oleh kreditor separatis tetap diakui 

meskipun debitor dinyatakan pailit. Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU 

mengatur bahwa kreditor separatis berhak menuntut pelunasan utangnya 

dari hasil eksekusi jaminan secara langsung. Proses ini memberikan 

kreditor separatis posisi yang lebih aman dibandingkan kreditor lain. 

Namun, pelaksanaan hak ini tidak selalu bersifat segera. Sesuai Pasal 56 

ayat (1) UUK-PKPU, kurator dapat meminta penundaan eksekusi hingga 

90 hari setelah putusan pailit dijatuhkan. Penundaan ini bertujuan untuk 

menjaga keseimbangan antara hak kreditor separatis dan kepentingan 

kreditor lain, serta memastikan proses penyelesaian utang berjalan secara 

terorganisasi. 

Jika hasil eksekusi jaminan tidak mencukupi untuk melunasi 

seluruh utang, maka pengurangan nilai jaminan menjadi tanggung jawab 

debitor. Dalam hal ini, kreditor separatis dapat mengajukan sisa 

klaimnya sebagai kreditor konkuren. Sebagai kreditor konkuren, harus 

bersaing dengan kreditor lain yang tidak memiliki hak istimewa atas aset 
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debitor. Hal ini dapat memperpanjang proses pelunasan dan memberikan 

risiko tambahan bagi kreditor separatis. 

Aset non-jaminan debitor, yaitu aset yang tidak dijaminkan 

kepada kreditor separatis, akan menjadi bagian dari boedel pailit yang 

dikelola oleh kurator. Aset-aset ini digunakan untuk membayar kreditor 

konkuren dan kreditor preferen sesuai urutan prioritas yang diatur dalam 

undang-undang. Kreditor preferen, seperti yang memiliki hak atas pajak 

terutang atau gaji karyawan, memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan 

kreditor konkuren. 

 

3. Dampak pada Debitor Secara Pribadi 

Proses kepailitan memberikan dampak yang signifikan terhadap 

debitor secara pribadi, mencakup aspek pengelolaan aset, reputasi, dan 

peluang penyelesaian utang. Dampak-dampak ini tidak hanya bersifat 

finansial tetapi juga memengaruhi keberlanjutan karier atau bisnis 

debitor di masa depan. 

Kehilangan hak atas aset menjadi konsekuensi utama bagi 

debitor yang dinyatakan pailit. Seluruh aset debitor, baik yang 

dijaminkan kepada kreditor maupun yang tidak, masuk ke dalam boedel 

pailit dan dikelola oleh kurator. Debitor kehilangan kendali penuh atas 

aset-aset tersebut, kecuali untuk aset pribadi yang secara hukum 

dikecualikan dari boedel pailit, seperti barang-barang kebutuhan pokok 

atau harta milik pasangan yang tidak terkait dengan utang. Pengelolaan 

aset oleh kurator bertujuan untuk memastikan pembagian yang adil 

kepada kreditor sesuai dengan prioritas yang diatur undang-undang. 

Kerugian reputasi menjadi salah satu dampak non-materiil yang 

signifikan. Status pailit sering kali dipandang negatif, terutama dalam 

dunia bisnis. Debitor yang dinyatakan pailit menghadapi tantangan besar 

dalam membangun kembali kepercayaan dari mitra bisnis, kreditor, atau 

bahkan masyarakat umum. Hal ini dapat menyulitkan debitor untuk 

mendapatkan peluang pembiayaan, kerjasama bisnis, atau memulai 

usaha baru. Reputasi yang tercoreng memerlukan waktu dan upaya yang 

besar untuk dipulihkan. 

Potensi penyelesaian melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang (PKPU) menjadi salah satu opsi yang dapat dimanfaatkan debitor 

sebelum dinyatakan pailit. PKPU memungkinkan debitor untuk 

merundingkan skema pembayaran dengan para kreditor, sehingga 

memberikan peluang untuk menghindari status pailit. Namun, 
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keberhasilan PKPU sangat bergantung pada kesepakatan dengan 

kreditor. Jika negosiasi ini gagal atau kreditor menolak usulan 

penyelesaian, maka proses kepailitan menjadi tidak terelakkan. Dalam 

situasi seperti ini, debitor harus menerima dampak penuh dari proses 

kepailitan, termasuk kehilangan kendali atas aset dan kerugian reputasi. 

 

4. Studi Kasus dan Perkembangan 

Kasus kepailitan PT Nyonya Meneer pada tahun 2017 menjadi 

salah satu contoh mencolok mengenai dampak kepailitan pada 

pengelolaan aset perusahaan. PT Nyonya Meneer, salah satu perusahaan 

jamu tertua dan paling dikenal di Indonesia, menghadapi tantangan 

finansial besar yang menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit oleh 

Pengadilan Niaga. Putusan ini menandai akhir dari perjalanan panjang 

perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1919. 

Salah satu dampak utama dari kepailitan ini adalah kehilangan 

kendali atas aset perusahaan oleh debitor. Seluruh aset PT Nyonya 

Meneer, termasuk pabrik, peralatan, dan merek dagang, menjadi bagian 

dari boedel pailit yang dikelola oleh kurator. Kurator diberi tanggung 

jawab untuk menginventarisasi, mengelola, dan melelang aset-aset 

tersebut guna melunasi utang kepada para kreditor. Proses lelang 

dilakukan sesuai dengan prioritas pembayaran yang telah ditentukan 

oleh undang-undang, dengan kreditor separatis yang memiliki jaminan 

aset memperoleh hak atas hasil penjualan lebih dahulu dibandingkan 

kreditor konkuren. 

Kasus ini juga membahas pentingnya pengelolaan utang yang 

bijaksana sebelum memasuki fase kepailitan. Masalah utama yang 

dihadapi PT Nyonya Meneer adalah ketidakmampuan untuk memenuhi 

kewajiban finansialnya, yang sebagian besar disebabkan oleh 

manajemen keuangan yang tidak efektif dan persaingan pasar yang 

semakin ketat. Upaya restrukturisasi utang melalui mekanisme 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sempat dilakukan, 

namun gagal mencapai kesepakatan dengan para kreditor. Akibatnya, 

pengadilan memutuskan untuk melanjutkan proses kepailitan. 

Dari sudut pandang hukum dan bisnis, kasus ini memberikan 

pelajaran penting tentang pentingnya mitigasi risiko keuangan. 

Perusahaan harus memiliki strategi yang jelas dalam mengelola utang, 

baik melalui restrukturisasi, diversifikasi pendapatan, maupun efisiensi 

operasional. Selain itu, penting bagi perusahaan untuk memanfaatkan 
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mekanisme PKPU secara maksimal sebagai upaya penyelesaian yang 

dapat mencegah kepailitan. 

 

C. Pembagian Harta Pailit dan Prioritas Pembayaran Utang 

 

Pembagian harta pailit dalam proses kepailitan bertujuan untuk 

menyelesaikan kewajiban debitor kepada para kreditor secara adil dan 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (UUK-PKPU) memberikan kerangka hukum yang 

jelas terkait tata cara pembagian harta pailit, termasuk prioritas 

pembayaran utang. 

 

1. Prinsip Umum Pembagian Harta Pailit 

Prinsip umum dalam pembagian harta pailit didasarkan pada 

pengelolaan yang transparan dan adil sesuai dengan ketentuan dalam 

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang (UUK-PKPU). Setelah debitor dinyatakan pailit, seluruh asetnya 

yang termasuk dalam boedel pailit dikelola sepenuhnya oleh kurator. 

Kurator adalah pihak yang ditunjuk oleh pengadilan untuk menghimpun, 

menginventarisasi, dan menjual aset debitor guna memperoleh dana 

yang akan digunakan untuk pembayaran utang kepada para kreditor. 

Dalam proses ini, kurator memiliki tanggung jawab untuk memastikan 

bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan hukum dan prinsip 

keadilan. 

Boedel pailit mencakup semua aset yang dimiliki oleh debitor 

pada saat putusan pailit dijatuhkan, termasuk aset yang diperoleh setelah 

putusan tersebut, kecuali harta yang secara hukum dikecualikan. Contoh 

aset yang dikecualikan mencakup kebutuhan pokok yang diperlukan 

untuk kehidupan debitor dan keluarganya. Boedel pailit menjadi sumber 

utama untuk melunasi kewajiban kepada kreditor, dan pengelolaannya 

harus dilakukan secara hati-hati untuk memaksimalkan nilai aset tersebut 

sebelum didistribusikan. 

Pembayaran kepada kreditor dilakukan berdasarkan urutan 

prioritas yang ditetapkan oleh UUK-PKPU. Kreditor dengan hak 

istimewa, seperti kreditor separatis yang memiliki hak atas jaminan 

tertentu (misalnya, hipotek atau fidusia), memiliki prioritas pertama 

dalam memperoleh pelunasan dari hasil eksekusi jaminan tersebut. 
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Selanjutnya, kreditor preferen, yang memiliki hak khusus berdasarkan 

undang-undang (misalnya, upah pekerja), berhak menerima pembayaran 

setelah kreditor separatis. Terakhir, kreditor konkuren, yaitu kreditor 

tanpa jaminan, hanya menerima pembayaran dari sisa aset yang masih 

tersedia setelah kreditor dengan prioritas lebih tinggi dilunasi. 

 

2. Prioritas Pembayaran Utang 

Prioritas pembayaran utang dalam proses kepailitan ditetapkan 

untuk memastikan keadilan di antara semua pihak yang terlibat. Urutan 

prioritas ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) dan peraturan 

terkait lainnya, dengan tujuan mengatur distribusi aset pailit berdasarkan 

jenis hak dan kedudukan masing-masing kreditor. Biaya kepailitan 

menempati urutan pertama dalam prioritas pembayaran. Sesuai dengan 

Pasal 189 UUK-PKPU, biaya ini mencakup honorarium kurator, biaya 

operasional, dan berbagai biaya hukum yang timbul selama proses 

kepailitan. Pembayaran biaya kepailitan menjadi langkah awal sebelum 

melunasi utang kepada kreditor untuk memastikan bahwa proses 

pengelolaan boedel pailit dapat berjalan dengan baik. 

Prioritas selanjutnya adalah kreditor separatis, yaitu kreditor 

yang memiliki hak atas jaminan tertentu, seperti fidusia, hipotek, atau 

hak tanggungan. Berdasarkan Pasal 55 UUK-PKPU, kreditor separatis 

memiliki hak untuk mengeksekusi aset yang dijaminkan kepadanya dan 

menerima pelunasan dari hasil eksekusi tersebut. Namun, apabila hasil 

eksekusi kurang dari nilai utang, sisa klaim akan diperlakukan sebagai 

klaim kreditor konkuren, yang hanya akan dibayar dari sisa aset boedel 

pailit. Kreditor preferen menempati urutan ketiga. Kreditor ini memiliki 

hak istimewa yang diatur oleh undang-undang, seperti hak karyawan atas 

gaji yang belum dibayarkan atau hak pemerintah atas pajak yang 

terutang. Hak istimewa ini dijelaskan dalam Pasal 1139 dan 1149 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Kreditor preferen 

memperoleh pembayaran setelah kreditor separatis, dengan urutan 

berdasarkan jenis dan kedudukan klaim. Kreditor konkuren, yaitu 

kreditor yang tidak memiliki jaminan atau hak istimewa, akan menerima 

pembayaran dari sisa aset yang tersedia setelah kreditor separatis dan 

preferen dilunasi. Pembayaran kepada kreditor konkuren dilakukan 

secara proporsional, sesuai dengan jumlah klaim masing-masing 

kreditor, tanpa ada prioritas khusus. 
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3. Proses Pembagian Harta Pailit 

Proses pembagian harta pailit merupakan tahapan krusial dalam 

penyelesaian kepailitan, di mana aset debitor yang telah dinyatakan pailit 

dikelola dan didistribusikan kepada kreditor sesuai dengan aturan yang 

berlaku. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan pembagian aset 

dilakukan secara transparan dan adil, sesuai dengan prioritas yang 

ditetapkan oleh hukum. Langkah pertama dalam proses ini adalah 

penjualan aset. Seluruh harta yang termasuk dalam boedel pailit dijual 

melalui lelang publik atau mekanisme lain yang diatur dalam ketentuan 

hukum. Penjualan aset ini dilakukan oleh kurator, yang bertugas 

menghimpun dan memaksimalkan nilai aset agar hasilnya dapat 

digunakan untuk melunasi utang kepada para kreditor. Lelang publik 

dipilih untuk menjamin transparansi dan memperoleh harga terbaik 

untuk aset yang dijual. 

Tahapan berikutnya adalah pengajuan klaim oleh kreditor. 

Kreditor wajib mengajukan klaim kepada kurator, disertai bukti-bukti 

yang mendukung, seperti perjanjian utang, dokumen jaminan, atau faktur 

yang relevan. Kurator kemudian memverifikasi setiap klaim untuk 

menentukan validitas dan keabsahannya. Proses verifikasi ini bertujuan 

untuk mencegah adanya klaim palsu atau yang tidak sesuai dengan 

ketentuan. Setelah verifikasi klaim selesai, kurator menyusun daftar 

pembagian. Daftar ini mencantumkan rincian pembayaran kepada setiap 

kreditor berdasarkan urutan prioritas yang telah ditetapkan, mulai dari 

biaya kepailitan, kreditor separatis, kreditor preferen, hingga kreditor 

konkuren. Penyusunan daftar pembagian ini harus dilakukan dengan 

cermat dan berdasarkan aturan hukum agar tidak menimbulkan sengketa 

di kemudian hari. Langkah terakhir adalah pembayaran kepada kreditor. 

Kurator akan mendistribusikan hasil penjualan aset sesuai dengan daftar 

pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas. Jika terdapat 

sengketa terkait daftar pembagian, proses penyelesaian harus dilakukan 

sebelum pembayaran dilaksanakan. Penyelesaian sengketa ini penting 

untuk memastikan semua pihak mendapatkan haknya sesuai dengan 

ketentuan. 

 

4. Studi Kasus Pembagian Harta Pailit 

Kasus kepailitan PT Nyonya Meneer pada tahun 2017 menjadi 

contoh nyata mengenai proses pembagian harta pailit, menggambarkan 

kompleksitas dan tantangan yang sering muncul dalam pelaksanaannya. 
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PT Nyonya Meneer, yang merupakan salah satu perusahaan jamu tertua 

dan paling terkenal di Indonesia, dinyatakan pailit setelah gagal 

memenuhi kewajiban utangnya. Proses pembagian harta pailit 

perusahaan ini dilakukan oleh kurator sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku. Langkah pertama yang dilakukan kurator adalah melelang 

aset-aset perusahaan untuk menghimpun dana guna pelunasan utang. 

Aset yang dilelang mencakup properti, mesin produksi, merek dagang, 

dan aset berharga lainnya. Proses lelang ini dilakukan secara terbuka 

untuk memastikan transparansi dan memperoleh hasil penjualan terbaik. 

Hasil lelang tersebut kemudian dialokasikan kepada para kreditor 

berdasarkan urutan prioritas yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). 

Pada pembagian harta, prioritas pertama diberikan kepada biaya 

kepailitan. Biaya ini mencakup honorarium kurator, biaya operasional, 

dan pengeluaran lainnya yang diperlukan selama proses kepailitan. 

Setelah itu, pembayaran dilakukan kepada kreditor separatis, yaitu pihak 

yang memiliki hak jaminan atas aset tertentu seperti hipotek atau fidusia. 

Kreditor separatis menerima pembayaran dari hasil eksekusi aset yang 

telah dijaminkan. Namun, bagi kreditor konkuren, yaitu pihak yang tidak 

memiliki jaminan atau hak istimewa, situasi menjadi jauh lebih sulit. 

Karena terbatasnya jumlah aset yang tersedia setelah memenuhi 

kewajiban kepada kreditor prioritas, kreditor konkuren hanya menerima 

sebagian kecil dari total klaim. Dalam kasus PT Nyonya Meneer, hal ini 

membahas risiko yang dihadapi kreditor tanpa jaminan dalam proses 

kepailitan, terutama ketika nilai aset debitor tidak mencukupi untuk 

melunasi seluruh utang. 

Kasus ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya 

pengelolaan keuangan yang bijaksana dan perlunya mempertimbangkan 

risiko bagi kreditor. Bagi perusahaan, kasus PT Nyonya Meneer 

menunjukkan konsekuensi serius dari kegagalan untuk memenuhi 

kewajiban utang, yang tidak hanya berdampak pada kelangsungan bisnis 

tetapi juga pada reputasi perusahaan dan hubungan dengan para 

pemangku kepentingan. Sementara itu, bagi kreditor, penting untuk 

memahami mekanisme pembagian harta pailit dan posisinya dalam 

urutan prioritas untuk mengelola ekspektasi dan risiko dengan lebih baik. 
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D. Implikasi Hukum Jaminan pada Harta yang Masuk dalam 

Proses Kepailitan 

 

Ketika debitor dinyatakan pailit, semua aset miliknya yang 

menjadi bagian dari boedel pailit tunduk pada ketentuan hukum yang 

berlaku, termasuk harta yang dijadikan jaminan. Implikasi hukum 

terhadap harta yang dijaminkan dalam proses kepailitan memunculkan 

dinamika antara kepentingan kreditor separatis dan aturan dalam 

kepailitan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) 

memberikan kerangka hukum yang mengatur bagaimana hak kreditor 

atas jaminan diakui dan dibatasi dalam konteks penyelesaian utang 

debitor. 

 

1. Harta yang Dijaminkan sebagai Bagian dari Boedel Pailit 

Pada konteks kepailitan, harta yang dijaminkan tetap menjadi 

bagian dari boedel pailit, meskipun memiliki karakteristik dan perlakuan 

hukum yang berbeda dibandingkan dengan aset lain. Boedel pailit 

mencakup seluruh harta debitor yang dimiliki pada saat putusan pailit 

dijatuhkan, termasuk harta yang dijadikan jaminan melalui fidusia, 

hipotek, hak tanggungan, atau gadai. Namun, status harta yang 

dijaminkan memberikan kreditor separatis, yakni pihak yang memiliki 

hak atas jaminan tertentu, hak istimewa dalam proses kepailitan. Sesuai 

dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), kreditor separatis 

memiliki hak untuk mengeksekusi jaminannya secara langsung guna 

memperoleh pelunasan utang. Hak ini tetap dapat dijalankan meskipun 

debitor telah dinyatakan pailit, sehingga secara hukum harta jaminan 

tidak secara otomatis dilepaskan dari kendali kreditor separatis. Hal ini 

menegaskan bahwa kreditor separatis memiliki kedudukan khusus 

dibandingkan kreditor lainnya dalam hal aset yang dijaminkan. 

Eksekusi harta jaminan oleh kreditor separatis tunduk pada 

mekanisme dan pembatasan tertentu yang diatur oleh undang-undang. 

Salah satu pembatasan penting adalah penundaan eksekusi (stay period) 

oleh kurator, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UUK-PKPU. 

Penundaan ini dapat berlangsung hingga maksimal 90 hari setelah 

putusan pailit dijatuhkan. Tujuan utama dari penundaan ini adalah untuk 

memberikan waktu kepada kurator untuk menyusun strategi 
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penyelesaian utang secara menyeluruh dan terorganisasi, tanpa 

terganggu oleh eksekusi individu terhadap aset debitor. Penundaan ini 

juga memungkinkan kurator untuk menginventarisasi seluruh aset 

debitor, termasuk harta jaminan, sehingga dapat digunakan untuk 

memberikan solusi yang lebih adil bagi semua pihak yang terlibat. 

Setelah masa penundaan berakhir, kreditor separatis dapat melanjutkan 

proses eksekusi aset yang dijaminkan sesuai dengan haknya. 

 

2. Implikasi bagi Kreditor Separatis 

Kreditor separatis, yang memiliki hak atas jaminan tertentu 

seperti fidusia, hipotek, atau hak tanggungan, memiliki posisi yang 

relatif lebih kuat dalam proses kepailitan dibandingkan dengan kreditor 

lainnya, memiliki hak utama untuk mendapatkan hasil penjualan harta 

jaminan yang telah dijaminkan oleh debitor. Namun, dalam praktiknya, 

proses kepailitan memberikan beberapa implikasi yang mempengaruhi 

haknya dalam mendapatkan pembayaran. 

Prioritas pembayaran menjadi hal yang sangat penting dalam 

proses kepailitan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hasil penjualan 

harta jaminan yang dimiliki oleh kreditor separatis akan digunakan 

terlebih dahulu untuk melunasi klaim utangnya. Hal ini menunjukkan 

bahwa kreditor separatis memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan 

secara prioritas dibandingkan dengan kreditor lainnya. Namun, jika 

terdapat sisa hasil penjualan setelah utang kepada kreditor separatis 

dilunasi, sisa tersebut akan dimasukkan ke dalam boedel pailit dan 

dibagikan kepada kreditor lain, termasuk kreditor preferen dan kreditor 

konkuren, sesuai dengan urutan prioritas yang berlaku. 

Apabila hasil penjualan harta jaminan tidak mencukupi untuk 

melunasi seluruh utang yang dimiliki oleh kreditor separatis, maka sisa 

klaimnya akan diperlakukan sebagai klaim konkuren. Artinya, kreditor 

separatis akan menjadi bagian dari kreditor yang harus menunggu 

pembayaran setelah kreditor preferen. Hal ini tentunya mengurangi 

peluangnya untuk mendapatkan pelunasan penuh dari klaim yang 

diajukan. Sebagai kreditor konkuren, akan menerima pembayaran secara 

proporsional dari sisa boedel pailit setelah seluruh klaim kreditor 

preferen dibayar. 

Sebelum kreditor separatis mendapatkan pembayaran, terdapat 

prioritas pembayaran biaya kepailitan yang harus dipenuhi terlebih 

dahulu. Sesuai dengan Pasal 189 UUK-PKPU, biaya kepailitan, yang 
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mencakup honorarium kurator, biaya administrasi, dan biaya hukum, 

harus dibayar lebih dahulu. Hal ini berarti bahwa kreditor separatis harus 

menunggu hingga biaya-biaya tersebut dilunasi sebelum dapat menerima 

pembayaran atas klaimnya, baik yang berasal dari hasil penjualan harta 

jaminan maupun klaim residual yang menjadi bagian dari boedel pailit. 

 

3. Implikasi bagi Debitor 

Ketika debitor dinyatakan pailit, seluruh harta yang termasuk 

dalam boedel pailit, baik yang dijaminkan maupun yang tidak 

dijaminkan, akan dikelola oleh kurator untuk menyelesaikan utang 

debitor. Bagi debitor, hal ini memiliki beberapa implikasi yang cukup 

signifikan, terutama terkait dengan kendali atas aset dan pengaruh 

terhadap sisa utang yang belum terbayar. 

Debitor kehilangan kendali atas aset yang menjadi bagian dari 

boedel pailit. Sebelumnya, debitor memiliki hak penuh untuk mengelola 

dan mengalihkan aset-asetnya, termasuk yang dijaminkan sebagai 

jaminan pembayaran utang kepada kreditor separatis. Namun, setelah 

dinyatakan pailit, debitor tidak lagi memiliki hak atas pengelolaan atau 

pengalihan harta tersebut. Semua aset, termasuk harta yang dijaminkan, 

akan diambil alih oleh kurator yang bertugas untuk menginventarisasi, 

mengelola, dan menjual aset-aset tersebut guna memenuhi kewajiban 

debitor terhadap kreditor. Hal ini mengurangi kontrol debitor terhadap 

properti dan kekayaannya, serta mempengaruhi kemampuan debitor 

untuk mengatur nasibnya dalam situasi keuangan yang sulit. 

Pengaruh terhadap sisa utang juga menjadi masalah penting bagi 

debitor dalam proses kepailitan. Jika nilai harta yang dijaminkan tidak 

mencukupi untuk melunasi utang kepada kreditor separatis, sisa utang 

yang belum terbayar tetap menjadi tanggung jawab debitor. Dalam 

situasi ini, sisa klaim kreditor separatis akan diperlakukan sebagai klaim 

konkuren, yang berarti debitor harus memenuhi kewajibannya 

berdasarkan prioritas pembayaran yang ditetapkan oleh hukum. Hal ini 

memberikan beban tambahan bagi debitor, karena tetap harus membayar 

sisa utang meskipun sebagian besar asetnya telah terjual dan digunakan 

untuk membayar kreditor separatis. 

 

4. Implikasi terhadap Proses Kepailitan 

Proses kepailitan tidak hanya memengaruhi debitor, tetapi juga 

memiliki dampak signifikan terhadap kreditor dan jalannya penyelesaian 
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utang. Beberapa implikasi yang muncul dapat mempengaruhi efisiensi 

dan keadilan dalam penyelesaian utang, serta potensi konflik antar 

kreditor. Salah satu implikasi yang penting adalah efisiensi dan keadilan 

dalam penyelesaian utang. Penundaan eksekusi yang dilakukan oleh 

kurator memberikan waktu tambahan bagi pihak yang terlibat dalam 

proses kepailitan untuk merumuskan strategi penyelesaian utang yang 

lebih adil dan terstruktur. Dalam hal ini, kurator dapat mengevaluasi 

seluruh aset pailit, menentukan nilai dan distribusi yang tepat, serta 

merencanakan langkah-langkah yang dapat memastikan pembayaran 

utang dilakukan secara proporsional. Penundaan eksekusi ini juga 

memberi waktu untuk menyelesaikan segala sengketa yang mungkin 

timbul. Namun, keuntungan dari waktu tambahan ini adalah bahwa 

proses penyelesaian utang dapat memakan waktu lebih lama, karena 

harus dilakukan secara hati-hati dan teliti. Sebagai akibatnya, meskipun 

proses ini lebih adil, penyelesaian kepailitan bisa menjadi lebih lambat. 

Potensi konflik antara kreditor menjadi masalah yang sering 

muncul dalam proses kepailitan. Ketidakseimbangan dalam hak-hak 

kreditor separatis dan kreditor konkuren dapat memicu ketegangan dan 

perselisihan. Kreditor separatis, yang memiliki hak istimewa berupa 

jaminan atas aset debitor, tentu lebih diutamakan dalam mendapatkan 

pembayaran, memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan dan menerima 

pembayaran lebih dulu. Namun, hal ini bisa menimbulkan ketidakpuasan 

di kalangan kreditor konkuren, yang tidak memiliki hak atas jaminan dan 

hanya bisa memperoleh bagian dari sisa aset setelah kewajiban kreditor 

separatis dipenuhi. Kreditor konkuren mungkin merasa dirugikan jika 

sebagian besar aset dialokasikan untuk membayar kreditor separatis, 

sehingga hanya menerima bagian yang sangat kecil dari total klaimnya. 

Ketidakadilan ini dapat menambah ketegangan dan memperburuk 

hubungan antar kreditor dalam proses kepailitan. 

 

5. Kasus Terkait 

Kasus PT Delta Merlins Dunia Properti (2019) memberikan 

gambaran nyata tentang bagaimana harta yang dijaminkan dapat 

mempengaruhi proses kepailitan dan hak-hak kreditor. Dalam kasus ini, 

PT Delta Merlins Dunia Properti dinyatakan pailit, dan kurator bertugas 

untuk mengelola aset yang termasuk dalam boedel pailit. Salah satu aset 

yang dijaminkan oleh debitor adalah properti yang dijadikan sebagai 

jaminan fidusia kepada kreditor separatis. Sesuai dengan ketentuan 
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hukum, kreditor separatis memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan, 

yang berarti dapat menjual aset tersebut untuk memperoleh pembayaran 

utang. 

Meskipun aset tersebut berhasil dijual melalui lelang, hasil 

penjualannya tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utang yang 

dimiliki oleh kreditor separatis. Hal ini merupakan salah satu risiko yang 

dihadapi kreditor separatis dalam situasi kepailitan, karena nilai jual aset 

yang dijaminkan terkadang tidak cukup untuk menutupi total utang yang 

ada. Akibatnya, kreditor separatis mengajukan klaim residu, yang berarti 

mengajukan sisa utang yang belum terbayarkan menjadi bagian dari 

klaim konkuren, sebagaimana diatur dalam hukum kepailitan. Klaim 

residu ini menciptakan perubahan dalam prioritas pembayaran, di mana 

kreditor separatis, meskipun memiliki hak atas jaminan, kini harus 

bersaing dengan kreditor lainnya untuk memperoleh pembayaran dari 

boedel pailit yang terbatas. 

Kasus ini menggarisbawahi bagaimana peran harta yang 

dijaminkan, seperti dalam bentuk fidusia, dapat berpengaruh besar 

terhadap kepentingan semua pihak yang terlibat dalam kepailitan. Bagi 

kreditor separatis, meskipun memiliki prioritas dalam hal eksekusi harta 

jaminan, hasil yang tidak mencukupi untuk menutupi utang penuh 

mengarah pada perubahan statusnya menjadi kreditor konkuren, yang 

membatasi jumlah klaim yang dapat diterima dari sisa aset debitor. 

Selain itu, kasus ini menunjukkan bagaimana ketidakcukupan nilai aset 

untuk menutupi utang dapat memperumit proses penyelesaian kepailitan, 

menambah beban bagi debitor dan meningkatkan ketegangan di antara 

kreditor yang berbeda statusnya. 

 

E. Latihan Soal 

 

1. Jelaskan hak kreditor separatis dalam proses kepailitan dan 

bagaimana pelaksanaan hak tersebut diatur dalam Undang-Undang 

Kepailitan! 

2. Bagaimana kurator mengelola harta pailit yang dijaminkan, dan apa 

saja prioritas pembagian hasil penjualan harta tersebut? 

3. Analisislah konflik yang mungkin muncul antara kreditor separatis 

dan kreditor konkuren dalam proses kepailitan. Berikan solusi untuk 

mengelola konflik tersebut! 
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4. Sebutkan dan jelaskan peran stay period dalam proses kepailitan 

serta dampaknya terhadap kreditor separatis! 

5. Bagaimana implikasi hukum bagi debitor terhadap aset yang 

dijaminkan setelah dinyatakan pailit?  
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BAB IX 
PROSES PENGURUSAN HARTA 

PAILIT DAN PERLINDUNGAN 

JAMINAN 
 

 

 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait dengan pengurusan harta pailit oleh kurator 

dan pengawasan oleh hakim pengawas, memahami peran jaminan 

dalam pengurusan harta pailit, serta memahami pengaruh kepailitan 

terhadap jaminan yang diberikan oleh debitor, sehingga pembaca 

dapat memahami secara menyeluruh proses pengurusan harta pailit 

oleh kurator, peran jaminan dalam pengurusan harta pailit, dan 

bagaimana kepailitan mempengaruhi jaminan yang diberikan oleh 

debitor dalam konteks hukum Indonesia. 

Materi Pembelajaran 

• Pengurusan Harta Pailit oleh Kurator dan Pengawasan oleh Hakim 

Pengawas 

• Peran Jaminan dalam Pengurusan Harta Pailit 

• Pengaruh Kepailitan Terhadap Jaminan yang Diberikan oleh 

Debitor 

• Latihan Soal 

 

A. Pengurusan Harta Pailit oleh Kurator dan Pengawasan oleh 

Hakim Pengawas 

 

Pengurusan harta pailit merupakan inti dari proses kepailitan di 

Indonesia. Setelah putusan pailit dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga, 

pengelolaan harta pailit beralih dari debitor kepada kurator yang bertugas 

untuk menginventarisasi, mengelola, dan mendistribusikan harta kepada 

para kreditor sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam pelaksanaannya, 
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kurator bekerja di bawah pengawasan hakim pengawas guna menjamin 

transparansi dan keadilan. 

 

1. Tugas dan Peran Kurator 

Kurator berperanan sentral dalam proses kepailitan, bertugas 

mewakili kepentingan kreditor dalam mengelola dan menyelesaikan 

boedel pailit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 

kurator bertanggung jawab atas berbagai aspek pengurusan harta pailit, 

mulai dari inventarisasi hingga distribusi hasil penjualan. Salah satu 

tugas utama kurator adalah inventarisasi aset pailit, yang melibatkan 

pencatatan seluruh harta debitor yang menjadi bagian dari boedel pailit. 

Aset ini mencakup barang berwujud seperti properti, kendaraan, dan 

barang dagangan, serta aset tidak berwujud seperti hak cipta dan saham. 

Proses inventarisasi ini penting untuk memastikan semua aset yang 

tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk melunasi utang. 

Kurator bertanggung jawab untuk melindungi aset pailit dari 

penyalahgunaan, pengalihan ilegal, atau kerusakan selama proses 

kepailitan berlangsung. Upaya ini penting untuk menjaga nilai aset 

sehingga dapat memberikan manfaat maksimal kepada kreditor. Dalam 

situasi di mana diperlukan likuiditas, kurator memiliki kewenangan 

untuk menjual aset pailit. Penjualan ini biasanya dilakukan melalui 

mekanisme lelang publik atau metode lain yang sesuai dengan ketentuan 

hukum, dengan tujuan mendapatkan dana untuk membayar utang debitor 

kepada para kreditor. 

Kurator menyusun rencana distribusi hasil penjualan kepada 

kreditor. Distribusi ini dilakukan sesuai dengan urutan prioritas yang 

ditetapkan oleh hukum, seperti memberikan prioritas kepada biaya 

kepailitan dan kreditor separatis sebelum kreditor konkuren. Langkah ini 

memastikan bahwa penyelesaian utang dilakukan secara adil dan 

transparan. Kurator juga wajib melaporkan setiap perkembangan dalam 

pengurusan harta pailit kepada hakim pengawas. Laporan ini mencakup 

aktivitas yang telah dilakukan, aset yang dijual, dan rencana distribusi 

hasil penjualan. Proses pelaporan ini bertujuan untuk menjamin 

transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum selama 

proses kepailitan berlangsung. Dengan tugas-tugas tersebut, kurator 

berperan sebagai pengelola yang memastikan bahwa seluruh tahapan 

dalam penyelesaian kepailitan berjalan efektif dan sesuai dengan 
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ketentuan hukum, sekaligus meminimalkan potensi konflik di antara 

kreditor dan pihak terkait lainnya. 

 

2. Pengawasan oleh Hakim Pengawas 

Hakim pengawas berperan penting dalam memastikan proses 

kepailitan berjalan sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan. Sebagai 

pihak yang ditunjuk oleh pengadilan, hakim pengawas bertugas untuk 

mengawasi pelaksanaan tugas kurator guna memastikan bahwa semua 

tindakan yang diambil berjalan secara profesional, transparan, dan bebas 

dari konflik kepentingan. Dalam pelaksanaan tugasnya, hakim pengawas 

secara aktif memantau setiap langkah kurator, termasuk pengelolaan dan 

penjualan aset pailit, untuk memastikan bahwa prosedur yang dilakukan 

sesuai dengan ketentuan hukum. 

Hakim pengawas juga berfungsi sebagai penengah dalam 

menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul selama proses kepailitan. 

Sengketa ini bisa berupa konflik antar kreditor mengenai pembagian aset 

atau perbedaan pendapat antara kreditor dan debitor terkait pengelolaan 

boedel pailit. Dalam situasi seperti ini, hakim pengawas memiliki 

kewenangan untuk memberikan keputusan sementara yang bersifat 

mengikat, dengan tujuan menciptakan solusi yang adil bagi semua pihak 

(Prasetyo, 2022). 

Langkah-langkah penting yang diambil kurator, seperti penjualan 

aset bernilai besar atau tindakan strategis lainnya, memerlukan 

persetujuan hakim pengawas sebelum dapat dilaksanakan. Proses ini 

bertujuan untuk memberikan lapisan perlindungan tambahan agar tidak 

ada tindakan yang merugikan kreditor atau melanggar prinsip keadilan. 

Hakim pengawas akan menilai langkah-langkah yang diajukan oleh 

kurator berdasarkan kepatuhan terhadap hukum dan dampaknya 

terhadap para pihak yang terlibat. 

 

3. Tantangan dalam Pengurusan Harta Pailit 

Proses pengurusan harta pailit, meskipun diatur secara rinci 

dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

PKPU, sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan dalam 

pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama adalah identifikasi aset 

debitor yang kompleks. Dalam beberapa kasus, debitor memiliki aset 

yang tersebar di berbagai lokasi, termasuk di luar negeri, atau aset yang 

telah dialihkan sebelum putusan pailit dijatuhkan. Kondisi ini 
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menyulitkan kurator untuk mencatat dan mengamankan seluruh aset 

yang menjadi bagian dari boedel pailit. Proses pelacakan dan penetapan 

status aset tersebut memerlukan waktu, tenaga, dan sering kali 

melibatkan kerja sama lintas yurisdiksi. 

Tantangan lainnya adalah adanya kreditor dengan kepentingan 

yang bertentangan. Kreditor separatis, yang memiliki hak atas aset 

jaminan, sering kali mengutamakan kepentingannya sendiri 

dibandingkan dengan kreditor konkuren, yang tidak memiliki jaminan. 

Perbedaan prioritas ini dapat memicu konflik, terutama ketika nilai aset 

pailit terbatas dan tidak mencukupi untuk melunasi seluruh klaim. Dalam 

situasi seperti ini, kurator harus mampu menjalankan tugasnya dengan 

adil dan bijaksana untuk mengelola perselisihan dan memastikan bahwa 

pembagian aset dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh kurator juga 

menjadi tantangan serius dalam pengurusan harta pailit. Konflik 

kepentingan atau kurangnya integritas dari pihak yang bertugas dapat 

menghambat pelaksanaan tugas kurator dan merugikan kreditor. Oleh 

karena itu, peran hakim pengawas sangat penting untuk memastikan 

bahwa kurator bekerja secara transparan, profesional, dan bertanggung 

jawab. Pengawasan yang ketat oleh hakim pengawas dapat membantu 

mencegah penyimpangan dan menjamin bahwa proses kepailitan 

berjalan sesuai dengan prinsip keadilan. 

 

4. Manfaat dan Implikasi Pengawasan yang Efektif 

Pengawasan yang efektif oleh hakim pengawas dalam proses 

kepailitan memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan 

pengurusan harta pailit oleh kurator. Salah satu manfaat utama dari 

pengawasan yang ketat adalah terciptanya kepastian hukum. Melalui 

pengawasan yang baik, kreditor mendapatkan kejelasan mengenai 

prosedur pembagian hasil dari harta pailit sesuai dengan prioritas yang 

diatur oleh undang-undang. Hal ini tidak hanya membantu kreditor 

dalam merencanakan langkah keuangan, tetapi juga memberikan rasa 

keadilan dalam distribusi aset. 

Pengawasan yang efektif juga berkontribusi pada efisiensi proses 

kepailitan. Dengan prosedur yang terorganisir dan pengawasan yang 

ketat, proses penyelesaian utang dapat dilakukan dengan lebih cepat dan 

terarah. Hakim pengawas memiliki kewenangan untuk memastikan 

bahwa langkah-langkah yang diambil oleh kurator, seperti penjualan aset 
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atau distribusi hasil penjualan, dilakukan sesuai dengan ketentuan 

hukum dan prinsip keadilan. Efisiensi ini membantu mengurangi biaya 

administrasi dan mempercepat waktu penyelesaian, sehingga baik 

kreditor maupun debitor dapat segera menyelesaikan proses kepailitan 

dan melanjutkan aktivitas ekonomi. 

Manfaat lain dari pengawasan yang efektif adalah perlindungan 

terhadap semua pihak yang terlibat. Hakim pengawas bertugas 

memastikan bahwa baik debitor maupun kreditor diperlakukan secara 

adil selama proses berlangsung. Dalam hal ini, hakim pengawas 

memeriksa tindakan kurator untuk mencegah adanya konflik 

kepentingan, penyalahgunaan wewenang, atau praktik tidak transparan 

yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan adanya pengawasan 

yang ketat, hak debitor untuk mendapatkan perlakuan yang wajar dan 

hak kreditor untuk mendapatkan pembayaran yang adil dapat terjamin. 

 

B. Peran Jaminan dalam Pengurusan Harta Pailit 

 

Jaminan berperan strategis dalam pengurusan harta pailit, 

terutama dalam memastikan perlindungan hak-hak kreditor dengan 

jaminan (preferential creditors) serta kreditor tanpa jaminan (concurrent 

creditors). Dalam konteks kepailitan, keberadaan jaminan memberikan 

kepastian hukum bagi kreditor terkait prioritas dalam pelunasan utang 

dari aset debitor yang dinyatakan pailit. Berikut adalah penjelasan 

mengenai peran jaminan dalam pengurusan harta pailit. 

 

1. Perlindungan Kreditor dengan Jaminan 

Kreditor dengan jaminan menikmati perlindungan hukum yang 

signifikan dalam sistem kepailitan Indonesia, sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Posisinya 

yang istimewa didasarkan pada adanya hak jaminan seperti hipotek, 

fidusia, gadai, dan hak tanggungan, yang memberikan keistimewaan 

dalam memperoleh pelunasan utang. Hal ini bertujuan untuk 

memberikan kepastian hukum kepada kreditor yang telah menerima 

jaminan atas utang debitor. 

Salah satu hak utama kreditor dengan jaminan adalah hak untuk 

mengeksekusi sendiri aset yang dijadikan jaminan, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 55 UU Kepailitan. Hak ini memungkinkan kreditor untuk 
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menjual atau mengalihkan aset jaminan tanpa perlu melalui proses 

pengurusan harta pailit yang dilakukan oleh kurator. Dengan demikian, 

kreditor tidak terhambat oleh proses administrasi yang sering kali 

panjang dan kompleks, sehingga dapat segera memperoleh pelunasan 

utang. Hak ini memberikan tingkat kepastian yang tinggi bagi kreditor 

bahwa ia dapat memanfaatkan aset jaminan untuk memenuhi kewajiban 

debitor. 

Kreditor dengan jaminan juga memiliki hak mendahului dalam 

pembagian hasil dari aset yang dijadikan jaminan, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH 

Perdata). Setelah aset yang dijadikan jaminan dijual melalui mekanisme 

lelang atau cara lainnya, hasil penjualan tersebut akan digunakan terlebih 

dahulu untuk melunasi utang kepada kreditor dengan hak jaminan. Baru 

setelah kewajiban ini terpenuhi, sisa hasil penjualan (jika ada) akan 

dialokasikan untuk membayar kreditor lainnya. Prinsip ini 

mengutamakan hak kreditor dengan jaminan sebagai bentuk 

penghargaan atas posisinya yang telah memberikan perlindungan 

tambahan melalui jaminan aset debitor. 

 

2. Penilaian dan Inventarisasi Aset dengan Jaminan 

Proses penilaian dan inventarisasi aset dengan jaminan 

merupakan langkah krusial dalam pengelolaan harta pailit oleh kurator. 

Kurator bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menilai aset-aset 

debitor, termasuk yang dijaminkan kepada kreditor tertentu, guna 

memastikan distribusi yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum. 

Tahapan ini tidak hanya memengaruhi pelunasan utang kepada kreditor 

tetapi juga mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses 

kepailitan. 

Langkah pertama yang dilakukan oleh kurator adalah identifikasi 

jaminan. Dalam tahap ini, kurator memverifikasi keabsahan dokumen 

jaminan, seperti sertifikat hak tanggungan, akta fidusia, atau dokumen 

lain yang relevan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aset 

tertentu secara sah telah dijaminkan kepada kreditor tertentu. Proses ini 

melibatkan pemeriksaan dokumen hukum dan administratif guna 

menghindari sengketa yang mungkin timbul mengenai status 

kepemilikan atau jaminan aset. Dengan demikian, kurator dapat 

menentukan aset mana yang secara spesifik menjadi bagian dari hak 

kreditor dengan jaminan. 



 141  Buku Ajar 

Langkah berikutnya adalah penilaian aset. Penilaian ini bertujuan 

untuk menentukan nilai pasar aset yang dijaminkan, yang akan menjadi 

dasar bagi pelunasan utang kepada kreditor. Proses ini sering kali 

melibatkan penilai independen untuk memastikan bahwa estimasi nilai 

aset dilakukan secara objektif dan sesuai dengan kondisi pasar terkini. 

Penilaian yang akurat sangat penting, karena nilai aset akan 

memengaruhi besar kecilnya pelunasan yang dapat diterima oleh 

kreditor dengan jaminan. Misalnya, jika nilai pasar aset lebih rendah dari 

jumlah utang, kreditor dapat mengajukan klaim atas sisa utang sebagai 

kreditor konkuren. 

 

3. Pengaruh Kepailitan terhadap Jaminan 

Kepailitan debitor memiliki pengaruh signifikan terhadap 

pelaksanaan hak-hak kreditor dengan jaminan, meskipun memiliki 

kedudukan istimewa dalam sistem hukum. Hak-hak tersebut, yang 

meliputi hak untuk mengeksekusi aset jaminan dan memperoleh 

pelunasan terlebih dahulu, dapat tertunda atau dibatasi oleh aturan dan 

dinamika dalam proses kepailitan. Salah satu pengaruh utama adalah 

pemberlakuan masa penangguhan eksekusi atau stay period. 

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan, kreditor dengan jaminan tidak dapat langsung 

mengeksekusi aset yang dijaminkan selama masa penangguhan 

sementara. Periode ini, yang biasanya berlangsung selama 90 hari, 

bertujuan untuk memberikan waktu bagi kurator dan hakim pengawas 

untuk menginventarisasi dan menilai aset pailit secara menyeluruh. Masa 

penangguhan ini dirancang untuk melindungi kepentingan semua pihak 

yang terlibat, memastikan pengelolaan aset yang transparan, dan 

mencegah konflik antar kreditor. Namun, bagi kreditor dengan jaminan, 

masa ini dapat menjadi tantangan karena harus menunggu lebih lama 

untuk mengeksekusi haknya. 

Pembatasan hak eksekusi juga dapat diberlakukan dalam kondisi 

tertentu. Hakim pengawas atau kurator dapat menahan atau membatasi 

pelaksanaan hak eksekusi kreditor dengan jaminan jika aset yang 

dijaminkan dianggap memiliki kepentingan strategis. Misalnya, jika aset 

tersebut esensial untuk kelangsungan operasional usaha debitor atau 

memiliki nilai signifikan bagi penyelesaian kewajiban kepada kreditor 

lainnya, maka eksekusi dapat ditunda. Pembatasan ini didasarkan pada 
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prinsip keadilan untuk menjaga keseimbangan antara kreditor dengan 

jaminan dan kreditor lainnya yang tidak memiliki hak istimewa. 

 

4. Prioritas Pembayaran Utang 

Pada proses kepailitan, prioritas pembayaran utang menjadi salah 

satu aspek penting yang diatur oleh hukum, khususnya dalam kaitannya 

dengan kreditor yang memiliki hak jaminan. Kreditor dengan jaminan 

memiliki kedudukan istimewa dalam pembagian hasil dari aset pailit, 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

Ketika aset yang dijaminkan dilelang, hasil lelang tersebut digunakan 

pertama-tama untuk melunasi utang kepada kreditor dengan hak 

jaminan. Prioritas ini didasarkan pada prinsip hukum bahwa jaminan 

memberikan keamanan tambahan kepada kreditor atas pelunasan 

piutangnya. Kreditor dengan hak jaminan, seperti pemegang hak 

tanggungan, fidusia, atau gadai, berhak menerima pembayaran penuh 

dari hasil lelang aset yang dijaminkan, sesuai dengan nilai yang terutang. 

Hal ini memberikan kepastian hukum bagi kreditor dengan jaminan atas 

pelunasan utangnya. 

Situasi menjadi lebih kompleks ketika hasil lelang aset tidak 

mencukupi untuk melunasi seluruh utang kepada kreditor dengan 

jaminan. Dalam kondisi tersebut, sisa utang yang belum terbayar akan 

kehilangan statusnya sebagai utang dengan jaminan dan berubah 

menjadi utang tanpa jaminan. Sebagai kreditor tanpa jaminan, kreditor 

tersebut harus bersaing dengan kreditor lainnya dalam pembagian sisa 

harta pailit yang tersedia. Posisi ini mengurangi keistimewaan kreditor 

dengan jaminan, terutama jika nilai aset pailit secara keseluruhan tidak 

mencukupi untuk menutupi semua kewajiban debitor. Sebaliknya, jika 

hasil lelang aset melebihi jumlah utang kepada kreditor dengan jaminan, 

kelebihan tersebut akan menjadi bagian dari harta pailit yang dapat 

didistribusikan kepada kreditor lainnya, sesuai dengan urutan prioritas 

yang telah ditentukan oleh hukum. Urutan prioritas ini mencerminkan 

keseimbangan antara kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam 

kepailitan, termasuk kreditor tanpa jaminan dan pihak lain yang memiliki 

klaim terhadap debitor. 
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5. Perlindungan Kreditor tanpa Jaminan 

Kreditor tanpa jaminan merupakan pihak yang berada pada posisi 

kurang menguntungkan dalam proses kepailitan, terutama karena 

prioritas pembayaran lebih dahulu diberikan kepada kreditor dengan 

jaminan. Namun, keberadaan undang-undang dan peran kurator dalam 

pengurusan harta pailit bertujuan untuk memberikan perlindungan 

hukum bagi kreditor tanpa jaminan, meskipun haknya berada di urutan 

yang lebih rendah. Dalam sistem kepailitan, kreditor tanpa jaminan 

hanya menerima pembayaran setelah kreditor dengan jaminan 

mendapatkan haknya dari hasil lelang aset yang dijaminkan. Hal ini 

berarti bahwa bagiannya sangat bergantung pada jumlah sisa aset yang 

tersedia dalam harta pailit setelah utang kepada kreditor dengan jaminan 

dilunasi. Posisi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi kreditor 

tanpa jaminan, karena sering kali aset pailit tidak cukup untuk memenuhi 

seluruh kewajiban debitor. 

Kurator memiliki tugas penting untuk memastikan bahwa 

distribusi hasil pailit dilakukan secara adil dan transparan. Dalam hal ini, 

kurator harus menginventarisasi seluruh harta pailit, termasuk aset yang 

tidak dijaminkan, serta menyusun daftar utang yang diajukan oleh semua 

kreditor. Setelah itu, kurator mendistribusikan sisa aset sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. Kreditor tanpa jaminan akan menerima 

bagiannya berdasarkan prinsip proporsionalitas, yaitu sesuai dengan 

jumlah klaimnya dalam keseluruhan utang debitor. Selain itu, kurator 

juga berperan memastikan bahwa kreditor tanpa jaminan tidak dirugikan 

oleh tindakan curang, seperti pengalihan aset debitor secara ilegal 

sebelum proses pailit dimulai. Dalam hal ditemukan adanya upaya untuk 

menyembunyikan atau mengalihkan aset, kurator dapat mengajukan 

pembatalan transaksi tersebut (actio pauliana) agar aset tersebut dapat 

dimasukkan kembali ke dalam harta pailit untuk didistribusikan kepada 

kreditor. 

 

C. Pengaruh Kepailitan Terhadap Jaminan yang Diberikan oleh 

Debitor 

 

Kepailitan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jaminan 

yang diberikan oleh debitor, terutama dalam konteks hak-hak kreditor 

yang memegang jaminan atas utang debitor yang dinyatakan pailit. 

Proses kepailitan tidak hanya mempengaruhi utang yang belum dibayar, 
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tetapi juga dapat mengubah cara penyelesaian utang antara debitor dan 

kreditor, terutama kreditor yang memiliki jaminan (secured creditors). 

Dalam bagian ini, kita akan membahas bagaimana kepailitan 

memengaruhi jaminan yang diberikan oleh debitor dan bagaimana 

kreditor dengan jaminan dapat menegakkan hak-haknya dalam situasi 

pailit. 

 

1. Penangguhan Eksekusi Aset yang Diajukan Sebagai Jaminan 

Ketika sebuah perusahaan atau individu dinyatakan pailit, salah 

satu dampak langsungnya adalah pemberlakuan periode penangguhan 

eksekusi (stay of execution) terhadap aset yang dijaminkan. 

Penangguhan ini, yang biasanya berlangsung selama 90 hari setelah 

putusan pailit dikeluarkan, melarang kreditor mengambil tindakan 

hukum untuk mengeksekusi jaminan tanpa persetujuan kurator atau 

pengadilan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses 

kepailitan berjalan dengan teratur dan adil bagi semua pihak yang 

terlibat. 

Selama masa penangguhan, kurator bertugas menginventarisasi 

dan menilai seluruh aset debitor, termasuk yang dijaminkan. Hal ini 

penting untuk menentukan nilai pasar aset dan mengevaluasi apakah 

hasil dari aset tersebut dapat mencukupi untuk memenuhi kewajiban 

kepada kreditor. Kurator juga memastikan bahwa seluruh proses ini 

dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Kreditor dengan hak jaminan, meskipun memiliki prioritas pembayaran, 

harus menunggu hingga proses penilaian selesai sebelum dapat 

menerima pelunasan dari hasil aset yang dijaminkan. 

Penangguhan eksekusi juga memberikan waktu kepada 

pengadilan dan kurator untuk mempertimbangkan bagaimana aset yang 

dijaminkan dapat digunakan. Dalam beberapa kasus, aset tersebut 

dianggap penting untuk keberlangsungan usaha debitor atau memiliki 

nilai strategis bagi kepentingan kreditor lain. Oleh karena itu, eksekusi 

jaminan tidak selalu dilakukan langsung, tetapi dapat ditunda atau diatur 

ulang agar sesuai dengan kebutuhan proses kepailitan secara 

keseluruhan. Setelah periode penangguhan berakhir, kreditor dengan hak 

jaminan berhak atas hasil lelang aset yang dijaminkan. Sesuai dengan 

ketentuan Pasal 1133 KUH Perdata, kreditor ini memiliki prioritas 

pembayaran dibandingkan kreditor tanpa jaminan. Namun, jika hasil 

lelang tidak mencukupi untuk melunasi utang sepenuhnya, sisa utang 
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akan diklasifikasikan sebagai utang tanpa jaminan, yang harus bersaing 

dengan klaim kreditor lain. 

 

2. Pembagian Aset Pailit dan Prioritas Pembayaran 

Kepailitan membawa dampak signifikan terhadap pembagian 

aset pailit, terutama dalam hal prioritas pembayaran kepada kreditor. 

Dalam hal ini, kreditor yang memegang hak jaminan atau secured 

creditors memiliki prioritas dalam mendapatkan pembayaran dari hasil 

penjualan atau lelang aset yang dijaminkan. Ketika debitor dinyatakan 

pailit, kurator bertanggung jawab untuk mengelola dan menjual aset 

pailit, dengan hasilnya digunakan untuk melunasi utang debitor. Kreditor 

dengan jaminan akan mendapatkan pelunasan terlebih dahulu sebelum 

kreditor lainnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang mengutamakan 

hak jaminan. 

Meskipun kreditor dengan jaminan memiliki prioritas, jika nilai 

aset yang dijaminkan tidak mencukupi untuk melunasi utang secara 

penuh, sisa utang yang belum terbayar akan diperlakukan sebagai utang 

tanpa jaminan. Dalam hal ini, sisa utang tersebut harus bersaing dengan 

utang lainnya yang tidak dijamin, yang akan dibagi sesuai dengan 

prioritas pembagian utang yang berlaku untuk kreditor tanpa jaminan. 

Artinya, meskipun kreditor dengan jaminan memiliki hak untuk dibayar 

lebih dahulu, tetap menghadapi risiko jika hasil lelang atau penjualan 

aset tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban. 

Kreditor tanpa jaminan, yang tidak memiliki hak atas aset yang 

dijaminkan, hanya dapat memperoleh pembayaran setelah kreditor 

dengan jaminan dibayar sepenuhnya. Pembagian sisa aset pailit akan 

mengikuti urutan prioritas yang lebih rendah, berdasarkan peraturan 

yang ada. Kondisi ini menciptakan ketidaksetaraan antara kreditor 

dengan dan tanpa jaminan, yang menggarisbawahi pentingnya 

pemberian jaminan oleh kreditor sebagai bentuk perlindungan tambahan 

terhadap utang. Meskipun begitu, hak-hak kreditor tanpa jaminan tetap 

dilindungi dalam kerangka hukum kepailitan, meskipun harus menerima 

pembayaran lebih lambat dan dengan kemungkinan yang lebih kecil. 

 

3. Pengaruh Terhadap Eksekusi dan Penjualan Aset 

Kurator mulai mengelola dan menilai harta pailit debitor, 

termasuk harta yang dijaminkan, untuk menentukan langkah selanjutnya 

dalam penyelesaian utang. Kurator bertugas untuk memutuskan apakah 



146  Hukum jaminan dan kepailitan 

aset tersebut akan dilelang atau digunakan untuk memenuhi kewajiban 

terhadap kreditor. Jika terdapat aset yang dijaminkan, kreditor dengan 

jaminan memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran utang terlebih 

dahulu, tetapi hal ini bergantung pada jenis jaminan yang diberikan oleh 

debitor. Dalam hal jaminan fidusia, di mana debitor tetap menguasai 

barang yang dijaminkan selama masa perjanjian, kepailitan membawa 

dampak signifikan bagi debitor. Setelah kepailitan dinyatakan, debitor 

kehilangan hak untuk menggunakan atau menguasai barang tersebut, dan 

kreditor fidusia memiliki hak untuk mengambil alih barang yang 

dijaminkan. Kreditor dapat menjual barang tersebut untuk menutupi 

utang debitor, dengan hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi 

kewajiban debitor terhadap kreditor. Proses ini memberikan kreditor 

dengan jaminan fidusia kepastian bahwa ia dapat memperoleh 

pembayaran utangnya dengan cara yang lebih langsung dan efektif. 

Pada kasus jaminan hipotek, kreditor yang memegang hak 

hipotek atas properti debitor juga memiliki hak untuk menjual properti 

tersebut setelah kepailitan diputuskan. Kreditor hipotek memiliki 

prioritas dalam mendapatkan pembayaran dari hasil penjualan properti 

yang dijaminkan. Dengan demikian, jika debitor gagal memenuhi 

kewajiban utangnya, kreditor hipotek dapat segera mengeksekusi dan 

menjual properti tersebut untuk memenuhi sebagian atau seluruh utang 

debitor. Hasil penjualan properti tersebut akan digunakan untuk 

melunasi utang kepada kreditor dengan jaminan, dan jika ada sisa, maka 

baru dapat digunakan untuk membayar kreditor lainnya. 

 

4. Penyelesaian Utang yang Tertunda 

Pada situasi kepailitan, penyelesaian utang dapat menjadi lebih 

kompleks, terutama ketika nilai aset yang dijaminkan tidak cukup untuk 

melunasi seluruh utang kreditor yang memegang hak jaminan. Kreditor 

dengan jaminan berhak untuk mendapatkan pembayaran terlebih dahulu 

dari hasil lelang atau penjualan aset yang dijaminkan. Namun, jika hasil 

tersebut tidak mencakup jumlah utang yang masih terutang, kreditor 

tersebut tetap memiliki hak untuk mengajukan klaim atas utang yang 

belum dibayar. Ketika nilai aset yang dijaminkan tidak mencukupi, 

kreditor dengan jaminan dapat mengklaim sisa utang yang belum 

terbayar sebagai utang tanpa jaminan. Hal ini berarti bahwa kreditor akan 

berkompetisi dengan kreditor lainnya yang tidak memiliki jaminan 

dalam pembagian hasil dari harta pailit. Dalam hal ini, meskipun kreditor 
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dengan jaminan memiliki prioritas dalam pembayaran utang dari hasil 

penjualan aset, tidak sepenuhnya terhindar dari kemungkinan bersaing 

dengan kreditor tanpa jaminan untuk sisa utang yang belum terbayar. 

Proses ini menciptakan ketidaksetaraan antara kreditor yang 

memiliki jaminan dan yang tidak memiliki jaminan. Kreditor tanpa 

jaminan hanya dapat memperoleh pembayaran setelah kreditor dengan 

jaminan menerima haknya atas aset yang dijaminkan. Namun, meskipun 

kreditor dengan jaminan memiliki prioritas dalam eksekusi jaminan, 

tetap harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku dalam kepailitan, 

dan dalam beberapa kasus, harus bersaing dengan kreditor lainnya jika 

ada utang yang belum terbayar setelah aset dijual. 

 

5. Penyelesaian dalam Kasus Jaminan Bersama 

Pada beberapa kasus kepailitan, debitor dapat memberikan 

jaminan kepada beberapa kreditor melalui jaminan bersama atau jaminan 

kolektif, yang berarti beberapa pihak memiliki hak atas aset yang sama 

sebagai jaminan untuk utangnya. Dalam situasi seperti ini, kurator 

memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola dan menentukan 

urutan eksekusi jaminan tersebut, serta memastikan bahwa hak-hak 

semua kreditor terlindungi. Pengelolaan jaminan bersama menjadi lebih 

kompleks karena kreditor yang memiliki hak atas jaminan tersebut harus 

berbagi hasil dari penjualan aset secara proporsional, sesuai dengan nilai 

utang yang dimiliki. 

Proses ini dapat memperumit penyelesaian kepailitan karena 

lebih banyak pihak yang terlibat dan pembagian hasil penjualan aset 

menjadi lebih rumit. Kreditor yang memiliki jaminan bersama tidak 

dapat secara sepihak mengambil tindakan eksekusi terhadap jaminan 

tersebut. Sebaliknya, harus berkoordinasi dengan kreditor lainnya dan 

mengikuti prosedur yang ditentukan oleh kurator atau pengadilan. 

Kurator bertanggung jawab untuk memastikan bahwa distribusi hasil 

lelang atau penjualan aset dilakukan secara adil dan sesuai dengan urutan 

prioritas yang telah ditentukan oleh hukum. 

Pada pembagian hasil penjualan, kreditor dengan jaminan 

bersama akan mendapatkan pembayaran proporsional berdasarkan 

besaran utangnya, meskipun memiliki hak yang sama atas aset yang 

dijaminkan. Hal ini berarti jika ada lebih dari satu kreditor yang memiliki 

hak atas jaminan yang sama, harus berbagi hasil penjualan berdasarkan 

jumlah utang yang belum dibayar. Oleh karena itu, kurator harus 
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memastikan bahwa semua kreditor dengan jaminan bersama 

diperlakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku. 

 

D. Latihan Soal 

 

1. Jelaskan peran kurator dalam pengurusan harta pailit. 

2. Apa yang dimaksud dengan "hak prioritas" dalam pembagian hasil 

lelang harta pailit? 

3. Sebutkan dua jenis jaminan yang sering digunakan dalam kepailitan 

dan jelaskan perbedaannya. 

4. Bagaimana pengaruh keputusan pailit terhadap aset yang 

dijaminkan melalui hipotek? 

5. Apa yang terjadi dengan klaim utang yang tidak dapat dipenuhi oleh 

aset yang dijaminkan dalam proses kepailitan?  
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BAB X 
KEDUDUKAN HAK JAMINAN 

DALAM PROSES KEPAILITAN 
 

 

 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait dengan hak jaminan dalam pembagian aset 

pailit, memahami perlindungan hak jaminan bagi kreditor dalam 

proses kepailitan, serta memahami prioritas pembayaran utang antara 

kreditor yang memiliki jaminan dan yang tidak memiliki jaminan, 

sehingga pembaca dapat memahami secara mendalam konsep hak 

jaminan dalam pembagian aset pailit, perlindungan hak kreditor dalam 

proses kepailitan, serta dinamika prioritas pembayaran utang antara 

kreditor dengan dan tanpa jaminan, dalam konteks hukum kepailitan 

di Indonesia. 

Materi Pembelajaran 

• Hak Jaminan dalam Pembagian Aset Pailit 

• Perlindungan Hak Jaminan bagi Kreditor dalam Proses Kepailitan 

• Prioritas Pembayaran Utang antara Kreditor yang Memiliki 

Jaminan dan yang Tidak Memiliki Jaminan 

• Latihan Soal 

 

A. Hak Jaminan dalam Pembagian Aset Pailit 

 

Pada konteks kepailitan, hak jaminan berperan yang sangat 

penting dalam pembagian aset pailit. Saat seorang debitor dinyatakan 

pailit, seluruh harta debitor yang dapat dieksekusi akan dikelola oleh 

seorang kurator untuk dibagikan kepada kreditor sesuai dengan urutan 

prioritas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(UUK). Pembagian ini memprioritaskan kreditor yang memiliki hak 

jaminan atas sebagian atau seluruh harta yang dijaminkan oleh debitor. 
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1. Prioritas Pembayaran 

Pada konteks kepailitan, prioritas pembayaran menjadi hal yang 

sangat penting untuk menentukan urutan penyelesaian utang antara 

kreditor. Kreditor yang memegang hak jaminan, seperti jaminan fidusia, 

hipotek, atau hak tanggungan, memiliki hak untuk mendapatkan 

pembayaran lebih dahulu dibandingkan dengan kreditor lainnya yang 

tidak memiliki jaminan. Hal ini berdasarkan prinsip hukum yang 

mengakui bahwa kreditor yang memberikan pinjaman dengan jaminan 

telah mengambil langkah-langkah ekstra untuk mengamankan utangnya. 

Dengan adanya jaminan, kreditor tersebut dapat lebih mudah menuntut 

pelunasan utang karena memiliki klaim atas aset tertentu yang 

dijaminkan oleh debitor. 

Keistimewaan ini diberikan karena kreditor yang memiliki hak 

jaminan menanggung risiko yang lebih besar dibandingkan dengan 

kreditor tanpa jaminan, telah memilih untuk memberikan pinjaman 

dengan dasar bahwa jika debitor gagal memenuhi kewajibannya, dapat 

mengklaim dan menjual aset yang dijaminkan untuk memperoleh 

kembali utang yang belum dibayar. Sebagai kompensasi atas langkah ini, 

diberi prioritas dalam pembagian hasil lelang atau penjualan aset debitor 

dalam proses kepailitan. Dalam hal ini, kreditor dengan hak jaminan 

berhak menerima pembayaran penuh dari hasil penjualan atau 

pelelangan aset yang dijaminkan, sebelum kreditor tanpa jaminan 

menerima bagiannya. 

Sistem prioritas ini memastikan bahwa kreditor yang telah 

mengambil risiko lebih besar dalam memberikan pinjaman mendapatkan 

perlindungan hukum yang lebih baik. Sebagai contoh, jika aset yang 

dijaminkan tidak cukup untuk menutupi seluruh utang, kreditor dengan 

jaminan tetap memiliki hak atas pelunasan utangnya terlebih dahulu, 

sementara utang yang tersisa bagi kreditor tanpa jaminan akan 

diperlakukan sesuai dengan prioritas lainnya. Dengan demikian, prinsip 

prioritas pembayaran bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam 

penyelesaian utang dalam kepailitan, dengan memberikan perlindungan 

yang lebih besar bagi kreditor yang telah mengamankan pinjamannya 

melalui jaminan. 

 

2. Hak Jaminan Fidusia 

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan yang 

banyak digunakan dalam praktik perbankan dan pembiayaan. Dalam 
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jaminan fidusia, meskipun barang yang dijaminkan tetap berada di 

tangan debitor, hak untuk menjual atau menyita barang tersebut beralih 

kepada kreditor jika debitor gagal membayar utangnya. Jaminan ini 

memungkinkan debitor untuk tetap menguasai dan menggunakan barang 

yang dijaminkan selama masa perjanjian, sementara kreditor memiliki 

hak atas barang tersebut jika terjadi wanprestasi atau kegagalan dalam 

pembayaran utang. 

Pada situasi kepailitan, kreditor yang memiliki hak jaminan 

fidusia berhak mendapatkan pembayaran lebih dahulu dari hasil 

penjualan barang yang dijaminkan, sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku. Penjualan barang yang dijaminkan ini dilakukan melalui proses 

yang diatur oleh kurator atau pengadilan, dengan tujuan untuk melunasi 

utang debitor kepada kreditor yang memiliki hak jaminan fidusia. Hal ini 

memberi kreditor dengan jaminan fidusia prioritas dalam mendapatkan 

kembali pelunasan utangnya sebelum kreditor lainnya yang tidak 

memiliki jaminan. 

Apabila nilai barang yang dijaminkan melalui fidusia tidak 

mencukupi untuk melunasi seluruh utang, sisa utang yang belum 

terbayar akan diperlakukan sebagai utang tanpa jaminan (unsecured 

debt). Dalam hal ini, sisa utang tersebut harus dibayar menggunakan 

harta pailit lainnya, dan kreditor dengan jaminan fidusia akan bersaing 

dengan kreditor tanpa jaminan dalam pembagian sisa aset pailit. Ini 

menunjukkan bahwa meskipun kreditor fidusia memiliki hak untuk 

mendapatkan pembayaran terlebih dahulu, jaminan tersebut tidak selalu 

menjamin pelunasan utang secara penuh jika nilai barang yang 

dijaminkan tidak mencukupi. 

 

3. Hak Jaminan Hipotek dan Hak Tanggungan 

Hak jaminan hipotek dan hak tanggungan adalah bentuk jaminan 

yang juga memberikan perlindungan khusus bagi kreditor dalam kasus 

kepailitan. Kedua jenis jaminan ini memberikan kreditor hak untuk 

mengeksekusi atau menjual aset yang dijaminkan, yaitu properti atau 

benda bergerak, guna melunasi utang debitor. Jaminan Hipotek biasanya 

diterapkan pada aset tetap seperti tanah atau bangunan. Kreditor yang 

memegang hipotek memiliki hak untuk menjual properti yang 

dijaminkan dalam hal debitor gagal memenuhi kewajibannya. Penjualan 

ini dilakukan dengan prosedur yang diatur oleh hukum, dan hasil 

penjualannya digunakan untuk melunasi utang kreditor dengan jaminan 
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hipotek terlebih dahulu. Jika nilai properti yang dijaminkan tidak 

mencukupi untuk melunasi seluruh utang, maka sisa utang tersebut akan 

dianggap sebagai utang tanpa jaminan dan akan diperlakukan seperti 

utang biasa yang harus dibayar dari harta pailit lainnya. 

Hak Tanggungan, di sisi lain, lebih sering diterapkan pada benda 

bergerak, seperti kendaraan atau peralatan. Seperti halnya hipotek, 

kreditor dengan hak tanggungan juga berhak untuk menjual benda yang 

dijaminkan jika debitor gagal membayar utangnya. Hasil penjualan 

benda bergerak ini akan digunakan untuk melunasi utang kepada kreditor 

yang memegang hak tanggungan terlebih dahulu. Jika nilai benda yang 

dijaminkan tidak mencukupi untuk melunasi utang, sisa utang akan 

dianggap sebagai utang tanpa jaminan dan harus dibayar menggunakan 

harta pailit lainnya. 

 

4. Proses Pembagian Aset 

Proses pembagian aset dalam kasus kepailitan dimulai setelah 

penjualan aset debitor yang dilakukan oleh kurator. Aset yang dijual 

akan digunakan untuk membayar utang debitor sesuai dengan urutan 

prioritas yang ditetapkan oleh hukum. Proses ini sangat penting untuk 

memastikan bahwa hak-hak kreditor dilindungi dan distribusi hasil 

lelang atau penjualan dilakukan dengan adil. Kreditor dengan jaminan, 

seperti kreditor yang memiliki hak jaminan fidusia, hipotek, atau hak 

tanggungan, akan mendapatkan pembayaran terlebih dahulu dari hasil 

penjualan aset yang dijaminkan. Hal ini dikarenakan kreditor dengan 

jaminan telah mengambil langkah untuk mengamankan utangnya dengan 

meminta jaminan, yang memberikannya prioritas lebih tinggi dalam 

pembagian harta pailit. Dalam hal ini, pembayaran dilakukan 

berdasarkan urutan jenis jaminan yang dimiliki kreditor. Sebagai contoh, 

kreditor yang memiliki hak jaminan hipotek atas properti tertentu akan 

mendapatkan pembayaran lebih dulu dibandingkan kreditor yang hanya 

memiliki hak fidusia atas barang lain. Jika ada lebih dari satu kreditor 

yang memegang jenis jaminan yang sama, haknya akan dipenuhi sesuai 

dengan urutan yang tercatat atau disepakati dalam perjanjian awal. 

Sisa hasil penjualan akan dibagi di antara kreditor tanpa jaminan. 

Kreditor tanpa jaminan hanya dapat menerima pembayaran jika ada sisa 

harta pailit setelah kewajiban terhadap kreditor yang memiliki jaminan 

dipenuhi. Biasanya, kreditor tanpa jaminan akan bersaing satu sama lain 

untuk mendapatkan bagian dari sisa aset yang ada. Hal ini menunjukkan 
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adanya ketidaksetaraan dalam posisi kreditor dalam pembagian aset, di 

mana kreditor dengan jaminan lebih diutamakan. Proses ini menjadi 

lebih kompleks jika ada banyak kreditor dengan hak jaminan yang 

berbeda, sehingga kurator harus memastikan bahwa pembagian 

dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika aset yang dijaminkan 

tidak mencukupi untuk membayar utang, sisa utang yang belum dilunasi 

oleh kreditor dengan jaminan akan dianggap sebagai utang tanpa 

jaminan dan akan bersaing dengan kreditor lainnya dalam pembagian 

sisa aset pailit. 

 

5. Keterbatasan Pembagian Aset 

Meskipun kreditor yang memiliki hak jaminan, seperti hipotek 

atau fidusia, memiliki prioritas dalam pembagian aset pailit, terdapat 

keterbatasan yang harus dipahami. Salah satu batasan utama adalah 

kenyataan bahwa hak jaminan tidak selalu menjamin pelunasan utang 

secara penuh. Jika hasil penjualan aset yang dijaminkan tidak mencukupi 

untuk melunasi seluruh utang kreditor yang memiliki jaminan, maka 

kreditor tersebut hanya akan dibayar sesuai dengan nilai yang tercapai 

dari penjualan tersebut. Dengan kata lain, jika nilai pasar aset yang 

dijaminkan lebih rendah dari jumlah utang yang harus dibayar, kreditor 

dengan hak jaminan hanya dapat mengklaim pembayaran sebagian dari 

utangnya. 

Pada kondisi seperti ini, sisa utang yang belum terbayar akan 

dianggap sebagai utang tanpa jaminan, yang berarti kreditor yang 

memegang hak jaminan tidak dapat memperoleh pembayaran lebih 

lanjut dari hasil penjualan aset. Kreditor lainnya, yang tidak memiliki 

jaminan, baru dapat memperoleh pembayaran dari sisa aset pailit, jika 

ada. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kreditor dengan hak 

jaminan memiliki prioritas lebih tinggi dalam pembagian aset, tetap 

menghadapi risiko jika nilai aset yang dijaminkan tidak mencukupi 

untuk membayar seluruh utang. 

 

B. Perlindungan Hak Jaminan bagi Kreditor dalam Proses 

Kepailitan 

 

Pada konteks kepailitan, kreditor yang memegang hak jaminan, 

baik itu jaminan fidusia, hipotek, atau hak tanggungan, memperoleh 

perlindungan hukum yang penting. Perlindungan ini bertujuan untuk 
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memastikan bahwa kreditor yang telah memberikan pinjaman dengan 

dasar jaminan tetap mendapatkan haknya dalam proses penyelesaian 

utang debitor yang pailit. Proses kepailitan yang mengatur distribusi 

harta pailit debitor melibatkan berbagai tahap dan prioritas pembayaran 

utang, dan kreditor yang memiliki jaminan berhak untuk mendapatkan 

pembayaran lebih dahulu dibandingkan dengan kreditor tanpa jaminan. 

 

1. Perlindungan Hak Jaminan Berdasarkan Hukum Indonesia 

Pada sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap kreditor 

yang memiliki hak jaminan diatur dengan tegas dalam Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (UUK). Undang-undang ini memberikan prioritas 

kepada kreditor yang memegang hak jaminan, seperti hak jaminan 

fidusia, hipotek, atau hak tanggungan, dalam hal pembagian harta pailit. 

Berdasarkan ketentuan dalam UUK, kreditor dengan hak jaminan 

memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran terlebih dahulu dari hasil 

penjualan aset yang dijaminkan oleh debitor setelah debitor dinyatakan 

pailit, dengan syarat bahwa jaminan tersebut telah terdaftar dan sah 

secara hukum. 

Perlindungan yang diberikan kepada kreditor dengan hak 

jaminan ini bertujuan untuk menghargai dan melindunginya yang telah 

memberikan pinjaman dengan dasar jaminan atas aset debitor. Karena 

telah menanggung risiko yang lebih besar dalam memberikan pinjaman, 

maka haknya untuk mendapatkan kembali pembayaran dari hasil 

penjualan aset yang dijaminkan harus diprioritaskan. Proses ini dimulai 

ketika debitor dinyatakan pailit, yang kemudian mengarah pada 

penunjukan kurator untuk mengelola dan membagi harta pailit. 

Kurator memiliki tugas untuk menjual aset pailit yang 

dijaminkan oleh debitor, dan hasil dari penjualan tersebut akan 

digunakan untuk melunasi utang kepada kreditor yang memegang hak 

jaminan. Pembayaran dilakukan sesuai dengan urutan prioritas yang 

ditetapkan oleh hukum, sehingga kreditor yang memiliki jaminan akan 

lebih dahulu dibayar sebelum kreditor tanpa jaminan. Dalam hal ini, 

kreditor dengan hak jaminan berhak mendapatkan pembayaran penuh 

dari hasil penjualan aset yang dijaminkan, asalkan hasil tersebut 

mencukupi untuk melunasi utang. 
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2. Penghormatan terhadap Hak Jaminan dalam Pembagian Aset 

Pada sistem hukum Indonesia, penghormatan terhadap hak 

jaminan dalam pembagian aset pailit sangat dijaga. Kreditor yang 

memegang hak jaminan memiliki prioritas yang lebih tinggi dalam 

memperoleh pembayaran dibandingkan dengan kreditor tanpa jaminan. 

Prinsip ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(UUK), yang memberikan perlindungan bagi kreditor dengan hak 

jaminan dalam proses pembagian aset pailit. 

Aset yang dijaminkan oleh debitor akan diprioritaskan untuk 

digunakan dalam pelunasan utang yang dijamin. Sebagai contoh, dalam 

hal jaminan fidusia, meskipun barang yang dijaminkan tetap berada 

dalam penguasaan debitor, hak untuk menjual barang tersebut beralih 

kepada kreditor jika debitor gagal memenuhi kewajiban utangnya. 

Dalam situasi kepailitan, kreditor yang memegang hak fidusia berhak 

atas hasil penjualan barang yang dijaminkan untuk melunasi utang yang 

belum dibayar. Hal ini memberikan kreditor dengan hak jaminan 

perlindungan lebih, karena dapat memperoleh pembayaran lebih dahulu 

daripada kreditor tanpa jaminan. 

Meskipun kreditor dengan hak jaminan mendapatkan prioritas 

dalam pembagian aset, tetap menghadapi risiko jika hasil penjualan aset 

yang dijaminkan tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utang debitor. 

Jika nilai aset yang dijaminkan tidak cukup, sisa utang akan diperlakukan 

sebagai utang tanpa jaminan dan dibayar menggunakan harta pailit 

lainnya yang masih tersedia. Dalam hal ini, meskipun memiliki prioritas 

pembayaran, kreditor dengan hak jaminan tetap tidak dijamin untuk 

mendapatkan pelunasan utang secara penuh, tetap menghadapi 

ketidakpastian jika nilai aset yang dijaminkan tidak mencukupi. 

 

3. Perlindungan dalam Proses Pengurusan Harta Pailit oleh 

Kurator 

Pada proses pengurusan harta pailit, kurator berperanan yang 

sangat penting untuk memastikan hak-hak kreditor, terutama kreditor 

yang memiliki hak jaminan, dihormati dan dilindungi. Tugas utama 

kurator adalah untuk mengidentifikasi, mengelola, dan menjual seluruh 

harta debitor, termasuk barang-barang yang dijaminkan kepada kreditor. 

Kurator bertanggung jawab untuk menjual aset yang dijaminkan dan 

menggunakan hasil penjualan tersebut untuk memenuhi kewajiban utang 
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debitor yang dijamin. Dalam hal ini, kreditor yang memegang hak 

jaminan dapat memastikan bahwa kurator menjalankan tugasnya dengan 

tepat, yaitu untuk menjual barang yang dijaminkan dan memberikan 

prioritas pembayaran. 

Pengawasan oleh hakim pengawas juga berperan yang krusial 

dalam proses ini. Hakim pengawas bertugas untuk memastikan bahwa 

kurator bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta 

menjaga agar hak-hak kreditor tidak dirugikan dalam proses pengurusan 

harta pailit. Pengawasan ini memberikan perlindungan kepada kreditor, 

terutama yang memiliki hak jaminan, agar proses penjualan dan 

pembagian aset berjalan secara transparan dan adil. Hal ini juga 

mencakup pengelolaan yang sah terhadap barang yang dijaminkan, serta 

memastikan bahwa kreditor yang memiliki hak jaminan menerima 

pembayarannya sebelum kreditor lainnya yang tidak memiliki jaminan. 

Kurator wajib memastikan bahwa segala tindakan yang diambil 

dalam proses pengurusan harta pailit tidak melanggar hak kreditor yang 

memiliki jaminan. Kurator harus bekerja untuk memaksimalkan hasil 

dari penjualan aset yang dijaminkan agar utang yang dijamin dapat 

dibayar penuh, atau setidaknya sebagian besar dari kewajiban utang 

dapat dipenuhi. Dengan demikian, kreditor yang memiliki hak jaminan 

memperoleh prioritas pembayaran, sesuai dengan prinsip hukum yang 

melindunginya dalam situasi kepailitan. 

 

4. Hak Jaminan dalam Konteks Kreditor dengan Beberapa Hak 

Jaminan 

Pada konteks kepailitan, perlindungan hak jaminan bagi kreditor 

juga berlaku dalam situasi di mana lebih dari satu kreditor memiliki hak 

atas aset yang sama. Hal ini sering terjadi dalam praktek di mana debitor 

memberikan jaminan kepada beberapa pihak untuk mendapatkan 

pinjaman atau kredit. Dalam kasus ini, kreditor dengan hak jaminan yang 

pertama terdaftar atau yang lebih dulu disepakati akan memperoleh hak 

prioritas untuk mendapatkan pembayaran dari hasil penjualan aset yang 

dijaminkan. Sebagai contoh, jika seorang debitor memberikan hipotek 

atas propertinya kepada satu kreditor dan fidusia kepada kreditor lain, 

kreditor dengan hak hipotek akan terlebih dahulu menerima pembayaran 

dari hasil penjualan properti tersebut. Hanya jika ada sisa dari hasil 

penjualan setelah pembayaran kreditor dengan hak hipotek, barulah 

kreditor dengan hak fidusia dapat memperoleh pembayaran. 
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Pada situasi ini, meskipun ada beberapa kreditor yang memiliki 

hak jaminan atas barang yang sama, prinsip prioritas tetap berlaku. 

Kreditor dengan hak jaminan yang lebih dulu akan didahulukan, dan 

pembayaran terhadap kreditor berikutnya hanya akan dilakukan jika ada 

aset yang tersisa setelah kewajiban terhadap kreditor pertama dipenuhi. 

Urutan prioritas ini sangat penting karena memberikan kreditor rasa 

aman, dengan memastikan bahwa haknya akan dipenuhi terlebih dahulu 

sebelum kreditor tanpa jaminan. 

Kreditor yang memiliki hak jaminan tetap berhak untuk 

menuntut pemenuhan haknya melalui eksekusi terhadap barang yang 

dijaminkan jika debitor gagal memenuhi kewajibannya. Hak ini 

memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi kreditor, karena tidak 

perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan pembayaran. Dengan 

adanya hak untuk mengeksekusi jaminan, kreditor dapat mengambil 

langkah-langkah hukum untuk memperoleh pembayaran lebih cepat dan 

memastikan bahwa utangnya dapat dilunasi. Hal ini juga mengurangi 

risiko bagi kreditor karena memiliki hak untuk menuntut pembayaran 

secara langsung dari barang yang dijaminkan, yang pada gilirannya 

membantu mengurangi ketidakpastian dalam proses penyelesaian utang 

debitor. 

 

5. Batasan Perlindungan terhadap Hak Jaminan 

Meskipun kreditor yang memiliki hak jaminan mendapatkan 

prioritas dalam proses pembagian aset pailit, perlindungannya tidak 

mutlak dan masih ada beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Salah 

satu batasan utama adalah jika hasil penjualan aset pailit yang 

dijaminkan tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utang kreditor yang 

memiliki jaminan tersebut. Dalam situasi ini, meskipun kreditor dengan 

hak jaminan tetap mendapatkan prioritas, masih menghadapi risiko 

bahwa utangnya tidak dapat dilunasi sepenuhnya. Harta pailit yang ada 

mungkin tidak cukup untuk memenuhi kewajiban seluruh kreditor, baik 

yang memiliki jaminan maupun yang tidak. 

Pada proses restrukturisasi utang melalui program PKPU 

(Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), kreditor dengan hak 

jaminan juga dapat terlibat dalam negosiasi yang dapat mempengaruhi 

haknya. Dalam PKPU, debitor diberi kesempatan untuk menunda 

pembayaran utang dan merestrukturisasi kewajibannya. Selama periode 

ini, debitor dapat meminta waktu tambahan untuk menyelesaikan 
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utangnya, dan kreditor, termasuk yang memiliki hak jaminan, mungkin 

harus setuju dengan perubahan atau perpanjangan waktu penyelesaian 

utangnya. Hal ini berarti bahwa meskipun kreditor dengan hak jaminan 

biasanya memiliki prioritas dalam pembagian aset, tetap harus 

berpartisipasi dalam proses negosiasi yang dapat mengubah prioritas 

atau ketentuan pembayaran utang yang semula telah disepakati. 

 

C. Prioritas Pembayaran Utang antara Kreditor yang Memiliki 

Jaminan dan yang Tidak Memiliki Jaminan 

 

Pada konteks kepailitan, salah satu aspek yang sangat penting 

adalah prioritas pembayaran utang antara kreditor yang memiliki 

jaminan (kreditor preferen) dan kreditor yang tidak memiliki jaminan 

(kreditor konkuren). Proses ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang (UUK), yang memberikan pedoman jelas tentang bagaimana 

pembayaran dilakukan dalam kasus kepailitan. Pemahaman yang jelas 

tentang prioritas pembayaran ini sangat penting untuk kreditor, debitor, 

dan pihak lain yang terlibat dalam proses kepailitan. 

 

1. Kreditor dengan Jaminan dan Kreditor Tanpa Jaminan 

Pada konteks kepailitan, terdapat perbedaan mendasar antara 

kreditor yang memiliki jaminan dan kreditor tanpa jaminan. Kreditor 

dengan jaminan, seperti yang memegang jaminan fidusia, hipotek, atau 

hak tanggungan, memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran lebih 

dahulu dibandingkan kreditor tanpa jaminan. Hak ini berlaku sepanjang 

jaminan yang dimiliki telah sah dan terdaftar sesuai dengan ketentuan 

hukum. Jaminan yang diberikan berfungsi sebagai perlindungan bagi 

kreditor, karena memiliki klaim yang lebih kuat terhadap harta debitor. 

Jika debitor gagal memenuhi kewajiban utangnya, kreditor dengan 

jaminan berhak untuk mengeksekusi dan menjual aset yang dijaminkan 

untuk memperoleh pembayaran utangnya. 

Kreditor tanpa jaminan, yang tidak memiliki hak atas aset 

tertentu milik debitor, dikategorikan sebagai kreditor konkuren, tidak 

memiliki klaim langsung terhadap barang atau aset tertentu, melainkan 

hanya memiliki hak untuk dibayar dari sisa aset pailit yang ada setelah 

seluruh kreditor yang memiliki jaminan dibayar. Artinya, kreditor tanpa 

jaminan baru dapat memperoleh pembayaran apabila ada aset yang 
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tersisa setelah kewajiban kepada kreditor dengan jaminan dipenuhi. Oleh 

karena itu, kreditor tanpa jaminan menghadapi risiko yang lebih besar 

dan kemungkinan untuk menerima pembayaran yang lebih kecil, 

terutama jika nilai harta pailit terbatas. 

 

2. Proses Pembagian Harta Pailit 

Proses pembagian harta pailit dimulai ketika debitor dinyatakan 

pailit dan harta-hartanya dijual untuk membayar utang. Pembagian hasil 

penjualan ini dilakukan berdasarkan urutan prioritas yang ditetapkan 

oleh hukum, yang memastikan kreditor yang memiliki hak jaminan 

mendapatkan pembayaran terlebih dahulu. Prioritas ini didasarkan pada 

prinsip perlindungan hukum terhadap kreditor yang sudah memiliki 

jaminan atas aset debitor. Kreditor yang memegang hak jaminan, seperti 

hak fidusia, hipotek, atau hak tanggungan, termasuk dalam kelompok 

kreditor preferen, berhak untuk dibayar terlebih dahulu dari hasil 

penjualan barang yang dijaminkan. Apabila hasil penjualan barang yang 

dijaminkan tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utang, kreditor ini 

berhak untuk memperoleh pembayaran dari sisa harta pailit, namun 

hanya setelah kreditor dengan prioritas lebih tinggi dibayar. Pembayaran 

kepada kreditor dengan jaminan ini memiliki hak lebih tinggi karena 

telah memiliki klaim yang lebih kuat atas aset debitor. 

Sisa aset yang ada akan dibagikan kepada kreditor yang tidak 

memiliki jaminan, yang dikenal sebagai kreditor konkuren. Kreditor 

konkuren tidak memiliki klaim langsung terhadap aset tertentu dan 

hanya berhak menerima pembayaran dari sisa harta pailit. Pembayaran 

kepada kreditor konkuren dilakukan secara proporsional berdasarkan 

besar utang yang dimiliki oleh masing-masing kreditor. Jika jumlah harta 

pailit terbatas, kreditor konkuren mungkin hanya menerima sebagian 

kecil dari utangnya, atau bahkan tidak mendapat apa-apa jika sisa aset 

tidak mencukupi. Selain itu, ada beberapa kreditor yang memiliki hak 

preferen berdasarkan hukum, seperti kreditor yang menuntut 

pembayaran pajak atau gaji pekerja. Dalam beberapa kasus, hukum 

memberikan prioritas lebih tinggi kepada kelompok kreditor ini, 

sehingga dapat memperoleh pembayaran sebelum kreditor dengan 

jaminan atau kreditor konkuren. Namun, meskipun ada kategori kreditor 

preferen ini, dalam sebagian besar situasi kreditor yang memiliki 

jaminan tetap diutamakan dalam pembagian harta pailit. 
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3. Pentingnya Jaminan dalam Proses Kepailitan 

Pentingnya jaminan dalam proses kepailitan sangat krusial bagi 

kreditor, karena memberikan perlindungan dan prioritas dalam 

memperoleh pembayaran utang. Kreditor yang memiliki jaminan atas 

aset debitor berhak untuk mendapatkan pembayaran lebih dahulu 

daripada kreditor yang tidak memiliki jaminan. Tanpa jaminan, kreditor 

hanya dapat mengandalkan pembagian harta pailit yang terbatas, yang 

sering kali tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utangnya. 

Sementara itu, kreditor yang memiliki jaminan memiliki hak untuk 

mengeksekusi aset yang dijaminkan, memberikannya posisi yang lebih 

menguntungkan. 

Jaminan berfungsi sebagai alat perlindungan yang signifikan 

dalam proses kepailitan, karena dapat mengurangi risiko kerugian bagi 

kreditor. Jika debitor gagal membayar utangnya, kreditor dengan hak 

jaminan tetap dapat menuntut pelunasan melalui penjualan aset yang 

dijaminkan. Dengan adanya hak jaminan, kreditor mendapatkan rasa 

aman bahwa ia memiliki klaim yang lebih kuat terhadap harta debitor 

yang dijaminkan. Hal ini berbeda dengan kreditor tanpa jaminan, yang 

harus bersaing dengan kreditor lain untuk memperoleh sisa aset pailit, 

dan sering kali tidak menerima pembayaran penuh. 

Hak jaminan memberikan kreditor kesempatan yang lebih besar 

untuk mendapatkan kembali dana yang dipinjamkan, dibandingkan 

dengan kreditor tanpa jaminan. Kreditor dengan hak jaminan memiliki 

akses langsung kepada aset yang dijaminkan, yang secara hukum telah 

ditetapkan untuk memenuhi kewajiban utang debitor. Dengan demikian, 

jaminan tidak hanya meningkatkan peluang kreditor untuk mendapatkan 

pelunasan utang, tetapi juga mengurangi risiko yang dihadapi dalam 

proses kepailitan. 

 

4. Situasi Ketika Hasil Penjualan Aset Tidak Mencukupi 

Pada situasi kepailitan, meskipun kreditor yang memegang hak 

jaminan memiliki prioritas dalam pembagian aset, ada kalanya hasil 

penjualan harta pailit tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utang, 

baik yang dijamin maupun yang tidak dijamin. Dalam kasus seperti ini, 

kreditor dengan jaminan tetap akan menerima pembayaran terlebih 

dahulu dari hasil penjualan barang yang dijaminkan. Namun, jika nilai 

harta yang dijaminkan lebih rendah dari utang yang terutang, kreditor 
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tersebut hanya akan dibayar sesuai dengan nilai barang yang dijaminkan, 

dan tidak dapat menuntut lebih dari itu.  

Contohnya jika debitor memiliki utang yang lebih besar dari nilai 

aset yang dijaminkan, meskipun kreditor yang memegang hak jaminan 

akan mendapatkan pembayaran lebih dahulu, tetap akan mengalami 

kerugian karena hasil penjualan barang yang dijaminkan tidak cukup 

untuk melunasi seluruh utang. Dalam hal ini, sisa utang yang tidak dapat 

dipenuhi dari hasil penjualan aset yang dijaminkan akan dibayar 

menggunakan sisa harta pailit yang tidak dijaminkan, yang kemudian 

dibagikan kepada kreditor konkuren. 

Meskipun kreditor dengan jaminan memiliki posisi yang lebih 

baik daripada kreditor konkuren, tetap tidak sepenuhnya bebas dari risiko 

kerugian. Jika hasil penjualan aset yang dijaminkan tidak mencukupi, 

akan menghadapi kerugian yang proporsional dengan kekurangan 

tersebut. Oleh karena itu, meskipun hak jaminan memberikan 

perlindungan dan prioritas dalam pelunasan utang, kreditor tetap 

menghadapi ketidakpastian terkait nilai aset yang dijaminkan dan 

seberapa besar bagian yang akan diterima dalam pembagian harta pailit. 

 

5. Peran Pengadilan dan Kurator 

Pada proses kepailitan, pengadilan dan kurator berperan yang 

sangat penting dalam memastikan bahwa pembagian harta pailit 

dilakukan dengan adil dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. 

Kurator bertanggung jawab untuk mengelola seluruh harta pailit debitor, 

yang meliputi penjualan aset-aset yang dijaminkan dan pembagian 

hasilnya kepada kreditor sesuai dengan prioritas hukum. Salah satu tugas 

utama kurator adalah memastikan bahwa kreditor yang memiliki hak 

jaminan mendapatkan haknya terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan 

hukum yang mengutamakan pembayaran kepada kreditor tersebut. 

Kurator juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa 

kreditor dengan hak preferen, seperti pajak atau gaji pekerja, 

mendapatkan pembayaran sesuai dengan prioritasnya, yang biasanya 

lebih tinggi daripada kreditor lainnya. Dalam hal ini, kurator harus 

bertindak secara hati-hati dan sesuai prosedur untuk memastikan bahwa 

semua kreditor menerima pembayaran sesuai dengan prioritas hukum 

yang telah ditetapkan. 

Hakim pengawas yang ditunjuk oleh pengadilan juga berperanan 

penting dalam proses ini. Hakim pengawas bertugas untuk mengawasi 
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jalannya proses kepailitan, termasuk memastikan bahwa kurator 

melaksanakan tugasnya dengan benar dan tidak ada tindakan yang 

merugikan kreditor atau pihak lain yang terlibat. Hakim pengawas 

memastikan bahwa pembagian harta pailit dilakukan secara transparan 

dan sesuai dengan ketentuan hukum, serta bahwa hak-hak kreditor 

dihormati dengan adil. 

 

D. Latihan Soal 

 

1. Pada suatu proses kepailitan, terdapat dua jenis kreditor: kreditor 

yang memiliki jaminan fidusia dan kreditor yang tidak memiliki 

jaminan. Jika debitor memiliki sejumlah harta yang dijaminkan 

dengan nilai yang lebih rendah dari total utangnya, bagaimana 

urutan pembagian harta pailit antara kreditor dengan jaminan dan 

kreditor tanpa jaminan? Jelaskan alasan di balik urutan tersebut! 

2. Seorang debitor pailit memiliki utang yang terdiri dari dua 

kelompok: pertama, utang yang dijamin dengan hipotek kepada 

Kreditor A, dan kedua, utang yang tidak dijamin kepada Kreditor B. 

Debitor memiliki harta pailit yang akan dijual untuk membayar 

utang-utang tersebut. Jika hasil penjualan harta pailit lebih rendah 

dari jumlah utang yang terutang, bagaimana prioritas pembayaran 

utang dilakukan menurut hukum kepailitan Indonesia? Jelaskan 

urutan dan prosesnya! 

3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hak preferen dalam proses 

pembagian harta pailit. Sebutkan contoh jenis kreditor yang dapat 

diberikan hak preferen dan jelaskan bagaimana hak preferen ini 

mempengaruhi urutan pembagian harta pailit. 

4. Pada proses kepailitan, terdapat suatu kasus di mana kreditor yang 

memiliki jaminan fidusia tidak dapat mengeksekusi jaminan karena 

nilai aset yang dijaminkan tidak mencukupi untuk menutupi seluruh 

utang yang terutang. Dalam hal ini, bagaimana perlindungan hak 

kreditor dengan jaminan dalam pembagian sisa harta pailit? Jelaskan 

bagaimana proses pembagian utang dilakukan! 

5. Seorang debitor pailit memiliki beberapa jenis utang yang terkait 

dengan berbagai jenis jaminan. Jika hasil penjualan aset pailit 

melebihi total utang, bagaimana sisa hasil penjualan harta pailit 

dibagikan antara kreditor dengan jaminan dan kreditor tanpa 
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jaminan? Jelaskan mekanismenya berdasarkan prioritas 

pembayaran! 
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6.   
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BAB XI 
KETENTUAN HUKUM 

INTERNASIONAL MENGENAI 

HARTA PAILIT DAN JAMINAN 

LUAR NEGERI 
 

 

 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait dengan peraturan internasional terkait 

kepailitan dan jaminan, memahami harta pailit yang berada di luar 

negeri dan pengaturannya, memahami penyelesaian utang dan 

jaminan dalam kasus kepailitan internasional, serta memahami 

tantangan dalam pengelolaan harta pailit lintas negara, sehingga 

pembaca dapat memiliki pemahaman yang komprehensif tentang 

peraturan internasional yang mengatur kepailitan dan jaminan, 

pengelolaan harta pailit yang berada di luar negeri, serta tantangan dan 

solusi dalam penyelesaian utang dan jaminan dalam kasus kepailitan 

internasional. 

Materi Pembelajaran 

• Peraturan Internasional terkait Kepailitan dan Jaminan 

• Harta Pailit yang Berada di Luar Negeri dan Pengaturannya 

• Penyelesaian Utang dan Jaminan dalam Kasus Kepailitan 

Internasional 

• Tantangan dalam Pengelolaan Harta Pailit Lintas Negara 

• Latihan Soal  

 

A. Peraturan Internasional terkait Kepailitan dan Jaminan 

 

Kepailitan dan jaminan internasional mencakup sejumlah 

peraturan dan ketentuan yang bertujuan untuk mengatasi tantangan 

hukum yang timbul ketika seorang debitor memiliki kewajiban di 



166  Hukum jaminan dan kepailitan 

beberapa negara. Peraturan internasional terkait kepailitan dan jaminan 

sangat penting, mengingat globalisasi ekonomi yang semakin 

berkembang dan meningkatnya transaksi lintas negara. Penyelesaian 

masalah kepailitan yang melibatkan lebih dari satu negara memerlukan 

harmonisasi dan pengakuan terhadap aturan internasional untuk 

memastikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan bagi semua 

pihak yang terlibat. 

 

1. UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency 

UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency adalah 

sebuah kerangka hukum yang penting dalam menangani kepailitan lintas 

negara. Diadopsi oleh Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk 

Hukum Perdagangan Internasional (UNCITRAL) pada tahun 1997, 

Model Law ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi negara-

negara dalam merumuskan peraturan yang lebih konsisten dan dapat 

diandalkan terkait pengelolaan kepailitan yang melibatkan lebih dari satu 

negara. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi global, semakin 

banyak perusahaan yang memiliki aset, utang, dan kewajiban di berbagai 

negara. Oleh karena itu, pengaturan kepailitan lintas negara menjadi 

semakin penting untuk memastikan proses penyelesaian utang dapat 

berjalan efisien dan adil. 

Salah satu prinsip utama dari UNCITRAL Model Law adalah 

pengakuan dan kerjasama antar pengadilan. Negara-negara yang 

mengadopsi Model Law setuju untuk mengakui dan menegakkan 

keputusan pengadilan kepailitan dari negara asal debitor. Hal ini 

mempermudah proses penyelesaian utang, karena memungkinkan 

keputusan pengadilan yang telah dikeluarkan di satu negara untuk 

berlaku di negara lain yang terlibat dalam kepailitan tersebut. Dengan 

adanya pengakuan ini, proses kepailitan menjadi lebih terkoordinasi, 

mengurangi kemungkinan terjadinya konflik hukum antara negara yang 

terlibat, dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan harta pailit yang 

tersebar di berbagai negara. 

Model Law juga mengatur prosedur untuk menangani harta pailit 

yang tersebar di berbagai negara. Negara-negara yang mengadopsi 

Model Law diwajibkan untuk memberikan akses kepada pengadilan dan 

kreditor internasional dalam mengelola aset debitor yang ada di 

wilayahnya. Ini penting untuk memastikan bahwa semua kreditor, baik 

domestik maupun internasional, mendapatkan perlakuan yang adil dalam 
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proses penyelesaian utang. Dengan demikian, UNCITRAL Model Law 

memberikan dasar hukum yang kokoh untuk memastikan bahwa proses 

kepailitan lintas negara dapat berjalan secara transparan, efisien, dan adil 

bagi semua pihak yang terlibat. 

 

2. Konvensi PBB tentang Prosedur Kepailitan Transnasional 

Konvensi PBB tentang Prosedur Kepailitan Transnasional, yang 

diadopsi pada tahun 1997, merupakan instrumen internasional yang 

sangat penting dalam mengatur kepailitan lintas negara. Konvensi ini 

dirancang untuk memberikan pedoman yang lebih rinci mengenai 

prosedur kepailitan yang melibatkan aset atau kewajiban debitor yang 

tersebar di berbagai negara. Fokus utama dari konvensi ini adalah pada 

penyelesaian utang dan pengelolaan harta pailit dengan memperhatikan 

kebutuhan dan hak-hak kreditor serta debitor di berbagai yurisdiksi. 

Salah satu tujuan utama dari Konvensi PBB ini adalah untuk 

mempercepat proses penyelesaian utang lintas negara, mengurangi 

ketidakpastian, dan memastikan bahwa keputusan pengadilan yang 

diambil di satu negara dapat diakui dan diterima oleh negara-negara lain 

yang terlibat. Hal ini mengurangi kemungkinan konflik hukum yang 

dapat muncul akibat ketidakcocokan sistem hukum antar negara. 

Konvensi ini juga bertujuan untuk menciptakan mekanisme yang jelas 

dan efisien dalam mengelola harta pailit yang tersebar di berbagai 

negara, sehingga memungkinkan pengelolaan yang lebih terkoordinasi 

dan transparan. 

Salah satu aspek yang ditekankan dalam Konvensi PBB ini 

adalah pengaturan hak-hak kreditor, terutama kreditor yang memiliki 

jaminan. Konvensi ini memberikan prosedur yang jelas mengenai 

bagaimana kreditor dengan hak jaminan dapat menuntut haknya atas aset 

pailit debitor. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kreditor yang 

memiliki hak atas aset tertentu mendapatkan prioritas dalam pembagian 

harta pailit, meskipun harta tersebut berada di luar negara tempatnya 

meminjamkan uang. Selain itu, konvensi ini juga mengatur prosedur 

yang memastikan bahwa semua pihak, baik kreditor maupun debitor, 

dapat menjalani proses kepailitan dengan adil dan efisien, mengurangi 

potensi kerugian yang dapat timbul dari ketidakjelasan hukum atau 

prosedur yang rumit. 
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3. Peraturan tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Keputusan 

Kepailitan 

Banyak negara memiliki peraturan domestik yang mengatur 

pengakuan dan pelaksanaan keputusan pengadilan kepailitan 

internasional. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, dan 

Kanada memiliki sistem hukum yang memungkinkan pengakuan 

keputusan kepailitan dari negara lain, meskipun tidak selalu mengadopsi 

UNCITRAL Model Law atau Konvensi PBB secara penuh. Dalam 

praktiknya, negara-negara ini mengandalkan prinsip kerjasama 

internasional yang memungkinkan pengadilan untuk mengakui 

keputusan kepailitan asing jika keputusan tersebut tidak bertentangan 

dengan hukum nasional atau kebijakan publik negara yang bersangkutan. 

Prinsip kerjasama ini memberikan dasar bagi pengadilan untuk 

menilai apakah keputusan kepailitan yang diambil di negara asal debitor 

dapat diakui dan dilaksanakan di negara lain. Biasanya, keputusan ini 

akan diakui jika pengadilan asing telah mengikuti prosedur hukum yang 

sah dan hasilnya tidak melanggar norma hukum atau kebijakan publik 

negara yang bersangkutan. Sebagai contoh, jika keputusan pengadilan 

kepailitan di negara asal sesuai dengan standar internasional dan tidak 

bertentangan dengan prinsip dasar hukum negara lain, pengadilan negara 

tersebut dapat memberikan pengakuan dan melaksanakan keputusan 

tersebut. 

Salah satu isu utama dalam kepailitan lintas negara adalah 

perlindungan hak-hak kreditor, terutama kreditor yang memiliki 

jaminan. Negara-negara ini umumnya memiliki prosedur hukum yang 

memastikan bahwa hak-hak kreditor terlindungi selama proses kepailitan 

lintas negara. Kreditor yang memiliki jaminan memiliki hak prioritas 

dalam memperoleh pembayaran utang, yang dapat menimbulkan konflik 

dengan kreditor tanpa jaminan. Oleh karena itu, pengadilan sering kali 

memastikan bahwa pembagian harta pailit dilakukan secara adil, dan hak 

kreditor dengan jaminan dihormati sesuai dengan prioritas. 

 

4. Kepailitan dan Jaminan Internasional 

Kepailitan lintas negara melibatkan beberapa aspek terkait 

jaminan yang harus diperhatikan dengan cermat, mengingat 

kompleksitas hukum yang dapat muncul ketika hak jaminan melintasi 

batas negara. Salah satu hal yang perlu ditekankan adalah bahwa hak 

jaminan tidak terbatas hanya pada negara asal debitor, tetapi dapat 
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berlaku di negara tempat aset debitor berada. Misalnya, jika seorang 

debitor memiliki aset yang dijaminkan di negara lain, kreditor yang 

memiliki hak jaminan terhadap aset tersebut mungkin berhak untuk 

mengklaim dan mengeksekusi aset tersebut meskipun proses kepailitan 

sedang berlangsung di negara asal debitor. Hal ini memberikan kreditor 

dengan hak jaminan posisi yang lebih menguntungkan dalam 

mendapatkan pembayaran utangnya. 

Permasalahan hukum dapat timbul karena setiap negara mungkin 

memiliki peraturan yang berbeda mengenai eksekusi hak jaminan. 

Negara tempat aset tersebut berada bisa memiliki aturan yang lebih ketat 

atau bahkan peraturan yang bertentangan dengan hukum negara asal 

debitor mengenai bagaimana hak jaminan dapat dilaksanakan. Sebagai 

contoh, negara tersebut mungkin memerlukan prosedur tambahan atau 

persetujuan pengadilan setempat sebelum kreditor dapat mengeksekusi 

hak jaminan terhadap aset yang ada di negara tersebut. 

Pada konteks ini, penting bagi kreditor untuk memahami tidak 

hanya hukum negara asal debitor, tetapi juga hukum negara tempat aset 

tersebut berada serta peraturan internasional yang relevan, seperti 

UNCITRAL Model Law atau Konvensi PBB tentang Kepailitan 

Transnasional. Negara-negara yang mengadopsi UNCITRAL Model 

Law atau Konvensi PBB umumnya lebih memudahkan pengakuan 

terhadap hak-hak jaminan kreditor dalam pengelolaan harta pailit lintas 

negara. Model hukum ini menyediakan kerangka kerja yang lebih 

terkoordinasi dan konsisten, yang memungkinkan kreditor untuk lebih 

mudah mengklaim dan mengeksekusi hak jaminan di negara-negara lain 

yang juga mengadopsi prinsip-prinsip tersebut. 

 

5. Penyelesaian Sengketa Internasional Terkait Kepailitan dan 

Jaminan 

Penyelesaian sengketa internasional terkait kepailitan dan 

jaminan sering kali menjadi isu yang kompleks karena perbedaan sistem 

hukum antar negara. Negara tempat debitor berdomisili dan negara 

tempat harta pailit berada sering kali memiliki pandangan dan 

pengaturan hukum yang berbeda mengenai hak-hak yang harus 

dihormati dalam proses kepailitan. Misalnya, satu negara mungkin 

memberikan perlindungan yang lebih besar kepada kreditor yang 

memiliki hak jaminan, sementara negara lain memiliki pendekatan yang 

lebih ketat atau berbeda mengenai eksekusi hak jaminan. 
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Ketidaksesuaian dalam penanganan hak-hak tersebut dapat 

menyebabkan sengketa yang memperlambat atau bahkan menghalangi 

proses penyelesaian utang lintas negara. 

Untuk menghadapi sengketa semacam ini, peran forum 

pengadilan internasional atau arbitrase internasional menjadi sangat 

penting. Arbitrase internasional menawarkan solusi yang lebih fleksibel 

dan cepat dibandingkan dengan litigasi di pengadilan negara masing-

masing, karena arbitrase memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk 

memilih arbitrator yang memiliki keahlian di bidang kepailitan 

internasional, serta dapat menentukan aturan dan prosedur yang lebih 

sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak. Arbitrase juga lebih 

mengutamakan penyelesaian yang efisien dan praktis, menghindari 

kerumitan yang bisa timbul dari proses litigasi di beberapa yurisdiksi 

yang berbeda. 

Banyak sengketa terkait kepailitan dan jaminan yang dihadapi 

oleh perusahaan multinasional atau pihak-pihak dengan hubungan bisnis 

lintas negara dapat diselesaikan melalui arbitrase. Hal ini sangat 

menguntungkan bagi kreditor internasional yang menginginkan 

kejelasan dan kepastian hukum terkait hak-haknya terhadap harta pailit 

yang tersebar di berbagai negara. Dengan menggunakan arbitrase, 

kreditor dapat memastikan bahwa hak-haknya atas jaminan diakui dan 

dihormati, meskipun melibatkan yurisdiksi yang berbeda. 

 

B. Harta Pailit yang Berada di Luar Negeri dan Pengaturannya 

 

Pada konteks kepailitan internasional, masalah yang sering 

muncul adalah pengelolaan harta pailit yang berada di luar negeri. 

Debitor yang mengalami kepailitan sering kali memiliki aset yang 

tersebar di beberapa negara, baik itu berupa properti, uang tunai, atau 

hak-hak lainnya yang tersebar di berbagai yurisdiksi. Hal ini menambah 

kompleksitas dalam proses kepailitan, mengingat adanya perbedaan 

sistem hukum antar negara yang mungkin mempengaruhi cara aset 

tersebut diperlakukan, baik dalam hal pengelolaan maupun distribusi 

kepada kreditor. 
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1. Pentingnya Pengaturan Harta Pailit yang Berada di Luar 

Negeri 

Pentingnya pengaturan harta pailit yang berada di luar negeri 

menjadi sangat krusial dalam konteks kepailitan lintas negara, karena 

aset yang terletak di negara lain tidak selalu berada di bawah jurisdiksi 

langsung negara asal debitor. Hal ini menambah kompleksitas dalam 

memastikan bahwa hak-hak kreditor dapat dipenuhi dengan adil dan 

sesuai dengan hukum yang berlaku. Tanpa adanya pengaturan yang jelas, 

kreditor mungkin menghadapi kesulitan dalam mengeksekusi hak-

haknya terhadap harta pailit yang berada di luar negeri, yang bisa 

memperlambat atau menghalangi proses penyelesaian utang. 

Untuk mengatasi masalah ini, pengaturan harta pailit lintas 

negara memerlukan mekanisme hukum yang dapat mengakui dan 

menegakkan keputusan pengadilan dari negara asal debitor di negara 

lain. Salah satu kerangka hukum yang diadopsi oleh banyak negara 

adalah UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency. Model 

hukum ini memberikan pedoman bagi negara-negara untuk bekerja sama 

dalam mengelola harta pailit yang tersebar di berbagai negara dan 

memastikan kreditor dapat memperoleh bagiannya berdasarkan prioritas 

hukum yang berlaku. 

UNCITRAL Model Law berfokus pada pengakuan keputusan 

pengadilan yang diambil di negara asal debitor dan kerjasama antar 

pengadilan di berbagai negara. Hal ini memungkinkan proses 

penyelesaian utang menjadi lebih efisien dan terkoordinasi, meskipun 

melibatkan beberapa negara dengan sistem hukum yang berbeda. 

Dengan adanya pengaturan ini, negara-negara yang mengadopsi Model 

Law dapat lebih mudah mengelola klaim terhadap harta pailit yang 

terletak di luar negeri dan memastikan kreditor yang berhak 

mendapatkan pembayaran utangnya tanpa melanggar prinsip dasar 

keadilan internasional. 

 

2. Pengakuan dan Kerjasama Pengadilan 

Pengakuan dan kerjasama pengadilan merupakan aspek penting 

yang diatur dalam UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency 

untuk mengatasi kompleksitas kepailitan lintas negara. Salah satu prinsip 

utama dari Model Law ini adalah bahwa pengadilan di negara tempat 

harta pailit berada harus mengakui keputusan pengadilan dari negara asal 

debitor. Hal ini memungkinkan adanya koordinasi yang lebih baik dalam 
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penyelesaian utang dan pengelolaan aset pailit yang tersebar di berbagai 

negara. Dengan adanya pengakuan keputusan pengadilan negara asal 

debitor, pengadilan di negara tempat harta pailit berada dapat bekerja 

sama dengan pengadilan di negara asal debitor dalam proses pembagian 

aset kepada kreditor yang berhak. Kerjasama ini penting untuk 

memastikan bahwa kreditor internasional, yang mungkin memiliki klaim 

terhadap aset yang berada di luar negeri, tidak dirugikan hanya karena 

batas-batas geografis atau perbedaan sistem hukum antar negara. 

Pada kerangka ini, pengadilan negara tempat harta pailit berada 

bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang 

diambil di negara asal debitor, dengan memperhatikan hukum dan 

kebijakan publik yang berlaku di negaranya. Hal ini memberikan 

kepastian hukum bagi kreditor yang memiliki klaim terhadap aset di luar 

negeri, memastikan bahwa ia dapat memperoleh bagian yang sesuai dari 

harta pailit yang terdistribusi. Selain itu, kerjasama antar pengadilan ini 

juga penting untuk menghindari duplikasi proses hukum yang dapat 

menyebabkan pemborosan waktu dan biaya. Dengan koordinasi yang 

baik, pengadilan di berbagai negara dapat memastikan bahwa proses 

penyelesaian utang berjalan secara efisien dan kreditor yang berhak 

memperoleh pembayaran sesuai dengan prioritas hukum yang berlaku, 

tanpa adanya tumpang tindih atau konflik antar pengadilan. 

 

3. Proses Pengurusan Harta Pailit Lintas Negara 

Proses pengurusan harta pailit lintas negara dapat dilakukan 

melalui dua mekanisme utama, yaitu prosedur paralel dan prosedur 

terkoordinasi, yang masing-masing memiliki keuntungan dan tantangan 

tersendiri. Dalam prosedur paralel, setiap negara yang terlibat dalam 

kasus kepailitan akan mengadakan proses kepailitan secara terpisah di 

wilayahnya masing-masing untuk mengurus harta pailit yang berada di 

negara tersebut. Artinya, pengadilan di negara asal debitor dan 

pengadilan di negara tempat harta pailit berada akan menjalankan 

prosedur kepailitan secara terpisah. Masing-masing negara memiliki 

yurisdiksi atas harta pailit yang berada dalam wilayahnya dan dapat 

mengatur pembagian aset kepada kreditor yang berada di negara 

tersebut. Namun, prosedur ini dapat menimbulkan ketidakpastian, 

konflik hukum, dan duplikasi prosedur, yang dapat memperlambat 

proses penyelesaian dan pembagian aset. 



 173  Buku Ajar 

Pada prosedur terkoordinasi, negara-negara yang terlibat dalam 

kepailitan lintas negara bekerja sama dalam satu pengadilan atau 

prosedur yang sama untuk mengelola semua aset pailit, meskipun aset 

tersebut tersebar di beberapa negara. Prosedur ini mengutamakan 

kerjasama antara pengadilan-pengadilan yang terlibat untuk 

memfasilitasi pengelolaan dan distribusi aset secara terkoordinasi, 

mengurangi potensi konflik antar negara, dan menyederhanakan proses 

pembagian aset pailit. Prosedur terkoordinasi lebih efisien dibandingkan 

prosedur paralel karena menghindari tumpang tindih dan memungkinkan 

pengelolaan yang lebih terpusat. 

 Namun, prosedur terkoordinasi memerlukan persetujuan dari semua 

pihak yang terlibat, termasuk kreditor dan pengadilan di negara-negara 

yang memiliki kepentingan terhadap aset tersebut. Proses mencapai 

kesepakatan antar pihak-pihak yang terlibat bisa memakan waktu yang 

lama, mengingat perbedaan hukum, kebijakan, dan kepentingan nasional 

di setiap negara.  

 

4. Masalah Hak-Hak Kreditor dengan Jaminan 

Masalah hak-hak kreditor dengan jaminan dalam konteks 

kepailitan lintas negara merupakan salah satu tantangan utama yang 

harus diperhatikan dalam pengelolaan harta pailit yang berada di luar 

negeri. Kreditor yang memiliki hak atas jaminan memiliki prioritas 

dalam memperoleh pembayaran, yaitu dengan mendapatkan bagian dari 

hasil penjualan atau likuidasi aset yang dijaminkan. Hak ini diatur sesuai 

dengan hukum yang berlaku di negara asal debitor, yang mengharuskan 

aset yang dijaminkan dibayar terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada 

kreditor yang tidak memiliki jaminan. 

Situasi menjadi lebih kompleks ketika harta yang dijaminkan 

berada di luar negeri. Kreditor dengan hak jaminan harus menghadapi 

masalah yuridiksi dan perbedaan sistem hukum antar negara. Negara 

tempat harta pailit berada mungkin tidak mengakui keputusan 

pengadilan kepailitan yang dikeluarkan di negara asal debitor atau tidak 

mengizinkan eksekusi langsung atas hak jaminan tersebut. Dalam hal ini, 

kreditor harus mengajukan permohonan ke pengadilan di negara tempat 

aset berada untuk mengeksekusi haknya, yang tidak hanya memakan 

waktu, tetapi juga menambah biaya, karena kreditor harus menghadapi 

prosedur hukum yang berbeda. Misalnya, negara tempat harta pailit 

berada mungkin memiliki regulasi yang lebih ketat terkait eksekusi hak 
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jaminan atau prosedur yang lebih rumit untuk pengakuan keputusan 

pengadilan asing. Kreditor mungkin harus membuktikan bahwa 

keputusan pengadilan asal debitor sah dan layak untuk diakui di negara 

tersebut, serta memenuhi persyaratan hukum yang berlaku di negara 

tempat aset berada. 

 

5. Penyelesaian Utang dengan Harta Pailit Lintas Negara 

Penyelesaian utang dengan harta pailit lintas negara merupakan 

proses yang kompleks, karena melibatkan berbagai sistem hukum dan 

yurisdiksi negara yang berbeda. Dalam konteks ini, kreditor yang terlibat 

dalam kasus kepailitan internasional harus memahami bahwa 

penyelesaian utang dengan menggunakan harta pailit yang berada di luar 

negeri harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di negara tempat 

harta tersebut berada. Hal ini menjadi penting karena setiap negara 

memiliki aturan yang berbeda mengenai bagaimana aset pailit harus 

dikelola dan dibagikan kepada kreditor.  

Pada beberapa situasi, negara-negara yang mengadopsi prinsip-

prinsip internasional, seperti UNCITRAL Model Law atau Konvensi 

PBB tentang Kepailitan Transnasional, dapat menawarkan pendekatan 

yang lebih terkoordinasi dan efisien dalam mengelola harta pailit lintas 

negara. Negara-negara yang mengikuti UNCITRAL Model Law, 

misalnya, lebih cenderung untuk mengakui dan menegakkan keputusan 

pengadilan yang diambil di negara asal debitor. Hal ini memfasilitasi 

proses penyelesaian utang dengan cara yang lebih transparan dan lebih 

sedikit birokrasi. 

Dengan mekanisme kerjasama antar pengadilan yang diatur 

dalam UNCITRAL Model Law, pengadilan di negara tempat harta pailit 

berada dapat bekerja sama dengan pengadilan di negara asal debitor 

untuk memastikan bahwa pembagian aset dilakukan dengan adil dan 

sesuai dengan prioritas kreditor. Kreditor yang berhak menerima 

pembayaran, baik yang memiliki jaminan maupun yang tidak, dapat 

memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan hukum internasional, 

sehingga mengurangi ketidakpastian yang dapat timbul dari perbedaan 

hukum antar negara. 
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C. Penyelesaian Utang dan Jaminan dalam Kasus Kepailitan 

Internasional 

 

Penyelesaian utang dalam kasus kepailitan internasional 

merupakan aspek yang sangat penting dalam konteks pengelolaan dan 

pembagian aset debitor yang mengalami kesulitan keuangan di berbagai 

negara. Karena sifatnya yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi, 

penyelesaian utang internasional menuntut pemahaman yang lebih 

dalam tentang mekanisme hukum internasional yang ada, serta 

bagaimana hak-hak kreditor yang memiliki jaminan dapat dilindungi 

dalam proses kepailitan lintas negara. 

 

1. Penyelesaian Utang dalam Kepailitan Internasional 

Penyelesaian utang dalam kepailitan internasional adalah proses 

yang melibatkan pengelolaan utang debitor yang memiliki aset atau 

kewajiban yang tersebar di berbagai negara. Proses ini menjadi kompleks 

karena setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda-beda, yang 

mencakup prosedur kepailitan yang berbeda serta aturan mengenai hak-

hak jaminan kreditor. Sebagai contoh, beberapa negara mungkin 

memiliki regulasi yang lebih ketat dalam hal eksekusi jaminan, 

sementara negara lain mungkin lebih fleksibel. Untuk memastikan 

penyelesaian utang yang adil dan efisien dalam konteks internasional, 

prinsip keadilan dan kerjasama internasional sangat penting. Kreditor 

dari berbagai negara berhak mendapatkan bagian dari aset debitor, 

meskipun aset tersebut berada di luar negeri. Proses penyelesaian utang 

ini sering kali mengandalkan kesepakatan internasional yang 

memfasilitasi pengakuan keputusan pengadilan dari negara asal debitor, 

serta pengaturan distribusi aset antar negara. 

Beberapa instrumen internasional, seperti UNCITRAL Model 

Law on Cross-Border Insolvency dan Konvensi PBB tentang Kepailitan 

Transnasional, telah dirancang untuk memberikan kerangka kerja yang 

memungkinkan negara-negara yang terlibat bekerja sama dalam 

menangani kasus kepailitan lintas negara. UNCITRAL Model Law, 

misalnya, memberikan pedoman bagi negara-negara untuk mengakui 

dan menegakkan keputusan pengadilan yang diambil di negara asal 

debitor, sehingga memungkinkan penyelesaian utang yang lebih efisien 

dan terkoordinasi. Penyelesaian utang dalam kepailitan internasional 

juga melibatkan prosedur yang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, 
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baik melalui prosedur paralel yang masing-masing negara menjalankan 

proses kepailitan di wilayahnya, maupun melalui prosedur terkoordinasi 

yang memungkinkan pengelolaan aset pailit secara bersama dalam satu 

sistem hukum. Tujuannya adalah untuk meminimalkan konflik antar 

negara dan memastikan bahwa hak-hak kreditor terlindungi dengan adil 

dan transparan, meskipun aset debitor tersebar di berbagai negara. 

 

2. Mekanisme Penyelesaian Utang Internasional 

Penyelesaian utang internasional sering kali melibatkan dua 

mekanisme utama, yaitu prosedur paralel dan prosedur terkoordinasi, 

yang masing-masing memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri. 

Prosedur paralel adalah metode yang mengharuskan setiap negara yang 

terlibat dalam kasus kepailitan untuk menjalankan proses kepailitan 

secara terpisah. Setiap pengadilan negara memiliki yurisdiksi atas aset 

debitor yang terletak di wilayahnya, dan kreditor yang berada di negara 

tersebut dapat mengajukan klaim untuk mendapatkan bagian dari aset 

sesuai dengan hukum lokal yang berlaku. Meskipun prosedur ini 

memberikan kepastian bagi kreditor di masing-masing negara untuk 

memperoleh haknya, proses ini seringkali memakan waktu lebih lama 

dan menambah biaya yang lebih tinggi karena harus dilakukan di 

beberapa negara dengan sistem hukum yang berbeda-beda. Pengadilan-

pengadilan yang terlibat juga harus berkoordinasi untuk menghindari 

tumpang tindih dan konflik antar negara. 

Prosedur terkoordinasi menawarkan pendekatan yang lebih 

efisien dalam penyelesaian utang lintas negara. Dalam prosedur ini, 

negara-negara yang terlibat bekerja sama dalam satu pengadilan atau 

prosedur yang sama untuk mengelola dan membagikan aset pailit 

debitor. Prosedur terkoordinasi meminimalkan konflik antara negara-

negara yang terlibat dan memastikan bahwa distribusi aset dilakukan 

secara lebih efisien. Pengelolaan utang dalam prosedur terkoordinasi 

juga lebih transparan dan dapat mengurangi potensi ketidakadilan yang 

bisa muncul dari perbedaan hukum yang ada di berbagai negara. 

Meskipun lebih efisien, prosedur terkoordinasi membutuhkan 

persetujuan dari semua pihak yang terlibat, dan dalam beberapa kasus, 

mencapai kesepakatan tersebut bisa memakan waktu. 
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3. Hak Jaminan dalam Penyelesaian Utang Internasional 

Hak jaminan memiliki peran yang sangat penting dalam 

penyelesaian utang internasional, terutama dalam konteks kepailitan 

lintas negara. Kreditor yang memiliki jaminan atas aset tertentu berhak 

untuk mendapatkan pembayaran terlebih dahulu dari hasil penjualan atau 

likuidasi aset yang dijaminkan, sebelum kreditor tanpa jaminan. Namun, 

ketika aset yang dijaminkan berada di luar negeri, kreditor menghadapi 

tantangan tambahan karena harus memahami dan mematuhi hukum yang 

berlaku di negara tempat aset tersebut berada. Hukum lokal ini bisa 

sangat berbeda dari hukum di negara asal debitor, yang dapat 

mempengaruhi cara eksekusi hak jaminan tersebut. 

Pada kasus kepailitan internasional, masalah utama yang sering 

muncul adalah kesulitan dalam mengeksekusi hak jaminan lintas negara. 

Meskipun kreditor memiliki hak prioritas untuk mengklaim aset yang 

dijaminkan, pengadilan di negara tempat aset berada mungkin tidak 

selalu mengizinkan pelaksanaan hak tersebut berdasarkan keputusan 

pengadilan di negara asal debitor. Beberapa negara mungkin tidak 

langsung mengakui atau menegakkan keputusan pengadilan asing, yang 

dapat memperlambat atau bahkan menghambat proses pemenuhan 

kewajiban utang. 

Untuk mengatasi tantangan ini, banyak negara yang terlibat 

dalam kepailitan internasional telah mengadopsi instrumen hukum 

internasional seperti UNCITRAL Model Law on Cross-Border 

Insolvency atau Konvensi PBB tentang Kepailitan Transnasional, yang 

dirancang untuk memfasilitasi pengakuan dan pelaksanaan keputusan 

pengadilan dalam konteks kepailitan lintas negara. Dengan adanya 

peraturan ini, negara-negara yang mengadopsi prinsip-prinsip tersebut 

lebih cenderung untuk mengakui dan menegakkan hak-hak kreditor, 

termasuk hak jaminan, dalam penyelesaian utang internasional. 

 

4. Pengaruh Yurisdiksi dalam Eksekusi Jaminan Internasional 

Pengaruh yurisdiksi dalam eksekusi jaminan internasional 

menjadi salah satu tantangan signifikan dalam penyelesaian utang lintas 

negara, terutama dalam konteks kepailitan internasional. Setiap negara 

memiliki aturan hukum yang berbeda terkait dengan pengelolaan dan 

pelaksanaan hak jaminan, yang dapat mempengaruhi hak kreditor untuk 

mengeksekusi jaminan atas aset debitor yang berada di luar negeri. 

Sebagai contoh, beberapa negara mungkin memiliki peraturan yang lebih 
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protektif terhadap kreditor dengan jaminan, memberikannya hak 

prioritas dalam pelaksanaan klaim atas aset yang dijaminkan. Sementara 

itu, negara lain mungkin lebih membatasi hak eksekusi kreditor, 

terutama jika tidak ada keputusan pengadilan yang sah dari negara asal 

debitor yang mengizinkan pelaksanaan tersebut. 

Perbedaan-perbedaan dalam yurisdiksi ini dapat menambah 

kompleksitas dalam penyelesaian utang internasional, karena kreditor 

yang memiliki hak jaminan harus menghadapi tantangan dalam 

menegakkan haknya di negara tempat aset pailit berada. Beberapa negara 

tidak akan mengizinkan eksekusi langsung terhadap jaminan jika 

keputusan pengadilan kepailitan berasal dari negara lain, yang dapat 

memperlambat proses penyelesaian dan meningkatkan biaya bagi 

kreditor. Namun, untuk mengatasi tantangan tersebut, mekanisme seperti 

UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency menawarkan 

solusi. Di bawah model hukum ini, negara yang memiliki aset pailit 

diharapkan untuk mengakui dan menghormati keputusan pengadilan 

yang diambil di negara asal debitor, termasuk keputusan yang terkait 

dengan pelaksanaan hak jaminan. Dengan demikian, kreditor yang 

memiliki hak jaminan dapat memperoleh haknya melalui eksekusi yang 

diakui secara internasional, meskipun hal ini memerlukan kerjasama 

antar pengadilan di berbagai negara. 

 

5. Kewajiban Debitor dalam Penyelesaian Utang Internasional 

Debitor yang menghadapi kepailitan internasional memiliki 

kewajiban untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan hukum yang 

berlaku di negara tempat asetnya berada, serta mematuhi peraturan 

internasional yang mengatur kepailitan lintas negara. Salah satu 

kewajiban utama debitor adalah memberikan informasi yang akurat dan 

lengkap mengenai aset yang dimiliki di luar negeri. Ini termasuk 

pengungkapan yang jelas tentang lokasi, nilai, dan status hukum dari 

aset-aset tersebut, yang sangat penting untuk proses pengelolaan dan 

distribusi aset pailit yang transparan. Debitor juga harus bekerja sama 

dengan pengadilan internasional atau otoritas yang terlibat dalam proses 

kepailitan. Dalam banyak kasus, pengadilan dari berbagai negara harus 

berkoordinasi untuk memastikan bahwa semua prosedur hukum diikuti 

dan aset debitor dibagi secara adil di antara kreditor. Proses ini sering 

kali memerlukan debitor untuk mematuhi keputusan pengadilan dari 
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negara asalnya, serta memastikan bahwa hak kreditor, terutama kreditor 

dengan hak jaminan, dihormati. 

Debitor harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh 

pengadilan yang mengawasi proses kepailitan, yang melibatkan 

pelaksanaan kewajiban utang dan pembagian aset, harus berusaha 

memastikan bahwa distribusi aset dilakukan secara adil, dengan 

memberikan prioritas yang sesuai kepada kreditor yang memiliki hak 

jaminan atas aset tertentu, sesuai dengan hukum negara tempat aset 

tersebut berada. Debitor juga harus menjaga prinsip keadilan dan 

transparansi dalam menyelesaikan kewajiban utangnya.  

 

D. Tantangan dalam Pengelolaan Harta Pailit Lintas Negara 

 

Pengelolaan harta pailit lintas negara (cross-border insolvency) 

merupakan hal yang kompleks dan penuh tantangan. Dalam era 

globalisasi yang memfasilitasi aliran barang, modal, dan informasi 

antarnegara, tidak jarang sebuah perusahaan atau individu yang 

mengajukan kepailitan memiliki aset dan kewajiban di berbagai negara. 

Hal ini menciptakan tantangan signifikan dalam mengelola harta pailit 

dan dalam proses penyelesaian utang. Beberapa tantangan utama yang 

muncul dalam pengelolaan harta pailit lintas negara meliputi perbedaan 

sistem hukum, yurisdiksi yang tumpang tindih, pengakuan dan 

pelaksanaan keputusan pengadilan internasional, serta koordinasi antar 

negara yang terlibat. 

 

1. Perbedaan Sistem Hukum dan Prosedur Kepailitan 

Antarnegara 

Perbedaan sistem hukum dan prosedur kepailitan antarnegara 

merupakan salah satu tantangan utama dalam pengelolaan harta pailit 

lintas negara. Setiap negara memiliki pendekatan hukum yang berbeda 

terkait dengan kepailitan, yang mencakup prosedur hukum, pengelolaan 

aset pailit, serta aturan yang mengatur hak-hak kreditor dan debitor. 

Beberapa negara mengadopsi sistem hukum common law, yang 

cenderung mengutamakan praktik preseden dan interpretasi pengadilan, 

sementara negara lain menggunakan civil law yang lebih mengandalkan 

kode hukum tertulis. Perbedaan ini berdampak pada cara suatu negara 

menangani kasus kepailitan, baik dari segi prosedur maupun prioritas 

yang diberikan kepada kreditor. 
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Sistem hukum ini juga memengaruhi prioritas hak kreditor. Di 

beberapa negara, kreditor yang memiliki jaminan atas aset debitor 

mungkin mendapatkan hak yang lebih besar untuk memperoleh 

pembayaran terlebih dahulu, sedangkan negara lain mungkin 

memberikan hak lebih besar kepada kreditor yang tidak memiliki 

jaminan, dengan tujuan memberikan perlindungan lebih kepada kreditor 

yang lebih rentan. Prioritas semacam ini bervariasi tergantung pada 

aturan yang berlaku di masing-masing negara, yang tentunya 

memengaruhi distribusi aset pailit. 

Terdapat instrumen internasional yang dirancang untuk 

mengatasi masalah ini, seperti UNCITRAL Model Law on Cross-Border 

Insolvency dan Konvensi PBB tentang Kepailitan Internasional, tidak 

semua negara mengadopsi atau mengimplementasikan instrumen ini 

dengan cara yang seragam. Beberapa negara mungkin telah mengadopsi 

instrumen tersebut secara penuh, sementara yang lain mungkin hanya 

mengintegrasikannya sebagian atau tidak mengadopsinya sama sekali. 

Hal ini menyebabkan inkonsistensi dalam prosedur yang diterapkan 

dalam penyelesaian utang lintas negara, yang bisa memperlambat proses 

kepailitan dan menambah kompleksitas dalam pengelolaan harta pailit. 

 

2. Yurisdiksi dan Konflik Antarnegara 

Masalah yurisdiksi menjadi salah satu tantangan besar dalam 

kasus kepailitan lintas negara. Setiap negara memiliki yurisdiksi yang 

sah atas harta pailit yang berada dalam wilayahnya, yang berarti bahwa 

pengadilan di negara tersebut memiliki kewenangan untuk mengelola 

dan membagikan aset pailit yang terletak di negara itu. Namun, hal ini 

bisa menimbulkan kesulitan bagi kreditor atau debitor yang mencoba 

untuk mengklaim atau mengelola harta pailit yang berada di luar negeri. 

Konflik yurisdiksi ini muncul ketika beberapa negara mengklaim hak 

atas pengelolaan harta pailit debitor, dan masing-masing negara 

menerapkan aturan hukum yang berbeda mengenai prosedur kepailitan. 

Pada beberapa kasus, pengadilan di negara asal debitor mungkin 

mengklaim yurisdiksi atas seluruh harta pailit debitor, terlepas dari lokasi 

fisik aset tersebut. Namun, negara tempat harta pailit berada mungkin 

memiliki aturan hukum yang berbeda atau lebih ketat, yang 

mengharuskan prosedur lokal diikuti, bahkan jika pengadilan negara asal 

debitor telah mengeluarkan keputusan. Hal ini dapat menyebabkan 

ketegangan antara negara-negara yang terlibat, karena masing-masing 
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berusaha untuk mempertahankan kontrol atas bagian dari aset debitor 

yang terletak di wilayahnya. 

Konflik ini semakin rumit apabila pengadilan di negara tempat 

harta pailit berada menolak untuk mengakui atau menerapkan keputusan 

pengadilan dari negara asal debitor. Dalam situasi ini, proses kepailitan 

menjadi terhambat, karena kreditor atau debitor harus menjalani 

prosedur hukum yang terpisah di masing-masing negara. Akibatnya, 

penyelesaian utang menjadi lebih lambat, biaya administrasi meningkat, 

dan pengelolaan harta pailit lintas negara menjadi lebih kompleks dan 

tidak efisien. 

 

3. Pengakuan dan Pelaksanaan Keputusan Pengadilan 

Internasional 

Masalah pengakuan dan pelaksanaan keputusan pengadilan 

internasional dalam kepailitan lintas negara adalah salah satu tantangan 

signifikan dalam penyelesaian utang internasional. Meskipun instrumen 

internasional seperti UNCITRAL Model Law dan Konvensi Kepailitan 

Transnasional telah dirancang untuk memfasilitasi kerjasama 

antarnegara dalam menangani kasus kepailitan lintas negara, 

implementasi dan pengakuan keputusan pengadilan asing tetap menjadi 

isu kompleks. Salah satu alasan utama adalah bahwa tidak semua negara 

memiliki kewajiban hukum untuk mengakui atau melaksanakan 

keputusan pengadilan dari negara lain, meskipun negara tersebut telah 

mengadopsi prinsip-prinsip internasional yang relevan. 

Perbedaan sistem hukum antara negara-negara yang terlibat 

memperburuk masalah ini. Negara yang memiliki sistem hukum 

common law mungkin memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal 

pengakuan keputusan pengadilan internasional dibandingkan dengan 

negara yang mengadopsi sistem civil law. Selain itu, perbedaan prosedur 

administratif dan legal yang ada di setiap negara juga dapat 

menyebabkan ketidakpastian apakah keputusan pengadilan yang dibuat 

di negara asal debitor akan diakui atau diterima oleh pengadilan di 

negara tempat harta pailit berada. 

Masalah ini dapat mempengaruhi kelancaran proses pembagian 

aset dan penyelesaian utang. Dalam beberapa kasus, keputusan yang sah 

dan sudah final di negara asal debitor mungkin tidak diakui atau bahkan 

bisa ditunda pelaksanaannya di negara tempat harta pailit berada. Hal ini 

dapat menyebabkan keterlambatan yang signifikan dalam distribusi aset 
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pailit kepada kreditor dan meningkatkan biaya administrasi yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan proses kepailitan lintas negara. Untuk 

mengatasi masalah ini, kerjasama internasional yang lebih efektif dan 

peningkatan pengakuan keputusan pengadilan antarnegara menjadi 

sangat penting. Negara-negara yang terlibat dalam kepailitan lintas 

negara perlu bekerja sama untuk memperkuat mekanisme hukum yang 

mengatur pengakuan keputusan pengadilan internasional, agar proses 

penyelesaian utang menjadi lebih efisien dan adil bagi semua pihak yang 

terlibat. 

 

4. Kompleksitas Pembagian Aset Pailit di Beberapa Negara 

Kompleksitas pembagian aset pailit di berbagai negara 

merupakan tantangan besar dalam pengelolaan kepailitan lintas negara. 

Ketika harta pailit tersebar di beberapa negara, perbedaan dalam 

prosedur dan prinsip hukum yang diterapkan oleh negara-negara tersebut 

dapat memperburuk proses pembagian aset. Setiap negara mungkin 

memiliki aturan yang berbeda terkait dengan prioritas pembayaran 

utang, terutama mengenai kreditor yang memiliki jaminan atas aset 

debitor. Kreditor dengan hak jaminan berhak mendapatkan pembayaran 

lebih dulu sebelum kreditor lainnya, tetapi masalah muncul ketika aset 

yang dijaminkan berada di negara asing. Salah satu tantangan utama 

adalah apakah kreditor yang memiliki hak jaminan dapat mengeksekusi 

haknya sesuai dengan hukum negara tempat aset tersebut berada. 

Negara-negara yang berbeda sering kali memiliki pendekatan yang 

berbeda terhadap eksekusi hak jaminan, dan dalam beberapa kasus, 

pengadilan di negara tempat harta pailit berada mungkin tidak mengakui 

atau melaksanakan keputusan pengadilan yang telah diambil di negara 

asal debitor. Ini dapat menunda atau bahkan menghalangi kreditor untuk 

mendapatkan bagiannya dari aset pailit. 

Pembagian aset yang lebih kompleks ini juga dapat 

memperburuk konflik antar kreditor. Kreditor dari negara yang berbeda 

sering kali merasa bahwa ia tidak mendapatkan bagian yang adil dari 

harta pailit, atau bahwa proses hukum yang panjang dan berlarut-larut 

menghambat pelaksanaan hak-haknya. Ini dapat menyebabkan 

ketegangan antara kreditor dan bahkan mengarah pada perselisihan 

internasional terkait dengan siapa yang berhak mendapatkan bagian 

lebih besar dari harta pailit. Untuk menyelesaikan tantangan ini, 

dibutuhkan kerjasama yang erat antara pengadilan, kreditor, dan debitor 
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di berbagai yurisdiksi. Pengakuan atas prinsip-prinsip internasional yang 

memfasilitasi pembagian harta pailit secara adil dan transparan, seperti 

UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency atau Konvensi 

Kepailitan Internasional, dapat membantu dalam meminimalkan 

perbedaan dan mempercepat penyelesaian sengketa antar kreditor. 

Pembagian aset yang transparan dan efisien juga akan mengurangi 

potensi konflik antara kreditor dan meningkatkan keadilan dalam 

penyelesaian utang internasional. 

 

5. Perlindungan Hak Jaminan dan Eksekusi Lintas Negara 

Perlindungan hak jaminan dan eksekusi lintas negara adalah 

salah satu tantangan utama dalam pengelolaan harta pailit internasional. 

Banyak kreditor memiliki hak jaminan atas aset tertentu yang dijaminkan 

oleh debitor sebagai jaminan pembayaran utang. Namun, pelaksanaan 

hak jaminan ini menjadi jauh lebih kompleks ketika aset yang 

dijaminkan terletak di negara yang berbeda dari negara asal debitor. 

Perbedaan dalam sistem hukum antara negara tempat aset berada dan 

negara asal debitor sering kali menjadi hambatan utama dalam eksekusi 

hak jaminan. 

Salah satu masalah utama adalah bahwa negara tempat aset 

berada mungkin tidak memberikan perlindungan yang sama terhadap 

hak jaminan seperti yang berlaku di negara asal debitor. Misalnya, 

negara tersebut mungkin memiliki peraturan yang lebih ketat mengenai 

hak kreditor dengan jaminan atau mungkin tidak mengakui status 

kreditor tersebut sebagai prioritas dalam pembagian aset pailit. 

Akibatnya, kreditor yang bergantung pada hak jaminan untuk 

mendapatkan pembayaran terlebih dahulu dapat menghadapi kesulitan 

dalam menegakkan hak-haknya ketika aset tersebut berada di luar 

yurisdiksi. 

Prosedur eksekusi yang melibatkan kreditor dengan hak jaminan 

di berbagai negara dapat sangat mahal dan memakan waktu. Kreditor 

sering kali diharuskan untuk mengajukan klaim atau bahkan mengajukan 

litigasi di negara tempat aset berada untuk mendapatkan akses terhadap 

harta pailit. Proses ini dapat melibatkan prosedur hukum yang rumit dan 

panjang, yang tentu saja menambah biaya hukum yang tinggi. Waktu 

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan litigasi atau untuk mendapatkan 

akses ke aset yang dijaminkan juga dapat sangat bervariasi tergantung 

pada hukum yang berlaku di masing-masing negara. 
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Sebagai upaya untuk mengatasi tantangan ini, berbagai 

instrumen internasional seperti UNCITRAL Model Law on Cross-

Border Insolvency telah dirancang untuk menciptakan kerangka kerja 

yang memungkinkan pengakuan dan pelaksanaan hak jaminan lintas 

negara secara lebih efisien. Namun, meskipun instrumen ini memberikan 

pedoman bagi negara-negara untuk bekerja sama, penerapannya dalam 

praktik sering kali masih terhambat oleh perbedaan dalam sistem hukum, 

serta kurangnya kesepakatan antara negara-negara yang terlibat 

mengenai prosedur yang harus diikuti. Oleh karena itu, meskipun ada 

upaya internasional untuk memperbaiki situasi ini, kreditor masih harus 

menghadapi berbagai tantangan yang signifikan ketika mencoba 

menegakkan hak jaminan dalam konteks kepailitan lintas negara. 

 

E. Latihan Soal 

 

1. Jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan kepailitan lintas 

negara dan sebutkan tiga tantangan utama yang dihadapi dalam 

pengelolaan harta pailit lintas negara! 

2. Sebutkan dua instrumen internasional yang mengatur kepailitan 

lintas negara dan jelaskan bagaimana kedua instrumen tersebut 

dapat membantu memecahkan masalah terkait kepailitan lintas 

negara! 

3. Sebutkan dan jelaskan dua tantangan yang muncul terkait dengan 

pengakuan dan pelaksanaan keputusan pengadilan internasional 

dalam kasus kepailitan lintas negara! 

4. Bagaimana pembagian aset pailit di negara yang berbeda dapat 

menjadi rumit? Jelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan 

masalah dalam pembagian aset pailit lintas negara! 

5. Apa saja tantangan yang dihadapi kreditor yang memiliki hak 

jaminan terhadap harta pailit yang berada di luar negeri? Jelaskan 

solusi yang dapat diupayakan oleh kreditor untuk melindungi 

haknya!  
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BAB XII 
TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN 

KURATOR DALAM KEPAILITAN 

DAN PERLINDUNGAN JAMINAN 
 

 

 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait dengan tugas dan kewenangan hakim 

pengawas dalam kepailitan dan jaminan, memahami peran kurator 

dalam mengelola harta pailit dan jaminan, serta memahami hubungan 

antara hakim pengawas, kurator, dan pengadilan niaga dalam 

kepailitan dan jaminan, sehingga pembaca dapat memahami tugas dan 

kewenangan hakim pengawas, peran kurator dalam mengelola harta 

pailit dan jaminan, serta hubungan yang terjalin antara hakim 

pengawas, kurator, dan pengadilan niaga dalam rangka menyelesaikan 

masalah kepailitan dengan adil dan efisien. 

Materi Pembelajaran 

• Tugas dan Kewenangan Hakim Pengawas dalam Kepailitan dan 

Jaminan 

• Peran Kurator dalam Mengelola Harta Pailit dan Jaminan 

• Hubungan antara Hakim Pengawas, Kurator, dan Pengadilan Niaga 

dalam Kepailitan dan Jaminan 

• Latihan Soal  

 

A. Tugas dan Kewenangan Hakim Pengawas dalam Kepailitan dan 

Jaminan 

 

Hakim pengawas berperanan penting dalam proses kepailitan di 

Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK), hakim 

pengawas bertugas untuk mengawasi jalannya proses kepailitan dan 

memastikan bahwa seluruh tahapan dilaksanakan dengan sebaik-
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baiknya, sesuai dengan hukum yang berlaku. Hakim pengawas memiliki 

kewenangan yang luas dalam rangka menjaga agar proses kepailitan 

berjalan dengan prinsip keadilan dan transparansi, serta untuk 

melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, baik debitor, 

kreditor, maupun pihak lain yang memiliki kepentingan dalam perkara 

tersebut. 

 

1. Tugas Hakim Pengawas dalam Proses Kepailitan 

Tugas hakim pengawas dalam proses kepailitan memiliki peran 

yang sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh prosedur berjalan 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memberikan keadilan 

bagi semua pihak yang terlibat. Salah satu tugas utama hakim pengawas 

adalah mengawasi jalannya proses kepailitan. Setelah pengadilan niaga 

memutuskan bahwa suatu perusahaan atau individu dinyatakan pailit, 

hakim pengawas bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kurator 

menjalankan tugasnya dengan sesuai, termasuk dalam pengelolaan harta 

pailit, pencatatan aset yang dimiliki oleh debitor, serta pembagian hasil 

penjualan aset kepada kreditor. Hakim pengawas juga harus memastikan 

bahwa seluruh proses ini tidak melanggar hukum yang berlaku dan 

mengutamakan kepentingan kreditor dan debitor secara adil. 

Hakim pengawas memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan 

tugas kurator. Kurator yang ditunjuk oleh pengadilan niaga memiliki 

kewajiban untuk mengelola harta pailit dan menjalankan tugasnya secara 

profesional dan efisien. Hakim pengawas memastikan bahwa kurator 

tidak menyalahgunakan kewenangannya dan menjalankan tugasnya 

sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan pengawasan 

ini, hakim pengawas melindungi hak-hak kreditor, debitor, dan 

memastikan agar tidak ada pihak yang dirugikan atau dilanggar haknya 

selama proses kepailitan berlangsung. 

Pada proses kepailitan, muncul perselisihan antara berbagai 

pihak yang terlibat, baik itu antara kurator dan kreditor, atau antara 

kreditor dengan debitor. Dalam hal ini, hakim pengawas berperan 

sebagai pihak yang menyelesaikan perselisihan tersebut. Dengan 

menggunakan pendekatan mediasi, negosiasi, atau melalui keputusan 

hukum berdasarkan fakta yang ada, hakim pengawas bertanggung jawab 

untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang memberikan keadilan 

bagi semua pihak yang terlibat. Keputusan yang diambil oleh hakim 

pengawas harus mempertimbangkan keseimbangan kepentingan antar 
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pihak, sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak yang 

bersangkutan. 

Hakim pengawas memiliki kewenangan untuk memberikan izin 

atau penolakan terhadap permohonan yang diajukan selama proses 

kepailitan. Permohonan ini dapat datang dari pihak kurator atau kreditor, 

misalnya terkait dengan rencana penjualan aset debitor atau langkah lain 

yang perlu diambil untuk pengelolaan harta pailit. Hakim pengawas 

harus memberikan izin jika langkah tersebut dianggap sesuai dengan 

kepentingan kreditor dan debitor, dan jika langkah tersebut dilakukan 

dengan cara yang sah dan adil. Sebaliknya, jika permohonan tersebut 

tidak sesuai dengan prinsip keadilan atau peraturan yang berlaku, hakim 

pengawas dapat menolaknya. 

Hakim pengawas juga memiliki peran penting dalam menilai dan 

memberikan persetujuan terhadap rencana pembagian harta pailit. 

Rencana ini disusun oleh kurator dengan mempertimbangkan klaim-

klaim yang diajukan oleh kreditor, dengan prioritas pembayaran yang 

sudah diatur dalam Undang-Undang Kepailitan (UUK). Kreditor yang 

memiliki jaminan atas aset debitor akan diprioritaskan dalam 

pembayaran utang. Hakim pengawas memastikan bahwa pembagian 

harta pailit dilakukan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, sehingga kreditor mendapatkan haknya sesuai dengan prioritas 

yang sah. 

 

2. Kewenangan Hakim Pengawas dalam Proses Kepailitan 

Kewenangan hakim pengawas dalam proses kepailitan sangat 

krusial untuk memastikan bahwa seluruh prosedur dijalankan dengan 

adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu kewenangan 

utama hakim pengawas adalah mengatur pengelolaan harta pailit. 

Sebagai pengawas, hakim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa 

kurator yang ditunjuk telah menjalankan tugasnya dengan benar dalam 

mengumpulkan, mengelola, dan menjual aset debitor. Jika ditemukan 

bahwa kurator gagal dalam melaksanakan tugas ini dengan baik, hakim 

pengawas memiliki wewenang untuk memberikan peringatan atau 

bahkan mengganti kurator yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk 

menjaga agar proses kepailitan berjalan lancar dan tidak merugikan 

pihak-pihak yang terlibat, terutama kreditor dan debitor. 

Kewenangan hakim pengawas juga meliputi penyelesaian 

sengketa yang muncul selama proses kepailitan. Dalam situasi ini, bisa 
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terjadi perselisihan antara kreditor dengan debitor, atau antara kreditor 

yang memiliki jaminan dengan kreditor yang tidak memiliki jaminan. 

Hakim pengawas memiliki kewenangan untuk menyelesaikan 

perselisihan tersebut, baik melalui keputusan hukum yang sah atau 

dengan memberikan mediasi untuk mencapai penyelesaian yang dapat 

diterima oleh semua pihak. Penyelesaian sengketa yang efektif oleh 

hakim pengawas sangat penting untuk menghindari konflik yang dapat 

memperlambat proses kepailitan dan merugikan kreditor serta debitor. 

Kewenangan hakim pengawas juga mencakup penetapan 

kebijakan terkait pembagian harta pailit. Dalam hal ini, hakim pengawas 

bertugas memastikan bahwa hasil penjualan aset debitor dibagikan 

kepada kreditor sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan dalam 

hukum. Kreditor dengan jaminan akan dibayar terlebih dahulu, 

sementara kreditor yang tidak memiliki jaminan akan menerima 

pembayaran sesuai dengan sisa dana yang tersedia. Hakim pengawas 

harus memastikan bahwa pembagian ini dilakukan secara adil, 

transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk 

menjaga kepercayaan kreditor terhadap proses kepailitan. 

Hakim pengawas memiliki kewenangan untuk memberikan 

keputusan mengenai penyelesaian utang, terutama dalam hal perdamaian 

antara debitor dan kreditor. Jika debitor mengajukan rencana perdamaian 

atau restrukturisasi utang, hakim pengawas akan menilai kelayakan 

rencana tersebut dan memberikan persetujuan atau penolakan 

terhadapnya. Keputusan ini sangat penting karena dapat memberikan 

solusi bagi debitor yang ingin melanjutkan usahanya tanpa merugikan 

kreditor, sekaligus memastikan bahwa proses kepailitan tidak berlarut-

larut. 

 

B. Peran Kurator dalam Mengelola Harta Pailit dan Jaminan 

 

Kurator berperan yang sangat penting dalam proses kepailitan. 

Dalam konteks kepailitan, kurator adalah pihak yang ditunjuk oleh 

pengadilan untuk mengelola dan menyelesaikan harta pailit debitor. 

Kurator bertanggung jawab atas administrasi, pengelolaan, dan 

pembagian harta pailit yang berasal dari debitor yang telah dinyatakan 

bangkrut. Sebagai bagian dari tugasnya, kurator juga harus memastikan 

bahwa kreditor, baik yang memiliki jaminan maupun yang tidak, 

memperoleh haknya sesuai dengan prioritas hukum yang berlaku. 
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1. Peran Kurator dalam Mengelola Harta Pailit 

Peran kurator dalam mengelola harta pailit sangat krusial untuk 

memastikan bahwa proses kepailitan berjalan dengan adil dan sesuai 

dengan hukum yang berlaku. Salah satu langkah pertama yang dilakukan 

oleh kurator adalah inventarisasi aset pailit. Proses ini melibatkan 

pencatatan seluruh harta milik debitor yang dinyatakan pailit, seperti 

tanah, bangunan, kendaraan, piutang, uang tunai, dan aset lainnya. 

Kurator harus memastikan bahwa inventarisasi dilakukan secara lengkap 

dan akurat, karena daftar aset yang valid ini akan menjadi dasar dalam 

menentukan pembagian harta pailit kepada kreditor. Tanpa inventarisasi 

yang tepat, proses pembagian dan pelunasan utang kepada kreditor bisa 

menjadi tidak jelas dan tidak adil. 

Kurator bertanggung jawab untuk mengelola aset pailit yang 

telah terdaftar. Pengelolaan ini mencakup tindakan seperti merawat 

properti yang masih bernilai, mengelola piutang yang belum dibayar, 

serta menjual aset yang tidak lagi produktif atau tidak diperlukan untuk 

menutupi utang debitor. Seluruh pengelolaan harus dilakukan dengan 

prinsip kehati-hatian dan integritas, dengan tujuan untuk 

memaksimalkan nilai aset yang dapat digunakan untuk membayar utang. 

Pengelolaan yang baik akan membantu menjaga nilai harta pailit 

sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik bagi kreditor. 

Penjualan aset pailit merupakan salah satu tugas utama kurator. 

Kurator memiliki kewenangan untuk menentukan metode penjualan, 

apakah melalui lelang publik atau metode lainnya, dengan tujuan untuk 

mendapatkan dana yang akan digunakan untuk membayar kreditor. 

Penjualan harus dilakukan secara transparan dan adil agar tidak ada 

pihak yang merasa dirugikan. Hasil penjualan aset harus dipergunakan 

dengan hati-hati, sesuai dengan prioritas pembayaran utang yang diatur 

dalam hukum kepailitan. Kurator harus memastikan bahwa semua 

langkah yang diambil dalam proses penjualan tersebut sesuai dengan 

hukum dan prinsip keadilan. 

Kurator bertanggung jawab untuk mendistribusikan hasil 

penjualan kepada kreditor. Pembagian hasil ini dilakukan berdasarkan 

prioritas pembayaran yang telah diatur dalam Undang-Undang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK). 

Kreditor yang memiliki jaminan (kreditor preferen) akan dibayar terlebih 

dahulu, sedangkan kreditor tanpa jaminan (kreditor konkuren) akan 

mendapatkan pembayaran setelah itu, sesuai dengan sisa dana yang ada. 
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Kurator harus memastikan bahwa distribusi dilakukan dengan adil dan 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga kreditor 

mendapat haknya secara proporsional. 

Kurator juga berperan dalam mengawasi dan menyelesaikan 

utang debitor. Kurator harus memeriksa dan memastikan bahwa utang 

debitor kepada kreditor telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku. Dalam beberapa kasus, kurator juga terlibat dalam 

proses mediasi antara debitor dan kreditor untuk mencari solusi yang 

terbaik bagi penyelesaian utang tersebut. Kurator harus menjaga prinsip 

transparansi dan keadilan dalam seluruh proses ini, agar tidak ada pihak 

yang dirugikan dan semua pihak dapat mencapai penyelesaian yang 

memadai dalam proses kepailitan. 

 

2. Peran Kurator dalam Mengelola Jaminan 

Peran kurator dalam mengelola jaminan dalam proses kepailitan 

sangat penting, terutama untuk memastikan bahwa kreditor yang 

memiliki jaminan (kreditor preferen) mendapatkan haknya sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu tugas pertama kurator 

adalah menangani aset yang diberikan sebagai jaminan oleh debitor. 

Jaminan ini bisa berupa barang bergerak atau tidak bergerak yang 

dipinjamkan untuk menjamin pembayaran utang. Kurator bertanggung 

jawab untuk mengelola aset tersebut dengan cermat, menjaga agar 

jaminan tidak disalahgunakan atau diabaikan dalam proses kepailitan. 

Tugas kurator termasuk memastikan bahwa kreditor dengan jaminan 

memperoleh haknya dengan benar, sesuai dengan urutan prioritas yang 

ditentukan oleh hukum kepailitan. 

Kurator juga memiliki kewajiban untuk menilai dan menjual aset 

yang dijaminkan. Penilaian yang objektif dan sesuai dengan nilai pasar 

sangat penting agar kreditor menerima pembayaran yang wajar atas 

jaminannya. Proses penilaian dan penjualan harus dilakukan dengan 

penuh kehati-hatian dan transparansi, menghindari konflik kepentingan 

atau ketidakadilan dalam penetapan harga. Jika aset yang dijaminkan 

diputuskan untuk dijual, hasil penjualan tersebut akan digunakan sebagai 

sumber pembayaran utang kepada kreditor preferen, yang berhak 

menerima pembayaran terlebih dahulu dibandingkan kreditor tanpa 

jaminan (kreditor konkuren). Kurator harus memastikan bahwa 

penjualan dilakukan secara terbuka dan adil, serta hasilnya digunakan 

dengan prinsip keadilan kepada semua pihak yang terlibat. 
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Kurator juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga 

kepentingan kreditor yang memiliki jaminan. Kreditor dengan jaminan 

berhak mendapatkan pembayaran utangnya sebelum kreditor lainnya 

yang tidak memiliki jaminan. Dalam proses ini, kurator harus 

memastikan bahwa jaminan yang diberikan oleh debitor tidak menjadi 

objek sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dalam kepailitan, seperti 

antara kreditor atau pihak lain yang memiliki klaim atas harta debitor. 

Dalam situasi tertentu, kurator harus menentukan apakah kreditor yang 

memiliki jaminan dapat mengklaim aset yang dijaminkan terlebih dahulu 

sebelum distribusi harta pailit kepada kreditor lainnya dilakukan. Hal ini 

membutuhkan ketelitian kurator dalam memprioritaskan dan 

menyelesaikan klaim-klaim yang sah. 

Kurator juga bertugas mencatat status hukum dari jaminan yang 

diberikan oleh debitor. Kurator harus memeriksa dan memastikan bahwa 

semua dokumen yang berkaitan dengan jaminan sah dan terdaftar dengan 

benar, serta memastikan tidak ada klaim ganda atau sengketa yang dapat 

mempengaruhi validitas jaminan tersebut. Jika ada masalah hukum 

terkait status jaminan, kurator bertanggung jawab untuk menyelesaikan 

masalah tersebut sebelum distribusi harta pailit kepada kreditor dapat 

dilakukan. Dengan cara ini, kurator berperan penting dalam memastikan 

bahwa proses kepailitan berjalan secara adil, transparan, dan sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama bagi kreditor yang 

memiliki jaminan. 

 

C. Hubungan antara Hakim Pengawas, Kurator, dan Pengadilan 

Niaga dalam Kepailitan dan Jaminan 

 

Pada proses kepailitan, peran Hakim Pengawas, Kurator, dan 

Pengadilan Niaga sangat penting untuk memastikan bahwa prosedur 

kepailitan dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Ketiganya memiliki hubungan yang saling terkait dalam menjalankan 

tugas dan tanggung jawab, terutama dalam pengelolaan harta pailit dan 

perlindungan hak jaminan. Hubungan antaranya sangat mempengaruhi 

kelancaran dan keadilan dalam proses kepailitan, serta dalam pembagian 

aset debitor yang dinyatakan pailit. 
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1. Peran Hakim Pengawas dalam Kepailitan 

Peran Hakim Pengawas dalam proses kepailitan sangat penting 

untuk memastikan bahwa jalannya proses tersebut berjalan sesuai 

dengan ketentuan hukum dan prinsip keadilan. Sebagai pihak yang 

memiliki kewenangan untuk mengawasi, Hakim Pengawas bertugas 

untuk memastikan bahwa kurator menjalankan tugasnya dengan benar, 

baik dalam mengelola harta pailit maupun dalam melindungi hak-hak 

kreditor. Salah satu aspek penting dalam tugas ini adalah pengawasan 

terhadap setiap keputusan yang diambil oleh kurator, terutama yang 

berkaitan dengan pengelolaan dan pembagian aset debitor. Hakim 

Pengawas memiliki kewenangan untuk memberikan arahan atau bahkan 

mengambil langkah-langkah korektif jika ada tindakan yang 

menyimpang dari prosedur hukum yang berlaku. 

Hakim Pengawas berperan dalam menjaga transparansi dan 

akuntabilitas dalam proses kepailitan. Pengawasan yang dilakukan oleh 

hakim memastikan bahwa seluruh tahapan, mulai dari inventarisasi, 

pengelolaan, hingga penjualan aset, dilakukan dengan adil dan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Hal ini sangat penting untuk mencegah 

adanya praktik yang merugikan salah satu pihak, terutama kreditor yang 

memiliki jaminan. Hakim Pengawas juga memastikan bahwa pembagian 

hasil penjualan harta pailit dilakukan dengan tepat, sesuai dengan 

prioritas pembayaran yang ditetapkan oleh hukum, antara kreditor 

dengan jaminan dan tanpa jaminan. 

Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian atau pelanggaran dalam 

pelaksanaan tugas kurator, Hakim Pengawas memiliki kewenangan 

untuk memberikan sanksi atau melakukan koreksi terhadap keputusan 

tersebut. Tugas ini mencakup evaluasi yang cermat terhadap setiap 

langkah yang diambil oleh kurator, guna memastikan bahwa hak-hak 

kreditor dan debitor tetap terjaga dengan seimbang. Dengan demikian, 

peran Hakim Pengawas sangat vital dalam memastikan proses kepailitan 

berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, 

serta memberikan perlindungan yang memadai kepada semua pihak 

yang terlibat dalam proses tersebut. 

 

2. Peran Kurator dalam Kepailitan 

Kurator memiliki peran yang sangat penting dalam proses 

kepailitan, yaitu sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola 

dan membagikan harta pailit debitor. Dalam tugasnya, kurator harus 
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memastikan bahwa seluruh harta pailit yang dimiliki debitor, baik berupa 

aset tetap maupun aset lancar, dikelola dengan baik, dipelihara, dan 

dijual dengan cara yang transparan serta sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku. Kurator memiliki kewajiban untuk melakukan 

inventarisasi dan penilaian terhadap seluruh aset debitor yang terlibat 

dalam proses kepailitan, guna memastikan bahwa semua aset tersebut 

tercatat dengan benar dan dapat dijual dengan harga yang wajar. 

Kurator juga bertugas untuk membagikan hasil penjualan aset 

kepada kreditor berdasarkan prioritas yang telah ditentukan dalam 

hukum kepailitan. Kreditor yang memiliki jaminan, atau yang dikenal 

sebagai kreditor preferen, memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran 

terlebih dahulu, sementara kreditor konkuren, yang tidak memiliki 

jaminan, akan dibayar setelah itu dengan sisa dana yang ada. Kurator 

harus memastikan bahwa pembagian tersebut dilakukan secara adil dan 

sesuai dengan hukum, tanpa ada pihak yang dirugikan. 

Peran kurator juga mencakup pengelolaan aset yang dijaminkan, 

yang merupakan salah satu aspek penting dalam proses kepailitan. 

Kurator harus memastikan bahwa kreditor yang memiliki jaminan 

memperoleh haknya terlebih dahulu, dengan cara yang sesuai dan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, kurator harus 

berkoordinasi dengan Hakim Pengawas untuk memastikan bahwa setiap 

langkah yang diambil oleh kurator dalam mengelola harta pailit sudah 

sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada. 

 

3. Peran Pengadilan Niaga dalam Kepailitan 

Pengadilan Niaga memiliki peran yang sangat vital dalam proses 

kepailitan, karena lembaga ini memiliki kewenangan penuh untuk 

menangani perkara kepailitan, baik yang melibatkan individu maupun 

perusahaan. Salah satu tugas utama Pengadilan Niaga adalah untuk 

memutuskan apakah sebuah perusahaan atau individu dapat dinyatakan 

pailit atau tidak, berdasarkan bukti dan informasi yang diajukan oleh 

para pihak yang terlibat. Keputusan ini sangat penting, karena menandai 

dimulainya proses hukum yang melibatkan pengelolaan dan distribusi 

harta debitor untuk memenuhi kewajiban utang kepada kreditor. 

Pengadilan Niaga juga memiliki kewenangan untuk menunjuk 

kurator dan hakim pengawas yang akan mengelola serta mengawasi 

proses kepailitan. Kurator bertanggung jawab untuk mengelola dan 

menjual harta pailit, sedangkan hakim pengawas bertugas untuk 
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memastikan bahwa seluruh proses tersebut berjalan sesuai dengan 

hukum yang berlaku, termasuk memastikan transparansi dan keadilan 

dalam pembagian harta pailit kepada kreditor. Pengadilan Niaga juga 

berfungsi sebagai pengawas yang memastikan bahwa semua pihak yang 

terlibat dalam kepailitan, baik itu debitor, kreditor, kurator, maupun 

hakim pengawas, menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku. 

Pengadilan Niaga tidak hanya berperan dalam menentukan status 

kepailitan dan menunjuk pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga memiliki 

kewenangan untuk memutuskan bagaimana pembagian harta pailit 

dilakukan. Pembagian ini harus dilakukan sesuai dengan prioritas yang 

telah ditetapkan dalam hukum kepailitan, di mana kreditor yang 

memiliki jaminan (preferen) memiliki hak untuk dibayar lebih dahulu, 

sementara kreditor tanpa jaminan (konkuren) akan menerima 

pembayaran setelah itu. Dalam hal ini, Pengadilan Niaga juga 

memutuskan perihal hak-hak kreditor terhadap aset yang dijaminkan, 

sehingga setiap pihak dapat memperoleh haknya dengan adil. 

 

4. Hubungan antara Hakim Pengawas, Kurator, dan Pengadilan 

Niaga 

Hubungan antara Hakim Pengawas, Kurator, dan Pengadilan 

Niaga merupakan bagian dari sistem yang saling terkoordinasi dalam 

menjalankan proses kepailitan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa 

seluruh prosedur berjalan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku. Masing-masing pihak memiliki peran yang 

berbeda namun saling mendukung untuk tercapainya tujuan tersebut. 

Pengadilan Niaga adalah pihak yang memulai seluruh proses 

kepailitan dengan memutuskan apakah debitor dapat dinyatakan pailit. 

Setelah itu, Pengadilan Niaga juga menunjuk kurator yang bertugas 

untuk mengelola dan mengawasi harta pailit serta hakim pengawas yang 

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kurator menjalankan 

tugasnya sesuai dengan aturan hukum. Dengan penunjukan ini, 

Pengadilan Niaga memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam 

proses kepailitan memiliki peran yang jelas dan bekerja dalam kerangka 

hukum yang sah. 

Kurator mulai menjalankan tugasnya untuk mengelola harta 

pailit, melakukan inventarisasi aset, menjual aset, dan mendistribusikan 

hasil penjualan kepada kreditor sesuai dengan prioritas yang telah 
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ditentukan oleh hukum. Kurator juga harus menjaga hak-hak kreditor 

yang tercatat dalam proses kepailitan, baik yang memiliki jaminan 

(preferen) maupun yang tidak (konkuren). Dalam menjalankan tugasnya, 

kurator harus senantiasa berkoordinasi dengan Hakim Pengawas yang 

bertugas memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh 

kurator tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan aturan yang berlaku. 

Hakim Pengawas berfungsi sebagai pengawas untuk mengawasi 

kelancaran dan keteraturan jalannya proses pengelolaan harta pailit, serta 

memberikan arahan jika terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya. 

Apabila terdapat masalah atau perselisihan terkait dengan 

pengelolaan harta pailit, baik itu berkaitan dengan hak jaminan kreditor 

atau distribusi hasil, Hakim Pengawas dapat mengarahkan atau 

memutuskan langkah yang harus diambil. Hal ini penting agar proses 

kepailitan tetap berjalan dengan adil, mengingat banyaknya pihak yang 

terlibat dengan berbagai kepentingan. Jika masalah tidak dapat 

diselesaikan di tingkat pengawasan, maka Pengadilan Niaga memiliki 

kewenangan untuk turun tangan dan mengambil keputusan hukum yang 

diperlukan. Pengadilan Niaga bertindak sebagai pengatur utama yang 

memberikan keputusan hukum akhir, baik mengenai masalah yang 

timbul selama proses kepailitan maupun sengketa antara pihak-pihak 

yang terlibat. 

 

D. Latihan Soal 

 

1. Apa peran utama dari Hakim Pengawas dalam proses kepailitan, dan 

bagaimana pengaruhnya terhadap perlindungan hak-hak kreditor, 

khususnya yang memiliki jaminan? 

2. Jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh Kurator dalam 

mengelola harta pailit debitor, termasuk tindakan yang berkaitan 

dengan pembagian hasil kepada kreditor yang memiliki jaminan dan 

yang tidak memiliki jaminan. 

3. Bagaimana hubungan antara Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, 

dan Kurator dalam proses kepailitan dapat memastikan kepatuhan 

terhadap hukum dan perlindungan hak jaminan kreditor? 

4. Jika seorang debitor memiliki beberapa aset yang dijaminkan 

kepada kreditor tertentu, bagaimana peran Hakim Pengawas dan 

Kurator dalam mengelola dan melindungi hak-hak jaminan kreditor 

tersebut? 
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5. Apa yang dimaksud dengan “pembagian harta pailit” dalam proses 

kepailitan, dan bagaimana peran Hakim Pengawas dan Kurator 

dalam memastikan pembagian tersebut dilakukan dengan adil 

kepada kreditor yang memiliki jaminan dan yang tidak?  



 197  Buku Ajar 

BAB XIII 
RAPAT VERIFIKASI 

(PENCOCOKAN PIUTANG) DAN 

PENGARUHNYA TERHADAP 

JAMINAN 
 

 

 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait dengan pengertian dan tujuan rapat 

verifikasi dalam kepailitan, memahami proses pencocokan piutang 

antara kreditor dan debitor dalam kepailitan, serta memahami 

implikasi keputusan rapat verifikasi terhadap jaminan yang diberikan 

oleh debitor, sehingga pembaca dapat memahami pengertian dan 

tujuan rapat verifikasi dalam kepailitan, proses pencocokan piutang 

antara kreditor dan debitor, serta implikasi keputusan rapat verifikasi 

terhadap jaminan yang diberikan oleh debitor. Pembaca juga 

diharapkan dapat menganalisis dampak keputusan tersebut terhadap 

hak-hak kreditor dan pengelolaan harta pailit secara menyeluruh. 

Materi Pembelajaran 

• Pengertian dan Tujuan Rapat Verifikasi dalam Kepailitan 

• Proses Pencocokan Piutang antara Kreditor dan Debitor dalam 

Kepailitan 

• Implikasi Keputusan Rapat Verifikasi terhadap Jaminan yang 

Diberikan oleh Debitor 

• Latihan Soal 

 

A. Pengertian dan Tujuan Rapat Verifikasi dalam Kepailitan 

 

Rapat Verifikasi merupakan salah satu tahapan penting dalam 

proses kepailitan yang melibatkan kreditor, debitor, kurator, dan hakim 

pengawas untuk memverifikasi atau mencocokkan piutang yang diklaim 
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oleh kreditor dengan data dan informasi yang diberikan oleh debitor. 

Proses ini dilakukan setelah putusan kepailitan ditetapkan oleh 

pengadilan, dan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa klaim-klaim 

yang diajukan oleh kreditor adalah sah dan benar, serta untuk 

mengklasifikasikan piutang yang diajukan dalam rangka pembagian aset 

pailit. 

 

1. Pengertian Rapat Verifikasi 

Rapat Verifikasi adalah proses formal yang diselenggarakan 

untuk memverifikasi klaim piutang yang diajukan oleh kreditor dalam 

daftar piutang yang disusun dalam prosedur kepailitan. Proses ini 

bertujuan untuk mencocokkan klaim yang diajukan dengan bukti-bukti 

yang disediakan baik oleh kreditor maupun debitor. Rapat ini biasanya 

dipimpin oleh Hakim Pengawas dan dihadiri oleh berbagai pihak yang 

terkait, seperti kurator, debitor, dan kreditor yang mengajukan klaim. 

Kreditor akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan bukti 

yang mendukung klaimnya. Bukti-bukti tersebut bisa berupa kontrak, 

faktur, atau dokumen lain yang menunjukkan hubungan utang piutang 

antara kreditor dan debitor. Tujuan utama dari rapat ini adalah untuk 

memastikan apakah klaim yang diajukan sah secara hukum dan valid. 

Kurator berperan penting dalam proses ini, karena ia bertanggung jawab 

untuk menilai dan memverifikasi apakah klaim tersebut layak untuk 

dimasukkan dalam daftar piutang yang akan diproses lebih lanjut. 

Rapat Verifikasi juga berfungsi untuk menentukan jenis piutang 

yang dimiliki oleh kreditor. Piutang tersebut bisa berupa piutang yang 

dijamin dengan jaminan tertentu atau piutang yang tidak dijamin. 

Penentuan jenis piutang ini sangat penting, karena akan mempengaruhi 

urutan dan prioritas pembayaran kepada kreditor. Kreditor yang 

memiliki piutang yang dijamin dengan jaminan tertentu, seperti hipotek 

atau gadai, biasanya akan memperoleh prioritas dalam pembayaran dari 

harta pailit debitor. 

 

2. Tujuan Rapat Verifikasi 

Tujuan utama dari rapat verifikasi dalam kepailitan adalah untuk 

memberikan kepastian hukum mengenai status klaim yang dimiliki oleh 

kreditor terhadap debitor yang dinyatakan pailit. Proses ini memastikan 

bahwa semua klaim yang diajukan kreditor diverifikasi dengan baik dan 

disahkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu tujuan 
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pertama dari rapat verifikasi adalah untuk memastikan keabsahan klaim 

kreditor. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa klaim yang 

diajukan oleh kreditor memiliki dasar hukum yang sah dan didukung 

dengan bukti yang cukup. Dengan demikian, klaim yang tidak dapat 

dibuktikan atau yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas akan dicoret 

dari daftar piutang. 

Rapat verifikasi juga bertujuan untuk menentukan klaim mana 

yang dapat diterima dan mana yang tidak. Proses ini menghasilkan daftar 

piutang yang valid dan dapat diproses lebih lanjut dalam rangka 

pembagian aset pailit. Kreditor yang klaimnya diterima akan 

memperoleh bagian dari hasil penjualan harta pailit sesuai dengan 

haknya. Selama rapat, juga dilakukan identifikasi terhadap piutang yang 

dijamin dengan jaminan tertentu, seperti hipotek atau jaminan fidusia. 

Kreditor dengan piutang yang dijamin akan mendapatkan perlakuan 

berbeda dalam hal prioritas pembayaran dibandingkan dengan kreditor 

yang tidak memiliki jaminan. 

Rapat verifikasi juga bertujuan untuk memberikan kepastian bagi 

kreditor dan debitor. Kreditor dapat mengetahui apakah klaimnya diakui 

atau ditolak, sementara debitor dapat mengetahui status utangnya yang 

sudah diverifikasi. Proses ini menciptakan transparansi dan kejelasan 

mengenai hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Selain itu, 

rapat ini bertujuan untuk mencegah penipuan atau manipulasi dalam 

pengajuan klaim piutang. Kreditor yang tidak memiliki klaim sah atau 

yang mencoba mengajukan klaim palsu dapat terdeteksi dan ditolak. 

 

3. Prosedur Rapat Verifikasi 

Prosedur rapat verifikasi dimulai dengan pengajuan daftar 

piutang oleh kreditor yang memiliki klaim terhadap debitor yang 

dinyatakan pailit. Kreditor diharuskan untuk mengajukan bukti-bukti 

klaim dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh pengadilan atau 

kurator. Bukti yang diajukan bisa berupa dokumen seperti kontrak, 

faktur, atau bukti lain yang mendukung hubungan utang-piutang antara 

kreditor dan debitor. Setelah pengajuan klaim, kurator akan mengkaji 

klaim yang diajukan oleh kreditor dan menyiapkan dokumen yang 

diperlukan untuk rapat verifikasi. 

Pada rapat verifikasi, kreditor diberikan kesempatan untuk 

mempresentasikan bukti klaim secara langsung. Selain itu, debitor juga 

diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi terkait klaim yang 
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diajukan oleh kreditor. Hal ini memberi kesempatan kepada debitor 

untuk menjelaskan apakah klaim yang diajukan sudah sesuai atau tidak 

dengan keadaan yang sebenarnya. Rapat verifikasi ini dipimpin oleh 

hakim pengawas yang memiliki peran untuk mengawasi jalannya proses 

verifikasi dan memastikan bahwa semua tahapan dilaksanakan dengan 

sesuai aturan hukum yang berlaku. Hakim pengawas juga dibantu oleh 

kurator yang bertugas untuk memastikan bahwa semua klaim yang 

diajukan telah melalui prosedur yang benar dan adil. 

Hakim pengawas bersama dengan kurator akan memeriksa 

semua bukti yang diajukan oleh kreditor dan memverifikasi kebenaran 

serta keabsahannya. Setelah seluruh klaim diperiksa dan diverifikasi, 

hakim pengawas akan membuat keputusan mengenai klaim yang 

diterima dan yang ditolak. Keputusan ini akan didasarkan pada 

kecocokan antara klaim yang diajukan dengan bukti yang disediakan 

serta ketentuan hukum yang berlaku. Hasil keputusan dari rapat 

verifikasi ini akan menjadi dasar untuk proses selanjutnya dalam 

pembagian harta pailit. 

 

B. Proses Pencocokan Piutang antara Kreditor dan Debitor dalam 

Kepailitan 

 

Proses pencocokan piutang antara kreditor dan debitor dalam 

kepailitan, atau yang lebih dikenal sebagai verifikasi piutang, adalah 

tahap penting dalam prosedur kepailitan yang bertujuan untuk 

memastikan klaim piutang yang diajukan oleh kreditor terhadap debitor 

yang dinyatakan pailit. Proses ini melibatkan pemeriksaan dan 

pencocokan antara klaim yang diajukan oleh kreditor dan catatan yang 

dimiliki oleh debitor untuk memastikan jumlah dan validitas utang yang 

tercatat. Selain itu, pada tahap ini juga akan ditentukan apakah klaim 

tersebut dijamin dengan jaminan atau tidak, yang akan mempengaruhi 

urutan prioritas pembayaran dalam pembagian aset pailit. Proses 

pencocokan piutang melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui 

oleh kreditor, debitor, kurator, dan hakim pengawas. Berikut adalah 

langkah-langkah umum yang terjadi dalam proses ini: 

 

1. Pengajuan Piutang oleh Kreditor 

Pengajuan piutang oleh kreditor merupakan langkah penting 

dalam proses kepailitan, di mana kreditor yang memiliki klaim terhadap 
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debitor yang dinyatakan pailit diwajibkan untuk mengajukan daftar 

piutang kepada kurator. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa 

semua klaim kreditor tercatat dengan jelas dan dapat diproses secara adil 

dalam pembagian harta pailit. Pengajuan piutang harus disertai dengan 

bukti-bukti yang sah dan mendukung klaim yang diajukan, seperti 

perjanjian utang, faktur, bukti transaksi, atau dokumen lainnya yang 

menunjukkan adanya hubungan utang-piutang yang sah antara kreditor 

dan debitor. Bukti ini sangat penting untuk memastikan keabsahan klaim 

yang diajukan, mengingat kreditor harus membuktikan bahwa utang 

tersebut memang ada dan belum dibayar oleh debitor. 

Kreditor juga diwajibkan untuk mengidentifikasi apakah 

klaimnya dijamin dengan jaminan tertentu atau tidak. Jika klaim tersebut 

dijamin dengan jaminan seperti hipotek, fidusia, atau jaminan lainnya, 

kreditor harus mencantumkan hal tersebut dalam pengajuannya. Ini 

penting karena kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan 

jaminan tertentu memiliki prioritas dalam pembagian harta pailit 

dibandingkan dengan kreditor yang tidak memiliki jaminan. Dengan 

demikian, kreditor yang memiliki hak atas jaminan tertentu akan 

diprioritaskan dalam memperoleh pembayaran, sementara kreditor 

lainnya akan mendapatkan bagian sesuai dengan jenis dan besarnya 

klaim yang diajukan. 

Proses pengajuan piutang ini juga memberikan kesempatan 

kepada kurator untuk memverifikasi semua klaim yang diajukan oleh 

kreditor, memastikan bahwa semua dokumen dan bukti yang diserahkan 

sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Jika terdapat klaim yang 

tidak lengkap atau tidak sah, kurator akan memberikan kesempatan bagi 

kreditor untuk melengkapi dokumen. Pengajuan piutang yang tepat dan 

sesuai dengan prosedur ini akan mempermudah proses verifikasi dalam 

rapat verifikasi dan memastikan bahwa semua kreditor mendapatkan 

haknya dengan adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam 

proses kepailitan. 

 

2. Penyusunan Daftar Piutang oleh Kurator 

Langkah selanjutnya adalah penyusunan daftar piutang oleh 

kurator. Kurator memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan 

bahwa proses ini dilakukan dengan transparansi dan sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. Kurator bertanggung jawab untuk 

memverifikasi keabsahan setiap klaim yang diajukan, yang meliputi 
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pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diserahkan oleh kreditor, seperti 

perjanjian utang, faktur, atau dokumen lain yang relevan. Kurator juga 

akan membandingkan bukti tersebut dengan data yang ada pada debitor 

untuk memastikan bahwa klaim yang diajukan benar-benar sah dan 

memiliki dasar yang kuat. 

Jika ditemukan ketidaksesuaian antara klaim yang diajukan dan 

data yang dimiliki oleh debitor, atau jika bukti yang diserahkan oleh 

kreditor tidak cukup kuat untuk mendukung klaim, kurator berhak 

menolak klaim tersebut. Proses verifikasi yang dilakukan oleh kurator 

sangat penting untuk menghindari klaim yang tidak berdasar atau klaim 

yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga memastikan 

bahwa kreditor yang sah dan berhak atas pembayaran dari harta pailit 

akan mendapatkan haknya sesuai dengan hukum. 

Kurator akan menyusun daftar piutang yang memuat klaim-klaim 

yang telah diterima dan disetujui, serta mencatat klaim yang ditolak. 

Daftar piutang ini kemudian akan dipersiapkan untuk diperiksa dalam 

rapat verifikasi yang dipimpin oleh hakim pengawas. Dalam rapat ini, 

kreditor yang klaimnya diterima akan mendapatkan kesempatan untuk 

membuktikan klaimnya lebih lanjut, dan jika semua berjalan sesuai 

prosedur, klaim-klaim yang sah akan dimasukkan dalam daftar piutang 

yang akan diproses dalam tahap pembagian aset pailit. Dengan demikian, 

penyusunan daftar piutang oleh kurator memastikan bahwa semua klaim 

diperiksa secara teliti dan adil sebelum keputusan akhir dibuat. 

 

3. Rapat Verifikasi Piutang 

Rapat verifikasi piutang merupakan tahap penting dalam proses 

kepailitan yang diselenggarakan setelah kurator menyusun daftar 

piutang. Rapat ini dipimpin oleh hakim pengawas dan melibatkan 

berbagai pihak terkait, termasuk kreditor yang mengajukan klaim dan 

debitor yang terlibat dalam proses kepailitan. Tujuan utama dari rapat ini 

adalah untuk memastikan keabsahan klaim yang diajukan oleh kreditor, 

serta mencocokkannya dengan catatan yang dimiliki oleh debitor. 

Kreditor diberikan kesempatan untuk mempresentasikan 

klaimnya secara rinci, termasuk penyampaian bukti-bukti yang 

mendukung klaim tersebut, seperti perjanjian utang, faktur, atau 

dokumen transaksi lainnya. Kreditor juga harus menjelaskan dasar dari 

klaimnya, baik itu piutang yang dijamin maupun tidak dijamin. Debitor, 

di sisi lain, diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi atau 
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bahkan mengajukan keberatan atas klaim yang diajukan oleh kreditor. 

Jika debitor merasa bahwa klaim tersebut tidak sah atau tidak sesuai 

dengan catatannya, dapat menyampaikan argumen atau bukti yang 

relevan untuk membantah klaim tersebut. 

Hakim pengawas dan kurator akan memeriksa dan menilai setiap 

klaim yang diajukan, membandingkannya dengan bukti yang ada dan 

catatan yang dimiliki oleh debitor. Tujuan verifikasi ini adalah untuk 

memastikan bahwa klaim yang diajukan kreditor sah dan sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku, serta untuk memastikan bahwa tidak ada 

klaim yang tidak berdasar atau tidak sesuai dengan kondisi keuangan 

debitor. Hasil dari rapat verifikasi ini akan menjadi dasar bagi kurator 

untuk menyusun daftar piutang yang valid, yang selanjutnya akan 

digunakan untuk menentukan prioritas pembayaran selama proses 

pembagian harta pailit. Dengan demikian, rapat verifikasi berperan 

sangat penting dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses 

kepailitan. 

 

4. Pencocokan Piutang 

Pencocokan piutang merupakan proses krusial yang terjadi 

selama rapat verifikasi dalam proses kepailitan. Pada tahap ini, kreditor 

yang mengajukan klaim akan membuktikan bahwa utang yang diajukan 

benar-benar ada dan jumlahnya sesuai dengan catatan debitor. Proses 

pencocokan dilakukan dengan membandingkan dokumen klaim yang 

diajukan oleh kreditor, seperti perjanjian utang atau faktur, dengan 

catatan yang dimiliki oleh debitor. Jika terdapat perbedaan antara klaim 

yang diajukan dengan data yang ada, debitor dan kreditor akan berusaha 

mencari kesepakatan untuk menyelesaikan ketidaksesuaian tersebut. 

Apabila klaim yang diajukan berkaitan dengan piutang yang 

dijamin dengan jaminan tertentu, seperti hipotek atau fidusia, maka 

pencocokan akan dilakukan terhadap jenis jaminan yang diajukan. 

Kreditor yang memiliki jaminan berhak untuk mendapatkan prioritas 

dalam pembayaran, dan urutan prioritas pembayaran akan mengikuti 

ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya, jika terdapat jaminan atas 

piutang, kreditor yang memiliki hak atas jaminan tersebut akan 

diprioritaskan untuk mendapatkan pembayaran dari hasil penjualan harta 

pailit, sebelum kreditor yang tidak memiliki jaminan. 

Pencocokan piutang ini sangat penting untuk memastikan bahwa 

klaim yang diajukan kreditor adalah sah dan sesuai dengan data yang 
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dimiliki oleh debitor. Jika ditemukan ketidaksesuaian yang tidak dapat 

diselesaikan melalui diskusi antara debitor dan kreditor, maka keputusan 

akan diambil oleh hakim pengawas. Hasil dari pencocokan ini akan 

menjadi dasar bagi keputusan mengenai klaim yang diterima atau 

ditolak, dan berfungsi untuk memastikan pembagian harta pailit 

dilakukan dengan adil, sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan oleh 

hukum. 

 

5. Keputusan atas Klaim Piutang 

Hakim pengawas akan membuat keputusan mengenai klaim yang 

diterima dan yang ditolak. Keputusan ini sangat penting karena akan 

menentukan siapa saja yang berhak menerima bagian dari harta pailit 

yang tersedia. Kreditor yang klaimnya diterima akan dimasukkan dalam 

daftar piutang yang sah dan berhak mendapatkan pembayaran sesuai 

dengan bagiannya dari hasil penjualan harta pailit. Sebaliknya, kreditor 

yang klaimnya ditolak tidak akan memperoleh pembayaran, karena 

klaimnya dianggap tidak sah atau tidak dapat dibuktikan. Hakim 

pengawas juga akan mengkategorikan piutang yang sah ke dalam dua 

kelompok utama: 

 Piutang yang dijamin dengan jaminan dan piutang yang tidak 

dijamin. Piutang yang dijamin dengan jaminan (misalnya hipotek atau 

fidusia) akan mendapatkan prioritas lebih tinggi dalam pembagian aset 

pailit. Artinya, kreditor yang memiliki piutang yang dijamin akan 

dibayar terlebih dahulu dari hasil penjualan harta pailit. Sementara itu, 

kreditor yang tidak memiliki jaminan akan menempati urutan prioritas 

yang lebih rendah dan hanya dapat dibayar setelah kreditor yang 

memiliki piutang dengan jaminan dibayar. Keputusan ini sangat penting 

untuk memastikan pembagian harta pailit dilakukan dengan adil dan 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keputusan hakim 

pengawas juga dapat menjadi dasar bagi tindakan selanjutnya, termasuk 

pengalokasian dana hasil penjualan harta pailit kepada kreditor yang sah.  

 

C. Implikasi Keputusan Rapat Verifikasi terhadap Jaminan yang 

Diberikan oleh Debitor 

 

Rapat verifikasi dalam proses kepailitan tidak hanya berfungsi 

untuk memeriksa dan mencocokkan klaim piutang yang diajukan oleh 

kreditor, tetapi juga memiliki implikasi penting terhadap status dan 
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keberlanjutan jaminan yang diberikan oleh debitor. Keputusan yang 

diambil dalam rapat verifikasi dapat mempengaruhi bagaimana hak-hak 

jaminan diterapkan dan sejauh mana kreditor yang memiliki jaminan 

dapat menuntut klaimnya terhadap harta pailit. 

 

1. Penyelesaian Jaminan Berdasarkan Validitas Klaim 

Penyelesaian jaminan berdasarkan validitas klaim adalah bagian 

penting dari proses rapat verifikasi dalam kepailitan. Pada rapat ini, 

kreditor yang mengajukan klaim atas piutang yang dijamin dengan 

jaminan tertentu, seperti hipotek, fidusia, atau gadai, harus dapat 

membuktikan validitas klaim dan keabsahan jaminan yang dimiliki. Jika 

klaim dan jaminan tersebut sah, kreditor berhak memperoleh prioritas 

dalam pembagian aset pailit, artinya akan dibayar terlebih dahulu 

sebelum kreditor yang piutangnya tidak dijamin dengan jaminan 

tertentu. 

Pada proses verifikasi, keberadaan dan keabsahan jaminan juga 

dapat dipertanyakan. Jika debitor atau pihak lain mengajukan keberatan 

terhadap klaim atau menentang validitas jaminan, maka hakim pengawas 

akan menilai bukti-bukti yang ada. Keputusan rapat verifikasi akan 

mempengaruhi apakah jaminan yang diajukan tetap sah atau tidak. 

Misalnya, jika kreditor tidak dapat membuktikan bahwa jaminan yang 

diberikan sah secara hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, maka klaim tersebut bisa ditolak. Dalam hal ini, kreditor yang 

bergantung pada jaminan tersebut tidak akan mendapatkan prioritas 

dalam pembagian harta pailit. Jika klaim dan jaminan kreditor terbukti 

sah, kreditor tersebut akan tetap memiliki hak untuk menerima 

pembayaran sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan, yakni 

sebelum kreditor tanpa jaminan.  

 

2. Prioritas Pembayaran Berdasarkan Jenis Jaminan 

Prioritas pembayaran berdasarkan jenis jaminan merupakan 

salah satu aspek penting dalam rapat verifikasi, yang mempengaruhi 

bagaimana harta pailit akan dibagikan kepada kreditor. Keputusan dalam 

rapat verifikasi akan mengidentifikasi jenis jaminan yang dimiliki oleh 

kreditor dan menentukan urutan prioritas pembayaran utang, yang pada 

gilirannya akan mempengaruhi hak-hak kreditor terhadap pembagian 

aset pailit. Kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan jaminan 

tertentu, seperti hipotek, fidusia, atau gadai, biasanya memiliki hak 
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prioritas untuk dipenuhi terlebih dahulu. Jika klaimnya diterima dan 

tidak ada sengketa hukum terkait jaminan tersebut, kreditor yang 

memegang jaminan berhak untuk menuntut pembayaran dari hasil 

penjualan aset yang dijaminkan. Sebagai contoh, jika piutang dijamin 

dengan hipotek atas properti tertentu, kreditor tersebut akan memperoleh 

hak untuk menerima pembayaran pertama kali dari hasil penjualan 

properti yang terlibat, asalkan klaim dan jaminan yang diberikan sah dan 

sesuai dengan ketentuan hukum. 

Kreditor yang tidak memiliki jaminan hanya akan mendapatkan 

pembayaran setelah kreditor yang memiliki hak atas jaminan dipenuhi. 

Hal ini menunjukkan bahwa kreditor tanpa jaminan berada dalam posisi 

yang lebih rendah dalam urutan prioritas pembayaran. Jika ada sisa aset 

pailit setelah kreditor yang memiliki jaminan dibayar, baru kreditor tanpa 

jaminan akan menerima pembayaran sesuai dengan bagian yang 

ditentukan oleh jumlah piutang. Keputusan rapat verifikasi yang 

mengakui atau menolak klaim jaminan memiliki dampak langsung 

terhadap prioritas pembayaran.  

 

3. Pengaruh pada Status Jaminan yang Diberikan oleh Debitor 

Keputusan rapat verifikasi dapat memiliki pengaruh signifikan 

terhadap status jaminan yang diberikan oleh debitor, terutama terkait 

dengan keabsahan dan kepastian hukum atas jaminan tersebut. Dalam 

rapat verifikasi, kreditor yang mengajukan klaim terkait dengan piutang 

yang dijamin oleh jaminan tertentu, seperti hipotek atau fidusia, biasanya 

akan diminta untuk membuktikan keberadaan dan sahnya jaminan yang 

dimiliki. Jika kreditor tidak dapat menyediakan bukti yang jelas atau 

jaminan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan hukum yang 

berlaku, maka status jaminan tersebut dapat dipertanyakan. Dalam hal 

ini, kreditor mungkin kehilangan hak untuk memperoleh prioritas 

pembayaran dari harta pailit yang dijaminkan. 

Jika jaminan yang diberikan oleh debitor ternyata telah dialihkan 

atau dibebani dengan hak lain yang tidak diungkapkan sebelumnya, 

status jaminan tersebut juga dapat dipertanyakan. Sebagai contoh, jika 

debitor telah mengalihkan hak atas jaminan kepada pihak ketiga tanpa 

sepengetahuan kreditor yang memiliki klaim, maka hal ini dapat 

mempengaruhi hak kreditor atas jaminan tersebut. Rapat verifikasi akan 

memeriksa apakah pengalihan jaminan ini sah secara hukum atau tidak. 

Jika terbukti bahwa pengalihan hak jaminan tidak sah, maka jaminan 
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tersebut dapat dianggap tidak valid, dan kreditor yang bergantung pada 

jaminan tersebut tidak dapat lagi menuntut pembayaran penuh dari hasil 

penjualan jaminan. 

 

4. Penyelesaian Sengketa Terkait Jaminan 

Penyelesaian sengketa terkait jaminan merupakan bagian penting 

dalam proses verifikasi klaim dalam kepailitan. Selama rapat verifikasi, 

terdapat kemungkinan bahwa pihak debitor atau pihak lain yang terlibat 

dalam kepailitan membantah atau menantang klaim terhadap jaminan 

yang diberikan oleh debitor. Sengketa semacam ini dapat timbul jika ada 

ketidaksesuaian antara klaim kreditor dengan fakta atau jika terdapat 

keberatan terhadap keberadaan atau keabsahan jaminan itu sendiri. 

Dalam hal ini, keputusan yang diambil dalam rapat verifikasi menjadi 

dasar untuk penyelesaian sengketa terkait status jaminan. 

Hakim pengawas yang memimpin rapat verifikasi akan 

melakukan evaluasi dan penilaian terhadap klaim yang diajukan, 

termasuk keberadaan dan validitas jaminan yang terlibat. Jika terdapat 

bukti bahwa jaminan yang diberikan oleh debitor sah dan sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku, maka kreditor yang memiliki hak 

jaminan tersebut akan diberikan prioritas pembayaran sesuai dengan 

haknya atas harta pailit. Sebaliknya, jika ditemukan adanya bukti bahwa 

jaminan tersebut tidak sah, tidak ada atau telah dialihkan dengan cara 

yang merugikan kreditor, hakim pengawas dapat memutuskan untuk 

menunda atau bahkan membatalkan penggunaan jaminan tersebut dalam 

pembagian aset pailit. 

Sengketa juga dapat terjadi jika debitor terlibat dalam transaksi 

yang melibatkan jaminan yang tidak sesuai dengan perjanjian atau 

mengalihkan hak jaminan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan 

kreditor. Dalam kasus seperti ini, hakim pengawas akan memeriksa 

validitas tindakan debitor dan menentukan apakah klaim tersebut sah 

atau tidak. Jika debitor terbukti telah melakukan tindakan yang 

merugikan kreditor atau tidak mengungkapkan transaksi yang relevan, 

keputusan verifikasi dapat mencakup pembatalan hak jaminan yang 

sebelumnya diberikan. 

 

5. Dampak terhadap Pembagian Harta Pailit 

Keputusan rapat verifikasi memiliki dampak langsung terhadap 

pembagian harta pailit antara kreditor. Pembagian ini akan dipengaruhi 
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oleh status klaim kreditor, terutama apakah klaim tersebut dijamin 

dengan jaminan yang sah atau tidak. Kreditor yang memiliki klaim yang 

didukung oleh jaminan yang sah, seperti hipotek atau gadai, akan 

memiliki hak lebih tinggi dalam pembagian aset pailit. Jika klaimnya 

diterima, dapat menuntut pemenuhan utang melalui penjualan atau 

pelelangan aset yang dijaminkan. Proses ini akan memastikan bahwa 

kreditor dengan hak jaminan mendapatkan prioritas lebih dahulu dalam 

memperoleh bagian dari hasil penjualan aset tersebut. 

Jika klaim terhadap jaminan tidak dapat dibuktikan atau jika 

jaminan yang diberikan terbukti batal demi hukum, kreditor yang 

bergantung pada jaminan tersebut akan kehilangan prioritasnya. Dalam 

situasi ini, tidak akan memperoleh bagian yang lebih besar dari hasil 

penjualan atau pembagian aset pailit. Sebaliknya, kreditor yang tidak 

memiliki jaminan akan memperoleh haknya atas sisa harta pailit setelah 

kreditor dengan jaminan dipenuhi. Dengan kata lain, kreditor tanpa 

jaminan akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk 

memperoleh pembayaran dari harta pailit yang tersisa, setelah semua 

klaim yang dijamin dengan jaminan sah diselesaikan. 

 

D. Latihan Soal 

 

1. Apa yang dimaksud dengan rapat verifikasi dalam kepailitan? 

Jelaskan tujuan utamanya dan bagaimana rapat ini mempengaruhi 

klaim jaminan yang diajukan oleh kreditor. 

2. Apa yang akan terjadi jika dalam rapat verifikasi, klaim terhadap 

jaminan yang diajukan oleh kreditor ditolak oleh hakim pengawas? 

Jelaskan implikasinya terhadap hak kreditor yang bersangkutan. 

3. Dalam sebuah kasus kepailitan, debitor memiliki beberapa aset yang 

dijaminkan kepada beberapa kreditor dengan jaminan hipotek, 

fidusia, dan gadai. Bagaimana proses verifikasi dapat 

mempengaruhi urutan prioritas pembayaran kepada kreditor yang 

memiliki jenis jaminan tersebut? 

4. Jika kreditor memiliki jaminan tetapi debitor mengklaim bahwa 

jaminan tersebut tidak sah, bagaimana rapat verifikasi dapat 

mempengaruhi status jaminan tersebut? 

5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan prioritas pembayaran utang 

dalam kepailitan dan bagaimana rapat verifikasi menentukan urutan 
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pembayaran antara kreditor yang memiliki jaminan dan yang tidak 

memiliki jaminan. 
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6.   
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BAB XIV 
SYSTEMATIC LITERATURE 

REVIEW DALAM HUKUM 

JAMINAN DAN KEPAILITAN 
 

 

 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Mampu memahami terkait dengan tujuan dan manfaat SLR untuk 

meneliti hukum jaminan dan kepailitan, memahami metodologi 

systematic literature review untuk studi jaminan dan kepailitan, serta 

memahami analisis temuan SLR terkait hukum jaminan dan kepailitan 

di Indonesia dan Internasional, sehingga pembaca dapat memahami 

tujuan, manfaat, dan metodologi dari SLR dalam konteks penelitian 

hukum jaminan dan kepailitan, serta mampu menganalisis temuan 

SLR yang relevan baik secara nasional maupun internasional untuk 

memberikan wawasan yang lebih mendalam dan aplikatif dalam 

pengembangan hukum di bidang ini. 

Materi Pembelajaran 

• Tujuan dan Manfaat SLR untuk Meneliti Hukum Jaminan dan 

Kepailitan 

• Metodologi Systematic Literature Review untuk Studi Jaminan dan 

Kepailitan 

• Analisis Temuan SLR terkait Hukum Jaminan dan Kepailitan di 

Indonesia dan Internasional 

• Latihan Soal 

 

A. Tujuan dan Manfaat SLR untuk Meneliti Hukum Jaminan dan 

Kepailitan 

 

Systematic Literature Review (SLR) atau Tinjauan Pustaka 

Sistematis adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan, 

mengevaluasi, dan mensintesis hasil-hasil penelitian yang ada terkait 
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topik tertentu. Dalam konteks hukum jaminan dan kepailitan, SLR 

memiliki tujuan dan manfaat yang sangat penting, baik untuk 

pengembangan ilmu hukum, kebijakan publik, maupun praktik hukum 

yang lebih efektif. 

 

1. Tujuan SLR dalam Meneliti Hukum Jaminan dan Kepailitan 

Systematic Literature Review (SLR) dalam meneliti hukum 

jaminan dan kepailitan memiliki tujuan yang sangat penting untuk 

memperdalam pemahaman mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum 

dalam kedua topik ini. SLR memberikan gambaran yang jelas dan 

komprehensif tentang bagaimana hukum jaminan dan kepailitan 

diterapkan di berbagai negara dan sistem hukum, serta bagaimana 

peraturan-peraturan ini berkembang seiring waktu. Salah satu tujuan 

utama dari SLR dalam konteks ini adalah untuk mengidentifikasi tren 

dan perkembangan terbaru dalam hukum jaminan dan kepailitan. 

Dengan menganalisis berbagai studi yang telah diterbitkan, peneliti 

dapat mengamati perubahan-perubahan dalam penerapan hukum ini, 

baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini sangat penting 

karena perkembangan ekonomi, sosial, dan politik sering kali 

memengaruhi cara sistem hukum menangani masalah-masalah yang 

terkait dengan jaminan dan kepailitan. Misalnya, krisis finansial global 

atau kemajuan dalam teknologi dapat mendorong perubahan dalam 

peraturan yang mengatur hak kreditor dan debitor, serta bagaimana 

proses kepailitan dijalankan. 

SLR juga berfungsi untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan 

hukum yang ada dalam mengatur hukum jaminan dan kepailitan. Melalui 

tinjauan terhadap berbagai penelitian yang telah dilakukan, SLR 

membantu mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang diterapkan dapat 

melindungi hak-hak kreditor dan debitor. Proses ini penting untuk 

mengetahui apakah peraturan yang ada sudah cukup efektif dalam 

mencapai tujuan utamanya, seperti memberikan keadilan dalam 

pembagian aset pailit atau mengatur hak-hak yang timbul dari jaminan. 

Dengan melakukan evaluasi ini, SLR dapat memberikan rekomendasi 

yang berguna bagi pembuat kebijakan untuk melakukan perubahan atau 

perbaikan pada sistem hukum yang ada, guna mengoptimalkan 

perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat dalam proses 

kepailitan. 
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SLR dalam hukum jaminan dan kepailitan juga bertujuan untuk 

menyarankan perubahan dan perbaikan sistem hukum yang berlaku. 

Dengan menganalisis berbagai literatur yang ada, peneliti dapat 

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam peraturan yang ada, 

serta bagaimana peraturan tersebut dapat diperbaiki. Proses ini 

memberikan wawasan bagi pembuat undang-undang untuk 

memperbaharui atau mereformasi hukum jaminan dan kepailitan agar 

lebih sesuai dengan kebutuhan dan tantangan ekonomi serta sosial yang 

terus berkembang. Misalnya, SLR dapat mengungkapkan 

ketidaksesuaian antara praktik yang ada dan perkembangan pasar atau 

bisnis, yang memerlukan pembaruan peraturan untuk menciptakan 

sistem yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. 

 

2. Manfaat SLR dalam Meneliti Hukum Jaminan dan Kepailitan 

Manfaat dari penggunaan Systematic Literature Review (SLR) 

dalam penelitian hukum jaminan dan kepailitan sangat luas dan penting 

bagi pengembangan teori hukum, perbaikan kebijakan, serta penerapan 

praktis dalam dunia hukum. Salah satu manfaat utama dari SLR adalah 

kemampuannya untuk meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam 

mengenai hukum jaminan dan kepailitan. Dengan mengumpulkan dan 

menganalisis berbagai literatur yang ada, SLR memberikan gambaran 

yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum 

dalam kedua topik tersebut. Peneliti dapat melihat bagaimana hukum 

jaminan dan kepailitan diterapkan di berbagai negara dan sistem hukum, 

serta masalah-masalah yang dihadapi dalam praktik. Pemahaman ini 

sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas peraturan yang ada, serta 

memberikan wawasan mengenai praktik-praktik terbaik yang dapat 

diadopsi untuk meningkatkan penerapan hukum tersebut. 

SLR juga memiliki manfaat yang besar dalam membantu 

penyusunan kebijakan hukum yang lebih baik. Dengan menganalisis 

literatur yang ada, SLR dapat mengidentifikasi kekurangan atau 

ketidakefisienan dalam peraturan hukum yang berlaku dalam konteks 

jaminan dan kepailitan. Hal ini memberikan dasar bagi pembuat 

kebijakan untuk melakukan perubahan atau peningkatan pada aturan 

yang ada guna mendukung terciptanya sistem hukum yang lebih adil dan 

efektif. Misalnya, SLR dapat mengungkapkan bahwa ada kekosongan 

dalam perlindungan bagi kreditor atau debitor, atau bahwa prosedur 

dalam proses kepailitan perlu diperbarui untuk mempercepat 
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penyelesaian kasus. Dengan demikian, SLR memberikan rekomendasi 

yang berguna bagi perbaikan sistem hukum agar lebih responsif terhadap 

kebutuhan ekonomi dan sosial yang berkembang. 

Manfaat lain dari SLR adalah kemampuannya untuk menemukan 

kesenjangan dalam penelitian hukum yang ada. Dalam bidang hukum 

jaminan dan kepailitan yang dinamis, SLR membantu mengidentifikasi 

area-area yang belum banyak dibahas atau penelitian yang masih kurang 

mendalam. Dengan menemukan kesenjangan ini, SLR memberikan 

dasar yang kuat untuk penelitian lebih lanjut yang lebih mendalam 

tentang aspek-aspek hukum yang belum banyak dikaji. Misalnya, 

mungkin ada sedikit penelitian mengenai bagaimana teknologi baru 

seperti blockchain dapat mempengaruhi jaminan atau kepailitan, atau 

bagaimana prinsip-prinsip hukum internasional dapat diterapkan dalam 

kasus kepailitan yang melibatkan perusahaan multinasional. Dengan 

membuka ruang untuk penelitian lebih lanjut, SLR berkontribusi pada 

pengembangan ilmu hukum yang lebih lengkap dan terperinci. 

SLR juga menyediakan bukti yang dapat digunakan oleh praktisi 

hukum untuk meningkatkan kualitas praktik hukum. Dengan memeriksa 

berbagai temuan dan penelitian yang ada, SLR memberikan informasi 

yang dapat dipakai oleh hakim, pengacara, dan kurator untuk membuat 

keputusan yang lebih baik dalam menangani kasus-kasus hukum 

jaminan dan kepailitan. Misalnya, temuan dari SLR dapat membantu 

hakim dalam menentukan prioritas pembayaran bagi kreditor 

berdasarkan jaminan yang ada, atau memberikan wawasan tentang 

bagaimana mengatasi sengketa terkait kepailitan dengan cara yang lebih 

adil. Ini tidak hanya membantu mempercepat penyelesaian kasus, tetapi 

juga menjamin bahwa hak-hak semua pihak yang terlibat baik kreditor, 

debitor, maupun pihak ketiga terpenuhi dengan seimbang. 

 

B. Metodologi Systematic Literature Review untuk Studi Jaminan 

dan Kepailitan 

 

Systematic Literature Review (SLR) adalah pendekatan yang 

sistematis dan terstruktur untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan 

mensintesis penelitian yang ada mengenai suatu topik tertentu. Dalam 

konteks studi hukum jaminan dan kepailitan, metodologi SLR 

memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang 

keadaan teori, hukum, dan praktik dalam kedua bidang ini, serta 
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perkembangan terbaru yang relevan. Proses ini dilakukan dengan cara 

yang transparan, memastikan bahwa semua tahap review dilakukan 

dengan konsistensi dan berdasarkan bukti yang valid. Berikut adalah 

langkah-langkah utama dalam metodologi SLR untuk studi jaminan dan 

kepailitan: 

 

1. Definisi Tujuan dan Pertanyaan Penelitian 

Langkah pertama yang sangat penting dalam melakukan 

Systematic Literature Review (SLR) adalah mendefinisikan tujuan dan 

pertanyaan penelitian dengan jelas. Dalam konteks penelitian hukum 

jaminan dan kepailitan, tahap ini menjadi fondasi yang akan 

membimbing seluruh proses penelitian. Tujuan dari SLR adalah untuk 

membahas dan mengidentifikasi temuan-temuan yang relevan dari 

berbagai studi sebelumnya untuk mendapatkan gambaran yang 

komprehensif mengenai isu-isu yang ada. Sebagai contoh, salah satu 

tujuan utama bisa jadi adalah untuk memahami perkembangan terbaru 

dalam penerapan hukum jaminan dan kepailitan di suatu negara atau 

wilayah tertentu. Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini bisa 

mencakup pertanyaan seperti, "Apa tren terbaru dalam penerapan hukum 

jaminan dan kepailitan di negara X?", yang berfokus pada bagaimana 

hukum yang ada diterapkan dan perkembangan yang terjadi seiring 

waktu. 

Tujuan lainnya bisa jadi untuk membahas dampak kebijakan 

kepailitan terhadap kreditor dan debitor, dengan pertanyaan penelitian 

seperti "Bagaimana pengaruh kebijakan kepailitan terhadap kreditor dan 

debitor?" yang mengarah pada analisis tentang bagaimana kebijakan 

hukum mempengaruhi kedua belah pihak dalam proses kepailitan. 

Tujuan tersebut bisa membantu peneliti memahami apakah kebijakan 

yang ada melindungi hak-hak kreditor dan debitor dengan seimbang atau 

apakah ada ketidakseimbangan yang perlu diperbaiki. Pertanyaan 

lainnya bisa lebih spesifik, misalnya, "Apa tantangan yang dihadapi 

dalam sistem hukum jaminan lintas negara?" yang berfokus pada 

permasalahan yang muncul dalam pengaturan jaminan yang melibatkan 

lebih dari satu negara atau yurisdiksi. Ini sangat relevan dalam konteks 

globalisasi ekonomi dan perdagangan internasional yang memerlukan 

pemahaman tentang interaksi hukum antar negara. 

Tujuan utama dari SLR adalah untuk mengidentifikasi hasil-hasil 

penelitian yang ada yang dapat memberikan jawaban yang sistematis dan 
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terstruktur terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dalam hal ini, SLR 

bertujuan untuk menyusun sebuah gambaran besar berdasarkan temuan-

temuan yang sudah ada dalam literatur yang ada. Proses ini melibatkan 

pengumpulan dan analisis penelitian-penelitian sebelumnya, yang 

kemudian dipilih berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan, untuk 

melihat pola, tren, serta kesenjangan yang ada dalam topik yang dibahas. 

Dengan demikian, mendefinisikan tujuan dan pertanyaan penelitian 

dengan tepat akan membantu peneliti memfokuskan pencarian literatur 

dan menjamin bahwa hasil SLR akan relevan dan memberikan kontribusi 

signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam 

bidang jaminan dan kepailitan. 

 

2. Penentuan Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

Langkah berikutnya dalam melakukan Systematic Literature 

Review (SLR) adalah menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi. 

Penentuan kriteria ini sangat penting karena akan membantu peneliti 

untuk memilih studi-studi yang paling relevan dan berkualitas dalam 

tinjauannya, serta memastikan bahwa hasil yang diperoleh memiliki 

keterkaitan yang jelas dengan topik yang sedang diteliti, dalam hal ini 

hukum jaminan dan kepailitan. Kriteria inklusi mengacu pada 

karakteristik atau ciri-ciri dari studi yang dapat diterima untuk 

dimasukkan dalam tinjauan. Biasanya, studi yang relevan dengan topik 

hukum jaminan dan kepailitan akan dimasukkan, terutama yang 

membahas peraturan, praktik hukum, atau isu-isu terkini yang 

melibatkan kreditor dan debitor, baik di tingkat nasional maupun 

internasional. Artikel-artikel yang diterbitkan dalam jurnal hukum 

terkemuka atau yang dipresentasikan dalam konferensi akademik yang 

diakui juga menjadi bagian dari kriteria inklusi. Hal ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa penelitian yang disertakan memiliki kualitas dan 

kredibilitas yang tinggi, serta relevansi yang jelas terhadap pertanyaan 

penelitian yang ditentukan. 

Kriteria eksklusi merujuk pada studi-studi yang tidak memenuhi 

syarat untuk dimasukkan dalam tinjauan. Kriteria ini membantu untuk 

menghindari inklusi literatur yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan 

fokus penelitian. Contoh dari kriteria eksklusi termasuk artikel yang 

tidak relevan dengan topik hukum jaminan dan kepailitan, seperti studi 

yang lebih berfokus pada masalah lain dalam hukum yang tidak terkait 

langsung. Selain itu, artikel yang membahas topik yang terlalu luas atau 
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tidak jelas kaitannya dengan fokus tinjauan juga akan dikeluarkan. 

Kriteria eksklusi juga mencakup studi dengan kualitas metodologi yang 

rendah, misalnya, penelitian yang tidak menggunakan pendekatan yang 

sistematis atau validitas data yang diragukan. Artikel yang diterbitkan di 

jurnal yang tidak terverifikasi atau yang memiliki pengaruh terbatas 

dalam bidang hukum juga akan dikeluarkan, karena bisa saja tidak 

memiliki kualitas atau kredibilitas yang cukup untuk dijadikan dasar 

dalam tinjauan yang lebih luas. 

 

3. Pencarian Literatur 

Setelah kriteria inklusi dan eksklusi ditetapkan, langkah 

berikutnya dalam proses Systematic Literature Review (SLR) adalah 

pencarian literatur. Pencarian literatur merupakan langkah krusial karena 

menentukan kualitas dan kedalaman tinjauan yang akan dilakukan. Pada 

tahap ini, peneliti mencari literatur yang relevan dengan topik hukum 

jaminan dan kepailitan di berbagai sumber, baik itu sumber elektronik 

maupun fisik. Pencarian literatur biasanya dilakukan di berbagai 

database akademik terkemuka, seperti Google Scholar, JSTOR, 

ScienceDirect, HeinOnline, dan database hukum lainnya, yang 

menyediakan akses ke artikel jurnal, buku, laporan penelitian, serta 

dokumen penting lainnya yang dapat memberikan wawasan tentang 

topik tersebut. 

Untuk memastikan bahwa literatur yang ditemukan relevan dan 

berkualitas, pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang 

tepat. Kata kunci ini berfungsi untuk memfokuskan pencarian pada topik 

yang spesifik, misalnya “hukum jaminan”, “kepailitan”, “pembagian 

aset pailit”, “peraturan internasional kepailitan”, dan “perlindungan 

kreditor dalam kepailitan”. Pemilihan kata kunci yang tepat sangat 

penting karena dapat membantu peneliti menemukan artikel atau studi 

yang paling relevan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan 

sebelumnya. Selain itu, peneliti dapat menggunakan filter pencarian 

yang ada pada database untuk menyaring hasil pencarian berdasarkan 

tanggal terbit, jenis dokumen, atau relevansi topik. 

Pencarian literatur tidak hanya terbatas pada sumber daya 

elektronik. Meskipun banyak informasi dapat ditemukan melalui 

platform online, beberapa literatur penting, seperti buku teks atau jurnal 

yang lebih tua, mungkin hanya tersedia dalam bentuk fisik. Oleh karena 

itu, peneliti perlu melakukan pencarian di perpustakaan akademik atau 
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mengakses koleksi fisik yang relevan dengan topik hukum jaminan dan 

kepailitan. Dengan demikian, pencarian literatur ini menjadi lebih 

menyeluruh dan memastikan bahwa semua sumber yang relevan, baik 

yang tersedia secara daring maupun fisik, diperiksa dengan seksama. 

 

4. Seleksi dan Penilaian Kualitas Studi 

Tahap selanjutnya dalam proses Systematic Literature Review 

(SLR) adalah seleksi dan penilaian kualitas studi. Pada tahap ini, peneliti 

melakukan evaluasi terhadap studi-studi yang telah ditemukan untuk 

menentukan mana yang layak dimasukkan dalam tinjauan berdasarkan 

kriteria inklusi yang telah ditetapkan sebelumnya. Seleksi ini bukan 

hanya berdasarkan relevansi topik, tetapi juga kualitas metodologi yang 

digunakan dalam studi tersebut. Penilaian kualitas metodologi menjadi 

sangat penting karena hanya studi dengan metodologi yang kuat dan 

dapat diandalkan yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap 

pemahaman mengenai hukum jaminan dan kepailitan. 

Peneliti perlu menilai berbagai aspek kualitas dalam studi yang 

ditemukan. Salah satu kriteria utama adalah validitas internal, yang 

merujuk pada sejauh mana hasil studi mencerminkan fenomena yang 

sebenarnya, tanpa dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak terkontrol. 

Validitas eksternal juga penting, karena hal ini menunjukkan sejauh 

mana temuan studi dapat digeneralisasikan ke konteks lain, seperti 

sistem hukum di negara lain atau konteks hukum yang lebih luas. Studi 

yang memiliki validitas internal dan eksternal yang tinggi akan lebih 

berharga untuk dimasukkan dalam tinjauan. 

Peneliti juga harus memperhatikan potensi bias yang mungkin 

terdapat dalam studi yang ditinjau. Bias bisa muncul pada berbagai tahap 

dalam penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga interpretasi hasil. 

Bias dalam pengumpulan data, misalnya, bisa terjadi jika sampel yang 

digunakan tidak representatif atau jika ada ketidakakuratan dalam cara 

pengumpulan informasi. Bias dalam interpretasi hasil juga perlu 

diperhatikan, terutama jika penulis memiliki preferensi tertentu yang 

mempengaruhi caranya menganalisis data. Peneliti juga harus menilai 

apakah ada potensi konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi 

objektivitas studi. Jika studi memiliki bias yang signifikan atau konflik 

kepentingan yang tidak diungkapkan, hal ini bisa merusak kredibilitas 

dan validitas temuan. 
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Penting bagi peneliti untuk memastikan bahwa hanya studi yang 

valid, berkualitas tinggi, dan relevan yang dimasukkan dalam tinjauan. 

Hal ini bertujuan untuk menghasilkan sintesis yang dapat dipercaya dan 

bermanfaat bagi pengembangan teori dan praktik hukum jaminan dan 

kepailitan. Penilaian yang cermat juga membantu menghindari 

kesalahan dalam menyimpulkan temuan dari literatur yang bias atau 

metodologi yang lemah, yang dapat menghasilkan rekomendasi atau 

kesimpulan yang kurang akurat. Dengan melakukan seleksi dan 

penilaian kualitas yang teliti, peneliti memastikan bahwa SLR yang 

dilakukan memberikan wawasan yang dapat diandalkan dan bermanfaat 

bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi dalam 

memahami serta mengembangkan hukum jaminan dan kepailitan. 

 

5. Ekstraksi Data 

Langkah berikutnya dalam proses Systematic Literature Review 

(SLR) adalah ekstraksi data. Proses ini melibatkan pengumpulan 

informasi penting dari studi-studi yang telah dipilih untuk dianalisis 

lebih lanjut. Ekstraksi data bertujuan untuk mendapatkan temuan-

temuan utama yang dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai 

penerapan hukum jaminan dan kepailitan, serta untuk mengidentifikasi 

pola, tren, dan kesenjangan yang ada dalam literatur. Pada konteks 

hukum jaminan dan kepailitan, ekstraksi data tidak hanya mencakup 

pengumpulan informasi dasar seperti temuan utama dan konklusi studi, 

tetapi juga membahas lebih dalam mengenai metodologi yang digunakan 

dalam penelitian. Ini termasuk memahami jenis desain penelitian yang 

diterapkan, apakah studi tersebut menggunakan pendekatan kualitatif 

atau kuantitatif, serta alat analisis yang digunakan dalam memproses 

data. Penting untuk mengetahui metode yang diterapkan dalam setiap 

studi untuk mengevaluasi keandalan dan validitas temuan yang 

dihasilkan. 

Ekstraksi data juga melibatkan pengumpulan informasi 

mengenai teori-teori yang diterapkan dalam studi tersebut. Dalam hal ini, 

teori-teori yang relevan dalam hukum jaminan dan kepailitan, seperti 

teori kepailitan, teori perlindungan kreditor, atau teori manajemen risiko, 

dapat menjadi acuan untuk memahami dasar-dasar hukum yang 

diterapkan dalam setiap kebijakan atau keputusan hukum yang dibahas. 

Teori-teori ini memberikan kerangka yang membantu untuk 

mengevaluasi bagaimana sistem hukum bekerja dalam menangani 
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masalah yang berkaitan dengan jaminan dan kepailitan. Lebih lanjut, 

ekstraksi data juga fokus pada pengumpulan informasi terkait dengan 

pengaruh kebijakan hukum terhadap kreditor dan debitor. Hal ini 

mencakup analisis bagaimana kebijakan jaminan dan kepailitan 

mempengaruhi hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta bagaimana 

perlindungan terhadap masing-masing pihak dijamin dalam berbagai 

sistem hukum. Dalam beberapa studi, analisis tentang bagaimana 

kebijakan tersebut berdampak pada keseimbangan antara kepentingan 

kreditor dan debitor bisa menjadi topik utama yang sangat relevan. 

Ekstraksi data dalam SLR juga mencakup pengumpulan 

informasi tentang tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum 

jaminan dan kepailitan, baik di tingkat nasional maupun internasional. 

Hal ini sangat penting mengingat hukum jaminan dan kepailitan 

seringkali melibatkan transaksi lintas negara dan berinteraksi dengan 

hukum internasional. Tantangan-tantangan seperti perbedaan dalam 

regulasi antar negara, kesulitan dalam melaksanakan kebijakan 

internasional, dan permasalahan yang timbul dari perbedaan sistem 

hukum perlu dianalisis dengan cermat. Dalam proses ekstraksi data, studi 

kasus atau analisis perbandingan antar negara menjadi komponen 

penting. Perbandingan antara berbagai sistem hukum nasional mengenai 

penerapan hukum jaminan dan kepailitan dapat memberikan wawasan 

yang mendalam tentang praktik terbaik dan pendekatan yang lebih 

efektif dalam mengatasi masalah yang sering muncul dalam praktik 

hukum ini. 

 

6. Sintesis dan Analisis Temuan 

Langkah selanjutnya dalam proses Systematic Literature Review 

(SLR) adalah sintesis dan analisis temuan. Pada tahap ini, peneliti 

menggabungkan hasil-hasil penelitian yang telah dianalisis untuk 

memperoleh gambaran yang lebih luas dan mendalam mengenai tema 

yang sedang diteliti, dalam hal ini hukum jaminan dan kepailitan. Proses 

sintesis ini bertujuan untuk menyusun temuan-temuan yang ada dengan 

cara yang sistematis, mengidentifikasi pola-pola yang muncul, serta 

membahas kesamaan dan perbedaan antara berbagai penelitian. Peneliti 

harus mengidentifikasi kesamaan dalam temuan-temuan yang ada, 

misalnya dalam hal bagaimana kebijakan hukum jaminan dan kepailitan 

diterapkan atau bagaimana dampaknya terhadap kreditor dan debitor. 

Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap perbedaan-perbedaan yang 
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muncul di antara studi-studi tersebut, seperti perbedaan pendekatan yang 

digunakan oleh berbagai negara dalam mengatur masalah kepailitan dan 

jaminan. Perbedaan ini bisa mencerminkan perbedaan sistem hukum, 

peraturan nasional, atau bahkan konteks ekonomi dan sosial yang 

mempengaruhi penerapan hukum. 

Sintesis ini tidak hanya mencakup analisis kualitatif mengenai 

kebijakan dan teori-teori yang diterapkan dalam setiap studi, tetapi juga 

dapat melibatkan analisis kuantitatif apabila studi-studi yang disertakan 

memiliki data numerik yang relevan. Misalnya, jika beberapa penelitian 

memuat data statistik tentang tingkat keberhasilan kebijakan kepailitan 

dalam menyelesaikan utang atau dampak kebijakan jaminan terhadap 

kreditor, peneliti dapat mengolah dan menganalisis data ini untuk 

mendapatkan temuan yang lebih terukur dan objektif. Dengan 

pendekatan ini, sintesis dapat memberikan gambaran yang lebih jelas 

mengenai sejauh mana kebijakan hukum yang ada efektif atau perlu 

diperbaiki. Hasil dari sintesis dan analisis temuan ini memberikan 

wawasan yang lebih dalam tentang status terkini hukum jaminan dan 

kepailitan. Peneliti dapat menilai apakah penerapan hukum ini sudah 

sesuai dengan tujuan yang diinginkan, misalnya dalam melindungi hak-

hak kreditor dan debitor, serta dalam memastikan proses kepailitan 

berjalan dengan adil dan efisien. Temuan-temuan ini juga dapat 

mengidentifikasi area-area yang masih kurang mendapatkan perhatian 

dalam penelitian atau praktik hukum, seperti kebijakan yang tidak cukup 

melindungi salah satu pihak atau tantangan yang timbul dalam 

implementasi hukum secara internasional. 

 

7. Penyajian Hasil SLR 

Langkah berikutnya dalam Systematic Literature Review (SLR) 

adalah penyajian hasil penelitian dalam bentuk laporan yang jelas dan 

terstruktur. Laporan ini merupakan langkah penting untuk 

menyampaikan hasil-hasil yang telah diperoleh selama penelitian, 

sehingga temuan-temuan yang ditemukan dapat digunakan oleh praktisi 

hukum, pembuat kebijakan, atau peneliti lainnya. Penyajian hasil ini 

tidak hanya bertujuan untuk menginformasikan, tetapi juga untuk 

memberikan wawasan yang lebih dalam tentang topik yang diteliti, 

dalam hal ini hukum jaminan dan kepailitan. Laporan SLR biasanya 

dimulai dengan memberikan gambaran umum tentang tujuan dan metode 

yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai proses 
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seleksi studi dan kriteria yang diterapkan. Hal ini penting untuk 

memberikan konteks bagi pembaca tentang bagaimana literatur yang 

relevan telah dipilih dan dianalisis. Selanjutnya, laporan akan 

memberikan temuan-temuan utama dari studi yang telah dianalisis, 

mengorganisirnya sesuai dengan tema-tema atau topik-topik yang 

relevan dengan hukum jaminan dan kepailitan. Temuan ini bisa 

mencakup berbagai aspek, seperti penerapan prinsip hukum dalam 

kebijakan kepailitan, dampak kebijakan terhadap kreditor dan debitor, 

serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum tersebut, baik 

di tingkat nasional maupun internasional. 

Laporan juga harus menyertakan kesimpulan yang diambil dari 

sintesis temuan. Kesimpulan ini akan merangkum hasil analisis dari 

berbagai penelitian yang telah dilakukan dan memberikan gambaran 

umum mengenai keadaan terkini dalam bidang hukum jaminan dan 

kepailitan. Kesimpulan ini akan memberikan jawaban terhadap 

pertanyaan penelitian yang diajukan di awal, serta mengidentifikasi area-

area yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Misalnya, jika ditemukan 

bahwa sistem kepailitan di suatu negara belum sepenuhnya melindungi 

hak-hak kreditor, kesimpulan tersebut akan mengarah pada rekomendasi 

untuk perbaikan kebijakan. Selain itu, laporan SLR juga harus mencakup 

rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut atau penerapan kebijakan 

hukum di masa mendatang. Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang 

diperoleh, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan yang ada dalam 

literatur yang perlu diteliti lebih lanjut. Rekomendasi ini bisa berupa 

ajakan untuk penelitian lebih lanjut mengenai topik-topik tertentu yang 

belum banyak dibahas atau saran untuk pembuat kebijakan agar 

mempertimbangkan perubahan dalam peraturan hukum yang ada. 

Rekomendasi tersebut memberikan arah yang jelas bagi pengembangan 

penelitian dan perbaikan sistem hukum. 

 

8. Keterbatasan dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya 

Peneliti perlu mengidentifikasi keterbatasan yang ada dalam 

penelitian dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. 

Mengakui keterbatasan dalam SLR sangat penting karena membantu 

pembaca untuk memahami kekurangan dalam studi yang dilakukan dan 

mengarahkan penelitian lebih lanjut untuk mengatasi kelemahan 

tersebut. Salah satu keterbatasan yang sering muncul dalam SLR adalah 

masalah ketersediaan literatur. Mungkin ada keterbatasan dalam jumlah 
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studi yang relevan atau mungkin ada keterbatasan geografis dalam 

cakupan studi yang tersedia. Misalnya, dalam konteks hukum jaminan 

dan kepailitan, penelitian yang dilakukan di negara-negara tertentu 

mungkin lebih banyak dibandingkan dengan negara lainnya, sehingga 

dapat menyebabkan kesenjangan dalam pemahaman tentang bagaimana 

kebijakan hukum diterapkan secara global. Selain itu, ketersediaan 

sumber daya atau akses ke artikel atau penelitian yang lebih baru juga 

dapat membatasi ruang lingkup SLR, terutama jika literatur yang 

diterbitkan tidak sepenuhnya dapat diakses secara terbuka atau tidak 

tersedia dalam bahasa yang dimengerti peneliti. 

Keterbatasan lain yang mungkin terjadi adalah bias dalam seleksi 

studi. Dalam proses memilih studi yang akan dimasukkan dalam 

tinjauan, peneliti harus memastikan bahwa proses seleksi dilakukan 

secara objektif. Namun, bias dalam pemilihan studi bisa terjadi jika 

hanya studi-studi tertentu yang lebih mudah diakses atau lebih 

terverifikasi yang dipilih, sementara studi lain yang relevan tetapi kurang 

dikenal atau sulit diakses mungkin terabaikan. Bias ini dapat 

mempengaruhi keakuratan temuan dan kesimpulan dari SLR. 

Selanjutnya, penilaian kualitas metodologi studi yang ada juga bisa 

menjadi tantangan. Meskipun peneliti berusaha untuk memilih studi 

dengan kualitas metodologi yang tinggi, tidak semua studi memenuhi 

standar metodologi yang diinginkan. Beberapa studi mungkin memiliki 

desain yang kurang kuat atau tidak menyertakan data yang cukup untuk 

memberikan temuan yang dapat diandalkan. Kesulitan ini dapat 

memengaruhi keakuratan hasil SLR dan menunjukkan perlunya 

penelitian lebih lanjut dengan metodologi yang lebih baik. 

Saran untuk penelitian selanjutnya dapat membantu memperluas 

wawasan dalam bidang yang sedang diteliti. Misalnya, penelitian lebih 

lanjut dapat fokus pada area yang belum banyak dijelajahi, seperti 

perkembangan hukum jaminan dalam konteks kepailitan internasional, 

atau pengaruh kebijakan global terhadap hukum jaminan di negara-

negara berkembang. Selain itu, saran lain bisa mencakup kebutuhan 

untuk penelitian empiris yang lebih mendalam yang melibatkan studi 

kasus atau data primer untuk memahami bagaimana hukum jaminan dan 

kepailitan diimplementasikan di berbagai yurisdiksi. Peneliti juga bisa 

menyarankan studi yang lebih interdisipliner, yang menggabungkan 

perspektif dari bidang ekonomi, sosial, dan politik untuk mendapatkan 

gambaran yang lebih komprehensif tentang topik ini. 
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C. Analisis Temuan SLR terkait Hukum Jaminan dan Kepailitan 

di Indonesia dan Internasional 

 

Systematic Literature Review (SLR) yang terkait dengan hukum 

jaminan dan kepailitan di Indonesia dan internasional memberikan 

wawasan yang sangat penting mengenai berbagai temuan yang muncul 

dalam kajian hukum yang ada. Dalam studi ini, SLR dilakukan untuk 

memahami bagaimana hukum jaminan dan kepailitan diterapkan di 

berbagai yurisdiksi, termasuk tantangan yang dihadapi oleh kreditor, 

debitor, dan pihak terkait lainnya, serta bagaimana sistem hukum yang 

berbeda dapat mempengaruhi penyelesaian sengketa dan pengelolaan 

aset dalam kepailitan. 

 

1. Temuan Umum Terkait Hukum Jaminan di Indonesia dan 

Internasional 

Temuan umum terkait hukum jaminan di Indonesia dan 

internasional menunjukkan adanya kecenderungan untuk meningkatkan 

perlindungan terhadap kreditor melalui berbagai bentuk jaminan hukum. 

Di Indonesia, penerapan hukum jaminan diatur dalam sejumlah 

peraturan perundang-undangan, yang memberikan dasar hukum yang 

jelas bagi kreditor dan debitor dalam perjanjian jaminan. Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjadi landasan utama dalam 

pengaturan jaminan di Indonesia, sementara Undang-Undang No. 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang No. 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan memberikan spesifikasi lebih lanjut mengenai 

jenis jaminan yang dapat diterapkan serta prosedur hukum yang harus 

diikuti. 

Salah satu temuan penting adalah prevalensi jaminan fidusia di 

Indonesia, yang memberikan kreditor hak untuk mengeksekusi jaminan 

meskipun barang yang dijaminkan tetap berada dalam penguasaan 

debitor. Jaminan fidusia ini menjadi salah satu bentuk jaminan yang 

paling banyak digunakan di Indonesia, karena memberikan fleksibilitas 

bagi debitor dalam menjalankan usaha sementara tetap memberikan 

perlindungan yang kuat bagi kreditor. Secara hukum, jaminan fidusia ini 

harus didaftarkan agar dapat memperoleh kekuatan eksekutorial, dan 

pencatatan ini menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian 

hukum bagi kedua belah pihak. 
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Di tingkat internasional, meskipun terdapat variasi dalam 

penerapan hukum jaminan, temuan menunjukkan bahwa negara-negara 

cenderung mengadopsi prinsip-prinsip yang serupa terkait dengan 

perlindungan kreditor, namun dengan perbedaan yang signifikan dalam 

prosedur dan efektivitas eksekusi jaminan. Negara-negara dengan sistem 

hukum common law, seperti Amerika Serikat dan Inggris, 

mengutamakan perjanjian jaminan yang dapat dieksekusi secara 

langsung melalui pengadilan atau prosedur lain yang diatur dalam 

hukum. Dalam sistem common law, perjanjian jaminan sering kali 

dilengkapi dengan hak-hak eksekusi yang lebih cepat, dengan 

mekanisme yang memungkinkan kreditor untuk mengambil alih atau 

menjual aset yang dijaminkan tanpa melalui proses pengadilan yang 

panjang. 

Negara-negara dengan sistem hukum civil law, seperti Indonesia, 

lebih mengutamakan pengaturan yang lebih formal dan ketat mengenai 

pemberian dan pengalihan jaminan. Negara-negara ini cenderung 

memberikan perhatian khusus pada pencatatan atau pendaftaran 

jaminan, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan 

perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan. 

Prosedur pendaftaran ini menjadi hal yang sangat penting karena 

memastikan bahwa hak-hak kreditor atas jaminan yang diberikan dapat 

diakui secara sah dan dilindungi oleh hukum. 

 

2. Temuan Terkait Kepailitan dan Penyelesaian Utang di 

Indonesia dan Internasional 

Temuan terkait kepailitan dan penyelesaian utang di Indonesia 

dan internasional menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam 

pendekatan terhadap perlindungan debitor dan kreditor, meskipun ada 

upaya untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan. Di 

Indonesia, sistem kepailitan diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan, yang bertujuan memberikan kesempatan 

kepada debitor yang tidak mampu membayar utangnya untuk 

memperoleh penyelesaian yang adil. Meskipun demikian, pelaksanaan 

undang-undang ini sering kali menghadapi kendala dalam hal 

transparansi dan keadilan proses pengelolaan harta pailit. Salah satu 

masalah utama adalah ketidakmampuan debitor dalam mengelola dan 

melaporkan aset-asetnya selama proses kepailitan, yang sering kali 

menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian mengenai nilai dan status 
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aset yang dimiliki. Selain itu, sering kali terjadi konflik kepentingan 

antara kreditor dan debitor terkait dengan pembagian aset, di mana 

kreditor cenderung berusaha memperoleh kembali sebagian besar 

utangnya, sementara debitor berusaha untuk meminimalkan kerugian. 

Proses ini juga bisa dipengaruhi oleh ketidakseimbangan dalam 

kekuatan antara kreditor besar dan debitor kecil, yang dapat 

memengaruhi hasil dari proses kepailitan. Meskipun Undang-Undang 

Kepailitan Indonesia dirancang untuk memberikan perlindungan yang 

lebih baik bagi debitor, eksekusi dan implementasi peraturan ini masih 

jauh dari sempurna. Hal ini memicu kebutuhan untuk perbaikan dalam 

sistem hukum yang ada, termasuk peningkatan transparansi dalam proses 

pengelolaan aset pailit, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap 

pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. 

Di tingkat internasional, berbagai negara telah melakukan 

reformasi sistem hukum kepailitannya untuk menangani 

ketidakseimbangan kekuatan antara kreditor dan debitor. Negara-negara 

dengan ekonomi pasar berkembang sering kali menghadapi tantangan 

yang lebih besar dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum 

kepailitan, terutama terkait dengan kendala dalam pengelolaan aset dan 

kompleksitas proses penyelesaian utang. Sistem hukum di negara-negara 

tersebut sering kali tidak memiliki infrastruktur yang cukup untuk 

menangani masalah-masalah yang timbul selama proses kepailitan, yang 

dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian utang atau 

bahkan kegagalan total dalam menyelesaikan utang. 

Negara-negara dengan ekonomi yang lebih maju, seperti 

Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa, telah mengembangkan 

sistem hukum kepailitan yang lebih komprehensif dan efisien. Di 

Amerika Serikat, misalnya, terdapat prosedur kebangkrutan yang lebih 

terstruktur dan dirancang untuk memberikan perlindungan yang lebih 

baik bagi debitor sambil memastikan bahwa kreditor dapat memperoleh 

penyelesaian yang adil. Di Uni Eropa, pengaturan kepailitan cenderung 

lebih berfokus pada pendekatan yang seimbang, yang memperhatikan 

kepentingan kedua belah pihak, baik debitor maupun kreditor. 

 

3. Implikasi Jaminan terhadap Proses Kepailitan 

Implikasi jaminan terhadap proses kepailitan sangat signifikan, 

baik di Indonesia maupun di tingkat internasional, karena keberadaan 

jaminan memberikan hak khusus kepada kreditor untuk memperoleh 
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pembayaran utang sebelum debitor yang tidak memiliki jaminan. Di 

Indonesia, instrumen jaminan seperti jaminan fidusia dan hipotek 

berperanan penting dalam memastikan kreditor mendapatkan haknya 

atas aset yang dijaminkan dalam proses kepailitan. Berdasarkan prinsip 

hak prioritas yang diatur dalam hukum kepailitan Indonesia, kreditor 

yang memiliki jaminan berhak mendapatkan pembayaran terlebih dahulu 

dibandingkan kreditor tanpa jaminan. Namun, dalam praktiknya, ada 

beberapa tantangan terkait dengan pelaksanaan hak kreditor ini. Salah 

satu masalah utama adalah ketidakmampuan untuk menjual aset yang 

dijaminkan dengan harga yang layak. Dalam situasi kepailitan, di mana 

ekonomi sering kali tidak stabil dan pasar untuk aset tertentu tidak likuid, 

nilai aset yang dijaminkan bisa jauh lebih rendah daripada nilai yang 

diharapkan.  

Proses administrasi dan pelaksanaan eksekusi terhadap aset yang 

dijaminkan sering kali memerlukan waktu dan biaya, yang semakin 

rumit dalam kasus kepailitan yang melibatkan banyak pihak dengan 

kepentingan yang berbeda. Ketidakpastian dalam penilaian aset dan 

eksekusi jaminan ini mengarah pada ketidakseimbangan antara 

kepentingan kreditor dan debitor, dan bisa mempengaruhi efektivitas 

penyelesaian utang. Di tingkat internasional, temuan serupa juga 

ditemukan. Jaminan memberikan hak kepada kreditor untuk 

memperoleh pembayaran terlebih dahulu atas aset yang dijaminkan, 

namun kesulitan terkait dengan penilaian dan eksekusi jaminan dapat 

menghambat penyelesaian kepailitan secara efisien. Beberapa negara, 

seperti Amerika Serikat, telah mengadopsi pendekatan yang lebih 

fleksibel terhadap pelaksanaan hak kreditor atas jaminan dalam undang-

undang kebangkrutan. Di Amerika Serikat, misalnya, kreditor dapat 

segera mengambil alih atau menyita aset yang dijaminkan tanpa perlu 

melalui prosedur pengadilan yang panjang.  

Meskipun fleksibilitas ini memberikan keuntungan bagi kreditor, 

hal ini juga dapat menimbulkan risiko bagi debitor, terutama dalam hal 

perlindungan terhadap hak-haknya. Beberapa negara lainnya, seperti 

yang terdapat dalam sistem hukum Uni Eropa, mengembangkan 

prosedur yang lebih seimbang, dengan memberikan waktu lebih banyak 

bagi debitor untuk melakukan restrukturisasi utangnya dan melindungi 

haknya selama proses kepailitan. Di beberapa negara, seperti Jerman dan 

Prancis, pendekatan terhadap jaminan dalam kepailitan lebih 
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menekankan pada perlindungan debitor dan upaya untuk menghindari 

likuidasi aset yang tidak perlu. 

 

4. Perbedaan Sistem Hukum di Negara Berkembang dan Negara 

Maju 

Perbedaan sistem hukum antara negara berkembang dan negara 

maju terlihat jelas dalam pengelolaan jaminan dan kepailitan. Di negara 

berkembang, seperti Indonesia, meskipun ada undang-undang yang 

mengatur jaminan dan kepailitan, penerapannya sering kali terhambat 

oleh sejumlah tantangan struktural dan fungsional. Salah satu masalah 

utama adalah infrastruktur hukum yang kurang efisien. Banyak negara 

berkembang menghadapi masalah terkait ketidakcukupan fasilitas 

hukum, kekurangan sumber daya manusia yang terlatih, serta kelemahan 

dalam hal pengawasan terhadap implementasi hukum. Hal ini 

menyebabkan penegakan hukum yang lemah, sehingga kreditor dan 

debitor sering kali tidak dapat mengakses keadilan dengan cepat dan 

efektif. Selain itu, prosedur yang kompleks dan birokratis dapat 

menyebabkan keterlambatan dalam proses kepailitan dan eksekusi 

jaminan, yang pada akhirnya merugikan kreditor maupun debitor. 

Di Indonesia, meskipun sistem hukum kepailitan dan jaminan 

telah diatur dengan jelas dalam undang-undang, seperti Undang-Undang 

Kepailitan No. 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia, sering kali terdapat kesenjangan antara hukum 

yang tertulis dan pelaksanaannya. Penegakan hukum dalam banyak 

kasus kurang optimal, dengan pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan 

atau distribusi aset yang tidak berjalan lancar. Salah satu masalah yang 

dihadapi adalah ketidakmampuan dalam menilai dan mewujudkan nilai 

aset yang dijaminkan dengan harga yang sesuai, serta ketidakjelasan 

dalam pengelolaan harta pailit yang seringkali berlarut-larut. Faktor-

faktor ini menjadikan proses kepailitan di negara berkembang menjadi 

lebih lambat dan kurang efisien. 

Negara maju, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, 

umumnya memiliki sistem hukum yang lebih terstruktur dan matang. Di 

negara-negara ini, hukum kepailitan dan jaminan diterapkan dengan 

lebih efisien dan transparan, didukung oleh infrastruktur hukum yang 

kuat, peraturan yang jelas, serta pengawasan yang ketat. Negara-negara 

maju memiliki prosedur yang lebih cepat dalam hal eksekusi jaminan 

dan penyelesaian utang, memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi 
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bagi kreditor. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, sistem kebangkrutan 

memungkinkan kreditor untuk lebih mudah dan cepat memperoleh akses 

terhadap jaminan yang telah diberikan oleh debitor. Proses ini didukung 

oleh teknologi dan administrasi yang lebih canggih, yang mempercepat 

proses hukum dan meminimalkan kemungkinan manipulasi atau 

kesalahan administratif. 

 

5. Rekomendasi untuk Pengembangan Hukum Jaminan dan 

Kepailitan 

Pengembangan hukum jaminan dan kepailitan di Indonesia dan 

internasional dapat dilakukan dengan beberapa langkah strategis yang 

bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam proses 

penyelesaian utang. Berdasarkan temuan-temuan yang dihasilkan 

melalui kajian literatur sistematis (SLR), terdapat beberapa rekomendasi 

penting yang dapat diterapkan. 

Peningkatan transparansi dalam proses kepailitan di Indonesia 

merupakan langkah penting untuk menciptakan sistem yang lebih adil 

dan efisien. Proses kepailitan sering kali terhambat oleh kurangnya 

keterbukaan, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi 

semua pihak yang terlibat. Kreditor, debitor, dan kurator harus diberikan 

akses yang jelas dan transparan terhadap informasi mengenai 

pengelolaan harta pailit, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

Selain itu, prosedur yang lebih terbuka dapat mengurangi potensi 

penyalahgunaan kekuasaan dan memungkinkan pengawasan yang lebih 

efektif oleh pihak-pihak terkait. Hal ini juga akan memperkuat 

kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada, meningkatkan 

kepastian bagi pihak yang terlibat, dan mendukung penyelesaian utang 

yang lebih adil dan tepat waktu. 

Penyederhanaan prosedur eksekusi jaminan juga sangat penting 

untuk mendukung kelancaran proses kepailitan di Indonesia. Meskipun 

ada undang-undang yang mengatur jaminan, eksekusi jaminan seringkali 

menemui kendala yang memperlambat penyelesaian utang, terutama 

ketika debitor mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. 

Prosedur eksekusi yang rumit dan panjang dapat merugikan kreditor 

yang berhak atas pembayaran utang. Oleh karena itu, penyederhanaan 

prosedur eksekusi jaminan diperlukan untuk memungkinkan kreditor 

yang sah dapat segera mengambil alih dan mengalihkan aset yang 

dijaminkan dalam proses kepailitan. Penyederhanaan ini harus dilakukan 
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dengan tetap memperhatikan perlindungan hak-hak debitor, agar 

keduanya dapat diperlakukan dengan adil dalam penyelesaian utang. 

Untuk menghadapi tantangan kepailitan lintas negara, diperlukan 

peningkatan koordinasi internasional dalam penyelesaian kasus 

kepailitan yang melibatkan lebih dari satu negara. Dalam era globalisasi, 

kepailitan yang melibatkan perusahaan atau individu dengan aset di 

berbagai negara semakin sering terjadi, sehingga memerlukan kerjasama 

antar negara untuk memastikan proses penyelesaian utang berjalan 

efisien. Negara-negara perlu merujuk pada konvensi internasional 

seperti Model Law on Cross-Border Insolvency yang disusun oleh 

UNCITRAL. Konvensi ini memberikan pedoman bagi negara-negara 

untuk menyelaraskan proses hukum kepailitan internasional, sehingga 

mengurangi potensi konflik hukum antara negara yang berbeda sistem 

hukumnya. Dengan meningkatkan koordinasi internasional, 

penyelesaian utang di tingkat global akan lebih efisien dan lebih adil, 

memberikan kepastian hukum bagi kreditor, debitor, dan pihak-pihak 

terkait lainnya. 

 

D. Latihan Soal 

 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Systematic Literature Review 

(SLR) dan sebutkan dua tujuan utama penerapannya dalam studi 

hukum jaminan dan kepailitan! 

2. Apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses 

Systematic Literature Review (SLR)? Jelaskan secara rinci 

metodologi yang digunakan dalam SLR untuk studi hukum jaminan 

dan kepailitan! 

3. Sebutkan tiga keuntungan yang dapat diperoleh dengan 

menggunakan metodologi Systematic Literature Review (SLR) 

dalam penelitian hukum jaminan dan kepailitan! 

4. Berdasarkan hasil SLR, bagaimana penerapan hukum jaminan di 

Indonesia dalam hal pengelolaan aset debitor yang mengalami 

kepailitan? Jelaskan dengan contoh jika ada! 

5. Berdasarkan temuan SLR, sebutkan dua perbedaan utama dalam 

pengelolaan hukum kepailitan antara negara maju dan negara 

berkembang! Jelaskan tantangan yang dihadapi oleh negara 

berkembang dalam hal ini! 

  



 231  Buku Ajar 

DAFTAR PUSTAKA 
 

 

 

Amalia, S. (2021). Proses Hukum Kepailitan dan Perlindungan Kreditor dan 

Debitor. Bandung: Alfabeta. 

Andi, W. (2021). Aspek Hukum Kepailitan dalam Penyelesaian Utang dan 

Perlindungan Jaminan. Surabaya: Universitas Airlangga Press. 

Arief, R. (2020). Analisis Keterkaitan Jaminan Fidusia dengan Kepailitan. 

Bandung: Citra Aditya Bakti. 

Arief, S. (2021). Tinjauan Hukum tentang Jaminan dan Kepailitan dalam 

Sistem Hukum Nasional dan Internasional. Bandung: Penerbit 

Alfabeta. 

Arif, N. (2019). Hukum Jaminan dan Proses Kepailitan di Indonesia: 

Analisis dan Implikasi. Jakarta: Sinar Harapan. 

Bagus, S. (2018). Analisis Praktik Hukum Kepailitan dan Pengaruhnya 

terhadap Kreditor. Jakarta: Citra Karya. 

Cahyani, T. (2018). Jaminan dan Perlindungan Hukum dalam Kepailitan di 

Indonesia. Jakarta: Rajawali Press. 

Dahlan, R. (2020). Jaminan dalam Kepailitan dan Pembagian Aset dalam 

Penyelesaian Utang. Jakarta: Sinar Grafika. 

Daryati, M. (2020). Jaminan dalam Kepailitan dan Penyelesaian Utang: 

Perspektif Indonesia dan Global. Jakarta: Sinar Grafindo. 

Desi, W. (2021). Hukum Kepailitan dan Jaminan dalam Hukum Bisnis 

Indonesia. Jakarta: Penerbit Gramedia. 

Dewi, A. (2019). Kepailitan dan Penyelesaian Utang di Indonesia: Tinjauan 

Hukum dan Implikasinya. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada 

Press. 

Dwi, P. (2020). Perlindungan Jaminan dalam Hukum Kepailitan Indonesia. 

Jakarta: Penerbit Kompas. 

Fadli, S. (2017). Aspek Hukum Jaminan dalam Kepailitan dan PKPU di 

Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Fahmi, D. (2018). Proses Kepailitan dan Penyelesaian Utang di Indonesia. 

Jakarta: Erlangga. 

Fajar, S. (2020). Peranan Kurator dalam Penyelesaian Utang dan 

Perlindungan Jaminan. Jakarta: Pustaka Pelajar. 



232  Hukum jaminan dan kepailitan 

Fandy, S. (2020). Penyelesaian Utang Pailit dan Implikasinya terhadap 

Jaminan dalam Bisnis. Bandung: Refika Aditama. 

Farhan, A. (2021). Pemahaman Teori dan Praktik Kepailitan di Indonesia. 

Surabaya: Penerbit Airlangga. 

Fikri, A. (2021). Hukum Jaminan: Aplikasi dalam Kepailitan di Indonesia. 

Yogyakarta: Penerbit Andi. 

Fitri, S. (2020). Kepailitan dan Pembagian Aset Pailit: Tinjauan Yuridis. 

Yogyakarta: Penerbit Andi. 

Gunawan, T. (2019). Hukum Kepailitan dan Pengaruhnya terhadap Jaminan 

yang Diberikan Debitor. Jakarta: Erlangga. 

Gusti, R. (2020). Hukum Kepailitan dalam Perspektif Internasional dan 

Perlindungan Jaminan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 

Hadi, D. (2019). Tinjauan Kritis terhadap Hukum Jaminan dan Kepailitan 

di Indonesia. Jakarta: Alumni. 

Halim, D. (2021). Hukum Jaminan dalam Kepailitan di Negara 

Berkembang. Bandung: Alfabeta. 

Hanifah, A. (2020). Hukum Kepailitan di Indonesia: Sistem, Praktik, dan 

Implikasinya terhadap Jaminan. Jakarta: Penerbit Kompas. 

Hanum, D. (2019). Praktik Penyelesaian Utang dalam Kepailitan: Aspek 

Hukum dan Ekonomi. Jakarta: Rajawali Press. 

Hartono, D. (2020). Peraturan Kepailitan di Indonesia: Teori dan Praktik. 

Jakarta: Rajawali Press. 

Harun, P. (2020). Perbandingan Sistem Hukum Jaminan dalam Kepailitan 

antara Indonesia dan Eropa. Jakarta: Erlangga. 

Hasan, E. (2021). Hukum Bisnis dan Kepailitan dalam Perspektif Global. 

Jakarta: Mandar Maju. 

Hasibuan, M. (2018). Hak Jaminan dalam Kepailitan: Perlindungan 

Kreditor dan Debitor. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 

Hendro, F. (2021). Perlindungan Hukum bagi Kreditor dalam Kepailitan. 

Surabaya: Airlangga University Press. 

Herman, T. (2019). Jaminan dan Kepailitan dalam Hukum Indonesia dan 

Praktik di Pengadilan. Jakarta: Alumi Press. 

Hukum Bisnis Indonesia. (2018). Jaminan dalam Kepailitan: Praktik dan 

Teori. Vol. 15, No. 4. 

Hukum Niaga Indonesia. (2019). Jaminan dan Penyelesaian Utang dalam 

Proses Kepailitan. Vol. 22, No. 3. 

Hukum Perdata Indonesia. (2020). Perbandingan Hukum Jaminan dalam 

Kepailitan antara Negara-Negara Asia. Vol. 14, No. 5. 



 233  Buku Ajar 

Indonesian Bankruptcy Law Review. (2019). Kepailitan dan Penyelesaian 

Utang di Indonesia. Vol. 17, No. 2. 

Indonesian Commercial Law Review. (2018). The Role of Collateral in 

Bankruptcy Proceedings. Vol. 10, No. 3. 

Indonesian Law Journal. (2018). Analisis Hukum Kepailitan di Indonesia 

dan Penerapannya dalam Bisnis. Vol. 5, No. 2. 

Jayanti, R. (2019). Hukum Kepailitan dan Implikasi terhadap Jaminan di 

Indonesia. Semarang: Pustaka Baru. 

Jurnal Hukum dan Ekonomi. (2018). Hukum Kepailitan dan Pembagian 

Harta Pailit. Vol. 17, No. 3. 

Jurnal Hukum Ekonomi. (2020). Analisis Perbedaan PKPU dan Kepailitan 

dalam Penyelesaian Utang. Vol. 8, No. 1. 

Kartika, E. (2021). Kepailitan dan Penyelesaian Utang dengan Implikasi 

terhadap Aset dan Jaminan. Bandung: Citra Aditya Bakti. 

Kurniawan, A. (2019). Hukum Jaminan Fidusia: Konsep dan Implementasi 

dalam Praktek. Bandung: Alfabeta. 

Kusuma, D. (2020). Kajian Hukum Jaminan dalam Proses Kepailitan di 

Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press. 

Kusuma, E. (2018). Prinsip Jaminan dan Kepailitan dalam Hukum Bisnis 

Indonesia. Jakarta: Mandar Maju. 

Law Review Journal. (2018). Pengaturan Jaminan dalam Hukum 

Kepailitan: Suatu Kajian Sistematis. Vol. 20, No. 1. 

Lestari, M. (2021). Tinjauan Sistem Hukum Kepailitan di Indonesia dan 

Implikasinya terhadap Jaminan. Surabaya: Penerbit Airlangga. 

Lestari, S. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Jaminan dalam 

Kepailitan. Bandung: Penerbit Citra Aditama. 

Linda, F. (2020). Peranan Hukum Kepailitan dalam Sistem Hukum Bisnis 

Indonesia. Malang: UMM Press. 

Linda, S. (2019). Pengelolaan Harta Pailit dalam Proses Kepailitan dan 

Jaminan di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo. 

Muktar, F. (2020). Prinsip Kepailitan dan Implikasi terhadap Jaminan dalam 

Sistem Hukum Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press. 

Munir, A. (2021). Keberlanjutan Hukum Jaminan dalam Kepailitan di 

Negara Berkembang. Surabaya: Penerbit Airlangga. 

Mutiara, S. (2019). Kepailitan dan Pembagian Aset Pailit: Tinjauan Hukum 

di Indonesia. Malang: Universitas Negeri Malang Press. 

Nabila, F. (2021). Proses Hukum dalam Kepailitan dan Implikasinya 

terhadap Jaminan. Jakarta: Salemba Empat. 



234  Hukum jaminan dan kepailitan 

Negara, S. (2017). Hukum Kepailitan dan Perlindungan Harta dalam 

Jaminan. Yogyakarta: UGM Press. 

Ningsih, F. (2021). Praktik Hukum Kepailitan dan Pembagian Aset Pailit. 

Surabaya: Penerbit Airlangga. 

Ningsih, T. (2018). Jaminan dan Penyelesaian Utang dalam Kepailitan: 

Tinjauan Hukum di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. 

Noor, W. (2019). Aspek Hukum Penyelesaian Utang dalam Proses 

Kepailitan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press. 

Novianti, E. (2020). Peraturan Jaminan dan Penyelesaian Utang dalam 

Hukum Kepailitan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press. 

Nugraha, E. (2019). Hukum Kepailitan dan Jaminan di Indonesia: Implikasi 

dan Tantangan. Jakarta: Sinar Grafindo. 

Nugroho, I. (2019). Prinsip Kepailitan dan Perlindungannya terhadap 

Kreditor di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo. 

Nuraeni, I. (2020). Hukum Jaminan dalam Kepailitan di Indonesia dan 

Internasional. Malang: Penerbit Pustaka Pelajar. 

Priyadi, A. (2021). Kepailitan dan Reorganisasi Perusahaan: Perspektif 

Hukum dan Bisnis. Jakarta: Bumi Aksara. 

Rahardjo, D. (2020). Sistem Hukum Kepailitan dan Perlindungannya 

terhadap Aset Debitor. Malang: UMM Press. 

Rahayu, I. (2020). Praktik Penyelesaian Utang dalam Proses Kepailitan di 

Indonesia. Jakarta: Rajawali Press. 

Rahmawati, D. (2019). Hukum Kepailitan dan Aspek Jaminan di Indonesia. 

Bandung: CV Alfabeta. 

Rani, A. (2021). Penyelesaian Utang Pailit dan Implikasi terhadap Jaminan 

di Indonesia. Yogyakarta: Andi Publisher. 

Ratnasari, A. (2019). Tinjauan Yuridis Mengenai Kepailitan dan 

Pengaruhnya terhadap Jaminan di Indonesia. Surabaya: Pustaka 

Pelajar. 

Rezza, B. (2020). Jaminan dalam Proses Kepailitan: Analisis Normatif dan 

Praktik di Indonesia. Surabaya: Penerbit Airlangga. 

Rian, M. (2020). Peran Kurator dan Hakim Pengawas dalam Kepailitan. 

Jakarta: Sinar Mas. 

Rizki, A. (2019). Perbandingan Sistem Kepailitan dan Jaminan antara 

Indonesia dan Negara Eropa. Jakarta: Rajawali Press. 

Saiful, M. (2020). Hukum Jaminan dalam Kepailitan: Pendekatan dan 

Implementasinya. Bandung: Alfabeta. 

Santoso, B. (2019). Peran Kurator dan Hakim Pengawas dalam 

Penyelesaian Utang Pailit. Jakarta: Erlangga. 



 235  Buku Ajar 

Sari, F. (2020). Pengaturan Jaminan dalam Kepailitan dan Proses 

Penyelesaian Utang. Jakarta: Bumi Aksara. 

Sihombing, H. (2020). Tantangan Hukum dalam Penyelesaian Kepailitan di 

Indonesia. Medan: USU Press. 

Sofyan, M. (2019). Jaminan Dalam Proses Kepailitan dan PKPU di 

Indonesia. Jakarta: Erlangga. 

Subagyo, R. (2019). Praktik Jaminan Fidusia dalam Kepailitan di Indonesia. 

Jakarta: Kompas. 

Suharto, M. (2017). Hukum Kepailitan dan Jaminan dalam Perspektif 

Ekonomi. Jakarta: Pustaka Setia. 

Sulistyani, M. (2019). Perbandingan Kepailitan di Indonesia dan Negara 

Berkembang Lainnya. Surabaya: Penerbit Airlangga. 

Supriyanto, A. (2020). Peranan Hakim Pengawas dalam Penyelesaian 

Utang Pailit. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar. 

Surya, P. (2019). Kepailitan dan Reorganisasi Bisnis: Pengaruh terhadap 

Jaminan dan Aset. Yogyakarta: Andi. 

Suryadi, J. (2017). Perlindungan Hukum dalam Proses Kepailitan: 

Pendekatan Teori dan Praktik. Bandung: PT Citra Aditama. 

Suryani, E. (2021). Implementasi Hukum Kepailitan terhadap Jaminan dan 

Kreditur. Jakarta: Sinar Harapan. 

Suryanti, F. (2019). Hukum Jaminan dan Kepailitan di Indonesia. Jakarta: 

Rajawali Press. 

Suryanto, P. (2021). Analisis Hukum Jaminan dan Kepailitan dalam Hukum 

Perdata Indonesia. Bandung: Refika Aditama. 

Tanjung, R. (2021). Implikasi Jaminan terhadap Proses Kepailitan di 

Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 

Taufik, D. (2021). Proses Penyelesaian Utang dan Kepailitan dalam 

Perspektif Ekonomi. Jakarta: Penerbit Kompas. 

Tim Pengkaji Hukum Ekonomi. (2019). Hukum Jaminan Fidusia dalam 

Proses Kepailitan. Jakarta: Raja Grafindo. 

Titi, N. (2020). Aspek Hukum dalam Kepailitan dan Penyelesaian Utang di 

Indonesia. Medan: USU Press. 

Waluyo, P. (2018). Pengaruh Kepailitan terhadap Jaminan dan Aset yang 

Diberikan Debitor. Jakarta: Salemba Empat. 

Wicaksono, R. (2020). Penyelesaian Utang dalam Proses Kepailitan dan 

Perlindungannya. Jakarta: Sinar Grafika. 

Widodo, M. (2021). Pengaturan Kepailitan dalam Undang-Undang 

Indonesia dan Internasional. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 



236  Hukum jaminan dan kepailitan 

Widodo, R. (2018). Pemahaman Kepailitan dan Perlindungan Hukum 

terhadap Aset dan Jaminan Debitor. Jakarta: Penerbit Grafindo. 

Widyati, M. (2018). Perbandingan Sistem Kepailitan antara Indonesia dan 

Negara Lain. Bandung: Refika Aditama. 

Wijaya, M. (2021). Keberlanjutan Hukum Kepailitan dan Implikasinya 

terhadap Kreditur dan Debitor. Yogyakarta: Penerbit Andi. 

Wiryawan, E. (2021). Tinjauan Yuridis tentang Penyelesaian Utang dalam 

Kepailitan dan Pembagian Aset. Jakarta: Sinar Grafika. 

Wulandari, F. (2020). Peranan Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian 

Masalah Kepailitan di Indonesia. Malang: UMM Press. 

Yuliana, N. (2018). Proses Kepailitan dan Pembagian Aset: Tinjauan 

Hukum di Indonesia. Jakarta: Prestasi Pustaka. 

Zahra, M. (2021). Proses Kepailitan dan Perlindungan Jaminan di 

Indonesia. Bandung: Alfabeta. 

Zain, I. (2021). Hukum Kepailitan dan Jaminan di Indonesia: Kajian Teori 

dan Praktik. Jakarta: Erlangga. 



 237  Buku Ajar 

GLOSARIUM 
 

 

Debitur Pihak yang berutang dan berkewajiban 

membayar. 

Fidusia Pengalihan hak kepemilikan atas benda bergerak 

sebagai jaminan tanpa melepaskan penguasaan 

fisiknya. 

Gadai Penyerahan barang bergerak kepada kreditur 

sebagai jaminan utang. 

Hak Istimewa Hak khusus yang diberikan kepada kreditur 

tertentu dalam pembagian hasil lelang. 

Hak Retensi Hak untuk menahan barang sampai utang 

dibayar. 

Hak Tanggungan Hak jaminan atas tanah beserta benda di atasnya 

untuk pelunasan utang. 

Hipotek Hak jaminan atas benda tidak bergerak seperti 

kapal atau pesawat. 

Insolvensi Ketidakmampuan debitur memenuhi kewajiban 

pembayaran pada saat jatuh tempo. 

Jaminan Agunan atau barang yang dijadikan penjamin 

pelunasan utang. 

Kredit Macet Utang yang tidak dapat ditagih karena debitur 

tidak mampu membayar. 

Kreditur Pihak yang berpiutang atau memiliki hak untuk 

menagih pembayaran. 

Kurator Pihak yang ditunjuk pengadilan untuk mengurus 

dan membereskan harta pailit. 
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Likuidasi Proses pembubaran dan pembagian aset 

perusahaan untuk membayar utang. 

Obligasi Surat berharga berupa utang yang diterbitkan 

oleh perusahaan atau negara. 

Pailit Keadaan di mana debitur dinyatakan tidak 

mampu membayar utangnya. 

Parate Eksekusi Pelaksanaan eksekusi jaminan tanpa melalui 

pengadilan. 

Preferen Hak mendahului kreditur lain dalam pembayaran 

utang. 

Subrogasi Pergantian posisi kreditur oleh pihak ketiga yang 

melunasi utang. 

Surat Utang Dokumen yang berisi janji pembayaran utang. 

Wanprestasi  Kegagalan debitur memenuhi kewajibannya  

   sesuai perjanjian. 
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